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BAB I  

PENDAHULUAN  
  

1.1  LATAR BELAKANG    

 

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peluang 

daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri akan semakin terbuka lebar.  Undang-Undang ini 

memberi kewenangan otonom kepada daerah berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang 

pemerintahan, kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama.  Pemberian kewenangan 

yang luas ini dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

dalam mengembangkan demokrasi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).  Kewenangan ini juga memilki peran 

strategis bagi daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. 

  

Salah satu konsekuensi dari kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, 

implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi 

dan keunggulan yang dimiliki daerah.  Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Agar potensi daerah dan keunggulan yang 

dimiliki dapat berdampak yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka setiap daerah harus 

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan responsif terhadap 

perubahan.  Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi jenjang perencanaan jangka panjang 25 

tahun (RPJPD), jangka menengah lima tahunan (RPJMD) maupun jangka pendek tahunan (RKPD maupun 

Renstra SKPD).  Setiap jenjang perencanaan ini memiliki hubungan saling keterkaitan dan idealnya harus 

berkesinambungan.  Oleh karena itu  RPJMD periode saat ini merupakan lanjutan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari RPJMD periode sebelumnya.  

 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, Ir. H. Syahirsah SY dan Hj. Sofia Joesoef, 

SH, MH pada taggal 17 Februari 2016 telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari untuk 

periode Tahun 2016 – 2021.  Dengan demikian maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016 telah berakhir.  Untuk memberikan arah dan landasan 
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yang berkesinambungan terhadap pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam periode ketiga Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025, perlu disusun kembali 

RPJMD untuk periode 2016-2021.  Dokumen RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021  ini 

merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyusunannya berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Batang Hari, mengacu kepada RPJMD 

Provinsi Jambi dan RPJM Nasional.    

 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-

2021 ini disusun melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-

down) dan bawah-atas (bottom-up).   

 

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, 

sesuai dengan substansi yang dibutuhkan.  Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan mengikutsertakan 

pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

mewujudkan rasa memiliki secara bersama.  Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan 

Visi, Misi dan program pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta dengan proses konsultasi 

dan pembahasan dengan anggota DPRD.  Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-

atas (bottom-up) bahwa dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di 

Kabupaten Batang Hari.  Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang yang melibatkan 

para stakeholder yang ada di Kabupaten Batang Hari.   

 

Secara substansial, RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 ini memuat arah kebijakan 

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  Rumusan perencanan pembangunan ini, tetap 

mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun 

sektoral, juga dikontruksi secara transparan, responsif,  efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, 

berkeadilan dan berwawasan lingkungan.  
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Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2016- 2021 

mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi, akan tetapi terjadinya perubahan beberapa regulasi 

baru dan dirasa perlu untuk dilakukan perubahan sekaligus melakukan penajaman terhadap tujuan, 

sasaran, strategi dan arah kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya Perubahan 

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2016 – 2021 dengan dasar sebagai berikut : 

a) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehinga perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap OPD Penanggung jawab. 

b) Hasil konsultasi dengan Kementerian Menpan-RB Republik Indonesia disarankan perlu dilakukan 

penajaman dan penyerdehanaan terhadap Tujuan, Sasaran (Indikator sasaran), strategi dan arah 

kebijakan (indikator arah kebijakan), serta Program Pembangunan. 

c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ dan Nomor : 

0430/M.PPN/12/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Recana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019. 

 

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN   

 

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupten Batang Hari 2016 – 2021, Yaitu :  

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 2755);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);   

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik indonesia tahun 2010 Nomor 

517);  

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran  Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);  

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 

7); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran  Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 

2013 Nomor 16);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2006  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 04). 

 

1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA   

  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 

2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh 

dengan perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Jambi dan Nasional, sinkron dan sinergi antar 

daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.  

 

Selain itu, RPJMD ini juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, sehingga dalam penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang 

termuat dalam RPJPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RTRW Kabupaten 

Batang Hari 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang menetapkan lokasi program sesuai 

pemanfaatan ruang Kabupaten Batang Hari.    

 

Sesuai dengan tujuan penyusunannya, RPJMD ini akan digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan RKPD sebagai dokumen 

perencanaan tahunan pemerintah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.  

 

Berkenaan dengan kosep di atas maka RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 – 2021 

memuat dan menggambarkan keterkaitan, sinkronisasi dan sinergisitas antar bebagai dokumen 

perencanaan baik berdasarkan level maupun jenis dan fungsi dokumen perencanaan lainnya yang 

diturunkan menjadi perencanaan yang lebih rinci seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 
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Renstra OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

pelaksanaan pembangunan.  Hubungan antar dokumen perencanaan dan substansi materi di dalam 

RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut : 

  

Gambar 1.1 
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain  

 

A. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan RPJM Nasional  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 menyebutkan 

bahwa visi Indonesia Tahun 2014-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai 

berikut :  

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian 

ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan,   

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum,  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,  
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4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,    

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,   

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 

nasional,   

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 

Berdasarkan misi di atas ditetapkan agenda prioritas pembangunan nasional sebagai berikut ;   

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga negara,   

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya,   

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan,   

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat, dan terpercaya,  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,  

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia 

bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,  

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,  

8. Melakukan revolusi karakter bangsa,  

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.   

 

Sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan tersebut, lebih dikenal dengan „Nawa 

Cita.‟  Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama 

pembangunan, RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 wajib mengacu pokok-pokok „Nawa Cita‟ 

tersebut.  Pada konteks inilah pendekatan atas bawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan 

RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021.   

 

B. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan RPJMD Provinsi Jambi  

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi 

Jambi.  Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 
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serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampai kanoleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat 

kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :    

Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang akan diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah “Tertib, Unggul, 

Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021.  

 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi 

Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:   

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan 

partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip- prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja 

tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.   

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan 

berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh 

penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan 

yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.   

3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum 

masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik 

yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.  

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang 

didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan 

lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan 

IPTEKIN yang ramah lingkungan.   

5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber 

daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses 

energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah    

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin 

terhadap kehidupan yang lebih baik.      

 

Substansi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 wajib menjadi acuan 

dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun    2016- 2021 sehingga tercipta 

sinkronisasi pembangunan.  
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C. Hubungan RPJMD dengan RTRW Provinsi Jambi    

Mengacu pada RTRW Provinsi Jambi, dalam kebijakan rencana pengembangan pusatpusat 

kegiatan, kawasan Kota Jambi dan sekitarnya (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari) 

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Jambi Bagian Timur dengan pusat 

pengembangan di Kota Jambi.  Sementara untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Jambi Bagian 

Barat adalah Kabupaten Bungo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Perkotaan Muara Bulian, 

bahkan untuk Kawasan Kabupaten Bungo dan sekitarnya lebih dimantapkan sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional Prioritas (PKNP) di Pulau Sumatera.  

   

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jambi, terdapat beberapa kawasan di Kabupaten Batang Hari 

yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jambi yang dilihat dari sudut kepentingan ekonomi 

yaitu Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya.  Kawasan strategis Muara Bulian – Jambi memiliki 

potensi ekonomi yang tinggi dan strategis, karena kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan 

penting di Provinsi Jambi yang membentuk sebuah kawasan dengan perkembangan ekonomi cukup pesat. 

   

Penetapan kawasan strategis Muara Bulian - Jambi bertujuan untuk mendorong berkembangnya 

perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan wilayah dan sekaligus menjadi pendukung pengembangan 

wilayah Metropolitan Jambi.   Sektor unggulan yang terdapat di kawasan strategis Muara Bulian – Jambi 

adalah perkebunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata. Secara 

administratif lokasi kawasan strategis Muara Bulian – Jambi terdapat di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten 

Muaro Jambi dan Kota Jambi. Kawasan strategis Muara Bulian – Jambi akan berfungsi untuk mendorong 

upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan mendukung pengembangan Kota 

Metropolitan Jambi. 

 

D. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Batang Hari   

RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2015.  RPJMD Kabupaten Batang Hari 

merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada 

RPJPD Kabupaten Batang Hari serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat 

daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.    
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Hari periode 2006-

2025 memiliki visi ”BATANG HARI YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN BERAKHLAK MULIA,” 

juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 

2005-2025, dan Visi Pembangunan Nasional sebagai tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.  Visi dari 

RPJPD Kabupaten  

Batang Hari Tahun 2006-2025 ditempuh melalui tiga misi, yaitu ;   

(1) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkesinambungan,   

(2) Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan, dan   

(3) Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia.  

 

Hubungan dan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 dengan 

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.  
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E. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Batang Hari   

Penyusunan Perubahan RPJMD ini perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan 

pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 tentang RTRW 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan 

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Batang Hari.  Penataan Ruang Wilayah 

Kabupaten Batang Hari bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Batang Hari sebagai daerah industri 

berbasis pertanian, pariwisata dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.  Kebijakan dan strategi 

penataan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari, meliputi :  

a. Penguatan fungsi lindung kawasan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan 

sebagai sektor potensial secara optimal yang berwawasan lingkungan;   

b. Penciptaan peluang investasi pada kegiatan industri;  

c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan pertanian dan 

pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan 

terpadu;  

d. Penguatan fungsi kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi.  

e. Peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan negara.  

f. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.  

 

Strategi pengembangan sektor pertanian sebagai sektor potensial secara optimal yang 

berwawasan lingkungan, meliputi:  

a. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;  

b. Melakukan penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan 

kelembagaan serta  fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;  

c. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada 

kegiatan industri berbasis pertanian;  

d. Menjamin kelancaran aksesibillitas dengan penyediaan sistem prasarana dan sarana handal 

mendukung kegiatan pertanian;  

e. Menjamin dan mendorong ketersediaan pangan daerah.  

 

 

 



13 

  

Strategi pengembangan sektor pertambangan sebagai sektor potensial secara optimal dan 

berwawasan lingkungan, meliputi:  

a. Menggunakan teknologi ramah lingkungan (eco-mining) dalam eksplorasi dan eksploitasi wilayah 

pertambangan;  

b. Eksploitasi tambang harus mempertimbangkan keseimbangan pemamfaatan ruang lain;  

c. Menjamin pelaksanaan reklamasi pasca tambang pada kegiatan pertambangan;  

d. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada 

sektor pertambangan.   

 

Strategi penciptaan peluang investasi, meliputi:  

a. Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada 

kegiatan industri;  

b. Mendorong pertumbuhan klaster industri yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung 

lingkungan;  

c. Menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan 

sistem prasarana yang handal;  

d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.  

 

Strategi peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan 

pertanian, pariwisata dan pertambangan, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara 

seimbang dan terpadu, meliputi:  

a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas penghubung, jaringan air 

bersih, jaringan energi, telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air yang merata;  

b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang 

seimbang;  

c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana industri pertanian dan pertambangan; dan  

d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang 

kondusif.  
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Strategi penguatan fungsi lindung kawasan lindung secara berkesinambungan dan terintegrasi, 

meliputi :  

a. Mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap 

mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;  

b. Memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan di bawahnya, 

kawasan perlindungan setempat serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;  

c. Melindungi daerah resapan air yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya 

air;  

d. Mengendalikan dan memantau kegiatan budidaya pada kawasan lindung dan kawasan hutan agar 

tetap terjaga kelestariannya; dan  

e. Merehabilitasi kawasan hutan agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan mengoptimalkan 

perlindungan pada kawasan bantaran sungai.  

 

Strategi peningkatan dan pengembangan pariwisata, meliputi :  

a. Mengembangkan kawasan potensi wisata daerah;  

b. Meningkatkandan mengembangan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata daerah;  

c. Meningkatkan promosi pariwisata daerah;  

d. Menciptakan iklim usaha pariwisata daerah yang kondusif.   

 

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara,meliputi :  

a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah kabupaten;  

b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan 

keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;  

c. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan 

pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan  

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.  

 

F. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan Renstra OPD   

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) OPD. Renstra OPD 

merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional 

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau 
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fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah 

koordinasi. 

  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Batang Hari. Dalam konteks 

ini, adalah sangat penting bagi OPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih 

dan RPJMD.  Penyajian Renstra OPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan prioritas OPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur 

pencapaiannya.   

 

G. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan RKPD    

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk 

periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 yang 

memuat :   

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;    

2. Program prioritas pembangunan Daerah;  dan   

3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar 

penyusunan KUA-PPAS.  

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang dihasilkan dari mekanisme 

perencanaan. Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses 

penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah 

ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD Kabupaten 

Batang Hari yaitu pagu indikatif atau perkiraan pendanaan dari setiap program kegiatan.  

 

H. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan Renja OPD  

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam RKPD 

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari 

Rencana Kerja (Renja) OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, 

Kecamatan, Kabupaten.  Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun 

rencana kerja tahunan berupa Renja OPD.  
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I. Hubungan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan Beberapa Dokumen Lainnya    

Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan 

penetapan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 juga memperhatikan keberadaan dokumen-

dokumen lain diluar komponen perencanan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan 

bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Dokumen-dokumen lain yang dimaksud antara lain :  

1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);  

2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI);  

3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);  

4. Aksi Road Map Reformasi Birokrasi.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN   

 

Sistematikan penyusunan RPJMD ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  Secara garis besar, substansi 

RPJM Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 ini terbagi menjadi sebelas bab, dengan ringkasan isi 

masing-masing bab sebagai berikut:    

 

BAB I  PENDAHULUAN   

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar 

dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta sistematika penulisan.  

 

BAB II  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH    

Bagian ini memaparkan secara detil mengenai kondisi Kabupaten Batang Hari dari aspek geografi, 

demografi dan kesejahteraan penduduk. Selain itu juga digambarkan mengenai kondisi pelayanan umum 

yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Batang Hari diberbagai bidang urusan baik wajib maupun 

pilihan serta deskripsi tentang aspek daya saing Kabupaten Batang Hari.  

 

BAB III  GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN    

Bab ini menjelaskan indikasi program-program prioritas yang disusun menurut bidang urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah Kabupaten Batang Hari disertai dengan indikasi pendanaannya dalam kurun waktu 

tahun 2016-2021.  
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BAB IV  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS    

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Batang Hari  yang terkait dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan 

pembangunan sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, 

yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabuapten Batang Hari di masa yang 

akan datang.  

 

BAB V   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN    

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016– 2021 yang 

merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang 

akan dicapai dalam lima tahun mendatang.  

 

BAB VI   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN   

Bab ini menjelaskan mengenai strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan serta arah kebijakan yang akan dilakukan dari setiap strategi tersebut yang diuraikan 

berdasarkan misi.  

 

BAB VII  KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH    

Dalam bagian ini dipaparkan kebijakan umum dan program pembangunan yang didesain berdasarkan 

strategi serta indikator yang akan menjadi capaian kinerja. 

 

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara 

umum dan program prioritas beserta target capaian indicator kinerja outcome yang disertai indikasi 

kerangka pendanaanya sampai tahun 2021. 

 

BAB IX  PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian  visi dan misi Bupati pada akhir 

periode masa jabatan, dengan  menggambarkan akumulasi pencapaian indikator, dampak (impact) pada 

tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (outcome) pada 

masing-masing program sebagaimana disajikan dalam Bab VII.   
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BAB X   PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN   

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi yang dapat menjembatani RPJMD Kabupaten Batang Hari 

periode 2016-2021 dengan RPJMD periode selanjutnya. 

   

 

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN   

 

A.  Maksud    

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-

2021 dibuat dengan maksud sebagai berikut :  

1. Menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan 

terpadu.  

2. Mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang 

telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari serta indikasi pendanaan 

dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 2025 dan aspirasi masyarakat.   

3. Sebagai acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam penyusunan 

Renstra OPD dan RKPD.  

4. Sebagai acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Batang Hari secara berjenjang.  

 

B.  Tujuan    

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2016-2021 adalah :  

1. Menjabarkan Visi, Misi, agenda pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang 

Hari ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat 

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021.   

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dari berbagai sumber pendanaan, 

baik APBD Kabupaten Batang Hari, APBN maupun sumber dana lainnya. 

3. Mendoron terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, 

antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pusat;  
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4. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari;  

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan;  

6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat..
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BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

 

 

Informasi berikut ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Batang Hari dari berbagai aspek yang 

mencakup kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek 

daya saing daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penyajian data informasi ini dimaksudkan untuk 

memberi gambaran kondisi akhir dan progres berbagai kegiatan pembangunan yang menjadi salah satu landasan 

penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021. 

 

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI   

2.1.1 Aspek Geografi 

A. Administrasi Wilayah  

Secara geografi, wilayah Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas 

wilayah 5.180,35 KM2 dan merupakan salah satu kabupaten di antara sebelas Kabupaten/Kota dalam Provinsi 

Jambi. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit 

Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 Nopember 1948 dengan pusat pemerintahan saat ini di Kota Muara Bulian 

berjarak sekitar 64 KM dari Kota Jambi. Secara administrasi wilayah Kabupaten Batang Hari terdiri dari delapan 

Kecamatan, 14 Kelurahan, 110 Desa dan 1.280 Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten 

Muara Jambi; 

Sebelah Selatan :  : Berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muara Jambi 

dan Provinsi Sumatera Selatan; 

Sebelah Timur :  : Berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kabupaten Tebo. 
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Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Batang Hari 

 

Tingkat perkembangan wilayah relatif berbeda sesuai dengan letak dan potensi geografis, sumber daya 

alam, sumber daya manusia maupun karena dampak pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan 

dan antar kecamatan.  Dari aspek geografis, kabupaten ini letaknya sangat strategis karena merupakan daerah 

penghubung antara kawasan Barat dan Timur Sumatera. Luas dan persentase luas wilayah Kabupaten Batang 

Hari per kecamatan, adalah sebagai berikut. 
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Grafik 2.1 
Persentase Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Batang Hari 

 

 

 

 

Tabel 2.1 
Luas Wilayah, Banyaknya Desa/Kelurahan dan Nama Ibukota tiap Kecamatan di Kabupaten Batang Hari 

 

No   Kecamatan   
Luas    
(Km2) 

Persentase 
Jumlah 

Desa 
Jumlah 

Kelurahan 
Nama Ibukota  

Kecamatan 

1.   Mersam   801,9 13,81 17 1 Kembang Paseban 

2.   Maro Sebo Ulu   906,33 15,61 16 1 Simp. Sungai Rengas 

3.   Batin XXIV   904,14 15,58 15 2 Muara Jangga 

4.   Muara Tembesi   419,77 7,23 12 2 Kampung Baru Km. 5 

5.   Muara Bulian   417,97 7,20 16 5 Muara Bulian 

6.   Bajubang   1.203,51 20,73 9 1 Bajubang 

7.   Maro Sebo Ilir   129,06 2,22 7 1 Terusan 

8.   Pemayung   1.022,15 17,61 18 1 Jembatan Mas 

Jumlah   5.804,83 100,00 110 14   

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dalam Angka 2016 

 

B. Letak dan Kondisi Geografis  

Secara astronomis wilayah Kabupaten Batang Hari terletak pada 1°15'- 2°2'lintang Selatan (LS) dan 

102°30'-104°30' Bujur Timur (BT), yang sebagian besar berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar 

antara 11 - 500 m dpl. Sebagian besar wilayah berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari dan 

Sungai Batang Tembesi dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air.Secara geomorfologis wilayah 

kabupaten ini merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0-8 persen (92,28 persen). Rata-

rata ketinggian wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. 
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Tabel 2.2 
Posisi dan Ketinggian Daerah Kabupaten Batang Hari dari 

Permukaan Air Laut Dirinci Menurut Kecamatan 
 

No Kecamatan Luas (KM2) Bujur Lintang 
Ketinggian dari 

Permukaan 
Laut (M) 

1.   Mersam   801,9 102047’08,6’’ 
103 005’03,1’’ 

01024’03,1’’ 
01047’30,8’’ 

67   

2.   Maro Sebo Ulu   906,33 102029’30,5’’ 
102 056’26,0’’ 

01030’00,0’’ 
01058’45,4’’ 

76   

3.   Batin XXIV   904,14 102047’08,1’’ 
103 012’19,4’’ 

01046’25,9’’ 
02000’48,7’’ 

57   

4.   Muara Tembesi   419,77 103011’30,8’’ 
103 005’50,3’’ 

01033’34,0’’ 
01052’09,7’’ 

45   

5.   Muara Bulian   417,97 103008’32,4’’ 
103 024’38,9’’ 

01038’13,0’’ 
01053’08,1’’ 

38   

6.   Bajubang   1.203,51 103009’30,8’’ 
103 027’27,5’’ 

01043’47,0’’ 
02023’14,6’’ 

51   

7.   Maro Sebo Ilir   129,06 103008’32,4’’ 
103 014’58,4’’ 

01032’55,1’’ 
01043’40,6’’ 

48   

8.   Pemayung   1.022,15 103001’04,9’’ 
103 028’25,9’’ 

01023’27,5’’ 
01044’38,9’’ 

28   

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dalam Angka 2016 

 

Kecamatan yang terletak di daerah hulu Sungai Batang Hari cendrung lebih bergelombang dibandingkan 

daerah hilirnya. Daerah bergelombang terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Batin XXIV, Mersam dan 

Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kecamatan Muara Tembesi, Muara Bulian, Bajubang dan Kecamatan Pemayung 

memiliki topografi yang cendrung lebih datar/landai.  

 

C. Geologi dan Struktur Tanah  

Kondisi geologi dan struktur tanah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari antara lain 

didominasi oleh Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Ha dan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha, 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24   

 
   

Gambar 2.2 
Peta Morfologi di Kabupaten Batang Hari 

 

 
 
 
 
 
 
* Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari 

Gambar 2.2 
Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Batang Hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3  
 Kondisi Geologi Menurut Jenis per Kecamatan di Kabupaten Batang Hari   

 

NO KECAMATAN 

Neogin Endapan Tufa Vulcan 

Ha Persen Ha Persen Ha Persen 

1   Bajubang   27.380 9,64 1.717 1,00 1.301 1,54 

2   Batin XXIV   33.750 11,88 14.154 8,25 32.247 38,17 

3   Maro Sebo Ilir   31.196 10,98 12.900 7,51 11.196 13,25 

4   Maro Sebo Ulu   74.660 26,29 14.745 8,59 9,996 11.83 

5   Mersam   43.353 15,26 25.315 14,75 7.219 8,55 

6   Muara Bulian   2.410 0,87 48.164 28,06 5.012 5,93 

7   Muara Tembesi   17.415 6,13 11.490 6,69 10.651 12,61 

8   Pemayung   53.822 18,95 43.177 25,15 6.850 8,12 

 Jumlah   283.986 100 171.662 100 84.472 100 

Sumber : BPN Kabupaten Batang Hari  
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Gambar 2.3 

Peta Geologi Kabupaten Batang Hari 
 

Penyebaran struktur jenis Neogin terkonsentrasi di Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu sekitar 26,29 

persen, sebagian wilayah Kecamatan Pemayung 18,95 persen dan Kecamatan Mersam 15,26 persen.  Sementara 

jenis endapan tersebar hampir merata di tiap kecamatan dan jenis Tufa Vulcan terkonsentrasi di Kecamatan Batin 

XXIV sekitar 38,17 persen dari luas wilayah dan selebihnya hampir menyebar di semua kecamatan. Keadaan 

struktur tanah di Kabupaten Batang Hari terdiri dari 2 (dua) jenis tanah, yaitu Alluvial dan Podsolik Merah Kuning. 

  

Tanah alluvial berada di sekitar Sungai Batang Hari dan Sungai Batang Tembesi. Terbentuknya Podsolik 

Merah Kuning merupakan proses lixiviasi (padsolik lemah) di daerah endapan dan metamorf.  Tanah ini bersolum 

sedang, struktur gumpal bersudut, konsistensi teduh sampai membaur, reaksi tanah masam dan miskin unsur hara 

tanaman, penggunaan jenis tanah ini terutama berupa hutan dan perkebunan.  Sedangkan jenis tanah alluvial 

terbentuk dari hasil pengendapan sungai pada waktu banjir, hal ini terbukti jenis tanah ini terdapat di sepanjang 

Sungai Batang Hari.  

 

D. Hidrologi   

Kondisi hidrologi suatu daerah ditentukan oleh struktur geologinya, struktur geologi Kabupaten Batang 

Hari merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi serta bebatuan lain seperti batu bara yang 

merupakan bebatuan muda hingga kedalaman tertentu terdapat beberapa akifer yang relatif dalam yang berperan 

sebagai kantong air tanah dengan kandungan logam/mineral yang relatif tinggi.  
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Gambar 2.4 
Peta Hidrologi Kabupaten Batang Hari 

 

Selain Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batang Hari, wilayah Kabupaten Batang Hari juga dilalui 

beberapa sungai lainnya yang relatif besar seperti Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, 

Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak serta beberap sungai kecil yang merupakan anak-anak 

sungai seperti Sungai Aur dan Sungai Batang. Keberadaan sungai-sungai tersebut di atas memiliki arti penting 

bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan hajat hidup, sebagai sumber ekonomi seperti galian pasir-batu, areal 

perikanan tangkap dan budidaya, pengairan sawah, sebagai saran transportasi, sumber air bersih serta MCK. 

Kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Batang Hari dipengaruhi oleh DAS Batang Hari dan DAS Batang Tembesi.  

Peta hidrologi yang menggambarkan sungai-sungai tersebut sepeti terlihat pada gambar berikut. 

 

E.  Klimatologi  

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015 berkisar antara 260C sampai 310C.  

Suhu maksimum terjadi pada bulan April hingga Oktober yaitu sebesar 330C, dan minimum pada bulan Maret, 

Agustus, dan Oktober yaitu 230C.  Kelembaban udara pada tahun 2015 relatif tinggi, rata-rata antara 77 sampai 86 

persen.  Sementara untuk curah hujan selama tahun 2015 antara 15 mm sampai 200 mm, dan banyaknya hari 

hujan berkisar antara 2 sampai 23 hari dengan kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 14 Knot. 
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Grafik 2.2 
Banyaknya Curah Hujan per Bulan Tahun 2015 (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grafik 2.3 
Rata-rata Suhu Udara per Bulan Tahun 2015 (°C) 

 

F.   Kondisi Guna Lahan 
 

Penggunaan lahan di Kabupaten Batang Hari terdiri dari penggunaan lahan sawah dan non sawah. 

Penggunaan lahan paling besar adalah penggunaan lahan bukan sawah yaitu seluas 234.051 Ha yang sebagian 

besar didominasi oleh penggunaan lahan Kolam/empang seluas 79.854 Ha dengan daerah paling luas di 

Kecamatan Pemayung yaitu seluas 55.419 Ha. Perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Batang Hari, 

hamper semua terjadi pada penggunaan lahan bukan sawah kecuali Padang Rumput yang mengalami sedikit 

perubahan, Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.4 
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Batang Hari 

 

 
Sumber Kabupaten Batang Hari dalam Angka Tahun 2016 
 

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari telah juga disertai dengan 

perencanaan tata ruang yang disusun berdasarkan pendekatan “Kesatuan Sosial Ekonomi”. Pembangunan 

Kabupaten Batang Hari di segala bidang direncanakan akan digiatkan dengan menentukan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan di bidang sosial dan 

budaya.  

 

Rencana pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis pembangunan daerah menetapkan tiga 

pusat pertumbuhan ekonomi yakni: 

1. Wilayah Pertumbuhan Muara Bulian yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Bulian, Pemayung Bajubang dan 

Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan pusat pertumbuhan kota Muara Bulian, 

2. Wilayah Pertumbuhan Muara Tembesi yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin 

XXIV dengan pusat pertumbuhan kota Muara Tembesi, 

3. Wilayah Pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muaro Sebo 

Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas. 

 

 

2014 2015

A Lahan Sawah 18,320              17,048              

1 Irigasi Teknis

2 Irigasi Setengah Teknis 354                   354                   

3 Irigasi Sederhana

4 Tadah Hujan 6,350                5,688                

5 Lainnya 11,616              11,006              

B Lahan Bukan Sawah 90,455              234,051            

1 Perkarangan

2 Tegal/ Kebun 53,748              39,974              

3 Padang Rumput 1,338                1,280                

4 Tambak

5 Kolam/ Empang 79,854              

6 Tak diusahakan 4,412                31,116              

7 Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 30,957              30,674              

8 Hutan Negara 51,153              

Luas Penggunaan Lahan Ha
No Jenis Penggunaan Lahan
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Grafik 2.4 
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari 

 

Secara lebih khusus, rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut tercermin dalam 

Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Batang Hari yang menempatkan Kota Muara Bulian pada Hierarki 

II dalam pola pengembangan sistem kota-kota yang mengacu pada sistem kota-kota Provinsi Jambi. Penempatan 

kota Muara Bulian hierarki II sejalan dengan fungsi kota ini yang saat ini menjadi pusat administrasi, pelayanan 

sosial, perdagangan dan jasa serta transportasi Kabupaten Batang Hari.  

 

Pertumbuhan aktivitas pembangunan di kota Muara Bulian sebagai kota yang menduduki hierarki II yang 

berlokasi di wilayah Kabupaten Batang Hari diharapkan kelak akan dapat memacu pertumbuhan pembangunan 

ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan Kota Muara Tembesi dan Kota Sungai Rengas yang masing–masing 

menempati hierarki III dalam sistem kota kota baik di Kabupaten Batang Hari maupun di Provinsi Jambi. 

 

Penentuan pusat-pusat pertumbuhan yang secara implisit juga akan sangat mempengaruhi kebijakan 

perencanaan pengalokasian dana pembangunan yang ber orientasi dari Utara Selatan ke Barat Timur. Hal ini juga 

dianut Kabupaten Batang Hari, sehingga arah pengembangan kawasan pemukiman di wilayah kabupaten dapat 

dipisahkan menjadi dua kawasan; kawasan pemukiman wilayah Barat yang penduduknya terpusat disepanjang 

jalur Lintas Sumatera dan kawasan pemukiman wilayah Timur yang penduduknya kebanyakan bermukim 

mengikuti daerah aliran Sungai Batang Hari. Tiga pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Batang 

Hari yang telah ditentukan berada di sepanjang ruas Jalan Muara Bulian–Muara Bungo yang sekaligus merupakan 

ruas jalan penghubung Lintas Timur Sumatera dan Lintas Barat Sumatera. Apabila fenomena ini tidak dicermati 

dengan baik maka wilayah pusat-pusat pemukiman di sebelah Timur Kabupaten Batang Hari yang lebih banyak 

berada di sepanjang aliran Sungai Batang Hari dapat menjadi kurang tersentuh. 

Kecamatan Muara Bulian Kecamatan Pemayung 

Kecamatan Bajubang Kecamatan Maro Sebo Ilir 

Kecamatan Muara Tembesi 

Kecamatan Maro Sebo Ulu 

Kecamatan Batin XXIV 

Kecamatan Mersam 

Pusat Pertumbuhan 
Muara Bulian 

Pusat Pertumbuhan 
Muara Tembesi 

Pusat Pertumbuhan 
Sungai Rengas 



30   

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, maka beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam skala 

Kabupaten Batang Hari yang meliputi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis untuk 

kepentingan lingkungan hidup dan kawasan strategis untuk kepentingan sosial-budaya. Sesuai dengan 

perkembangan terakhir yang dilihat dari aspek ekonomi, pemanfaatan sumberdaya alam dan aksibilitas antara 

wilayah, maka selain tiga wilayah pertumbuhan sesuai dengan rencana strategi pembangunan daerah di atas, 

terdapat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru per kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari, sebagai 

berikut : 

Kecamatan Pemayung  : Kelurahan Jembatan Mas dan Desa Senaning  

Kecamatan Bajubang  : Desa Panerokan  

Kecamatan Maro Sebo Ilir  : Kelurahan Terusan  

Kecamatan Muara Bulian  : Desa Tenam dan Desa Aro  

Kecamatan Batin XXIV  : Kelurahan Muara Jangga dan Kelurahan Durian Luncuk  

Kecamatan Mersam  : Kelurahan Kembang Paseban dan Desa Bukit Harapan  

Kec. Maro Sebo Ulu  : Desa Tebing Tinggi 

 

A. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Ekonomi 

a). Kawasan Muara Bulian  

Merupakan kawasan yang selain berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten, 

kawasan ini juga akan memiliki fungsi sebagai kawasan kota modern yang dapat menyokong aktivitas perumahan 

dan perdagangan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu disusun suatu perencanaan khusus perkotaan modern 

Muara Bulian. Pengembangan perkotaan Muara Bulian sebagai Kota Modern, akan menjadi pemicu pertumbuhan 

kawasan perkotaan Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan. Wilayah perkotaan Muara Bulian juga ditetapkan 

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah untuk skala Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung perkembangan yang akan 

terjadi perlu dilakukan perencanaan infrastruktur pada kawasan-kawasan tersebut. Peningkatan status terminal 

Muara Bulian menjadi tipe A dan pembangunan pelabuhan di Muara Bulian merupakan salah satu indikasi untuk 

membuat perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Batang Hari. Selain itu perlu pula 

peningkatan kualitas SDM di kawasan tersebut untuk mendukung kemajuan yang dicapai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugu Tapah 

Melenggang Ikon Kota 

Muara Bulian 
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b). Kawasan Muara Tembesi  

Perkotaan Muara Tembesi merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal 

Provinsi Jambi dan salah satu pusat perdagangan yang terbesar di Kabupaten Batang Hari. Hal ini disebabkan 

bahwa perkotaan Muara Tembesi memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas 

masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Batang Hari dari sudut pandang 

kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan perdagangan, maka  perkotaan Muara Tembesi perlu 

didukung dengan rencana pengembangan Terminal Tipe B sehingga perkembangan kawasan ini dapat lebih 

selaras dan terarah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c). Kawasan Sungai Rengas  

Wilayah pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muaro 

Sebo Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas. Tiga pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi 

Kabupaten Batang Hari yang telah ditentukan berada di sepanjang ruas jalan Muara Bulian-Muara Bungo yang 

sekaligus merupakan ruas jalan penghubung Lintas Timur Sumatera dan Lintas Barat Sumatera. 

  

B. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup  

a) . Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin  

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami terletak antara 010 40’ 44” 

– 20 11’ 12” Lintang Selatan dan 10 30 09’ 09” – 1030 14’ 15” Bujur Timur. Hutan raya Sultan Thaha Syaifuddin 

Senami ini ditetapkan sebagai Hutan Tahura dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 94/Kpts-II/2001 pada 

tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 15.830 Ha. Secara administratif, kawasannya meliputi Kecamatan Muara 

Bulian, Bajubang, Bathin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi yang dikelilingi oleh beberapa desa yaitu, Desa 

Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Kelurahan Sridadi, Tenam, Jebak, Ampelu, Jangga Aur, Bulian 

Baru dan Desa Senami Baru. Secara umum kawasan ini bertopografi bergelombang dan berbukit dengan 

ketinggian mencapai 10 -100 meter dari permukaan laut, beriklim tipe A menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, 

dengan curah hujan rata-rata 1992 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 14°C - 27°C. Vegetasi habitat 

Taman Remaja Muara 

Tembesi 
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asli kawasan Tahura ini berupa jenis Pohon Bulian (Eusideroxylon Zwageri), Meranti (Shore Sp), Tambesu dll. 

Selain vegetasi itu juga ditemukan jenis Mahang, kayu bengkal, kayu garam, pandan-pandanan serta beberapa 

jenis rumputrumputan antara lain Rumput resam (Gleichenia linearis), Rumput teki (Kytllinga monochepala) Alang-

alang (Imperata cylindrical) dan rumput puar serta lainnya. Sementara itu juga terdapat beberapa jenis satwa 

antara lain Babi hutan (Sus scrofa), Monyet (Macaca fascicularis), Rusa (Cervus sp), Biawak (Varanus neulosus), 

Ular Cobra (Phyton morukusi), Burung Murai (Copsychus malabarius), Burung Balam (Stretyopila sp), Burung 

Elang (Elanus sp), Burung Merbah (Pycnonotus bruneus) dan lain-lainya.  

 

b) Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II  

Cagar alam Durian Luncuk penunjukkannya diputuskan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 

821/Kpts-II/1997 pada tanggal 30 Desember 1997 dengan luas 41,37 Ha, meliputi wilayah Kabupaten Batang Hari 

dan Kabupaten Sarolangun. Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan II merupakan ekosistem Hutan Bulian 

(Eusideroxylon zwageri) yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Cagar Alam yang banyak digunakan sebagai lokasi 

penelitian bagi mahasiswa. Posisinya sebagai Kawasan Suaka Alam yang telah dikelilingi pemukiman 

transmigrasi, memiliki potensi flora dan fauna yang tinggi berupa habitat kayu khas Jambi yaitu kayu Bulian yang 

saat ini kelestariannya sangat terancam. Sementara itu potensi fauna tercatat antara lain : Harimau Sumatera 

(Panthera tigrissumtraensis), Macan Dahan (Neopelis nebulosa), Rusa Sambar (Cervus unicolor), Kijang 

(Muntiacus muncak), Tupai Tanah (Lariacus insignis), Bajing Tanah (Lariscus insignis), Binturong (Arctitis 

binturong), Kucing Hutan (Felis virisgatus) Owa (Hylobates moloch) Buaya Muara (Crocodylus porosus) Kuntul 

Cina (Egretta eulophotus), Bluwok Putih (Mycteria cinera), Bangau Tongtong (Leptoptiles javanicus), Alap-Alap 

(Aviceda leuphotes), Kuau (Argusianus argus), Rangkong Papan (Beceros bicornis) dan Labi-Labi (Chitra indus).  

 

c). Taman Wisata Alam Bukit Sari  

Taman Wisata Alam Bukit Sari terletak di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo dengan luas 

425,50 Ha, dan hanya seluas 315 Ha berada di wilayah Kabupaten Batang Hari ditetapkan sebagai Taman Wisata 

Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNo. 198/Kpts-II/2000 tanggal 12 Juli 2000. 

Taman ini memiliki potensi Flora berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi seperti Meranti (Shorea sp.), Kempas 

(Kempassia malasiaensia), dan pulai (Alstonia scolaris). Sementara potensi fauna yang ada antara lain;Harimau 

Sumatera (Panthera tigris sumatrensis), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Rusa Sambar (Cervus unicolor), 

Kijang (Muntiacus muncak), Macan Dahan (Neofelis nebulosa), Tapir (Tapirus indicus), Tupai Tanah (Lariacus 

insignis). Siamang (Hylobates symdictylus).  

 

C. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya  

Terdapat beberapa kawasan strategis sosial budaya di Kabupaten Batang Hari berupa peninggalan-

peninggalan Kerajaan Hindu pada masa lalu, yaitu :  

1) Benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu 

2) Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar  
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3) Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Mersam dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar  

4) Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pemayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar 

5) Situs purbakala Candi Melako Kecik di Kecamatan Muara Tembesi  

6) Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi  

7) Situs Candi Lubuk Ruso di Kecamatan Pemayung.  

 

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana  

Kawasan rawan bencana, merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti 

longsor, banjir, kekeringan dan sebagainya. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Batang Hari berupa bencana 

banjir yang melanda secara berkala (beberapa tahun sekali) yang berasal dari Sungai Batanghari. Banjir yang 

melanda lebih disebabkan sedimentasi yang ada di sungai Batanghari. Seluruh kawasan kecamatan berpotensi 

dilanda banjir secara berkala, kecuali Kecamatan Bajubang. Tabel dan gambar berikut ini menunjukkan kawasan 

yang berpotensi bencana di Kabupaten Batang Hari serta jalur titik evakuasi yang perlu ditetapkan melalui studi 

mitigasi bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5 
Potensi Rawan Bencana di Kabupaten Batang Hari 

 

No Kecamatan Bencana Jalur Evakuasi Bencana 

1. Mersam Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan)  

2. Muara Bulian Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan) 

3. Muara Tembesi Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan) 

4. Batin XXIV Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan) 

5. Maro Sebo Ulu Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan) 

6. Maro Sebo Ilir Banjir Jalur Evakuasi mengikuti jaringan jalan, menuju tempat aman 
terdekat (seperti Sekolah, Mesjid, Kantor Desa/Kecamatan) 

Desa Rawan 

Bencana Banjir  
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Gambar 2.5 
Peta Rawan Bencana Kabupaten Batang Hari 

2.1.4 Aspek Demografi 

A. Penduduk  

 Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan.  Pada tahun 2011 jumlah penduduk tumbuh sebesar 0,96 persen dari tahun 

sebelumnya.  Namun pada tahun 2014 tumbuh sebesar 1,36 persen. Pertumbuhan penduduk ini tidak hanya 

disebabkan angka fertilitas, namun lebih dominan disebabkan karena faktor migrasi sebagai dampak dari 

eksternalitas proses pembangunan di Kabupaten Batang Hari.  

 

Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 adalah 305.878 jiwa.  Jumlah tersebut terdiri dari 

laki-laki 156.901 jiwa (51,29 persen) dan perempuan 148.977 jiwa (48,71 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk 

rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 10,28 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 53 jiwa/KM². 

 

Tabel 2.6  
Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015  
 

No   Uraian   Satuan   
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Jumlah Penduduk   Jiwa   262.378   326.259   349.055   305.184   305.878 

  - Jumlah Laki-Laki   Jiwa   133.812   166.392   178.018   157.441   156.901   

  - Jumlah Perempuan   Jiwa   128.566   159.867   171.037   147.743   148.977   

2   Pertumbuhan 
penduduk   

persen   7,25   24,35   6,98   12,57   0,23   

3   Kepadatan penduduk   jiwa/km²   45,20   56,20   60,13   52,57   52,69   
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Tabel 2.7 
Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari Per Kecamatan 

Tahun 2011-2015 
 

No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Rata rata 
Pertumbuhan 

(Persen) 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Mersam 28.804  37,071 39,971 34,900 38,660 8.65 

2 Maro Sebo Ulu            34,427          42,965           45,870         40,225            37,813            3.31 

3 Batin XXIV          30,829 35,526 37,385 32,216 31,677 1.24 

4 Muara Tembesi          29,879 37,275 39,170 35,373 34,540 4.45 

5 Muara Bulian          58,914 71,201 74,568 66,453 66,759 3.79 

6 Bajubang          33,331 43,421 50,161 41,370 43,015 8.06 

7 Maro Sebo Ilir          14,890 17,952 18,982 16,404 16,093 2.71 

8 Pemayung          31,304 40,884 42,948 38,243 37,321 5.57 

Kab. Batang Hari 262,378 326,295 349,055 305,184 305,878 4.75 

 

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk laki-laki lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 156.901 

jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 148.977 jiwa, sehingga RasioJenis Kelamin (RJK/sex ratio) 

menunjukkan angka 105,3.   

 

Angka tersebut mengandung arti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Batang 

Hari terdapat 105 orang penduduk laki-laki.  Rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Batang Hari berada 

dalam kisaran 101 sampai dengan 112. Rasio jenis kelamin tertinggi di Kecamatan Bajubang yaitu 112, sedangkan 

yang terendah di Kecamatan Mersam, Maro Sebo Ulu dan Muara Tembesi sebesar 101. Sebaran penduduk per 

kecamatan relatif tidak merata.  Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Batang Hari relatif rendah dan 

cenderung stabil dalam lima tahun terakhir.  Pada tahun 2011 sekitar 45 jiwa/KM2 dan pada tahun 2015 hanya 

meningkat 53 jiwa/KM2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Muara Bulian, yaitu 

160 jiwa/KM2 dengan total penduduk keseluruhan mencapai 66.759  jiwa atau 21,82 persen dari total penduduk 

Kabupaten Batang Hari.  Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Batin XXIV,35 jiwa/KM2 dengan total 

penduduk 31.677 jiwa atau 10,35 persen dari total penduduk Batang Hari.  
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Gambar 2.6 
Peta Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 

 

Tabel 2.8 
Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang Hari Per Kecamatan Tahun 2015 

 

No Kecamatan   Luas Penduduk (orang) Kepadatan 
Penduduk 
(jiwa/km2) 

KM2 Persen Jumlah Persen 

1.  Mersam 801,90 13,81 38.660 12,64 48 

2.  Maro Sebo Ulu 906,33 15,61 37,813 12,36 42 

3. Batin XXIV   904,14 15,58 31.677 10,35 35 

4. Muara Tembesi   419,77 7,23 34.540 11,29 82 

5. Muara Bulian   417,97 7,20 66.759 21,82 160 

6. Bajubang   1.203,51 20,73 43.015 14,06 36 

7. Maro Sebo Ilir   129,06 2,22 16.093 5,26 125 

8. Pemayung   1.022,15 17,61 37.321 12,20 37 

Jumlah   5.804,83 100,00 305.878 100 53 

 

Komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015 digolongkan penduduk 

muda seperti terjadi dihampir semua kabupaten di Indonesia, lebih dari 30 persen penduduknya berumur dibawah 

15 tahun. Kecenderungan ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan mengalokasikan kebijakan-kebijakan 

kependudukan pada kelompok usia muda tersebut, terutama kebijakan pendidikan dan kesehatan. Dari ambar di 

sebelah4 terlihat bahwa pada usiausia kerja (usia 15-64 tahun), proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari pada 

perempuan. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penyediaan tenaga kerja. Pada usia 25-34 

tahun proporsi penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan proporsi penduduk laki-laki. Dalam lima tahun 

ke depan penduduk Kabupaten Batang Hari diproyeksi tumbuh ratarata 2,17 persen per tahun, sehingga pada 
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Tahun 2021 diperkirakan berpenduduk sekitar 348.472 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata per 

kecamatan 60 jiwa/KM2. 

Tabel 2.9 
Proyeksi Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2016-2021 
 

No Kecamatan Satuan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Mersam Jiwa 39,549 40,435 41,321 42,209 43,095 44,043 

2 Maro Sebo Ulu Jiwa 38,683 39,549 40,415 41,284 42,151 43,078 

3 Batin XXIV Jiwa 32,406 33,131 33,857 34,585 35,311 36,088 

4 Muara Tembesi Jiwa 35,334 36,126 36,917 37,711 38,503 39,350 

5 Muara Bulian Jiwa 68,294 69,824 71,353 72,888 74,418 76,055 

6 Bajubang Jiwa 44,004 44,990 45,975 46,964 47,950 49,005 

7 Maro Sebo Ilir Jiwa 16,463 16,832 17,201 17,570 17,939 18,335 

8 Pemayung Jiwa 38,179 39,035 39,889 40,747 41,603 42,518 

Jumlah Jiwa 312,913 319,922 326,929 333,958 340,971 348,472 

Kepadatan Penduduk Jiwa/KM2 54 55 56 58 59 60 

 

B.  Angka Beban Tanggungan  

Angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang 

tidak produktif (umur <15 tahun dan >65 tahun) dengan banyaknya orang yang termasuk produktif secara ekonomi 

(umur 15-64 tahun).  Angka beban tanggungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu daerah, apakah 

tergolong daerah maju atau bukan.  

 

Pada tahun 2014, angka beban tanggungan sebesar 48,31 persen, sebagian besar penduduk usia 

produktif mempunyai tanggungan yang lebih besar terhadap anak-anak daripada orang tua. Angka beban 

tanggungan terhadap anak-anak sebesar 43,47 persen dan terhadap orang tua sebesar 4,84 persen. Angka beban 

tanggungan pada tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5 
Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2013 dan 2014 
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2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT   

2.2.1  Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

A.   Pertumbuhan Ekonomi 

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN 

(CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal 

merupakan mengakibatkan dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi 

pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.  

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi. 

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA2008) 

melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT), Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun 

dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada 

PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari 

pada tahun 2011-2015 yang akan disajikan dalam bagian ini sudah menggunakan adaptasi penghitungan tahun 

dasar 2010. 

 

Perekonomian Batang Hari pada tahun 2014 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya, 

namun mengalami penurunan jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2011.  Laju pertumbuhan PDRB Batang 

Hari tahun 2014 mencapai 7,56 persen, sedangkan tahun 2013 hanya sebesar 6,48 persen.  Seluruh kategori 

ekonomi PDRB pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang 

mengalami perlambatan sebesar 1 persen. 

 

Perekonomian Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015 kembali mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Perlambatan ini terjadi diantaranya pada sektor Pertanian terutama 

Pertanian Tanaman Pangan serta Perkebunan.  Kemarau panjang dan kekeringan yang melanda Kabupaten 

Batang Hari mulai pertengahan tahun 2015 serta bencana kabut asap yang terjadi pada pertengahan hingga 

menjelang akhir tahun 2015 menjadi pemicu utama kegagalan panen serta penurunan produksi sejumlah 

komoditas tanaman pangan dan perkebunan terutama padi, kelapa sawit dan karet. Selain sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan penggalian juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan, yang dipicu oleh menurunnya 

produksi minyak dan gas bumi di Kabupaten Batang Hari.  

 

Pertumbuhan kategori Industri Pengolahan juga mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 6,27 

persen pada tahun 2014 menjadi 2,84 persen pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi 

kelapa sawit yang menjadi bahan baku industri pengolahan CPO, industri dominan di Kabupaten Batang Hari. 

 

Sektor konstruksi merupakan sektor yang perkembangannya relatif pesat di Kabupaten Batang Hari 

dalam 3 tahun terakhir.  Pertumbuhan sektor ini tercatat meningkat tajam pada kurun waktu antara tahun 2011-
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2013, dengan puncak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013. Pertumbuhan yang relatif tinggi pada kurun waktu 

ini dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang Hari pada kurun waktu tersebut. Setelah 

tahun 2013, pertumbuhan sektor ini mulai melambat, namun sesungguhnya peningkatan infrastruktur di Kabupaten 

Batang Hari terus berlangsung. 

 

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari dari tahun 2011 sampai 2015 seperti tercantum pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.10 
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari ADHK 2010 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011─2015 
 

No Lapangan Usaha 2011 2012 
 

2013 2014 2015 

1  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  4,28 4,31 4,22 12,38 4,31 

2  Pertambangan dan Penggalian  39,37 24,43 7,22 -1,70 -0,07 

3  Industri Pengolahan  7,73 7,09 8,05 6,27 2,84 

4  Pengadaan Listrik dan Gas  11,64 8,77 1,05 8,85 6,29 

5  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang  

3,63 2,15 1,89 3,99 5,39 

6  Konstruksi  6,66 10,44 15,09 6,83 6,19 

7  Perdagangan  Besar  dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  

6,24 6,49 7,50 7,68 8,14 

8  Transportasi dan Pergudangan  4,06 7,83 4,61 5,46 6,14 

9  Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum  

4,77 4,39 2,31 24,84 9,94 

10  Informasi dan Komunikasi  7,90 7,15 5,20 7,10 8,53 

12  Real Estat  8,73 4,43 3,70 1,50 3,17 

13  Jasa Perusahaan  1,92 3,04 1,23 8,15 6,28 

14  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib  

8,43 5,71 5,56 13,89 6,19 

15  Jasa Pendidikan  4,58 6,49 6,84 1,48 6,74 

16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  7,20 3,37 9,14 13,95 10,07 

17  Jasa lainnya  5,01 3,25 4,81 6,18 6,55 

Kabupaten Batang Hari  9,54 8,35 6,48 7,56 4,26 

 

 

Tabel di sebelah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh sektor 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,84 persen, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan yang menyangkut sebahagian besar hajat hidup masyarakat Kabupaten Batang Hari sebesar 12,38 

persen pada tahun 2014 dan hanya 4,31 pada tahun 2015.   
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Pertumbuhan yang relatif rendah terjadi pada sektor Real Estate yang hanya sebesar 1 persen.  

Sementara kategori Pertambangan dan Penggalian tumbuh negatif sebesar 1 persen pada tahun 2014 dan 

semakin melambat pada tahun 2015.  Pada tahun 2014,  kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 

paling tinggi perkembangannya jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini dibuktikan oleh pertumbuhan 

yang cukup tinggi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) usaha rumah makan, warung dan makanan 

lainnya di berbagai wilayah dalam Kabupaten Batang Hari.  

 

B. Pertumbuhan Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB)  

Kondisi perekonomian Kabupaten Batang Hari menunjukkan tanda-tanda pemulihan, setelah berlalunya 

masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008.  Hal ini terlihat dari Pendapatan Regional yang terus 

meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif.  Peningkatan ekonomi tersebut juga 

digambarkan melalui Nilai Pendapatan Regional ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total Pendapatan 

Regional.  Tampilan pertumbuhan perekonomian daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang secara agresif menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa dari 

faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi.  PDRB Atas Dasar Harga Konstan (riil) dapat digunakan 

untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.   

 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Sumberdaya ekonomi yang 

dihasilkan oleh suatu wilayah.  Perhitungan PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan stuktur 

ekonomi.  Nilai Pendapatan Regional Kabupaten Batang Hari Indonesia (ADHB) selama periode tahun 2011 

sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan signifikan  dari tahun ke tahun.  Peningkatan nilai tersebut 

dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan volume.   

 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang 

dihasilkan oleh suatu wilayah.  Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

besar, begitu juga sebaliknya.  Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi.  Selama periode 2011-2015 PDRB ADHB Kabupaten Batang Hari terus 

mengalami peningkatan.  Pada tahun 2013, nilai PDRB ADHB Kabupaten Batang Hari telah mencapai Rp. 

9,791,16 (milyar), kemudian meningkat menjadi Rp. 10.981,06 (milyar) di tahun 2014 dan Rp. 12.062,42 (milyar) 

pada tahun 2015, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 12,03 persen per tahun. 
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Tabel 2.11 
PDRB Kabupaten Batang Hari ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2011─2015 (Juta Rp) 
 

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 

3,315,817.7 3,315,817.7 3,878,608.6 4,465,918.7 4,920,056.2 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

979,210.2 1,262,724.3 1,338,688.4 1,329,737.1 1,231,058.6 

3 Industri Pengolahan 999,038.9 1,116,868.7 1,240,651.5 1,388,212.4 1,503,510.1 

4 Pengadaan Listrik dan 
Gas 

3,100.4 3,913.7 3,343.1 3,961.8 4,702.3 

5 Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

6,982.4 7,473.7 8,056.3 8,700.1 9,362.6 

6 Konstruksi 468,699.1 551,654.0 640,498.1 722,233.6 792,587.4 

7 Perdagangan Besar & 
Eceran; Reparasi Mobil & 
Sepeda Motor 

 
596,135.5 

 
656,465.2 

 
739,695.1 

 
870,232.3 

 
1,020,554.0 

8 Transportasi dan 
Pergudangan 

118,789.0 138,456.9 153,909.7 174,656.8 195,889.7 

9 Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

24,853.7 28,207.6 30,758.3 39,503.7 45,470.5 

10 Informasi dan Komunikasi 208,208.4 277,777.2 299,307.5 329,913.7 436,430.1 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

148,293.9 184,477.3 212,791.5 228,928.7 243,569.6 

12 Real Estat 112,251.7 119,929.3 129,034.2 136,047.2 157,924.3 

13 Jasa Perusahaan 6,198.3 7,004.8 7,608.5 8,934.5 10,110.5 

14 Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

325,040.8 366,960.9 398,554.2 515,035.9 633,041.1 

15 Jasa Pendidikan 393,275.0 440,358.1 479,536.9 491,148.8 557,608.5 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

95,100.5 112,802.0 125,862.9 152,929.6 171,484.6 

17 Jasa lainnya 92,484.5 97,780.2 104,258.7 114,964.0 129,058.5 

Kabupaten Batang Hari 7,893,480.1 8,677,636.7 9,791,163.5 10,981,058.9 12,062,418.8 

 

Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukan nilai tambah barang dan jasa pada 

setiap tahun yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar dan dilakukan dengan 

menggunakan salah satu dari empat cara penghitungan yang ada yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi 

berganda. Penggunaan metode penghitungan tersebut sangat tergantung kepada ketersediaan data. Cara 

penghitungan untuk setiap komoditi pada setiap kategori maupun  subkategori bisa berlainan.   

 



42   

PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun.  

Pada tahun 2013 PDRB ADHK di Kabupaten Batang Hari mencapai  Rp.8.644,8 (milyar), kemudian di tahun-tahun 

berikutnya mengalami angka yang fluktuatif namun cenderung meningkat hingga pada tahun 2014 berjumlah 

Rp.9.298,36 (milyar) dan Rp.9.694,92 (milyar) pada tahun 2015.  Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2011-2015 adalah sebesar 7,24 persen.  

 

Berdasarkan nilai nominal PDRB ADHB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah. Struktur 

perekonomian mencerminkan sektor-sektor dominan yang menggerakkan roda perekonomian di daerah tersebut.  

Dari Tabel 2.10 terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai nilai nominal tertinggi, 

sehingga sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan struktur perekonomian di Kabupaten 

Batang Hari, yaitu rata-rata sebesar 40,66 persen selama kurun waktu 2011-2015. Sektor Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan merupakan sektor yang menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Batang 

Hari.  Letak geografis dan topografis wilayah serta iklim dan curah hujan menjadi penentu bagi berkembangnya 

sektor ini.  Dengan ketersediaan areal lahan yang luas, sangat cocok dijadikan areal perkebunan sehingga sektor 

perkebunan menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat Batang Hari.  Subsektor perikanan berkembang 

pesat dengan adanya Sungai Batang Hari, disamping perikanan budidaya. Subsektor kehutanan, meskipun telah 

banyak mengalami penurunan seiring semakin berkurangnya luas hutan, masih menjadi penopang perekonomian 

bagi sebagian masyarakat Kabupaten Batang Hari.   

 

Berdasarkan nilai nominal PDRB ADHB juga terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian serta 

Industri Pengolahan memegang peranan yang penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Batang Hari.  Kedua 

sektor ini memberikan kontribusi sebesar ratarata 12,31 persen dan 12,74 persen. 
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Tabel 2.12 
PDRB Kabupaten Batang Hari ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2011-2015 (Juta Rp) 
 

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

1   Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 

3,050,974.6 
 

3,182,596.3 
 

3,316,904.1 
 

 3,727,547.4 
 
 

3,888,211.3 
 

2   Pertambangan dan 
Penggalian 

1,041,547.7 
 

1,296,044.2 
 

1,389,634.1 
 

1,366,075.3 
 

1,365,135.6 
 

3   Industri 
Pengolahan 

969,078.4 
 

1,037,740.1 
 

1,121,286.1 
 

1,191,577.3 
 

1,225,427.5 
 

4   Pengadaan Listrik dan 
Gas 

3,301.0 
 

3,590.6 
 

3,628.4 
 

3,949.4 
 

4,197.9 
 

5   Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 
Ulang 

6,945.5 
 

7,094.9 
 

7,229.2 
 

7,517.6 
 

7,923.0 
 

6   Konstruksi 453,305.0 
 

500,646.2 
 

576,174.0 
 

615,499.3 
 

653,598.7 
 

7   Perdagangan Besar 
dan Eceran, Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 

535,194.0 
 

569,942.3 
 

612,693.7 
 

659,724.6 
 

713,421.9 
 

8   Transportasi dan 
Pergudangan 

114,301.7 
 

123,250.2 
 

128,934.5 
 

135,974.8 
 

144,325.2 
 

9   Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

23,364.0 
 

24,390.1 
 

24,953.3 
 

     31,151.1 
 

34,248.2 
 

10   Informasi dan 
Komunikasi 

200,886.8 
 

215,246.5 
 

226,447.6 
 

242,531.1 
 

263,221.8 
 

11   Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

142,238.8 
 

154,991.5 
 

172,555.6 
 

177,780.2 
 

181,797.6 
 

12   Real Estat 103,977.8 
 

108,585.7 
 

112,608.0 
 

114,300.3 
 

117,922.9 
 

13   Jasa Perusahaan 6,040.2 
 

6,223.8 
 

6,300.4 
 

6,813.9 
 

7,241.7 
 

14   Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

294,335.0 
 

311,148.9 
 

328,452.0 
 

374,082.5 
 

397,221.9 
 

15   Jasa Pendidikan 364,494.3 
 

388,143.2 
 

414,709.3 
 

420,834.5 
 

449,188.2 
 

16   Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

93,538.8 
 

96,691.1 
 

105,529.7 
 

   120,254.6 
 

132,359.2 
 

17   Jasa lainnya 89,415.2 
 

92,320.6 
 

96,762.8 
 

102,743.6 
 

109,476.5 
 

Kabupaten Batang Hari 7,492,938.6 8,118,646.0 8,644,802.7 9,298,357.3 9,694,919.0 
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C. PDRB Per Kapita  

 Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan 

PDRB per kapita.  PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu 

orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Batang Hari mencapai 46,28 juta rupiah dengan 

pertumbuhan sebesar 63,30 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2010 yang hanya sebesar 28,34 juta 

rupiah, seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.13 
PDRB Kabupaten Batang Hari Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) 

Tahun 2010-2015 
 

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1   Pertanian, Kehutanan, dan  
Perikanan   

12.12   13.46   13.21   15.29   17.36   18.88   

2   Pertambangan dan Penggalian   3.10   3.98   5.05   5.28   5.17   4.72   

3   Industri Pengolahan   3.73   4.06   4.47   4.89   5.40   5.77   

4   Pengadaan Listrik dan Gas   0.01   0.01   0.02   0.01   0.02   0.02   

5   Pengadaan Air, Pengelolaan  
Sampah, Limbah dan Daur Ulang   

0.03   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04   

6   Konstruksi   1.76   1.90   2.21   2.52   2.81   3.04   

7   Perdagangan Besar dan Eceran; 2.09   2.42   2.63   2.92   3.38   3.92   

8   Transportasi dan Pergudangan   0.46   0.48   0.55   0.61   0.68   0.75   

9   Penyediaan Akomodasi dan  
Makan Minum   

0.09   0.10   0.11   0.12   0.15   0.17   

10   Informasi dan Komunikasi   0.77   0.85   1.11   1.18   1.28   1.67   

11   Jasa Keuangan dan Asuransi   0.49   0.60   0.74   0.84   0.89   0.93   

12   Real Estat   0.40   0.46   0.48   0.51   0.53   0.61   

13   Jasa Perusahaan   
  

0.02   0.03   0.03   0.03   0.03   0.04   

14 Administrasi Pemerintahan,  
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib   

1.12   1.32   1.47   1.57   2.00   2.43   

15   
   

Jasa Pendidikan   
 

1.44   1.60   1.76   1.89   1.91   2.14   

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan  Sosial   0.36   0.39   0.45   0.50   0.59   0.66   

17   Jasa lainnya   0.35   0.38   0.39   0.41   0.45   0.50   

Kabupaten Batang Hari 28.34 32.05 34.70 38.59 42.69 46.28 

 

Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Batang Hari sebesar 63,30 persen dalam enam tahun terakhir 

(2010-2015), lebih besar dibandingkan PDRB per Kapita Provinsi Jambi yang hanya meningkat 57,76 persen.  

Demikian pula jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita kabupaten/kota lain dalam Provinsi Jambi, kecuali 

Kabupaten Kerinci (82,22 persen), Kabupaten Tebo (69,82 persen), Kota Jambi (66,71 persen), Kota Sungai 
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Penuh (66,58 persen) dan Kabupaten Bungo (62,87 persen). Gambaran perkembangan PDRB per Kapita di 

kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010 dan 2014 terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.14 
PDRB per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2010 dan 2014 

 

No Kabupaten/Kota 
PDRB per Kapita Perubahan 

(persen) 
2010 2014 2015 

1   Kerinci   15.812.461,24   28.812.958,53    82,22   

2   Merangin   17.404.470,34   27.959.051,29    60,64   

3   Sarolangun   26.225.720,91   41.577.409,44    58,54   

4   Batang Hari   28.208.012,45   45.433.096,24    61,06   

5   Muaro Jambi   27.089.072,83   41.160.806,56    51,95   

6   Tanjab Timur   61.861.686,01   92.091.755,19    48,87   

7   Tanjab Barat   68.954.873,31   100.197.514,51    45,31   

8   Tebo   19.140.275,93   32.504.660,64    69,82   

9   Bungo   23.027.897,24   37.504.660,64    62,87   

10   Kota Jambi   20.711.636,32   34.528.290,71    66,71   

11   Kota Sungai Penuh   31.384.114,95   52.280.842,90    66,58   

Provinsi Jambi 29.160.162,08   46.004.118,38    57,76   

 

D. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Batang Hari Terhadap PDRB Provinsi (dengan Migas)  

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Batang Hari terhadap 

PDRB ADHB Provinsi Jambi selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) berfluktuasi dengan mengalami 

sedikit peningkatan.   

 

Pada tahun 2010, Kontribusi PDRB ADHB dengan migas di Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB 

ADHB Provinsi Jambi adalah 7,55 persen, kemudian meningkat menjadi 7,64 persen pada tahun 2014, selama 

periode lima tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 0,30 persen per tahun.  
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Grafik 2.6 
Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Batang Hari Terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 2.15 

Kontribusi PDRB ADHB Terhadap PDRB Provinsi Jambi dengan Migas 
 

No 

Kabupaten/Kota 

Kontribusi PDRB ADHB Terhadap PDRB Provinsi Jambi dengan 
Migas (persen) 

2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan 
(%) 

1 Kerinci   4,02 4,07 4,10 4,17 4,40 2,30 

2 Merangin   6,43 6,49 6,53 6,35 6,57 0,56 

3 Sarolangun   7,17 7,29 7,30 7,34 7,39 0,76 

4 Batang Hari  7,55 7,63 7,57 7,54  7,64 0,30 

5 Muaro Jambi   10,32 10,35 10,16 10,26 10,43 0,27 

6 Tanjab Timur  14,05 13,75 13,52 13,44 12,76 -2,36 

7 Tanjab Barat  21,32 21,08 20,80 20,52 19,94 -1,66 

8 Tebo  6,32 6,40 6,20 6,58 6,90 2,28 

9 Bungo   7,75 7.71 8,31 8,39 8,23 1,58 

10 Kota Jambi  12,22 12,39 12,61 12,55 12,80 1,17 

11 Sungai Penuh  2,85 2,84 2,90 2,86 2,94 0,79 

Total 100 100 100 100 100 0,55 
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Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka laju pertumbuhan kontribusi PDRB 

ADHB dengan migas Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-

2014 sebesar 0,30 persen per tahun adalah relatif rendah. Karena laju pertumbuhan kontribusi PDRB ADHB 

dengan migas Kabupaten Batang Hari hanya lebih baik dari tiga kabupaten/kota saja yaitu Kabupaten Muaro 

Jambi (0,27 persen per tahun), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (-1,66 persen per tahun) dan Kabupaten Tanjung 

Jabung (-2,36 persen per tahun). Namun secara peringkat kontribusi PDRB ADHB dengan migas Kabupaten 

Batang Hari terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode tahun 2014 berada pada peringkat 6 dari 11 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peringkat tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan terendah adalah Kota 

Sungai Penuh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 2.7 
Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Batang Hari 

di Provinsi Jambi dengan Migas pada Tahun 2014 
 

E. Kontribusi PDRB ADHB Terhadap Provinsi (Tanpa Migas)  

Berbeda dengan migas, kontribusi PDRB ADHB tanpa Migas Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB 

ADHB tanpa Migas Provinsi Jambi cenderung turun. Pada tahun 2010 kontribusi PDRB ADHB tanpa Migas 

Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB ADHB tanpa Migas Provinsi Jambi sebesar 9,80 persen, meskipun 

sempat meningkat menjadi 9,85 persen pada tahun 2011, selanjutnya pada 2012 mengalami penurunan hingga 

pada tahun 2014 menjadi 9,40 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan kontribusi PDRB ADHB tanpa Migas 

Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB ADHB tanpa Migas Provinsi Jambi selama periode lima tahun terakhir 

(2010-2014) adalah sebesar -1,03 persen per tahun. Secara rata-rata kontribusi PDRB ADHB tanpa Migas 

Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB ADHB tanpa Migas Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-2014 

adalah 9,66 persen per tahun. Kontribusi tersebut hanya kalah dibandingkan dengan Kota Jambi (15,81 persen per 

tahun), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (12,17 persen per tahun), Kabupaten Muaro Jambi (12,11 persen per 

tahun), dan Kabupaten Bungo (10,75 persen per tahun). Namun secara peringkat kontribusi PDRB ADHB tanpa 

migas Kabupaten Batang Hari terhadap PDRB ADHB tanpa Migas Provinsi Jambi selama periode tahun 2010-

2014 selalu peringkat 5 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.  
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Grafik 2.8 

Kontribusi PDRB (ADHB) Kabupaten Batang Hari Tanpa Migas Tahun 2010-2014 
 

F. Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha  

Secara rata-rata, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berperan besar terhadap PDRB Kabupaten 

Batang Hari menurut lapangan usaha pada tahun 2010-2015, yaitu sebesar 40,66 persen per tahun, selanjutnya 

disusul oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,74 persen, kemudian Sektor Pertambangan dan Penggalian 

sebesar 12,31 persen. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Batang Hari. Sektor 

keempat pendukung perekonomian Kabupaten Batang Hari adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,74 persen per tahun. Sektor Konstruksi 

merupakan penyumbang perekonomian terbesar berikutnya, dengan kontribusi rata-rata 6,37 persen per tahun. 

Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib rata-rata menyumbang sebesar 3-4 persen saja terhadap perekonomian Kabupaten Batang Hari 

setiap tahunnya. Sumbangan terendah (1 persen atau kurang) diberikan oleh Sektor Transportasi dan 

Pergudangan, Real Estat, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya, Penyediaan Akomodasi & Makan 

Minum, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang serta Jasa Perusahaan. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  
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Tabel 2.16 
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha 

 

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata-
Rata 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

42.77 42.01 38.08 39.61 40.67 40.79 40.66 

2 Pertambangan dan Penggalian  10.92 12.41 14.55 13.67 12.11 10.21 12.31 

3 Industri Pengolahan  13.15 12.66 12.87 12.67 12.64 12.46 12.74 

4 Pengadaan Listrik dan Gas  0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang  

0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 

6 Konstruksi  6.21 5.94 6.36 6.54 6.58 6.57 6.37 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  

7.36 7.55 7.57 7.55 7.92 8.46 7.74 

8 Transportasi dan Pergudangan  1.61 1.50 1.60 1.57 1.59 1.62 1.58 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum  

0.33 0.31 0.33 0.31 0.36 0.38 0.34 

10 Informasi dan Komunikasi  2.72 2.64 3.20 3.06 3.00 3.62 3.04 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi  1.71 1.88 2.13 2.17 2.08 2.02 2.00 

12 Real Estat  1.40 1.42 1.38 1.32 1.24 1.31 1.35 

13 Jasa Perusahaan  0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

14 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib  

3.97 4.12 4.23 4.07 4.69 5.25 4.39 

15 Jasa Pendidikan  5.10 4.98 5.07 4.90 4.47 4.62 4.86 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial  

1.28 1.20 1.30 1.29 1.39 1.42 1.31 

17 Jasa lainnya  1.24 1.17 1.13 1.06 1.05 1.07 1.12 

Sumber : BPS Kab. Batang Hari, diolah 

 

G. Laju Inflasi  

Laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah suatu indeks yang 

menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu 
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menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi. Besaran inflasi di suatu wilayah dapat memberikan 

gambaran stabilitas ekonomi wilayah tersebut sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu 

wilayah. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Batang Hari hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi 

Kota Jambi yang dapat dilihat dari data IHK Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada grafik di sebelah. Kurun 

waktu 4 tahun terakhir inflasi pernah mencapai 2 digit yaitu tahun 2010 sebesar 10,52 persen, kemudian di tahun-

tahun berikutnya inflasi berfluktuasi antara 2,50 sampai dengan 4,30 persen. Dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir inflasi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,50 persen dan pada tahun 2014 inflasi Jambi sebesar 

3,50 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.9 
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 

 

H. Indeks Gini  

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan 

secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya 

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan 

Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya 

sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar 

mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Selama 4 tahun 

terakhir, Kabupaten Batang Hari berhasil menjaga indeks gini pada angka yang relatif rendah pada kisaran 0,292 

% - 0,297 %. Selama kurun 2011-2014, Indeks Gini cenderung rendah sedangkan pada tahun 2011 (kategori 

sedang). Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Batang Hari masih termasuk kategori ketimpangan 

rendah. Kondisi indek gini Kabupaten Batang Hari tahun 2011 – 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.17 
Indeks Gini di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2014 
 

No Tahun Indeks Gini Katagori 

1 2011 0,320 Sedang 

2 2012 0,297 Rendah 

3 2013 0,292 Rendah 

4 2014 0,294 Rendah 

 

I. Penduduk Miskin  

Kenaikan IPM ini diperkirakan karena dampak dari investasi di bidang kesehatan dan pendidikan 

khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM baru akan terlihat nyata dalam jangka panjang. 

Pembangunan IPM juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari sebagai dampak dari 

kegiatan pembangunan kemanusiaan. Jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan dari 69.405 jiwa di 

tahun 2011 menjadi 81.990 jiwa di tahun 2015, atau meningkat 18,13 persen. 

 

Tabel 2.18 
Persentase dan Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

No Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 
Masyarakat 

Miskin 

Persentase  
Masyarakat Miskin 

Laju 
Pertumbuhan 

(%) 

1   2011   262.378   69.405   26,45     

2   2012   326.259   67.010   20,54   -3,45   

3   2013   349.055   71.660   20,53   6,94   

4   2014   305.184   73.972   24,24   3,23   

5   2015   305.878   81.990   26,80   10,84   

Rata-Rata 23,71   4,39   

 

Sementara itu, secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan 

dari 24.626 jiwa di tahun 2010 menjadi 27.091 jiwa di tahun 2014, atau meningkat 10 persen. Tingkat kemiskinan 

mengalami peningkatan dari 10,19 persen di tahun 2010 menjadi 10,5 persen di tahun 2014. Dibandingkan 

dengan kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Jambi, tingkat kemiskinan Kabupaten Batang Hari masih tergolong 
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tinggi. Secara lengkap tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel-tabel berikut ini. 

Tabel 2.19 
Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 

 

No   Kabupaten/Kota 
  

Tingkat kemiskinan (%) 

2010       2011           2012 2013 2014 

1   Kerinci 7.83 7.83   7.71 7.35 7.43 

2   Merangin 8.07 8.07   8.06 9.31 9.37 

3   Sarolangun 9.66 9.66   9.45 10.51 10.17 

4   Batang Hari 10.19 10.19   10.13 10.42 10.50 

5   Muaro Jambi 5.29 5.29   5.08 4.58 4.45 

6 Tanjung Jabung Timur 12.40 12.40   12.50 13.42 13.55 

7   Tanjung Jabung Barat 11.08 11.08   10.91 11.61 11.64 

8   Tebo 6.42 6.42   6.34 6.86 6.89 

9   Bungo 5.70 5.70   5.54 5.25 5.12 

10   Jambi 9.90 9.90   9.80 8.91 8.94 

11   Sungai Penuh 3.64 3.64   3.66 3.30 3.33 

 Provinsi Jambi 8.40 7.90   8.28 8.41 8.39 

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015   
 

No  

Kabupaten/Kota 

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Kerinci 17,965 17,398 17,908 17,153 17,402 

2 Merangin 27,257 26,387 28,247 33,126 33,899 

3 Sarolangun 23,886 23,101 24,719 28,133 27,829 

4 Batang Hari 24,626 23,777 25,427 26,520 27,091 

5 Muaro Jambi 18,167 17,591 18,756 17,411 17,415 

6 Tanjung Jabung Timur 25,398 24,551 26,166 28,306 28,792 

7 Tanjung Jabung Barat 31,047 29,963 32,105 34,865 35,677 
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Tabel 2.20 

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 
 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial  

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran kemajuan pembangunan 

manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. 

Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari perkembangan angka IPM. Capaian 

IPM Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir (2010 – 2014) tumbuh rata–rata sebesar 0,76 persen, lebih 

kecil dari rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jambi sebesar 0,97 persen. Namun demikian perkembangan IPM 

Kabupaten Batang Hari sejak tahun 2010 sampai 2014 cenderung meningkat dari 65,67 menjadi 67,68.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 2.10 
IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 

 
 

 
 

8 Tebo 19,228 18,558 19,905 21,971 22,479 

9 Bungo 17,329 16,722 17,883 17,347 17,336 

10 Jambi 52,563 50,841 54,264 50,086 50,949 

11 Sungai Penuh 2,980 2,900 3,096 2,823 2,882 

 Provinsi Jambi 260,445 251,790 268,474 277,742 281,751 
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Tabel 2.21 
IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2010-2014 
 

No   Tahun IPM (persen) Laju Pertumbuhan 
(persen) 

1   2010 65,67  

2   2011 66,32 0,99 

3   2012 66,97 0,98 

4   2013 67,24 0,40 

5   2014 67,68 0,65 

 Rata-rata  0,76 

        Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari, diolah 

Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Batang Hari tumbuh 

sangat lambat dibandingkan laju pertumbuhan IPM Provinsi Jambi (0,97) persen per tahun), demikian pula 

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Bungo. Meskipun nilai IPM 

Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu naik, namun berdasarkan rangking 

cenderung menurun. Pada tahun 2010-2012 berada di posisi empat dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 

sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 turun pada peringkat lima dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Khusus 

untuk tahun 2014, capaian IPM Kabupaten Batang Hari sebesar 67,68. Capaian ini lebih baik dibandingkan 

dengan IPM Provinsi Jambi (67,37) dan kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo dan 

Kabupaten Sarolangun. Tetapi capaian IPM Kabupaten Batang Hari tersebut masih lebih rendah dibandingkan 

IPM Kabupaten Bungo (67,93), Kabupaten Kerinci (67,96), Kota Sungai Penuh (72,48) dan Kota Jambi (74,86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.11 
IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2014 
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B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah  

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Batang Hari selama periode tahun 2010-2014, relatif lambat bila 

dibandingkan dengan Provinsi Jambi (8,17 persen per tahun) dan nasional (8,04 persen per tahun). Rata-rata lama 

sekolah Kabupaten Batang Hari tahun 2014 sebesar 7,43 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten 

Batang Hari lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi (7,76 tahun) dan 

Kabupaten/kota lainnya seperti Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten 

Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo. Namun capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Batang Hari tersebut masih 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

 

 
Tabel 2.22 

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grafik 2.12 
ARLS Se-Provinsi Jambi Tahun 2014 

 
 

No   Tahun   Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Laju Pertumbuhan (persen) 

1   2010   7,18     

2   2011   7,35   2,37   

3   2012   7,38   0,41   

4   2013   7,41   0,41   

5   2014   7,43   0,27   

  Rata-rata 0,86   
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C. Angka Harapan Lama Sekolah  

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS) difenisikan lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang dihitung 

untuk penduduk berusia tujuh tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan 

sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat 

dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang Hari periode tahun 2010-2014 terus 

mengalami kenaikan dari 11,57 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,69 tahun di tahun 2014, dengan rata-rata laju 

pertumbuhan 2,34 persen per tahun. 

Tabel 2.23 
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 

 

No   Tahun Rata-rata Harapan Lama Sekolah 
(Tahun) 

Laju Pertumbuhan (%) 

1 2010 11,57  

2 2011 11,84 2,33 

3 2012 12,22 3,21 

4 2013 12,40 1,47 

5 2014 12,69 2,34 

Rata-rata 2,34 

 

Rata-rata laju pertumbuhan AHLS Kabupaten Batang Hari tahun 2010-2014 tumbuh sangat cepat bila 

dibandingkan dengan Provinsi Jambi (1,88) persen per tahun) bahkan jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota 

lainnya kecuali Kabupaten Sarolangun (2,53 persen) dan Kabupaten Tebo (2,38 persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2.13 

AHLS Batang Hari Tahun 2010-2014 
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D.  Angka Usia Harapan Hidup Saat Lahir  

Angka Usia Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir (2010-2014) 

meningkat dari 69,51 tahun menjadi 69,65 tahun di tahun 2014. Sekalipun peningkatannnya relatif kecil, namun hal 

ini sudah mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat saat lahir relatif sudah semakin membaik. Rata-rata 

laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Batang Hari selama periode tahun 2010-2014 

sebesar 0,05 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jambi (0,06 persen per tahun).  

Namun lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya diantara Kabupaten Merangin, Sarolangun, 

Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Kota Jambi.  Kecuali dari Kabupaten Kerinci (0,16 persen), 

Tanjung Jabung Timur (0,22 persen) dan Kota Sungai Penuh (0,06 persen per tahun). Namun demikian khusus 

tahun 2014, AHHSL Kabupaten Batang Hari lebih baik dibandingkan dengan AHHSL Provinsi Jambi dan dengan 

lima kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. 

 
 
 
 
 
 

Grafik 2.14 
AHHSL Kabupaten Batang 

Tahun 2010-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

E.   Angka Kematian Bayi 

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada 

tahun tertentu.  Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat 

kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat 

orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.  Kemajuan yang dicapai 

dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas 

dengan menurunnya tingkat AKB.  Angka kematian bayi di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun terakhir 2010-

2014 menunjukkan kecenderungan penurunan, seperti pada grafik berikut ini. 
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Grafik 2.15 
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Angka Kematian Ibu  

The Millenium Development Goal for Health (MDG) merumuskan 8 tujuan utama komitmen bersama, di 

bidang kesehatan  salah satu (point ke 5) diantaranya meningkatkan kesehatan ibu melalui upaya penurunan 

angka kematian ibu pada tahun 2015 menjadi 102. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia, menurut data 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2009, menurun dari 307 pada 2002-2003 menjadi 228. 

Penyebab kematian ibu melahirkan adalah pendarahan, eklampsia atau gangguan akibat tekanan darah tinggi 

saat kehamilan, partus lama, komplikasi aborstus, dan infeksi. Di Kabupaten Batang Hari, pada tahun 2015 jumlah 

kematian ibu melahirkan sebanyak 4 orang, lebih rendah dari prediksi yang ditetapkan tahun  2015 yaitu 7 orang.  

Jumlah kematian ini cenderung mengalami peningkatan jika dilihat trend selama tiga tahun dimana pada tahun 

2014 berjumlah 2 orang dan tahun 2013 berjumlah 3 orang, lebih jelas dapat dilihat pada grafik 2.16 berikut ini.  

Grafik 2.16 
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2004 – 2015 
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2.2.3 Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kearifan Lokal   

A.  Seni Budaya   

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Batang Hari, maka 

Kabupaten Batang Hari telah menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi tumbuh kembangnya 

kelompok-kelompok kesenian dan seniman.  Kontribusi pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan 

kegiatan seni budaya tersebut antara lain melalui penumbuhan kelompok-kelompok kesenian dan pembinaan para 

seniman lokal.     

Tabel 2.24  
Jumlah Kelompok Kesenian, Seniman dan Gedung Kesenian  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2015  
 

No  Uraian   Tahun 2015 

1  Jumlah Kelompok Kesenian   16 

2  Jumlah seniman   45 

3  Jumlah gedung kesenian   - 

 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pembangunan gedung kesenian belum ada sama sekali.  Oleh 

karena itu untuk memajukan seni budaya di Kabupaten Batang Hari, maka kedepan program-program 

penumbuhan minat generasi muda dalam seni budaya harus segera dilaksanakan agar budaya khususnya melayu 

Batang Hari dapat lestari di Provinsi Jambi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Kepemudaan dan Olah Raga  

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka oleh raga merupakan faktor penunjang yang 

sangat penting. Meskipun demikian budaya masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam berolah raga masih rendah.  

Demikian pula prestasi berbagai cabang olah raga yang diikuti oleh atlit Kabupaten Batang Hari juga belum 

menggembirakan di tingkat nasional namun untuk tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari cukup 

diperhitungkan dan mengembirakan. 

Tari Sekapur Sirih 
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Tabel 2.25  
Pemilikan Fasilitas Menurut Cabang Olahraga di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2015  
 

No Cabang Olahraga Pemerintah Swasta 

1 Sepak Bola   3  

2 Futsal   1 3 

3 Tenis   1  

4 Bulu Tangkis   1 5 

5  Bola Volly   2  

6 Basket   2  

7 Tenis Meja   1  

8 Karate/Pencak Silat   1  

9 Kolam Renang   1 1 

10 Tinju 1  

11 Panjat Tebing 1  

12 GOLF  1 

13 GOR 1  

14 Catur 1  

15 Sepak Takraw 1  

 

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuhkembangkan dan memiliki fasilitas di Kabupaten Batang Hari 

berjumlah 15 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Batang Hari.  

Adapun alokasi fasilitas olahraga menurut cabang dimuat pada tabel diatas.  

 

Kemajuan olahraga suatu daerah tercermin dari prestasi olah raga yang ditunjukkan dari berbagai 

turnamen yang berskala nasional maupun Provinsi.  Kabupaten Batang Hari pernah mempunyai prestasi sangat 

baik di bidang oleh raga.  Pada tahun 2012 dalam PORPROV XX Tahun 2015, Kabupaten Batang Hari menduduki 

peringkat ke 3, dengan rincian perolehan medali 61 emas, 58 perak dan 82 perunggu, total 201 medali. Kemudian 

pada PORPROV XXI Tahun 2015, peringkat Kabupaten Batang Hari naik 1 peringkat pada urutan 2 dari 11 

Kabupaten/Kota, dengan rincian perolehan medali 95 emas, 114 perak dan 142 perunggu, sehingga total 351 

medali.  

  

Pembukaan 

PORPROV Ke-XXI 

Batang Hari Tahun 

2015 
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Tabel 2.26 
Peringkat Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dalam 

PORPROV XX dan XXI 
 

PORPROV Peringkat 

Perolehan Mendali 

Emas Perak       Perunggu Jumlah 

XX   III (Tahun 2012)   61   58               82   201   

XXI   II (Tahun 2015)   95   114               142   351   

 

Pemuda merupakan komponen masyarakan yang memiliki peran strategis di dalam pembangunan 

daerah.  Prosentase jumlah yang besar dalam komposisi penduduk Kabupaten Batang Hari di satu sisi merupakan 

kekuatan,  namun di sisi lain juga dapat menjadi penghambat  dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu 

pembinaan kepemudaan agar lebih produktif merupakan kebijakan yang perlu ditempuh.  Organisasi 

Kemasyarakatan Pemuda (OKP) termasuk juga pramuka, sebagai wadah dalam berhimpun dan menempa 

kemampuan dan keterampilan pemuda, untuk itu perlu ditumbuhkembangkan. Data OKP di Kabupaten Batang 

Hari tahun 2015 menunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 2.27 
OKP Tingkat Kabupaten Batang Hari Aktif Tahun 2015 

 

No   Bidang   Organisasi Kemasyarakatan Pemuda   

1   Keagamaan   GP Ansor   

    Ikatan Pemuda Pelajar Nahdatul Ulama   

    Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII)   

    Badan Komunikasi Pemuda Pemudi Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)   

    Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU)   

2   Kebangsaan   Purna Paskibraka Indonesia   

    Komite Nasional Pemuda Indonesia   

    KNPI   

    Gerakan Pemuda Sehat (GPS)   

    Himpunan Pemuda Indonesia (HMI)   

    Ikatan Pemuda Indonesia   

    Laskar Merah Putih   

    Himpunan Mahasiswa Pendidikan (HIMPEN)   

3   Kemahasiswaan   GM. FKPPI   

    HMI   

4   Kepartaian   AMPG   

    BM-PAN   

5   Kekeluargaan   Persatuan Pemuda Pemudi Mersam (P3M)   

    Gerakan Muda Sriwijaya   

6   Kepanduan   Pramuka   
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C.    Kearifan Lokal 

Beragam wujud warisan budaya kearifan lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal 

dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dimasa lalu. Masalah kearifan lokal tersebut sering kali diabaikan, 

dianggap tidak ada relevasinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Dampaknya adalah banyak warisan 

budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Upaya pelestarian 

merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama, maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai 

upaya yang berkelanjutan (sustainable). Banyak kearifan lokal dibidang Keagamaan, Budaya, Adat asli Batang 

Hari yang semakin menghilang dari aktifitas masyarakat. 

 

2.3  ASPEK PELAYANAN UMUM    

2.3.1   Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

A.  Pendidikan  

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan 

dan berketrampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja.  Tujuan ini diupayakan melalui penyediaan 

sarana dan prasana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap 

pendidikan, peningkatan profesionalime dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.    

 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional, kebijakan pembangunan pendidikan 

di Kabupaten Batang Hari ditetapkan dalam salah satu misi pembangunan daerah yaitu upaya menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan handal, yaitu dengan peningkatan pendidikan yang berkualitas.  

Beberapa kebijakan pembangunan pendidikan dimaksud adalah dengan menyelenggarakan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, serta meningkatkan 

perluasan dan pemerataan pendidikan.  

 

Program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 1984 di Kabupaten Batang 

Hari telah meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS), khususnya pada kelompok anak usia sekolah dasar (7-

12 tahun).  Pada tahun 1994, jangkauan wajib belajar telah diperluas pemerintah menjadi wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun.   

 

Realisasi kebijakan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari kondisi 

pendidikan penduduk secara umum dengan menganalisis beberapa indikator. Penjelasan berikut ini merangkum 

capaian kinerja pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Batang Hari dalam periode 2011-2015.  Secara 

umum capaian kinerja yang telah diraih adalah memuaskan, bahkan beberap indikator melebih ekspektasi. 
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a) Tingkat Melek Huruf  

Secara makro ukuran yang sangat mendasar kualitas pendidikan dilihat dari kemampuan membaca dan 

menulis atau kebalikannya (buta huruf) dari penduduk berumur 10 tahun keatas. Tingkat melek huruf di Kabupaten 

Batang Hari pada tahun 2014 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.   

 

Grafik 2.17 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut 

Kemampuan Membaca dan Menulis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Grafik diatas terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki 5 tahun ke atas yang melek huruf pada 

tahun 2014 lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan. Kecenderungan lebih besarnya 

persentase melek huruf untuk laki-laki mengindikasikan masih ada preferensi dalam memberikan kesempatan 

belajar terutama bagi laki-laki yang mempunyai beban dalam memberikan nafkah bagi keluarga.  Pada tahun 2014 

ini, sebesar 8,55 persen penduduk perempuan di Kabupaten Batang Hari tidak bisa baca tulis, sementara 

penduduk laki-laki yang tidak bisa baca tulis jauh lebih kecil yaitu hanya sebesar 4,19 persen.  

 

b) Fasilitas Pendidikan  

 Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekaligus 

meningkatkan kualitas penduduk.  Keberhasilan pendidikan untuk tiap jenjang pendidikan tidak terlepas dari 

tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya proses belajar 

mengajar yang efektif.  Adanya pembangunan sarana pendidikan terlihat dari bertambahnya jumlah sekolah, 

diantaranya SD Negeri yang pada tahun 2014 berjumlah 204 unit, pada tahun 2015 berjumlah tetap. SMP Negeri 

yang pada tahun 2014 sebanyak 45 unit, pada tahun 2015 tetap berjumlah 45 unit.  Sementara itu, SMA Negeri 

yang sebelumnya berjumlah  11 sekolah, pada tahun 2015 berjambah sehingga berjumlah 12 sekolah. Jumlah 

SMK Negeri pada tahun 2014 berjumlah 6 dan pada Tahun 2015 berjumlah tetap.  Hal ini menandakan adanya 

perhatian penuh dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap masalah pendidikan, sebagai upaya 
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memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk untuk dapat mengenyam pendidikan.  Disamping 

sekolah-sekolah negeri, ternyata sekolah-sekolah swasta pun mengalami perkembangan positif.  

Tabel 2.28  
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2013-2014  
 

Jenis Sarana 
Pendidikan 

Sekolah Kelas Murid Guru 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

SD Negeri  203 204 204 1301 1.304 1331 32.629 32.690 31.740 2.505 2.295 2.258 

SD Swasta  8 8 9 50 50 56 1.103 1.463 1.329 77 80 94 

SMP Negeri  44 45 45 317 268 337 7.883 7.883 8.231 667 689 616 

SMP Swasta  8 7 8 34 32 35 948 948 1.103 102 94 122 

SMA Negeri  11 11 12 137 143 153 4.554 4.768 5.127 368 319 376 

SMA Swasta  1 1 1 10 137 10 289 318 280 21 21 24 

SMK Negeri  4 6 6 68 71 75 2.071 2.335 2.344 119 194 273 

SMK Swasta  4 3 3 27 27 27 315 274 297 40 35 48 

Sumber : Batang Hari dalam Angka 2016 (diolah)  

 

Salah satu indikator ketersediaan sarana pendidikan untuk proses belajar mengajar adalah rasio murid 

dengan guru dan rasio murid dengan sekolah.  Jika dilihat dari data yang tersedia ternyata rasio murid dengan 

guru dan rasio murid dengan sekolah sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sesuai dengan 

perkembangan pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, dimana rasio tersebut sudah menuju keadaan 

yang ideal atau standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.   

 

c) Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah  

Beberapa indikator yang dianggap mampu menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan adalah 

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sejumlah murid pada setiap jenjang 

pendidikan dan Rasio Murid-Sekolah yang menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung sejumlah 

murid pada setiap jenjang pendidikan. Semakin kecil Rasio Murid-Guru berarti semakin baik karena dengan jumlah 

murid yang semakin sedikit diharapkan perhatian yang diberikan guru terhadap muridnya akan lebih baik. 

Tabel 2.29  
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 

 

Jenis Sarana Pendidikan   Rasio Murid-Guru  

2012 2013 2014 2015 

SD Negeri   1 : 13 1 : 13 1 : 14 1 : 14 

SD Swasta   1 : 14 1 : 15 1 : 18 1 : 15 

SMP Negeri   1 : 11 1 : 12 1 : 11 1 : 14 

SMP Swasta   1 : 10 1 : 11 1 : 10 1 : 9 

SMA Negeri   1 : 14 1 : 13 1 : 15 1 : 14 

SMA Swasta   1 : 14 1 : 14 1 : 15 1 : 12 

SMK Negeri   1 : 15 1 : 16 1 : 12 1 : 9 

SMK Swasta   1 :   7 1 :   8 1 :  8 1 : 7 

  Sumber : Batang Hari Dalam Angka Tahun 2016 
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Berdasarkan data diatas, tampak beban guru yang mengajar di SD Swasta paling berat dibanding yang 

lainnya dimana secara rata-rata seorang orang guru SD Swasta harus mengawasi 15 orang murid, sedangkan 

untuk jenjang SMK Swasta seorang guru secara rata-rata hanya mengawasi 7 orang murid. 

 

Apabila dilihat dari perkembangannya, tampak bahwa Rasio Murid-Guru pada jenjang pendidikan SD 

Swasta, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta cenderung membaik dan 

mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan dapat diimbangi oleh 

penambahan jumlah guru pada jenjang pendidikan tersebut. 

Tabel 2.30  
Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2015  

 

Jenis Sarana Pendidikan   
Rasio Murid-Sekolah 

2012 2013 2014 2015 

SD Negeri   1 : 154,62 1 : 160,74 1 : 160,25 1 : 155,59 

SD Swasta   1 : 152,86 1 : 137,88 1 : 182,88 1 : 147,67 

SMP Negeri   1 : 184,18 1 : 179,16 1 : 175,18 1 :  182,91 

SMP Swasta   1 : 139,67 1 : 118,50 1 : 135,43 1 : 137,87 

SMA Negeri   1 : 468,18 1 : 414,00 1 : 433,45 1 : 427,25 

SMA Swasta   1 : 304,00 1 : 289,00 1 : 318,00 1 : 280,00 

SMK Negeri   1 : 400,00 1 : 517,75 1 : 389,17 1 : 390,67 

SMK Swasta   1 : 103,50 1 : 78,75 1 : 91,33 1 : 99,00 

Sumber :Batang Hari dalam Angka,2016 (diolah)  

 

Sementara itu, untuk ketersediaan fasilitas gedung sekolah sendiri pada tahun 2013 yang dilihat dari 

Rasio Murid-Sekolah, nilai terbesar pada jenjang pendidikan SMA Negeri sebesar 427,25, yang berarti bahwa 

setiap SMA Negeri yang ada di Kabupaten Batang Hari rata-rata mampu menampung sekitar 427 siswa.  Apabila 

dilihat dari perkembangannya, terjadi penurunan nilai Rasio Murid-Sekolah pada setiap jenjang pendidikan mulai 

dari SD Negeri, SD Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta,  dibandingkan dengan tahun sebelumnya sementara untuk 

jenjang pendidikan SMP Negeri, SMP Swasta, SMK Negeri, SMK Swasta mengalami kenaikan.  Kenaikan terbesar 

terjadi pada jenjang pendidikan SMP Negeri dari 175,18 menjadi 182,91.   

 

d) Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang juga merupakan indikator kualitas pendidikan, 

karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat antara lain dari tingkat pendidikannya. 

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan memberikan gambaran tentang 

intelektualitas dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Namun demikian, tingkat pendidikan yang ditamatkan 

Tidak Pny Ijazah SD 24,5 persen SD/SDLB/MI 30,8 persen SMP/SMPLB/Mts /Paket B 20,4 persen 

SMU/SMULB/M A/SMK/Paket C 17,7 persen DI-III 1,8persen DIV/S1 4,6 persen S2/S3 0,2persen juga berbeda 
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Tdk Pny  
Ijazah SD   

24 ,5 persen   

SD/SDLB/MI   
,8 persen 30   

SMP/SMPLB/Mts  
/Paket B   

,4 persen 20   

SMU/SMULB/M  
A/SMK/Paket C   

,7 persen 17   

DI - III   
,8persen 1   

DIV/S1   
4 ,6  persen   

S2/S3   
0 ,2persen   
  

menurut tempat tinggal dan jenis kelamin. Tempat tinggal mempengaruhi dari segi ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan jenis kelamin mempengaruhi dari segi kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan yang sama, tanpa dipengaruhi oleh masih adanya budaya yang menganggap bahwa 

pendidikan bagi perempuan kurang penting. Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk Kabupaten Batang Hari 

berpendidikan SD/MI/sederajat. Komposisi penduduk Kabupaten Batang Hari berdasarkan pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan yaitu penduduk yang tidak punya ijazah SD/Sederajat sebanyak 23,4 persen, berijazah 

SD/Misebanyak 31,3 persen,SMPUmum/Kejuruan/MTS 22,2 persen, SMU/SMULB/MA/ SMK/Paket C 16,9persen, 

Diploma I-Diploma III 1,4 persen, Diploma IV/S1 4,5 persen, S2/S3 0,3 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.18 
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Tahun 2014 
 

Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan cenderung menurun 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor menikah dan masuk dunia kerja merupakan penyebab utama 

kecenderungan tersebut. Golongan usia 10 tahun merupakan usia dimana anak masih sekolah dan belum 

menyelesaikan pendidikan, sehingga menyebabkan penduduk yang tidak atau belum punya ijazah mempunyai 

persentase terbesar. Semakin banyaknya sarana dan prasarana yang disediakan serta berbagai keringanan yang 

diberikan diharapkan dapat meningkatkan RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021 67 kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pendidikan, sehingga di masa yang akan datang, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

penduduk akan semakin tinggi.  

 

e) Angka Partisipasi Sekolah  

Salah satu ukuran tingkat pendidikan masyarakat adalah angka partisipasi sekolah. Peran serta 

masyarakat dalam pendidikan terlihat pada besaran angka partisipasi sekolah penduduk pada semua kelompok 

usia sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu 
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terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas sumber daya 

manusia yang tersedia dan aktivitas pendidikan. Secara total, angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7 

sampai 12 tahun memiliki nilai tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, dimana kelompok umur tersebut 

adalah usia pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar. Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 tahun serta semakin 

banyaknya sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar ikut berperan dalam tingginya angka 

tersebut. Angka partisipasi sekolah mempunyai pola yang semakin menurun pada kelompok umur atau jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masuknya mereka pada dunia kerja yang berdampak pada 

menurunnya angka partisipasi sekolah. Ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Batang Hari masih sangat 

kurang, terutama pada tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi. Di samping itu, penyebab lain dari rendahnya angka 

partisipasi sekolah pada jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi diantaranya sarana transportasi yang tidak 

memadai atau tidak tersedia untuk menjangkau sekolah-sekolah yang umumnya berada di ibukota kabupaten, 

sedangkan penduduk tinggal jauh di daerah terpencil.  

 

Apabila dicermati perjenis kelamin, pada jenjang umur 7-12 dan 16-18 tahun angka partisipasi sekolah 

perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Meskipun demikian, apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan, persentase laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Kecenderungan ini kemungkinan disebabkan 

tidak semua perempuan menyelesaikan pendidikan sampai tamat atau bisa juga kesadaran akan kesetaraan 

gender baru mengemuka pada waktu-waktu ini. Pada dasarnya, antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat 

perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun demikian, adanya 

kebiasaan, budaya ataupun pola pikir sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan adanya perbedaan angka 

partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan. 

Tabel 2.31 
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umurdan Jenis Kelamin Tahun 2014  

 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan 
Lakilaki+Perempuan 

7-12 99,25 100,00 99,66 

13-15 90,86 98,56 95,08 

16-18 67,84 67,86 67,85 

19-24 27,40 22,50 24,93 

 Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah)  

 

Partisipasi sekolah secara keseluruhan (penduduk berumur 10 tahun ke atas), berdasarkan Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014, sebanyak 73,05 persen penduduk sudah tidak bersekolah lagi, 4,42 

persen penduduk tidak/belum pernah bersekolah dan 22,53 persen penduduk masih bersekolah terdiri dari 9,46 

persen masih bersekolah SD/Sederajat,6,35 persen masih duduk di SMP/Sederajat, 3,83 persen duduk di bangku 

SMU/Sederajat, 2,89 persen di Perguruan Tinggi (Diploma dan S1). 
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Tdk/Blm Pernah  

Sekolah   
4 ,42  persen   

SD/Sederajat   
9 ,46 persen   SMP/Sederajat   

6 ,35  persen   

SMU/Sederajat   
,83 persen 3   

DIII   
0 ,34persen   

DIV/S1   
2 ,89 persen   

Tdk Sekolah Lagi   
73 ,9persen   

  

Grafik 2.19 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan   

Tahun 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan 

sesuai dengan jenjang pendidikannya.  APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan 

pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam 

pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah 

di masing-masing jenjang pendidikan.  Perkembangan APK pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat sampai 

dengan SMU sederajat dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 2.32  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2015  

 

Jenjang Pendidikan   Tahun   

2011 2012 2013 2014 2015 

PAUD 39,00 39,40 39,90 40,25 40,55 

SD/MI 116,30 116,59 97,79 107,64 115,98 

SMP/MTS 83,80 83,94 92,68 89,92 97,67 

SMA/SMK/MA 65,20 71,83 70,59 73,41 76,13 
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Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang 

sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada 

kelompok usia sekolah yang bersangkutan Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang 

bersekolah tepat waktu.  Perkembangan APM per jenjang pendidikan di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.33 
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011-2015 

 

Jenjang Pendidikan 

  
Tahun 

  

     
 2011 2012 2013 2014 2015 

SD/MI 95,46 95,50 95,60 95,86 96,00 

SMP/MTS 74,24 74,38 74,75 79,33 79,46 

SMA/SMK/MA 48,27 49,84 55,82 62,62 58,48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas sehingga dapat menjadi aset daerah yang berharga.  Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

salah satunya dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan.  Upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu 

terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh secara mudah dan murah.  Sasaran utama 

pembangunan bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, sehingga mampu 

mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif, titik berat dalam upaya membangun kesehatan 

yang ditekankan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.  

 

a) Fasilitas Kesehatan  

Mengukur tingkat kesehatan masyarakat memerlukan indikator yang relevan. Tingkat kesehatan 

merupakan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga upaya-upaya peningkatan status kesehatan pada 

SMP Negeri 3 

Batang Hari 
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kenyataannya harus dilakukan secara lintas sektor yang melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan 

dunia usaha.  Salah satu upaya peningkatan status kesehatan adalah tersedianya berbagai fasilitas kesehatan 

seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit serta fasilitas air bersih. Rasio 

ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap 10.000 orang penduduk Kabupaten Batang Hari, terlihat pada tabel di 

bawah. 

Tabel 2.34 
    Rasio Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Terhadap 10.000 Penduduk Tahun 2014  

 

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Rasio 

Rumah Sakit 0,08 

Dokter 1,87 

Puskesmas 3,77*) 

Perawat 17,46 

Bidan 10,34 

      *) Termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pusling  
      Sumber :  Batang Hari dalam Angka, Tahun 2014 (diolah)  

  

Sarana dan tenaga kesehatan yaitu dokter, puskesmas, perawat dan bidan tahun 2014, yang mempunyai 

rasio di atas 1.  Ini berarti bahwa secara rata-rata, sarana dan tenaga kesehatan tersebut menangani kurang dari 

10.000 penduduk. Hanya rumah sakit yang menunjukkan angka di bawah 1, yang berarti sarana kesehatan 

tersebut melayani lebih dari 10.000 penduduk. Relatif sedikitnya sarana pemondokan dan rawat inap yang setara 

dengan rumah sakit di Kabupaten Batang Hari bisa menyulitkan pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. 

Penambahan fasilitas kesehatan dan rawat inap mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat.  

 

b) Status Kesehatan  

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu.  

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas 

penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam 

kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat 

dengan menggunakan indikator angka kesakitan dan rata-rata lama hari sakit.  
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Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah) 

Grafik 2.20  
Persentase Penduduk Menurut Jenis Gangguan/Keluhan Kesehatan yang Dialami di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2014 
 

Dari Grafik diatas terlihat jenis keluhan yang paling banyak diderita oleh masyarakat penduduk Kabupaten 

Batang Hari adalah Batuk, Pilek dan Panas. 

 

Tabel 2.35  
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Menurut Lamanya Hari SakitBerdasarkan Tipe Daerah Tahun 

2014  
 

Lamanya hari sakit Kota Desa Kota + Desa 

1-3 76,9 71,5 72,0 

4-7 13,9 16,4 16,0 

8-10 0,0 2,3 2,2 

11-15 0,0 3,5 3,2 

>15 9,1 6,3 6,5 

       Sumber : Susenas Tahun 2014 (diolah)  
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Rumah Sakit  

9 ,96persen   

Puskesmas  

,75persen 29   

Petugas  

Kesehatan  

44 ,79persen   

Praktek Dokter  

11 ,43persen   

Batra 1,30persen   
Lainnya  

2 ,76persen     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.21  
Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2014  

 

Hampir setengah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, mengalami sakit satu sampai tiga hari. 

Apabila dilihat berdasarkan tipologi wilayah, lama hari sakit terlama banyak dialami oleh penduduk di wilayah 

perdesaan. Grafik 2.21 memperlihatkan cara (tempat) berobat jalan penduduk Kabupaten Batang Hari. Tempat 

berobat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah praktek tenaga kesehatan (44,79 persen), puskesmas 

(29,75persen) dan praktek dokter(11,43 persen). Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya oleh aspek keterjangkauan (kemudahan akses fasilitas kesehatan) dan aspek pelayanan yang erat 

kaitannya dengan rasio suatu fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk. 

 

c) Kesehatan Balita dan Persalinan  

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, 

diantaranya penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator 

kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan 

secara umum. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis 

seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari persalinan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.  

 

Penolong kelahiran balita terakhir yang terbanyak secara berurutan di Kabupaten Batang Hari Tahun 

2014 adalah bidan 59,7 persen, dokter 17,1 persen, dan dukun bersalin 23,3 persen. Tingginya persalinan yang 

dibantu oleh bidan mengurangi resiko kelahiran yang lebih besar.  
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Terjadi perpindahan penolong kelahiran pertama dari dukun bersalin dan dokter ke bidan pada penolong 

kelahiran terakhir. Sementara itu, terjadi peningkatan persentase penolong kelahiran terakhir pada bidan dan 

dokter. Penempatan bidan-bidan terlatih yang telah berstatus PNS maupun yang masih berstatus Pegawai Tidak 

Tetap (PTT) di wilayah-wilayah pedesaan dalam Kabupaten Batang Hari perlu terus dilakukan untuk mengurangi 

resiko kelahiran yang ditolong oleh tenaganonmedis (dukun bersalin dan keluarga/family). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.22 
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 

 

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, yang dalam 

hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk Kabupaten 

Batang Hari. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air 

Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi 

juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Pemberian ASI akan sangat optimal 

apabila menerapkan pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain 

pada bayi berumur nol sampai enam bulan. Dari grafik 2.23, terlihat bahwa hampir semua balita di Kabupaten 

Batang Hari pernah diberi ASI, dengan persentase terbesar berada di wilayah perkotaan. 
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Grafik 2.23 
Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI dan yang Tidak Pernah Diberi ASI Berdasarkan Tipe Daerah 

Tahun 2014 
 

Berdasarkan lama pemberian ASI, hampir semua balita disusui selama lebih dari 6 bulan, bahkan 

seperempat diantaranya telah disusui lebih dari 24 bulan. Meskipun hal ini belum bisa digunakan dalam mengukur 

keberhasilan pemberian ASI eksklusif, namun pemberian ASI yang cukup lama ini sangat baik dalam 

meningkatkan kekebalan tubuh balita terhadap berbagai macam penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2.24 

Persentase Balita Umur 2-4 Tahun yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui Tahun 2014 
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d) Rumah Tangga ber PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)  

Rumah Tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Kabupaten Batang Hari setiap tahun 

mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010, Rumah Tangga ber PHBS sebesar 45,30 persen terus meningkat 

sampai Tahun 2014 menjadi 66,14 persen. Laju Pertumbuhan Rumah Tangga ber PHBS Kabupaten Batang Hari 

rata-rata tumbuh sebesar 10,30 persen per tahun. 

Tabel 2.36 
Persentase Rumah Tangga ber PHBS dan Laju Pertumbuhan di 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014 
 

No Uraian Satuan 

  Tahun   
Rata- 
Rata 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Rumah Tangga ber 
PHBS 

% 45,30 55,35 63,90 63,15 66,14 58,77 

2 Laju Pertumbuhan % - 22,19 15,45 -1.17 4,73 10,30 

 

e) Gizi Buruk 

Gizi baik Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2010-2014 terus menerus mengalami kenaikan tiap tahun 

ke tahunnya, pada tahun 2010 sebesar 13,323 (orang) meningkat sampai dengan tahun 2014 menjadi 21,434 

(orang). Laju pertumbuhan gizi baik Kabupaten Batang Hari tumbuh rata-rata sebesar 98,53 persen per tahun. 

 

Selama periode yang sama untuk gizi kurang Kabupaten Batang Hari bervariasi, pada tahun 2010 

sebanyak 211 (orang) menurun di tahun 2011 dan 2012 menjadi 103 dan 66 (orang) yang mengalami gizi kurang, 

namun pada tahun 2013 kembali naik sebanyak 180 (orang), selanjutnya ditetapkan tahun 2014 gizi buruk 

Kabupaten Batang Hari menurun sebanyak 116 (orang).  

 

Sementara itu, pada tahun 2010-2014 gizi buruk Kabupaten Batang Hari berfluktuasi, pada tahun 2010 

sebanyak 14 (orang) menurun menjadi 11 (orang) di tahun 2011, selanjutnya meningkat ditahun 2012 sebanyak 18 

(orang), kemudian menurun lagi menjadi 5 (orang) untuk gizi buruk di tahun 2013, pada tahun 2014 telah 

ditetapkan meningkat sedikit menjadi 8 (orang) gizi buruk Kabupaten Batang Hari. Adapun laju pertumbuhan gizi 

buruk Kabupaten Batang Hari selama tahun 2010-2014 tumbuh ratarata sebesar 0,08 persen per tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 

Posyandu 
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Tabel 2.37 
Status Gizi Penduduk di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2014  

 

No Tahun 

Baik Gizi 
Kurang 

Buruk 

Jumlah 
(orang) % 

Jumlah 
(orang) % 

Jumlah 
(orang) % 

1  2010 13.323 98,34 211 1.56 14 0,10 

2  2011 16.906 98,57 103 0,60 11 0,06 

3  2012 18.143 98,53 66 0,36 18 0,18 

4  2013 18.081 98,48 180 0,98 5 0,03 

5  2014 21.434 98,75 116 0,53 6 0,04 

Rata-rata  98,53 
 1,05  0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pekerjaan Umum  

1) Jalan  

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang 

maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan jalan juga diarahkan untuk membuka 

daerah-daerah potensial dan terpencil, memperluas jaringan jalan ke pusat-pusat produksi dan pemasaran, 

mendukung pengembangan daerah pemukiman baru/transmigrasi dan pengembangan wilayah perkotaan sebagai 

pusat distribusi barang dan jasa. Perkembangan panjang dan status jalan di Kabupaten Batang Hari dalam lima 

tahun terakhir, sebagai berikut : 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe 



77   

Tabel 2.38 
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011–2015 
 

Status Jalan Satuan 

 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Negara   KM 144,306   144,306   144,306   144,306   144,306   

Kenaikan   % 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Provinsi   KM 164,400   164,400   164,400   164,400   164,40   

Kenaikan   % 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Kabupaten   KM 830,513   846,513   852,363   852,954   854,176   

Kenaikan   % 0,06   1,93   0,69   0,069   1,001   

 

Sementara perkembangan jenis permukaan jalan kabupaten selama lima tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.39 
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Batang HariTahun 2011–2015 

 

No   Jenis Jalan   
Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   - Aspal   497,728 km   519,428 km   526,273 km   534,653 km   527,379 km   

2   - Kerikil   83,780 km   80,080 km   79,540 km   73,257 km   66,907 km   

3   - Tanah   249,005 km   247,005 km   246,550 km   245,050 km   238,700 km   

4   - Beton   - km   - km   - km   - km   7,274 km   

 

Tahun 2015 panjang jalan kabupaten yang telah diaspal mengalami penurunan sepanjang 7,274 km atau 

sebesar 1,36 persen, karena adanya peningkatan status jalan aspal menjadi jalan beton. 

 

2) Jembatan  

Kondisi jembatan selama lima tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.40 
Jumlah Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011 – 2015 
 

No   
Jenis Konstruksi   

Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jembatan Rangka Baja               

   Jumlah   6 Unit   7 Unit   6 Unit   9 Unit   11 Unit   

   Panjang   230 M   280 M   235 M   320 M   370 M   

2   Jembatan Beton             

   Jumlah   12 Unit   14 Unit   15 Unit   17 Unit   17 Unit   

   Panjang   231 M   281 M   294 M   339 M   339 M   

3   Box Culvert              

   Jumlah   94 Unit   118 Unit   131 Unit   141 Unit   151 Unit   

   Panjang   308 M   432 M   414 M   484 M   525 M   

4   Jembatan Kayu              

   Jumlah   41 Unit   40 Unit   57 Unit   45 Unit   41 Unit   

   Panjang   548 M   535 M   753 M   570 M   496 M   

 

 

Kegiatan pembangunan jembatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan agar jembatan yang ada 

tetap dalam kondisi baik dan layak sehingga arus transportasi darat dalam Kabupaten Batang Hari dapat berjalan 

dengan lancar. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Batang Hari tetap menjadi komitmen pemerintah 

daerah, yang setiap tahunnya terus ditingkatkan dengan berbagai sumber pendanaan. 

 

3) Pengairan  

Pengairan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung usaha peningkatan ketahanan pangan 

daerah melalui pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk mencapai produksi dan produktifitas tanaman 

pangan yang optimal. Melalui pengelolaan yang baik diharapkan kedepannya kita mampu meningkatkan Indeks 

Pertanaman dari I menjadi II. Rekayasa teknologi pengairan perlu dikembangkan guna meningkatkan produktifitas 

lahan pertanian, hal ini disebabkan kondisi geografis lahan sawah di Kabupaten Batang Hari yang memang perlu 

mendapatkan perhatian khusus, terutama terhadap pengendalian air dan penanggulangan masalah banjir. Tahun 

2015 luas potensi areal/rawa di Kabupaten Batang Hari yang dapat dialiri oleh jaringan irigasi seluas 19.718 Ha 

dengan luas fungsional seluas 8.858 Ha. Perkembangan potensi kemampuan jaringan irigasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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 Tabel 2.41  
Potensi Kemampuan Jaringan Irigasi di Kabupaten Batang HariTahun 2011–2015 

 

Tahun   
Potensi Areal / Rawa 

(Ha)   Luas Fungsional (Ha) 
Persentase 

Pemanfaatan 

2011   17.317   10.903   62,96   

2012   18.440   8.800   47,72   

2013   19.660   8.800   44,76   

2014   19.660   8.800   44,76   

2015   19.718   8.858   44,92   

 

Sementara itu panjang saluran jaringan irigasi selama Tahun 2014-2015 mengalami peningkatan 

sepanjang 1.580 meter atau sebesar 1,17 persen dan jenis bangunan pintu pengatur dan pembagi air bertambah 

sebanyak 9 unit atau sebesar 3,95 persen yang tersebar di delapan kecamatan. Perkembangan jumlah bangunan 

dan jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 
Tabel 2.42 

Perkembangan Jumlah Bangunan dan Jaringan Irigasi Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2011 – 2015 

 

Tahun  

Panjang Saluran  

Primer + Sekunder + 

Tertier (M)  

Jenis Bangunan  ( Unit ) 

Waduk  Bendungan  
Pintu Pengatur dan 

Bangunan Pembagi  

2011  80.866  -  -  159  

2012  131.603  -  -  221  

2013  131.603  -  3  224  

2014  135.579  -  3  228  

2015  137.159  -  5  237  

 

Tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan/rehab irigasi teknis berupa saluran primer, 

saluran sekunder, bangunan induk dan bangunan air serta irigasi non teknis berupa saluran air, bangunan pintu 

pengatur, box dan tanggul penutup. Volume kegiatan prasarana irigasi teknis dan non teknis dapat dilihat pada 

tabel berikut.  
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Tabel 2.43 
Volume Kegiatan Fisik Sarana Irigasi Teknis dan Non Teknis  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

JENIS KEGIATAN   VOLUME KEGIATAN 

2011 2012 2013 2014 2015 

A. IRIGASI TEKNIS               

     Operasi dan Pemeliharaan di Karmeo,               

     Ranrau Gedang dan Lubuk Ruso               

     1. Saluran Primer (5.550 M)               

         - Tanah (Tebas Bayang)     3.600   1.150     7.775   

         - Cor Beton     1.800       10   

     2. Saluran Sekunder (18.000 M)             

         - Tanah (Tebas Bayang)       8.545     3.612,5   

         - Cor Beton    -  -  -  -  - 

     3. Saluran Tersier (750  M)   -   - -  -  -  

         - Tanah (Tebas Bayang)   -   -  - -  -  

         - Cor Beton    -  -  - -  -  

     4. Bangunan Induk (2 Buah)             

- Pemeliharaan           1   

- Bangunan Baru             

     5. Bangunan Air (Pintu Pengatur 31 Buah)               

         - Pemeliharaan             

          - Bangunan Baru    - 3   3     4   

B. IRIGASI NON TEKNIS   - - - - - 

    1. Saluran Air   - - - - - 

        - Tanah   1.075    -  - 3.976   2.400   

        - Cor Beton   257   350   350   537   60   

    2. Bangunan Pintu Pengatur   5    - -  4   8   

    3. Box    -  -  - 5   2   

    4. Tanggul Penutup    - -  -  -  -  

        - Cor Beton   471,2   605   138   771   75   

        - Tanah    -  -  - 15   260   

 

4) Penataan Ruang  

Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

dilihat dari jumlah ruang terbuka hijau dan luas wilayah ruang terbuka hijau ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan 

atau Hak Guna Bangun (HGB).  Pada Tahun 2011 jumlah ruang terbuka hijau dengan luas wilayah 51.4028 km2, di 

tahun 2012 menjadi 85 dengan luas wilayah 24.371 km2, pada tahun 2013 sebanyak 307 dengan luas wilayah 

170.675 km2, di tahun 2014 sebanyak 31 dengan luas wilayah 499.640 km2, dan di tahun 2015 sebesar 9 dengan 

luas wilayah 54.969 km2.   

Jumlah bangunan yang memiliki IMB pada tahun 2011 sebesar 339 meningkat  menjadi 340 di tahun 

2012, di tahun 2013 meningkat menjadi 641, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 286 dan di tahun 

2015 menjadi 358. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian 

bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Namun demikian upaya 
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peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu 

diimbangi dengan pelayanan perizinan yang lebih baik.  Berikut gambaran perkembangan pembangunan 

pelayanan umum bidang penataan ruang sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 2.44 
Perkembangan Pelayanan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

 

No   Uraian   Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   JumlahTotal Ruang Terbuka Hijau 

HPL/HGB 

9   85   307   31   9   

2   Jumlah Total Luas Wilayah 

Ruang Terbuka Hijau ber 

HPL/HGB 

51.4028   24.371   170.675   499.640   54.969   

3   Jumlah bangunan yang memiliki 

IMB 

339   340   641   286   358   

 

 

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 

Pelayanan kelistrikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2015 persentase ramah tangga yang telah menggunakan listrik 

(elektrifikasi rumah tangga) sebesar 93,56 persen, meningkatkan sebesar 5,92 persen dibanding tahun 2011 

sebesar 87,64 persen. Perkembangan elektrifitas rumah tangga di Kabupaten Batang Hari dalam lima tahun 

terakhir terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.45 
Perkembangan Elektrifikasi Rumah Tangga Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2015 

 

Tahun 
Jumlah Rumah 

Tangga 

Jumlah Rumah 
yang Teralirin 

Listrik 

Jumlah yang Belum 
Teralirin Listrik 

Parsentase 
Rumah Teralirin 

Listrik 

2011 58.761 51.499 7.262 87,64   

2012 59.388 53.336 6.052 89,81   

2013 59.816 54.773 5.043 91,57   

2014 62.533 57.948 4.585 92,67   

2015 64.096 59.970 4.126 93,56   
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2) Perumahan 

Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman merupakan salah satu usaha yang mendukung 

pembangunan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hubungannya dengan penataan dan pengembangan 

lingkungan pemukiman di perdesaan dan perkotaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

perumahan dan permukiman harus memperhatikan persyaratan lingkungan pemukiman yang dilihat dari aspek; 

kesehatan, ekonomi dan sosial. Terutama di dalam penataan pemukiman daerah perdesaan dan perkotaan. 

Pembangunan perumahan di perdesaan meliputi peningkatan kualitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air 

bersih, WC, dan sebagainya. Sedangkan di perkotaan pembangunan perumahan ditujukan untuk pembangunan 

rumah dalam jumlah yang memadai, lingkungan yang sehat dan berkualitas serta terjangkau oleh daya beli 

masyarakat.  

 

Dalam pembangunan perumahan, keterlibatan pihak swasta di Kabupaten Batang Hari cukup 

berpengaruh. Sebelum krisis moneter pada tahun 1997 telah membangun berbagai tipe perumahan Perumnas dan 

KPR BTN Bagi masyarakat menengah ke bawah sebanyak 1.161 unit di Kecamatan Muara Bulian, 96 unit di 

Kecamatan Muara Tembesi dan 12 unit di Kecamatan Pemayung. Perkembangan pembangunan perumahan KPR 

BTN di Kabupaten Batang Hari dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.46 

Jumlah Pembangunan Perumahan KPR BTN di Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2011 – 2015 

 

No   KECAMATAN   2011 2012 2013 2014 2015 

1.   Muara Bulian 122 86 368 95 45 

2.   Muara Tembesi - - - - 96 

3.   Pemayung - - - - 12 

4.   Maro Sebo Ulu - - - - - 

5.   Maro Sebo Ilir - - - - - 

6.   Mersam - - - - - 

7.   Batin XXIV - - - - - 

8.   Bajubang - - - - - 

 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah pelanggan PDAM Tirta Batang Hari semakin 

bertambah dan jumlah produksi air pun mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai dengan 2015. Pada 

Tahun 2011 jumlah pelanggan air bersih di Ibu Kota Kabupaten mencapai 4.230 pelanggan dengan total produksi 

air sebanyak 1.333.890 M3 , air yang didistribusikan sebanyak 1.295.154 M3 dan air yang terjual sebanyak 

1.006.788 M3. Sampai dengan 2015 pelanggan air bersih mencapai 5.889 pelanggan dengan total produksi air 
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sebanyak 1.295.737 M3 , air yang didistribusikan sebanyak 1.203.828 M3 dan air yang terjual sebanyak 913.017 

M3 . Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.47 

Jumlah Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Batang Hari  
Tahun 2011 – 2015  

 

NO   J E N I S   

T A H U N 

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jumlah Pelanggan (Org)   4.230   4.756   5.089   5.597   5.889   

2   Jumlah Produksi Air (m3)   1.333.890   1.613.546   1.910.814   1.920.158   1.295.737   

3   Distribusi Air (m3)   1.295.154   1.422.300   1.756.716   1.769.720   1.203.828   

4   Air Terjual (m3)   1.006.788   1.047.382   1.336.902   1.334.657   913.017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2   Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

A. Perhubungan  

Kabupaten Batang Hari memiliki 1 unit terminal tipe C di Kota Muara Bulian dan 1 unit terminal 

penyangga yang berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi. Selain berfungsi sebagai 

tempat pengaturan keluar masuk kendaraan dan penumpang, juga sebagai sumber penerimaan retribusi daerah. 

Perkembangan jumlah kendaraan berupa bus dan penumpang yang datang dan berangkat di Terminal Muara 

Bulian mengalami fluktuasi. Tahun 2014 jumlah bus yang datang 11.625 kendaraan dan berangkat 17.831 

kendaraan. Sedangkan penumpang yang datang 123.084 orang dan berangkat 241.075 orang.  

 

Tahun 2015 jumlah bus yang datang meningkat 2,57 persen menjadi 11.924 kendaraan dan yang 

berangkat juga meningkat 10,93 persen menjadi 19.780 kendaraan. Sementara jumlah penumpang yang datang 

Instalasi Pengelolaan Air 

PDAM Tirta Batang Hari 
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pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan 321,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 519.361 

orang dan yang berangkat meningkat 108,62 persen menjadi 502.941 orang.  

 

Khusus Terminal Muara Tembesi dimana Tahun 2014 jumlah bus yang datang 264 kendaraan dan yang 

berangkat 264 kendaraan, sedangkan untuk penumpang yang datang 1.395 orang dan yang berangkat sebanyak 

5.349 orang. Sampai dengan 2015 jumlah bus yang datang 173 kendaraan dan yang berangkat sebanyak 173 

kendaraan, sedangkan jumlah penumpang yang datang 820 orang dan yang berangkat 3.595 orang. 

Perkembangan keluar-masuk kendaraan dan orang pada dua terminal tersebut di atas kurun waktu lima tahun 

terakhir terlihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.48 
Jumlah Bus dan Penumpang yang Melalui Terminal di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011–2015 

 

Tahun 

Terminal Muara Bulian Terminal Muara Tembesi 

Bus (Buah) Penumpang (Orang) Bus (Buah) Penumpang (Orang) 

Datang Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat 

2011 19.710 21.638 191.809 202.497 612 651 2.564 9.449 

2012 19.378 21.083 406.555 549.091 313 313 1.100 6.671 

2013 10.739 19.721 229.183 434.693 250 250 1.840 5.986 

2014 11.625 17.831 123.084 241.075 264 264 1.395 5.349 

2015 11.924 19.780 519.361 502.941 173 173 820 3.595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lingkungan Hidup  

Kabupaten Batang Hari memiliki SDA yang cukup besar dan beragam seperti hutan, lahan pertanian, 

bahan mineral, kawasan perairan (sungai) dan lain-lain. Sumber daya hutan yang produktif meliputi hutan produksi 

tetap, hutan produksi terbatas dan hutan pola partisipasi masyarakat serta suaka alam. Sumber daya lahan yang 

dimiliki meliputi areal yang cocok untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan padang 

Petugas Terminal Muara 

Bulian 
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pengembalaan ternak. Selain itu, juga terdapat sumber daya mineral yang beragam berupa bahan tambang/galian 

seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Sedangkan Potensi kawasan perairan di Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Sungai Batang Hari beserta anak sungainya potensial untuk budidaya keramba ikan. Aktifitas pemanfaatan 

Sumber Daya Alam (SDA) jika tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan secara bijak akan berakibat 

munculnya permasalahan lingkungan hidup baik pada saat sekarang maupun pada masa yang akan datang.  

 

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan lingkungan diantaranya : 

a) Pemanfaatan SDA seringkali tidak terkait secara langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar  

b) Rendahnya penguasaan IPTEK oleh masyarakat. 

c) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan. 

d) Lemahnya kontrol pemanfaatan/pengusahaan SDA 

e) Lemahnya penegakan supremasi hukum terhadap pelaku pengrusakan SDA dan lingkungan hidup. 

 

Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kaupaten Batang Hari bersumber dari dampak 

aktifits kegiatan/usaha ekonomi seperti usaha perkebunan, industry, pertambangan dan limbah rumah tangga, 

sebagaimana table berikut ini : 

Tabel 2.49 
Jenis dan Banyaknya Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2015 
 

NO   JENIS KEGIATAN / USAHA   

T  A  H  U  N 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Crumb Rubber 1 1 1 1 1 

2   Plywood 1 2 3 2 2 

3   Sawmill  1    

4   Migas 3 3 1 1 1 

5   Galian Gol C 92 102    

6   Tempat Pembuangan Akhir 2 1 2 1 1 

7   Terminal 1 2 1 1 1 

8   Pasar 17 17  10 10 

9   Rumah Sakit 1 1 1 2 2 

10   Pembangkit Listrik Tenaga Diesel      

11   Pabrik CPO 6 6 6 5 5 

12   Penambangan Pasir Emas      
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NO   JENIS KEGIATAN / USAHA   

T  A  H  U  N 

2011 2012 2013 2014 2015 

13   HPH 2 2    

14   HTI 1 1    

15   Perkebunan 18 20  18 18 

16   Moulding 1 2 3 1 1 

17   Lainnya           

 

Pencemaran yang paling dominan bersumber dari usaha perkebunan sebanyak 18 kegiatan, kedua pasar 

sebanyak 10 kegiatan, ketiga pabrik CPO sebanyak 5 kegiatan, keempat plywood sebanyak 2 kegiatan, kelima 

Rumah Sakit sebanyak 2 kegiatan, dan disusul crumb rubber, migas, tempat pembuangan akhir, terminal, dan 

moulding masing-masing sebanyak 1 kegiatan. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kualitas air 

sungai di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

  

Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit di Kabupaten Batang Hari 
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Tabel 2.50  
Kualitas Air di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015  

 
 

 

No 

Uraian Satuan 
Standar 

BML 

Tahun 2015 

Sungai Rengas Mersam Ma. Tembesi Ma. Bulian Pemayung 

TW I     TW II TW I     TW II TW I     TW II TW I     TW II TW I      TW II 

1 Suhu Celcius Deviasi 3 29,9 29 29,8 29,3 28.07 29 29,8 29,9 27,7 29,2 

2 DHL µs/cm  53,1 129,9 53,9 137,6 49,4 119,9 48,9 124,9 50,3 133,9 

3 TSS mg/L 50 24 96 22 98 20 88 24 92 26 64 

4 TDS mg/L 1000 53 66 54 70 49 62 49 64 50 66 

5 pH  6 – 9 7,15 6,9 7,13 6,66 7,10 6,55 7,26 7,39 7,37 7,42 

6 Fe mg/L  0,814 1,35 0,652 1,26 0,760 1,08 0,853 1,09 1,27 1,09 

7 Mn mg/L  < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Hg mg/L 0,002 < 0,001 < 0,001 < 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 

0,001 

< 0,001 < 0,001 

9 Pb mg/L 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

10 Phosfat (PO4) mg/L 0,2 < 0,01 0,275 < 0,01 0,150 0,012 0,099 < 0,01 0,157 < 0,01 0,101 

11 Ortho Phosfat mg/L - - - - - - - - - - - 

12 NH3 - N mg/L  0,191 0,131 0,180 0,116 0,194 0,082 0,167 0,080 0,149 0,078 

13 NO3 mg/L 10 1,33 0,426 2,14 0,492 0,981 0,446 2,01 0,532 1,21 0,572 

14 NO2 mg/L 0,06 0,027 0,029 0,029 0,036 0,028 0,025 0,030 0,026 0,030 0,022 

15 N Organik mg/L - - - - - - - - - - - 

16 N - Total mg/L - - - - - - - - - - - 

17 Oksigen 

terlarut 

mg/L 4 - - - - - - - - - - 

18 BOD mg/L 3 3,22 2,01 2,82 2,01 3,22 2,01 3,62 3,22 3,62 2,42 

19 COD mg/L 25 14 10 12 10 10 10 10 14 12 12 

20 Detergen µg/L 200 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

21 Phenol µg/L 1 < 0,003 < 0,003 < 

0,003 

< 

0,003 

< 

0,003 

< 

0,003 

< 

0,003 

< 

0,003 

< 0,003 < 0,003 

22 Minyak lemak µg/L 1000 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

23 Alkalinita s mg/L            

24 Fecal Coli  Jmlh/100 4600 3100 3100 3400 3400 3800 3900 4600 4100 4900 4700 

25 Total Coliform Jmlh/100 

 

5000           

 

Mengacu pada estimasi data dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Baku 

Mutu maka kualitas air di Kabupaten Batang Hari termasuk Baku Mutu Air Kelas II.  Klasifikasi kelas II digunakan 

untuk prasarana dan sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanian, 

perumahan dan pemukiman serta pegunaan lainya.  Selain limbah pabrik dan industri lainnya, limbah rumah 

tangga pun mempunyai potensi yang cukup besar dalam pencemaran lingkungan.  Untuk itu Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari memberikan perhatian dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui Dinas 
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Perkotaan, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan maupun fasilitas pendukung lainnya.  Kondisi pengelolaan 

limbah rumah tangga di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.51 
Peralatan dan Produksi Sampah di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011 – 2015 
 

 
Produksi sampah perkotaan sampai dengan 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen atau 

sebanyak 320 M3 per hari dibandingkan dengan Tahun 2014.  Peralatan dan fasilitas persampahan di atas 

memperlancar proses pengangkutan sampah perkotaan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA).  

 

 

 

NO U R A I A N SATUAN 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.   Jumlah Penduduk Kab. 
Batang Hari 

Jiwa   262.378   326.259   349.055   305.184   305.878   

2.   Jumlah Penduduk yang 
memanfaatkan Tempat  
Pembuangan Sementara 
(TPS) 

Jiwa   17.655   18.502   19.980   22.250   22.750   

3.   Jumlah Tempat 
Pembuangan 
Akhir (TPA) 
 

Buah   
  

3   3   3   3   3   

4.   Luas TPA 
 

Ha   16,42   16,42   16,42   16,42   16,42   

5.   Jumlah Truk Pengangkut 
Sampah 

Unit   5   4   6   6   6   

6.   Jumlah Mobil Penyedot 
Tinja 

Unit   1   1   1   1   1   

7.   Jumlah Mobil Pick Up 
Pengangkut Sampah 

Unit   1   1   1   1   1   

8.   Jumlah Roda 3 
Pengangkut Sampah 

Unit   5   7   7   8   8   

9.   Volume Sampah M3/Hari   35   37   40   45   47   

10.   Limbah Padat/Sampah 
Perkotaan 

M3/Hari   175   200   250   300   320   

11.   Jumlah Mobil Truk Tangki 
Penyiram Taman 

Unit   1   1   1   1   2   

12.   Jumlah Exavator di TPA Unit       1   1   1   
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C. Penanaman Modal  

Penurunan tingkat perekonomian tidak hanya berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat 

secara ekonomi, tetapi lebih dari itu dapat menimbulkan berbagai gejolak sosial budaya di tengah masyarakat. 

Oleh karenanya perlu upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi.  Di antaranya melalui 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan investasi serta menata kelembagaan yang menangani 

investasi itu sendiri. Jumlah perusahaan berdasarkan bidang usaha dan realisasi investasi di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.522.10 
Jumlah Perusahaan Berdasarkan Bidang Usaha dan Realisasi Investasi di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2014 
 

 

Realisasi investasi Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 178 persen dibandingkan dengan Tahun 

2013.  Sedangkan arah kebijakan dalam pengembangan usaha dilaksanakan dengan mempercepat proses 

penggalian dan pemetaan potensi investasi melalui pengembangan kelembagaan informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan promosi investasi.  Disamping itu dibangun iklim investasi yang kondusif sesuai dengan Peraturan 

Daerah serta mendorong pengembangan kerjasama antara investor dengan pengusaha kecil dan menengah 

melalui pendekatan yang saling menguntungkan.  

 

Dalam rangka pengembangan usaha daerah maka program-program pembangunan daerah yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menarik minat investasi.  

b. Membangun dan meningkatkan infrastruktur penunjang seperti sarana informasi, transportasi dan lain - lain. 

 

 

 

  

N0   URAIAN   2013   2014   

1    Jumlah Perusahaan       : 

  

  
a.   Konstruksi Gedung 3 3 

b.   Perkebunan 23 24 

c.   Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Pertamina 1 1 

d.   Industri Crumb Rubber 1 1 

e.   Pertambangan Batu Bara  1 

2   Realisasi Investasi (Rp) 766.236.673.398, 2.129.762.939.330, 
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Tabel 2.53 
Perkembangan Industri Secara Umum di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011–2015 
 

 

D. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)  

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dalam pembangunan daerah dan sebagai sarana 

pembangunan dalam menumbuhkan demokrasi ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan 

RPJMD Kabupaten Batang Hari pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan 

pendapatan kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah melalui peningkatan akses kepada sumber 

daya produktif, yang didukung peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan usaha.  Di sisi lain, 

pemberdayaan koperasi dan UMKM juga akan semakin difokuskan pada peningkatan daya saing koperasi dan 

UMKM melalui upaya peningkatan kompetensi, kewirausahaan, dan produktivitas, yang didukung dengan 

kelembagaan dan kerja sama usaha dan pemasaran yang mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Perbaikan dalam penyediaan sistem pendukung koperasi dan UMKM juga terus diupayakan agar akses koperasi 

dan UMKM kepada sumber daya produktif dapat ditingkatkan. 

 

Pembangunan sektor koperasi yang terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan 

sektor lainnya. Tahun 2015 di Kabupaten Batang Hari terdapat 29 KUD dan 249 Koperasi, jumlah anggota 

sebanyak 29.635 orang, serta pencapaian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.9.234.544.075,-.  Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No   URAIAN   2011   2012   2013   2014   2015   Persen 

1.   Unit Usaha (unit)   1.311   1.330   1.376   1.447   1.497   3,46   

2.   Tenaga Kerja (org)   8.680   8.836   9.016   9.235   9.389   1,67   

3.   Nilai Investasi (Rp.000)   180.820.940   184.844.397   304.844.397   450.763.842   553.524.015   22,80   

4.   Nilai Produksi (Rp.000)   114.324.989   116.851.927   135.951.927   282.197.928   385.188.070   36,50   

5.   Nilai Bahan Baku (Rp.000)   43.445.331   44.360.140   46.110.140   56.072.346   63.087.984   12,51   
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Tabel 2.54 
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2011-2015 
 

 

Perkembangan jumlah anggota koperasi pada Tahun 2015 sebanyak 29.635 orang. Jumlah anggota 

koperasi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.55 
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015 
 

 

Simpanan anggota dan SHU merupakan sumber modal internal bagi perluasan usaha koperasi. 

Perkembangan sumber modal internal koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

No   Jenis Koperasi   2011 2012 2013 2014 2015 

1   KUD   29    29   

2   Koperasi Pegawai Negeri 44   44   44   44   45   

3   Koperasi Angkutan 1   1   1   1   1   

4   Koperasi Sekolah 23   23   23   23   23   

5   Koperasi Kredit 4   5   6   6   8   

6   Koperasi Wanita 5   5   5   5   5   

7   Koperasi Industri 2   2   2   2   2   

8   Koperasi Lain 163 166 165 165 165 

JUMLAH  

JUMLAH   

272 276 275 275 278 

No. Tahun KUD (Org) Non KUD (Org) Jumlah (Org) Persen 

1 2011    12.434   16.627   29.061   14,55   

2 2012   12.434   16.727   29.161   0,34   

3 2013   12.606   16.833   29.439   0,95   

4 2014   11.991   17.644   29.635   0,67   

5 2015   11.991   17.644   29.635   0   
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Tabel 2.56 
Perkembangan Sumber Modal Internal Koperasi di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011-2015 
 

 

Simpanan koperasi mengalami peningkatan sebesar 58,52 persen, pada Tahun 2014 sebesar 

Rp.13.619.590.617,- menjadi sebesar Rp.21.589.366.128,- pada Tahun 2015.  Cadangan koperasi mengalami 

peningkatan sebesar 76,62 persen, dari Tahun 2014 sebesar Rp.5.217.188.841,- menjadi Rp.9.214.544.183,- di 

Tahun 2015.  Peningkatan jumlah simpanan dan cadangan koperasi diikuti dengan peningkatan jumlah SHU 

sebesar 7,67 persen.  Keragaman KUD dan Pengusaha Kecil serta Usaha yang dikelola koperasi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.57 
Keragaman KUD dan Pengusaha Kecil di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015  
 

No.   Uraian   Satuan   

Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

A.   KOPERASI 

  

  

  

  

  

  

1   Jumlah Kop Non KUD Unit   242   227   249   249   249   

2   Jumlah Anggota Orang   16.627   16.790   15.917   16.197   17.644   

3   Modal Sendiri Rp.000   17.761.851   38.620.731   12.392.215   13.199.792   13.733.688   

4   Modal Luar Rp.000   23.989.451   5.168.350   5.168.350   6.355.711   4.222.251   

5   Volume Usaha Rp.000   110.306.173   110.306.173   32.321.204   43.991.508   113.088.551   

6   Jumlah SHU Rp.000   8.317.812   1.340.035   9.404.802   11.157.187   5.461.750   

B.   KUD 
  
  
  
  
  

  

1   Jumlah KUD Unit   30   28   29   29   29   

2   Jumlah Anggota Orang   12.434   12.452   12.452   12.701   11.991   

3   Modal Sendiri Rp.000   6.628.925   8.335.321   6.251.491   6.564.065   7.855.677   

4   Modal Luar Rp.000   53.865.426   2.770.736   2.770.736   5.463.317   10.922.357   

5   Volume Usaha Rp.000   173.560.059   21.649.007   104.939.604   116.068.798   147.338.973   

6   Jumlah SHU Rp.000   1.612.441   3.306.174   3.636.734   3.939.220   3.745.818   

No Tahun Simpanan (Rp) Cadangan (Rp) SHU (Rp) 

1 2011 5.990.562.844 3.196.423.435 2.895.969.000 

2 2012 6.290.090.986 3.356.244.607 2.924.928.690 

3 2013 6.724.486.336 3.859.681.298 3.363.667.994 

4 2014 13.619.590.617 5.217.188.841 8.576.437.226 

5 2015 21.589.366.128 9.214.544.183 9.234.544.075 
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No.   Uraian   Satuan   

Tahun 

2011   2012   2013   2014   2015   

7   Jumlah Manager Orang   3   3   3   3   3   

8   Jumlah Karyawan Orang   121   121   125   132   132   

C.   KOP + KUD 
  
  
  
  
  

  

1   Jumlah Kop +  KUD Unit   272   255   278   278   278   

2   Jumlah Anggota Orang   29.061   29.242   28.369   28.898   29.635   

3   Modal Sendiri Rp.000   24.390.776   46.956.052   18.643.706   19.763.857   21.589.365   

4   Modal Luar Rp.000   77.854.877   7.939.086   7.939.086   11.819.028   15.144.608   

5   Volume Usaha Rp.000   283.866.232   131.955.180   137.260.808   160.060.306   260.427.524   

6   Jumlah SHU Rp.000   9.930.253   4.646.209   13.041.536   15.096.407   9.207.568   

7   Jumlah Manager Orang   3   3   3   3   3   

8   Jumlah Karyawan Orang   121   121   125   132   132   

D.   PKM 
  
  
  
  
  

  

1   Bid. Perdagangan Orang   3.233   3.233   3.233   3.233   3.233   

2   Bidang Industri Orang   1.336   1.336   1.336   1.336   1.336   

3   Bidang Jasa Orang   638   638   638   638   638   

 
Tabel 2.58 

Usaha yang Dikelola Koperasi di Kabupaten BatangHari  
Tahun 2011-2015 

 

 

NO 

 

Jenis Usaha 

 

Satuan 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Penyaluran Pupuk KUD 30 30 30 30 30 

Ton 130  147  115  89 88 

Rp.000 84   92   70     32.620   

2 Penyaluran Sawit KUD 13   13   13   13   13   

Ton 241.532   253.607   250.678   190.008   225.393   

Rp.000 338.144   353.360   352.699   275.524   80.175   

3 Penyaluran Karet KUD 2   2   2   2   2   

Ton 1.780.944  1.829.690  1.880.925  1.420.123  367.313 

Rp.000 28.405.104  29.683.345  30.900.320  23.200.000  2.836.044 

4 Waserda 
Volume Usaha 

KOP 6   6   6   6   6   

Rp.ooo 3.102.330   3.210.035   3.678.000   2.800.000   4.225.000   

5 Simpan Pinjam  
Volume Usaha 

KOP 74  74  74  76  139 

Rp.ooo 20.001.346  21.101.460  25.463.000  21.097.400  13.180.399 
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NO 

 

Jenis Usaha 

 

Satuan 

TAHUN 

2011 2012 2013 2014 2015 

6 Jasa Angkutan 
Volume Usaha 

KOP 14  14  14  14  14 

Rp.ooo 14.080.400  14.727.762  13.767.000  9.325.000  9.879.100 

7 Listrik  
Volume Usaha 

KOP 7 7 7 7 7 

Rp.ooo 3.375.091  3.520.460  3.520.460  2.700.345  8.242.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)  

Sasaran pembangunan kependudukan meliputi Penurunan/pengendalian angka kelahiran, penurunan 

tingkat kematian ibu dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, pengendalian penyebaran penduduk serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program kependudukan yang merupakan usaha 

berkesinambungan dengan program-program lain seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan, 

transmigrasi, pertanian, industri, koperasi, perhubungan dan lain-lain.  Upaya-upaya penanganan permasalahan 

kependudukan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan didasari kebijaksanaan 

perencanaan yang mantap agar taraf hidup masyarakat meningkat sebagai dasar dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, maka penyebaran penduduk juga harus dibarengi dengan usaha peningkatan 

kecerdasan, keterampilan, derajat kesehatan dan menciptakan lapangan kerja serta memeratakan pembangunan 

dan pendapatan.  

 

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan 

meningkatkan harapan hidup serta memiliki sasaran yang lebih luas yaitu untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera.  

Gambaran capaian gerakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Kantor KUD Desa 

Tidar Kuranji 
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Tabel 2.59 
Pencapaian KB Aktif Mandiri dan Tidak Mandiri di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011–2015 
 

No  Kecamatan   
2011     2012 2013 2014 2015 

M   TM   M   TM   M   TM   M   TM   M   TM   

1.   Muara Bulian 
 

2.009   4.317   2.126   4.868   2.233   5.051   2.559   5.619   5.166   4.459   

2.   Bajubang 2.016   6.100   2.071   6.441   1.890   5.266   1.966   5.415   1.966   3.975   

3.   Maro Sebo Ilir 1.491   1.226   1.631   1.340   1.577   1.381   1.562   1.497   1.016   1.017   

4.   Pemayung 962   3.394   1.061   3.157   1.164   3.135   1.487   2.937   1.532   2.970   

5.   Muara Tembesi 3.200   1.710   3.264   2.014   3.603   1.289   3.714   1.526   3.608   1.710   

6.   Batin XXIV 1.781   2.104   1.788   2.211   1.817   2.275   1.856   2.382   1.905   2.502   

7.   Mersam 2.241   3.183   2.507   3.509   2.372   3.736   2.352   3.867   2.471   3.662   

8.   Maro Sebo Ulu 
 

3.385   1.433   3.669   1.602   3.517   1.682   3.555   1.995   3.558   2.075   

J u m l a h 17.085   23.467   18.117   25.142   18.173   23.815   19.051   25.238   21.222   22.370   

Peningkatan/ Penurunan 
(%) 3,71     6,04     0,31     4,83     11,40     

M= Mandiri   TM = Tidak Mandiri 

 

Rata-rata peningkatan capaian KB aktif mandiri dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Batang Hari 

sebesar 5,26 persen.  Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui SKPD Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan adalah mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam pelaksanaan KB melalui 

berbagai pendekatan.  

 

Komposisi pemakaian alat kontrasepsi dalam Program KB di Kabupaten  Batang Hari dari Tahun 2011 

sampai dengan 2015 sebagaimana pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2.60 
Perkembangan Pemakaian Alat Kontrasepsi KB di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011-2015 
 

No   Keterangan   2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jumlah Klinik (Unit) 58   59   79   79   86   

2   Pemakai Pil (Org) 15.331   16.169   15.961   16.092   14.730   

3   Pemakai Kondom/CS (Org) 499   619   708   1.009   743   

4   Pemakai IUD (Org) 1.256   1.360   1.437   1.538   2.071   

5   Pemakai Suntik (Org) 16.470   17.417   16.750   17.763   18.348   
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Perkembangan pelayanan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama kurun waktu lima 

tahun terkhir dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.61 
Perkembangan Pelayanan Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera 

di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

 

F. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Wanita merupakan salah satu segmen penduduk yang memiliki potensi besar dalam pelaksanaan dan 

keberhasilan pembangunan. Di Kabupaten Batang Hari jumlah penduduk wanita yang relatif besar dibanding 

penduduk laki-laki.   

 

Peranan wanita dalam pembangunan pada dasarnya dapat dibagi atas dua kategori, pertama, peranan 

langsung dengan keterlibatan dalam pasar kerja dan kedua peranan tidak langsung melalui keterlibatan dalam 

pembinaan keluarga untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, serta 

peranannya dalam pembinaan/pengembangan generasi muda (anak-anak) dalam rumah tangga.  Selanjutnya, 

berkaitan dengan peran wanita dalam Pembinaan Keluarga, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya melalui 

program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan pengembangan 

organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).   

 

Pembangunan pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan telah meluas pada kegiatan publik yang 

meliputi bidang pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan ekonomi, seperti partisipasi 

dalam usaha ekonomi produktif melalui Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi kaum 

6   Pemakai MO (Org) 370   416   435   454   459   

7   Pemakai Implant (Org) 6.626   7.278   6.697   7.433   7.241   

No   Uraian   
  Tahun     

2011   2012   2013   2014   2015   

1   
Rasio akseptor KB   

77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

2   
Jumlah Peserta KB Aktif   

37.555   37.967   38.889   42.679   36.186   

3   
Cakupan peserta KB aktif   

77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

4   
Jumlah Keluarga Pra  
Sejahtera dan Keluarga  
Sejahtera I   

19.873   18.987   18.074   17.156   2.009   

5   Jumlah akseptor KB   77,77   78,78   78,36   79,01   71,33   

6   Jumlah pasangan usia subur   48.289   48.194   49.626   54.016   50.727   
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perempuan, ketenagakerjaan, politik, hukum, peran serta masyarakat, lingkungan hidup, informasi dan komunikasi 

dan pada bidang kebudayaan.  

 

Arah kebijakan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak adalah sebagai berikut;  

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui peningkatan akses terhadap 

pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat 

pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  

2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan, 

dan pemberdayaan.  

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.  

4. Peningkatan  akses  anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang 

dan kelangsungan hidup anak.  

5. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan salah.  

6. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.  

7. Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang hak anak dan pengasuhan anak.  

  

Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :  

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.  

2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan Gender dan Anak  

4. Program Keluarga Berencana  

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja  

6. Program Peningkatan Perlindungan Anak dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi  

7. Program Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak  

 

Selain peningkatan peranan wanita, peningkatan peran anak dan remaja (yang terangkum dalam 

kelompok generasi muda) juga merupakan faktor penentu keberlanjutan pembangunan bangsa.  Berbagai usaha 

pembinaan Anak dan Remaja telah dilakukan di Kabupaten Batang Hari, baik dalam bentuk latihan kepemimpinan, 

keterampilan, pendidikan politik, perkemahan, penataran pemuda maupun pembinaan dalam usaha ekonomi 

produktif. Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 99.333 jiwa, Tahun 2012 

jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 101.500 jiwa, Tahun 2013 jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 

100.303 jiwa dan Tahun 2014 jumlah anak berusia 0-19 tahun sebanyak 98.660 jiwa.   

 

Tahun 2015 telah dilaksanakan bantuan kesejahteraan sosial melalui dana APBD kepada 8 panti yang 

terdiri dari :  
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1. Yayasan Dharma Ibu sebanyak 34 anak.  

2. Panti Asuhan Muhammadiyah sebanyak 33 anak.  

3. Panti Nurul Jadid sebanyak 60 anak.  

4. Sekolah Dasar Luar Biasa Tiara Bakti sebanyak 35 anak.  

5. Panti Asuhan Irsyadul Ibad sebanyak 50 anak.  

6. Panti Asuhan Ummul Masakin sebanyak 60 anak.  

7. Panti Asuhan Yayasan Darul Qur’an sebanyak 45 anak.  

8. Panti Asuhan Hidayatullah sebanyak 45 anak.  

 

 Sedangkan bantuan dana CSR (Cooperate Society Responsibility) dari Bank Jambi juga disalurkan 

kepada 1 Panti Asuhan yaitu Panti Anak Dharma Ibu Muara Bulian.  Upaya ke arah pembinaan anak-anak remaja 

atau anak putus sekolah dibina melalui wadah Karang Taruna yang ada di setiap Kecamatan dan Desa dengan 

rata-rata yang berumur 20 tahun.  Sebagian dan anak-anak Remaja/Putus Sekolah ada yang disalurkan ke Panti 

Sosial Bina Remaja (PSBR) di Jambi untuk mengikuti Pelatihan Bengkel Otomotif, Elektronik, Salon Kecantikan, 

Pertukangan dan lain-lain dengan lama waktu pelatihan selama 6 (enam) bulan dengan harapan selepas dari 

pelatihan dimaksud anak-anak remaja kita mampu mandiri dengan bekal ilmu yang diperoleh selama pelatihan 

tersebut.  

 

G.  Pemberdayaan Gender  

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti 

IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. 

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. 

Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender,  tetapi IPG lebih 

rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.  

Tabel 2.62  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2010-2014 
 

No   Tahun Indeks Pembangunan Gender (%) 
Laju Pertumbuhan 

(persen) 

1   2010   80,43     

2   2011   82,20   2,20   

3   2012   82,35   0,18   

4   2013   82,64   0,35   

5   2014   83,67   1,25   

Rata-rata 1,00   



99   

Selama periode tahun 2010-2014, IPG Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.  Pada Tahun 2010 sebesar 80,43 persen kemudian menaik sampai Tahun 2014 menjadi 83,67 persen.  

Capaian pertumbuhan IPG Kabupaten Batang Hari rata-rata tumbuh sebesar 1,00 persen per tahunnya selama 5 

tahun terakhir,  ternyata lebih rendah dari pertumbuhan IPG Provinsi Jambi (1,43 persen) dan Kabupaten/kota 

lainnya,  kecuali pertumbuhan IPG Kabupaten Muaro Jambi yang hanya sebesar 0,66 persen. 

 

H. Ketenagakerjaan  

Percepatan laju pertumbuhan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusianya. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Batang Hari bersumber dari laju pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar tenaga kerja, penyebaran 

penduduk yang tidak merata, ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang sangat dilematis.  Di satu sisi penduduk yang besar 

sangat menguntungkan sebagai sumber daya tenaga kerja yang potensial, namun di sisi lain penduduk yang 

banyak dengan kualitas yang rendah dan penyebaran yang tidak merata menjadi masalah potensial dalam 

menghambat pembangunan.  

   

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 1,58%. 

Begitu juga dengan tingkat pengangguran mengalami perlambatan sebesar 4,21% dibandingkan dengan Tahun 

2013.  Menurunnya jumlah pengangguran pada Tahun 2014 disebabkan karena angka lowongan kerja yang 

tersedia lebih besar dibandingkan dengan angka pencari kerja. Permasalahan di bidang ketenagakerjaan meliputi :  

1. Tingginya angka pengangguran dengan tingkat pendidikan yang rendah.  

2. Terbatasnya lapangan kerja terutama pada sektor non pertanian.  

3. Rendahnya tingkat keterampilan pencari kerja.  

4. Informasi lapangan kerja kurang terbuka.  

5. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.  

6. Rendahnya minat generasi muda tamatan pendidikan SLTA ke atas pada sektor pertanian.  

 

Dalam mengantisipasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan telah ditempuh berbagai kebijakan, yang 

diharapkan mampu mengakomodasi segala kegiatan yang menyangkut masalah tenaga kerja yang meliputi 

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja serta hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja. Untuk 

mengaktualisasikan kebijaksanaan hubungan industrial telah dilakukan pembinaan terhadap perusahaan di 

Kabupaten Batang Hari pada sektor perkayuan, perkebunan, industri dan jasa.  
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Tabel 2.63 
Jumlah Perusahaan, Target dan Realisasi Pembinaan pada Perusahaan 

di Kabupaten Batang HariTahun 2011-2015 
 

 

Selain tugas-tugas pembinaan yang dilakukan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Transnaker turut 

andil dalam penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada perusahaan. Jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 2.64 
Penyelesaian Kasus PHK pada Perusahaan di Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011 – 2015 
 

 

Program Pemerintah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan yaitu Perda Nomor 40 Tahun 2001 tentang wajib lapor ketenagakerjaan, yang efektifnya 

diberlakukan mulai Tahun 2003 yang lalu.  

 

I. Perpustakaan 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang Hari pada periode 2011-2015, dimana 

periode 2011-2012 terlihat trend peningkatan, namun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah 

pengunjung terus menurun seiring semakin mudah dan murahnya akses internet. Melihat trend minat baca yang 

No   Tahun   Jumlah Perusahaan   Target Pembinaan   Realisasi Pembinaan   

1   2011   78 Perusahaan   69 Perusahaan   58 Perusahaan   

2   2012   83 Perusahaan   83 Perusahaan   61 Perusahaan   

3   2013   76 Perusahaan   69 Perusahaan   41 Perusahaan   

4   2014   83 Perusahaan   69 Perusahaan   42 Perusahaan   

5   2015   70 Perusahaan   62 Perusahaan   28 Perusahaan   

Thn 
Jumlah 

Perusahaan 

Jenis 
Kasus 

 
Perusahaan 
Perantara 

Transnaker 

Bentuk 
Penyelesaian 

 
 

P4 
Pusat 

 
 
 

Orang 
PHK   

Orang 
 Orang 

P4 
Daerah 

Orang 

2011 2 2 2 3 2 - - - - 

2012 5 5 33 5 33 - - - - 

2013 6 6 24 22 1  17 - - - 

2014 10 10 39 10 39 - - - - 

2015 5 5 8 5 8 - - -  
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mulai beralih ke digital, Perpustakaan Kabupaten Batang Hari sebaikya mulai beralih secara perlahan menjadi 

perpustakaan digital menyesuaikan perkembangan kemajuan jaman. Jumlah pengunjung mengalami penurunan 

signifikan pada tahun 2015, disebabkan perubahan preferensi masyarakat dalam pencarian informasi, juga akibat 

ketersediaan koleksi buku diperpustakaan yang semakin sedikit. 

 
Tabel 2.65 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

NO TAHUN JUMLAH (Orang) PERKEMBANGAN (%) 

1 2011 4.389  

2 2012 6.035 37,5 

3 2013 4.748 -21,3 

4 2014 6.241 31,4 

5 2015 10.729 71,9 

 
Tabel 2.66 

Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari Aktif Tahun 2015 
 

NO KECAMATAN PERPUSTAKAAN 

1 Muara Bulian KPAD 

Perpustakaan Keliling 

Kelurahan Sridadi 

Kelurahan Muara Bulian 

Kelurahan Teratai 

2 Muara Tembesi Kelurahan Kampung Baru 

Kelurahan Pasar Muara Tembesi 

3 Batin XXIV Kelurahan Durian Luncuk 

Kelurahan Muara Jangga 

4 Maro Sebo Ulu Kelurahan Simpang Sungai Rengas 

5 Mersam Kelurahan Kembang Paseban 

6 Bajubang Kelurahan Bajubang 
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2.3.3   Fokus Pelayanan Urusan Pilihan 

A. Pertanian  

Kabupaten Batang Hari memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan padi sawah dalam 

bentuk padi payo lebak.  Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat potensi pengembangan padi payo lebak seluas 

17.966 Ha dan baru dimanfaatkan seluas 7.782 Ha atau sekitas 43,32 persen.  Rincian per kecamatan terlihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.67 
Potensi dan Pemanfaatan Lahan Sawah di Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2015 
 

 

 

 

 

 

No. 

 

Kecamatan 

 

Potensi PEMANFAATAN 

Luas (Ha) Ha % 

1.   Mersam         4.475,00 1.449,00 32,38 

2.   Maro Sebo Ulu        2.586,00 1.549,00 59,90 

3.   Batin XXIV         455,00 195,00 42,86 

4.   Muara Tembesi        1.316,00 1.089,00 82,75 

5.   Muara Bulian        4.250,00 1.415,00 33,29 

6.   Bajubang         56,00 6,00 10,71 

7.   Maro Sebo Ilir        1.128,00 1.008,00 89,36 

8.   Pemayung         3.700,00 1.071,00 28,95 

JUMLAH 17.966,00 7.782,00 43,32 

Perpustakaan di 

Kabupaten Batang Hari 
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B. Perdagangan  

Pelayanan yang dilakukan pemeirntah Kabupaten Batang Hari dalam bidang perdagangan adalah 

memberikan bimbingan teknis pelaksana, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, 

pendaftaran, pemantauan pengadaan dan penyaluran (distribusi) barang dan jasa, perlindungan konsumen serta 

urusan perizinan.   

 

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari mendorong berkembangnya sentra-sentra perdagangan di seluruh 

wilayah Kabupaten Batang Hari, khususnya di lokasi pusatpusat pelayanan sesuai dengan rencana struktur ruang 

wilayah Kabupaten Batang Hari. Hal ini memberikan peluang berkembangnya sektor ini dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang memadai.  

 

Untuk itu perkembangannya mendapat perhatian penting, Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan 

revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada untuk meningkatkan kinerja pedagangan, khususnya bagi penjual 

dengan modal yang terbatas dengan pangsa pasar menengah ke bawah. Disisi lain pemerintah Kabupaten Batang 

Hari juga mendorong pihak swasat untuk berinvestasi membangun pasar-pasar modern untuk menyasar pangsa 

pasar menengah ke atas.   

  

Sarana pendukung aktivitas perekonomian Kabupaten Batang Hari adalah pasar tradisional dan pasar 

modern. Sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 7 buah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari.  Daya tampung pasar tradisional untuk pedagang dengan berbagai jenis dagangannya 

relatif sangat terbatas. Adapun pasar tradisional yang sudah diperbaiki atau direvitalisasi, antara lain adalah Pasar 

Muara Jangga, Pasar Panerokan, Pasar Kembang Paseban, Pasar Desa Bulian Jaya, Pasar Desa Bathin dan 

Pasar Selat  

Panen Padi di 

Desa Pasar 

Terusan 
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Tabel 2.68  
Pasar Tradisional yang dibina di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015  

 

 
No 
 

Pasar Kelurahan Kecamatan 
Kondisi 

Pasar 
Unit Kerja 
Pengelola 

1    Kramat Tinggi   Pasar Baru   Ma Bulian   Baik   Dinas Perkotaan   

2    Sungai Baung   Sei Baung   Ma Bulian   Kurang Baik   LPM Desa   

3    Panerokan   Panerokan   Bajubang   Baik   LPM Desa   

4    Bajubang   Bajubang   Bajubang   Baik   LPM Kelurahan   

5    Mekar Jaya   Mekar Jaya   Bajubang   Baik   LPM Desa   

6    Batin/Ness   Batin   Bajubang   Baik   LPM Desa   

7    Johor Baru   Bungku   Bajubang   Kurang Baik   LPM Desa   

8    Pasar Gajah   Pompa Air   Bajubang   Baik   LPM Desa   

9    Pasar Sidosari   Petajen   Bajubang   Kurang Baik   LPM Desa   

10    Pasar Baru Km V   Pasar Baru   Muara Tembesi   Baik   Dinas Perkotaan   

11     Muara Tembesi   Muara Tembesi   Muara Tembesi   Baik   LPM Kelurahan   

12     Gerogol Rimau   Terusan   Ma Sebo Ilir   Sedang   LPM Desa   

13     Sangkilan   Bulian Jaya   Ma Sebo Ilir   Sedang   LPM Desa   

14     Tidar Kuranji   Tidar Kuranji   Ma Sebo Ilir   Sedang   LPM Desa   

15     Kehidupan Baru   Kehidupan Baru   Ma Sebo Ilir   Sedang   LPM Desa   

16     Gotong Royong   Bukit Sari   Ma Sebo Ilir   Baik (pusat)   LPM Desa   

17     Simpang Lima   Karya Mukti   Ma Sebo Ilir   Sedang   LPM Desa   

18     Kembang  Paseban   Kembang Paseban   Mersam   Kurang Baik   LPM Kelurahan   

19     Bukit Harapan   Bukit Harapan   Mersam   Sedang   LPM Desa   

20     Belanti jaya   Belanti jaya   Mersam   Sedang   LPM Desa   

21     Tapah Sari   Tapah Sari   Mersam   Sedang   LPM Desa   

22     Pematang Gadung   Pematang Gadung   Mersam   Sedang   LPM Desa   

23     Sengkati Baru   Sengkati Baru   Mersam   Sedang   LPM Desa   

24     Simp. Sei. Rengas   Simp. Sei. Rengas 
   

Ma Sebo Ulu   Baik   Dinas Perkotaan   

25     Sungai Ruan   Sungai Ruan   Ma Sebo Ulu   Sedang   LPM Desa   

26     Teluk Leban   Teluk Leban   Ma Sebo Ulu   Kurang Baik   LPM Desa   

27     Peninjauan   Peninjauan   Ma Sebo Ulu   Kurang Baik   LPM Desa   
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Tabel 2.69 
UTTP Tera Ulang di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016 

 

No   Jenis UTTP   

Jumlah UTTP Tera Ulang 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1   Anak Timbangan   32 37 41 47 49 50 

2   Anak Timbangan Halus   43 44 58 64 72 82 

3   Bejana   3 3 3 4 5 5 

4   Dacin Logam   34 45 57 63 68 71 

5   Neraca   3 3 4 4 5 6 

6   Pompa Ukur Minyak   32 32 41 47 50 53 

7   Takaran  

Kering/Basah   

3 4 5 7 7 8 

8   Timbangan Pegas   86 87 97 105 112 114 

9   Timbangan Bobot  

Ingsut   

12 15 17 21 23 25 

10   Timbangan Elektornik   19 24 28 38 39 40 

11   Timbangan  

Sentisimal   

7 7 6 6 9 10 

12   Timbangan Jembatan   6 9 13 19 31 36 

 Jumlah   280 310 370 425 470 500 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dengan mengacu pada 

prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional bidang Metrologi Legal yang 

28     Muara Jangga   Muara Jangga   Batin XXIV   Kurang Baik   LPM Kelurahan   

29     Durian Luncuk   Durian Luncuk   Batin XXIV   Sedang   Dinas Perkotaan   

30     Pasar Rabu   Pasar Rabu   Batin XXIV   Baik   LPM Kelurahan   

31     Jangga Baru   Jangga Baru   Batin XXIV   Sedang   LPM Desa   

32     Terentang Baru   Terentang Baru   Batin XXIV   Sedang   LPM Desa   

33     Bulian Baru   Bulian Baru   Batin XXIV   Sedang   LPM Desa   

34     Selat   Selat   Pemayung   Sedang   LPM Desa   

35     Kaos   Kaos   Pemayung   Sedang   LPM Desa   

36     Lubuk Ruso   Lubuk Ruso   Pemayung   Kurang Baik   LPM Desa   

37     Rasau   Rasau   Pemayung   Kurang Baik   LPM Desa   

38     Suak Panjang   Olak Rambahan   Pemayung   Kurang Baik   LPM Desa   
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terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya) serta 

pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran kini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena 

kegiatan tera dan tera ulang merupakan sebuah pelayanan publik dan juga sifatnya mandatori berdasarkan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, maka pada masa transisi ini pelayanan tera dan tera 

ulang harus berjalan terus, tidak boleh ada kevakuman dalam pelaksanaannya.  Untuk itu pada masa transisi ini 

Pemerintahan Daerah Provinsi wajib tetap melakukan pelayanan tera dan tera ulang sampai dengan adanya serah 

terima P3D kepada Daerah Kabupaten/Kota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kehutanan  

Hutan mempunyai fungsi khusus yaitu berfungsi lindung, konservasi, dan untuk  pendukung  kehidupan 

kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu.  Oleh sebab itu arahan budidaya untuk 

kehutanan adalah pengembangan hasil hutan non-kayu.  Kawasan budidaya kehutanan hanya meliputi kawasan 

hutan produksi (HP).   Luas hutan Produksi mencapai ±  164.983,05 Ha.  Secara umum kawasan hutan produksi 

yang terdapat di  Kabupaten Batang Hari terdiri dari  kawasan hutan produksi terbatas seluas ±49.342,6Ha, Hutan 

Produksi tetap seluas ± 115.640Ha dan hutan produksi pola partisipasi masyarakat seluas ± 107.075Ha.  
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Tinggi Muara 

Bulian 

Kegiata Menanam 

Pohon di TAHURA 

SENAMI 
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Tabel 2.70 
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Batang Hari 

 

No NAMA KAWASAN Luas (Ha) 

Hutan Produksi Tetap 

1   Kecamatan Maro Sebo Ulu   10 

2   Kecamatan Batin XXIV   19 

3   Kecamatan Muara Mersam   27 

4   Kecamatan Maro Sebo Ilir   768   

5   Kecamatan Bajubang   9.037   

6   Kecamatan Pemayung   46 

Jumlah Hutan Produksi Tetap   113.6 

Hutan Produksi Terbatas  

1   Kecamatan Mersam   9.037   

2   Kecamatan Maro Sebo Ilir   440   

3   Kecamatan Muara Tembesi   1.642   

4   Kecamatan Bajubang   38.60 

  49.722 , 

Total   163.373,75 Ha   

 Sumber :Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari 2011  

Kegiatan pengamanan kawasan lindung secara periodik dan berkala dilaksanakan oleh pemegang izin 

HTI, akan tetapi dinamika perambahan kawasan hutan oleh   masyarakat terhadap kawasan hutan (HTI)  

menciptakan konflik penguasaan lahan yang belum mencapai penyelesaian, sehingga kegiatan pengamanan 

kawasan lindung menjadi terabaikan.  Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemegang izin HTI, ratarata 60% 

areal HTI telah diokupasi oleh masyarakat, hal ini juga menjadi indikasi mengapa penyumbang emisi terbesar di 

Kabupaten Batang Hari berada di unit perencanaan HTI.  

 

Urutan proses yang harus dilakukan agar kegiatan mempertahankan kawasan lindung berupa hutan 

primer sesuai RTR-HTI dapat dilaksanakan dengan baik, antara lain:  

1. Penetapan kawasan lindung sesuai RTR-HTI.  

2. Penataan batas kawasan lindung di lapangan.  

3. Inventarisasi Hutan  Menyeluruh Berkala  (IHMB)  terhadap kawasan lindung.  

4. Pembentukan tim pengamanan.  

5. Patroli rutin.  

6. Penegakan hukum bila terdapat pelanggaran hukum. Adapun kemungkinan Faktor penghambat kegiatan 

tersebut antara lain:  

1. Pencurian kayu pada areal kawasan lindung oleh pelaku illegal logging.  

2. Tidak  adanya  kepatian  penegakan  hukum    terhadap  pelaku-pelaku  illegal logging.  
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Kegiatan penetapan kawasan tanaman unggulan seharusnya telah ditetapkan, akan tetapi kegiatan 

pengkayaan tanaman unggulan belum dilaksanakan oleh pemegang izin  HTI,  target  penanaman  tanaman  

pokok  biasanya  lebih  diutamakan,  alokasi tanaman unggulan pada areal HTI seyogiyanya menjadi sumber 

plasma nutfah dari jenis-jenis native species.  

 

Dalam  melaksanakan  pengkayaan  tanaman  hutan  pada  alokasi  tanaman unggulan sesuai RTR-HTI, 

urutan proses pelaksanaannya antara lain:  

1. Penetapan kawasan Tanaman Unggulan sesuai RTR-HTI.  

2. Penataan batas Tanaman Unggulan di lapangan.  

3. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala  

4. Penyiapan personil, sarana prasarana, bibit, dan dana.  

5. Pelaksanaan penanaman pengkayaan Tanaman Unggulan.  

 

Pelaksanaan penanaman Tanaman Kehidupan pada areal yang telah ditetapkan sebagai alokasi 

kawasan tanaman kehidupan sesuai RTR-HTI semestinya telah dilaksanakan, penetapan Kawasan Tanaman 

Kehidupan ditetapkan pada areal konsesi HTI terluar dan terdekat dengan akses`masyarakat terhadap kawasan 

hutan, akan tetapi faktanya sulit dilaksanakan, mengingat areal konsesi HTI telah banyak dikuasai oleh 

masyarakat dan untuk mengakomodir penguasaan lahan HTI oleh masyarakat dengan skema kemitraan pada 

alokasu tanaman kehidupan belum dilaksanakan secara optimal.  Langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya 

antara lain:  

1) Penetapan Kawasan Tanaman Kehidupan sesuai RTR-HTI.   

2) Penataan batas tanaman kehidupan di lapangan.   

3) Inventarisasi  dan  identifikasi  masyarakat  yang  telah  menguasai  area konsesi HTI.  

4) Penyiapan skema kemitraan masyarakat HTI.   

5) Penyiapan personil, sarana prasarana, bibit, dan dana.  

6) Pelaksanaan penanaman tanaman kehidupan.  

  

Untuk mempertahankan vegetasi alami pada kawasan sempadan sungai pada izin lokasi/HGU 

perkebunan, sangat tergantung pada kebijakan manajemen pemegang izin, pada beberapa lokasi, izin lokasi 

perkebunan pemeliharaan vegetasi alami pada areal kawasan sempadan sungai telah dilaksanakan, hal ini 

dikarenakan regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut belum secara tegas dapat diimplementasikan. Adapun 

Langkah-langkah pelaksanaannya antara lain:  

a. Penetapan kawasan sempadan sungai.  

b. Penataan batas kawasan sempadan sungai.  

c. Penyiapan personil, sarana prasarana, dan dana.  

d. Pemasangan papan pengumuman/rambu-rambu.  
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D. Perindustrian  

Industri di Daerah Kabupaten Batang Hari dapat dikelompokan dalam suatu kawasan industri yang 

berbentuk Kawasan Industri Kecil (KIK) pada lokasi tertentu agar dalam pengumpulan data industri dikelompokan 

menurut jenis-jenis industrinya. Sehingga  industri menengah dan besar cukup berkembang di Kabupaten Batang 

Hari. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengurus izin dari dari instansi terkait untuk 

pendirian perusahaan. Di masa-masa yang akan datang perkembangan industri menengah dan besar  cukup 

berkembang pesat di Kabupaten Batang Hari.  

Industri Besar di Kabupaten Batang Hari meliputi:  

a. Pengembangan Industri Crumb Rubber di Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Batin XXIV 

b. Pengembangan industri Crude Palm Oil (CPO) di Kecamatan, Bajubang, Mersam, Maro Sebo Ulu, Maro Sebo 

Ilir dan Batin XXIV.  

 

Industri kecil di Kabupaten Batang Hari meliputi:  

a. Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pemayung.  

b. Pengembangan Industri pengolahan kayu di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung. 

c. Pengembangan Industri pengolahan rotan di  Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi  

  

E. Pariwisata  

Pariwisata sebenarnya merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

pendapatan daerah, selain itu sektor pariwisata mampu membuka lapangan pekerjaan dan dapat menggerakan 

kegiatan ekonomi.  Sejak dikeluarkan   Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, 

pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sektor pariwisata telah menjadi bagian penting yang tidak dapat 

dipisahkan dari pembangunan ekonomi Negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.  

 

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Batang Hari diarahkan untuk pengembangan potensi wisata alam 

dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif, di mana wisatawan terlibat secara fisik dan emosional 

dalam suatu kegiatan tertentu, bukan sekedar perjalanan wisata pasif.  Sehingga pengembangan pariwisata 

Kabupaten Batang Hari tidak semata-mata pada kegiatan berwisata yang mengandung aktivitas secara fisik 

namun juga pengkayaan wawasan pengetahuan (gaining insight).  

 

Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata antara lain:  

a. Kawasan Obyek Wisata Alam  

Rencana pengembangan kawasan obyek wisata alam pada saat ini lebih menekankan kepada 

pemanfaatan Hutan Bukit Sari, Taman Nasional Bukit Dua Belas dan  Taman Durian Luncuk yang masih 

terpelihara keaslian alamnya sebagai ojek wisata alam yang menawarkan kearifan budaya lokal dengan segala ke 

unikan flora dan faunanya serta Danau Bangko di Kecamatan Pemayung dan Danau Ugo di Kecamatan Batin 
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XXIV. Air Panas di Kecamatan Muara Bulian. Pada wilayah sungai Batang Hari juga direncanakan dikembangkan 

sebagai wisata air.  

b. Kawasan Obyek Wisata Budaya  

Rencana pengembangan kawasan obyek wisata budaya di Kabupaten Batang Hari meliputi :  

1) Restorasi   dan   konservasi   Benda-benda   peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu;  

2) Konservasi Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara  Bulian  dengan  luas  kurang  lebih  90  

(sembilan puluh) hektar;  

3) Konservasi   Situs   purbakala   Candi   Sungai   Puar   di Kecamatan Pemayung dengan luas kurang lebih 

1 (satu) hektar;  

4) Konservasi Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pemayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) 

hektar;  

5) Konservasi  Situs  purbakala  Candi  Melako  Kecik  di Kecamatan Muara Tembesi; dan  

6) Konservasi Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi.  

7) Situs Lubuk Ruso di Kecamatan Pemayung.  

c. Kawasan Obyek Wisata Buatan  

Rencana  pengembangan  kawasan  obyek  wisata  buatan  meliputi Taman Rekreasi Rengas Condong, 

Water Boom di Kecamatan Muara Bulian (telah dibangun), Pujasera Tepian Sungai, Wisata Danau di Kecamatan   

Muara   Bulian   dan   Pemancingan   Ikan   Kecamatan Pemayung. 

 
Tabel 2.71 

Kawasan Peruntukan Wisata Di Kabupaten Batang Hari 
 

No   Kecamatan   Perpustakaan   

1   

  

  

  

  

Muara Bulian   

  

  

  

  

KPAD   

Perpustakaan Keliling   

Kelurahan Sridadi   

Kelurahan Muara Bulian   

Kelurahan Teratai   

2   

  

Muara Tembesi   

  

Kelurahan Kampung Baru   

Kelurahan Pasar Muara Tembesi   

3   

  

Batin XXIV   

  

Kelurahan Durian Luncuk   

Kelurahan Muara Jangga   

4   

  

Maro Sebo Ulu   

  

Kelurahan Simpang Sungai Rengas   

Kelurahan Kembang Paseban   

5   Bajubang   Kelurahan Bajubang   
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2.3.4. Fokus Pelayanan Urusan Penunjang 

A. Perencanaan Pembangunan Daerah  

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2011-2016 

berupa Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) 

atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2014 dan 2015 tersusun 

RKPD Perubahan melalui Peraturan Bupati. 

Tabel 2.72 
Perkembangan Pelayanan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

No Dokumen Perencanaan Tahun 

Perda/Perbup 

Nomor Tanggal 

1   RPJPD tahun 2006 – 2025 2006 03 14 Agustus 2006 

2   RPJMD Tahun 2011-2016 2011 17 22 September 2011 

3   RTRW Tahun 2011-2031 2013 16 04 Maret 2013 

4   RKPD Tahun 2011 2011 17 04 April 2010 

5   RKPD Tahun 2012 2012 17 25 April 2011 

6   RKPD Tahun 2013 2013 24 23 Mei 2012 

7   RKPD Tahun 2014 2014 24 20 Mei 2013 

8   RKPD Tahun 2015 2015 31 13 Juni 2014 

 

B. Penelitian dan Pengembangan Teknologi  

Kebijakan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Daerah Kabupaten Batang Hari, 

meliputi : 

1. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Litbang:  

a) Mengembangkan  dan  menerapkan manajemen profesional untuk meningkatkan  produktivitas  dan  

pendayagunaan  hasil  Litbang yang responsif.  

b) Mengembangkan  budaya   inovasi   dan   kreativitas   melalui pengembangan kawasan percontohan 

budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif serta berbagai upaya mendorong berkembangnya budaya 

inovasi dan kreativitas pemuda dan pelajar.  

 

2. Mengembangkan  dan  memperkuat  jaringan  kelembagaan  baik  di  lingkup nasional maupun internasional 

untuk mendukung peningkatan produktivitas Litbang dan peningkatan pendaya gunaan Litbang Daerah:  

a) Meningkatkan kerjasama Litbang  antar  daerah  dalam  provinsi Jambi dan dengan Lembaga Litbang 

Tingkat Provinsi Jambi melalui sinergi program lintas lembaga dan insentif riset.  
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b) Mendorong tumbuh berkembangnya forum jaringan antar peneliti dan lembaga Litbang.  

c) Membangun jaringan kerja sama lembaga litbang pemerintah/ perguruan tinggi dengan industri.  

 

3. Meningkatkan produktivitas Litbang Daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi di sektor produksi dan 

meningkatkan daya saing produk-produk nasional dan budaya inovasi:  

a) Menajamkan fokus Litbang dan memperkuat kompetensi.  

b) Memperkuat Litbang IPTEK dasar dan terapan untuk menghasilkan kekayaan intelektual.  

 

2.4  ASPEK DAYA SAING DAERAH    

 

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk 

mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari 

aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber  daya 

manusia.  

 

2.4.1  Kemampuan Ekonomi Daerah  

Kondisi perekonomian Kabupaten Batang Hari menunjukkan tanda-tanda pemulihan, setelah berlalunya 

masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008.  Hal ini terlihat dari Pendapatan Regional yang terus 

meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut 

digambarkan melalui Nilai Pendapatan Regional Atas DAsar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total Pendapatan Regional.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak 

selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak 

akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh 

sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat 

dari produktivitas pada masingmasing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Batang Hari.   

Tabel 2.73 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 
Pendapatan Regional 

(Miliar Rp) 

PDRB Perkapita 

(juta Rp) 

2011   9,54   7.893,48   32,05   

2012   8,35   8.677,64   34,70   

2013   6,48   9.791,16   38,59   

2014   7,56   10.981,06   42,69   

2015   4,26   12.062,42   46,28   
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari dari tahun 2011 s/d 2015 secara ratarata mencapai sekitar 

7,24 persen per tahun, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 9,54 persen tahun 2011; 8,35 persen tahun 

2012; 6,48 persen tahun 2013; 7,56 persen pada tahun 2014 dan 4,26 persen pada tahun 2015.  Pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 9,54 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 

sebesar 4,26 persen.   

 

PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari ini termasuk dalam kategori 

tinggi diantara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tingkat 

inflasi juga mengalami kenaikan. Untuk tingkat inflasi Kabupaten Batang Hari mengikuti tingkat inflasi Kota Jambi, 

sehingga kenaikan inflasi ini turut mempengaruhi laju perekonomian dimana pada tahun 2015 laju inflasi sebesar 

1,43 persen. Gini Rasio atau ketimpangan pendapatan antar penduduk pada tahun 2014 sebesar 0,294, menurun 

bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,292, berdasarkan data ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan 

antar penduduk di Kab. Batang Hari tergolong rendah karena nilai Gini Rasio tersebut masih lebih kecil dari 0,3.  

 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial yaitu sebesar 10,07 persen. Kategori-kategori lainnya berturutturut mencatat pertumbuhan yang positif, di 

antaranya kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat sebesar 9,94 persen; kategori Informasi 

dan Komunikasi sebesar 8,53 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 8,14 persen; kategori Jasa Pendidikan sebesar 6,74 persen; kategori Jasa Lainnya sebesar 6,55 persen; 

kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,29 persen; kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,28 persen; 

kategori Konstruksi sebesar 6,19 persen; kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib sebesar 6,19 persen; kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,14 persen; kategori Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah,  Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,39 persen; kategori Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan sebesar 4,31 persen; kategori Real Estate sebesar 3,17 persen; kategori Industri Pengolahan sebesar 

2,84 persen; dan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,26 persen. Sementara itu, sektor 

Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 1 persen.   

 

Pada tahun 2015 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB 

atas dasar harga berlaku sebesar 40,79 persen. Golongan Tanaman Perkebunan merupakan penyumbang 

terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 73,87 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. 

Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2015 untuk kategori ini dicapai pada Subkategori Perkebunan 

Semusim yaitu sebesar 9,45 persen yang diikuti oleh Subsektor Peternakan dan Perikanan sebesar masing-

masing 6,95 persen dan 6,02. Subkategori lainnya tumbuh positif antara 1 hingga 4 persen, kecuali Subkategori 

Tanaman Pangan yang tumbuh negatif 2 persen, terimbas oleh kemarau panjang serta bencana kabut asap.  
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A.  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita  

Tingkat pengeluaran penduduk dapat mencerminkan daya beli masyarakat, lebih jauh lagi 

menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pengeluaran rumah tangga terbagi menjadi 

pengeluaran untuk makanan dan non makanan.   

Tabel 2.74  
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Setahun Menurut Jenis Pengeluaran (Rp) Penduduk  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2015  
 

Tahun 

Jenis Pengeluaran 

Makanan Non Makanan Total 

2010 3.682.152 2.589.972 6.272.124 

2011 4.478.160 3.452.808 7.930.968 

2012 4.454.808 3.258.828 7.713.636 

2013 4.796.244 3.540.228 8.336.472 

2014 5.077.492 3.715.286 8.792.778 

2015 5.090.340 3.754.056 8.844.396 

 

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata perkapita setahun penduduk 

Kabupaten Batang Hari terus meningkat dari tahun ke tahun.  Pada tahun 2010, pengeluaran rata-rata perkapita 

setahun penduduk Kabupaten Batang Hari mencapai Rp.6.272.124,- perkapita setahun.  Dalam enam tahun 

terakhir, nilai ini telah meningkat menjadi Rp.8.844.396,- atau meningkat sebesar 41,01 persen. Ini menunjukkan 

tingkat konsumsi penduduk yang terus bertambah, yang juga mengindikasikan daya beli masyarakat yang 

cenderung naik setiap tahunnya.   

Grafik 2.25 
Proporsi Pengeluaran Rata-rata Perkapita Setahun Menurut Jenis Pengeluaran (Rp) Penduduk Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2010-2015 
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Berdasarkan Grafik 2.25, terlihat bahwa proporsi pengeluaran rata-rata perkapita setahun penduduk 

Kabupaten Batang Hari untuk kategori makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan. Sebagian 

besar pendapatan masyarakat Kabupaten Batang Hari dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan, 

dibandingkan kebutuhan non makanan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesejahteraan 

masyaralak dan peningkatan kesadaran berinvestasi pada masyarakat Kabupeten Batang Hari. Semakin tinggi 

tingkat kesejahteraan suatu wilayah, proporsi pengeluaran penduduk pada kebutuhan yang bersifat konsumtif 

akan semakin kecil dibandingkan kebutuhan nonkonsumtif. 

 

B. Nilai Tukar Petani 

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat melihat kontribusi dan pertumbuhan sector tersebut dalam 

PDRB. Sementara tingkat kesejahteraan petani salah satunya dapat diukur dengan Indikator Nilai Tukar Petani 

(NTP) yang merupakan perbandingan/rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks Harga 

yang dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai 

produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila 

harga barang/produk pertanian naik, maka penerimaan /pendapatan petani dari hasil panenya juga akan bertabah. 

Perkembangan harga yang ditunjukan It, merupakan sebuah indicator tingkat kesejahteraan petani produsen dari 

sisi pendapatan. Selanjutnya dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran petani baik untuk kebutuhan konsumsi 

maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan pada pilihan 

dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu, pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok (Konsumsi), kedua 

pengeluaran untuk Produksi/budidaya pertanian. 

 

Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi, dengan 

demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan factor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. 

Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah 

peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani 

dari hasil produksinya. 

 

Nilai NTP Kabupaten Batang Hari mengacu kepada  nilai NTP Provnsi Jambi, karena pada dasarnya 

Pemeritah Kabupaten Batang Hari belum pernah melakukan pengukuran NTP, Kecuali pada tahun 2014. Nilai 

Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 sebagaimana pada tabel berikut :    
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Tabel 2.75  
Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2011-2015  

 

No   SUBSEKTOR   

Nilai Tukar Petani (Tahun) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Tanaman Pangan 95,72 90,00 96,38 96,01 98,91 

2   Hortikultura 93,95 88,88 97,49 94,55 93,64 

3   Tanaman Perkebunan Rakyat 97,49 93,54 96,85 97,52 92,82 

4   Peternakan 98,75 99,28 97,49 98,27 100,69 

5   Perikanan 90,29 90,71 98,74 101,28 100,39 

  NTP Gabungan 96,25 92,15 97,04 97,02 95,43 

 

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2010-2014 terus mengalami fluktuasi dengan 

kecenderungan sedikit meningkat, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan.  NTP Provinsi Jambi terdiri dari 

NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan.  

 

Sementara Nilai Tukar Petani Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 2.76  
Nilai Tukar Petani Kabupaten Batang Hari Tahun 2014  

 

No   KECAMATAN   

NTP per Sub Sektor 

T.Pangan   Perkebunan   Peternakan   Perikanan   Gabungan   

1   Mersam   101,84   85,90   99,45   94,41   95,40   

2   Maro Sebo Ulu   91,00   82,50   95,91   94,26   90,92   

3   Batin XXIV   96,74   102,43   99,74   96,59   98,87   

4   Muara Tembesi   92,78   88,25   101,04   100,77   95,71   

5   Muara Bulian   99,04   100,87   100,41   102,93   100,81   

6   Bajubang   99,04   79,65   108,38   95,39   94,47   

7   Maro Sebo Ilir   94,56   77,02   94,53   97,66   90,94   

8   Pemayung   75,79   122,68   98,55   103,76   100,19   

  NTP Kabupaten   92,82   92,06   99,70   98,12   95,67   
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Grafik 2.26  
Nilai Tukar Petani Kabupaten Batang Hari Tahun 2014  

    

2.4.2  Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur  

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara 

kabupaten/Kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas 

komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai 

tambah bagi perwujudan pembangunan Kabupaten.  

 

A. Aksesibilitas Daerah  

Kabupaten Batang Hari merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat Sumatera menuju wilayah Selatan 

dan timur Sumatera atau sebaliknya sehingga Kabupaten Batang Hari merupakan penopang jalur distribusi 

perekonomian Sumatera Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan 

perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Secara umum, pada tahun 2011 jalan kabupaten  yang beraspal 

meningkat 5,96 persen dari 497,728 KM menjadi 527,379 KM pada tahun 2015. Namun bila dibandingkan dengan 

tahun 2014, panjang jalan kabupaten yang telah beraspal pada tahun 2015 menurun sepanjang 7,274 KM karena 

pindah menjadi jalan beton. Jalan kabupaten jenis kerikil turun 20,14 persen dari 83,78 KM pada tahun 2011 

menjadi 66,907 KM pada tahun 2015. Sementara jalan tanah turun 4,14 persen dari 249,005 KM pada tahun 2011 

menjadi 238,7 KM pada tahun 2015.   
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Tabel 2.77  
Panjang Jalan Menurut Kualitas Jalan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 

 

No   Kecamatan   

Kondisi Jalan (KM) 

Baik Sedang Rusak Rusak Berat Total 

1   Mersam   29.736   5.100   20.200   13.950   68.990   

2   Maro Sebo Ulu   7.750       31.215   38.970   

3   Batin XXIV   61.279   7.130     15.585   84.380   

4   Muara Tembesi   18.465   2.500     6.650   27.620   

5   Muara Bulian   78.698   23.350   755   22.074   124.880   

6   Bajubang   45.430   12.350     34.570   92.350   

7   Maro Sebo Ilir   10.500     15.500   7.400   33.400   

8   Pemayung   16.802   2.500   2.661   40.359   62.420   

 Total   268.660   52.930   39.116   171.803   533.889   

 

Ditinjau berdasarkan kualitasnya, fasilitas jalan di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 mayoritas 

berkualitas baik (50,32%).  Ketersediaan fasilitas jalan dengan kualitas yang baik ini diharapkan akan sangat 

membantu kelancaran gerak perekonomian dan pembangunan di wilayah Kabupaten Batang Hari.   

 

B. Penataan Wilayah  

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari, penataan wilayah Kabupaten 

Batang Hari terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan 

Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan 

rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan 

40 persen yang tersebar di wilayah bagian barat.  Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang 

mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah.  Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang 

secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang 

dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut : Kawasan Perdagangan dan 

Jasa, Kawasan Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan 

Perkantoran, Kawasan Industri,  Kawasan olahraga,  Kawasan Wisata/Rekreasi, Kawasan perumahan dan 

permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring 

dengan pesatnya perkembangan pembangunan Kabupaten terdapat kompensasi yang tak bisa dihindari dalam 

tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat 
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kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah 

pinggiran Kabupaten.  

 

C. Ketersediaan Air Bersih  

Sampai dengan tahun 2014 untuk daerah ibukota kabupaten dan beberapa ibukota kecamatan telah 

dilakukan penambahan pemasangan jaringan  pipa diameter 50-200 mm sepanjang 226,67 Km serta peningkatan 

kapasitas produksi air dari 84,5 liter/detik menjadi 124,5 liter/detik, jumlah penduduk yang mendapatkan akses air 

minum sebanyak 29.475 orang atau 31,46 %.  Sedangkan pada daerah yang memiliki sumber air alami maupun 

sumur resapan/bor telah terbangun gravitasi air dan intake/bak penampungan Penyediaan dan pengelolaan air 

bersih di Kabupaten Batang Hari pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan 

yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. 

 

 

D. Fasilitas Listrik Dan Telepon  

Sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Batang Hari hampir seluruh daerah pedesaan telah teraliri aliran 

listrik. Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan 

banyaknya  satuan  sambungan  yang  dipasarkan kepada masyarakat.  Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan 

yang ada, maka jaringan telepon seluler telah menjangkaunya seluruh  kelurahan dan desa yang ada di tiap 

kecamatan.  

 

E. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa  

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan 

jasa.  Pertumbuhan Hotel dan Restoran baru yang terjadi selama ini merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa 

potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat.  

 

2.4.3  Fasilitas Iklim Berinvestasi  

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku 

bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap 

kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang mendorong  

berkembangnya  investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, kemudahan proses perizinan,  

dan  ketersediaan  sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.  

 

A. Keamanan dan Ketertiban  

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2010 relatif kondusif bagi 

berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk 

rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat  dapat  
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ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.  

 

B. Kemudahan Perizinan  

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara 

perolehan izin atau pengurusan izin untuk berinvestasi.  Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan 

pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMPTT) Kabupaten Batang Hari.  Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan merupakan 

kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat 

investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari.  

  

C. Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha dan Investasi Daerah  

Investasi daerah merupakan Faktor penting untuk pendukung percepatan pembangunan daerah.  Untuk 

menciptakan kemudahan berinvestasi dan mendorong investasi daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban 

memfasilitasinya, mulai dari aspek regulasi sampai dengan proses pelayanan terhadap pihak-pihak swasta yang 

akan berinvestasi dan berusaha. Beberapa produk hukum dan regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang Hari dalam rangka mendukung iklim usaha dan iklim investasi daerah adalah sebegai berikut :  

 

Tabel 2.78  
Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha dan Investasi Daerah di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 

 

No Jenis Nomor dan Tanggal Tentang 

1 Peraturan  
Daerah 

2 Tahun 2011 
Tanggal  1 Pebruari 2011 

Izin Usaha Perkebunan 

2 Peraturan 
Daerah 

3 Tahun 2015 
Tanggal  11 Maret 2014 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal 

3 Peraturan 
Bupati 

30 Tahun 2013 
Tanggal 05 Juni 2013 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 

4 Peraturan 
Bupati 

15 Tahun 2015 
Tanggal 20 Maret 2015 

Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati 
dibidang Perizinan dan Penanaman Modal 
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang 
Hari 

 

D.  Angka Kriminalitas  

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk diturunkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka 

nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya.  Berbagai bentuk 

kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, kejahatan seksual (susila) masih kerap terjadi. Dengan masih adanya 

kejahatan ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu.  
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Tabel 2.79 

Angka Kriminalitas Batang Hari Tahun 2011-2015 
 

No   Uraian   Satuan   
  Tahun     

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Kasus Narkoba   Kasus             

2   Kasus Pembunuhan   Kasus   1         1   

3   Kejahatan Seksual   Kasus   1     1       

4   Kasus Penganiayaan   Kasus             

5   Kasus Pencurian   Kasus         5   6   

6   Kasus Penipuan   Kasus             

7   Kasus Pemalsuan Uang   Kasus             

8   Tindak Kriminal selama  1 
Tahun   

Kasus   6   4   6   7   5   

9   Jumlah Penduduk   jiwa   8   4   6   7   7   

10   Angka Kriminalitas (8/9)   %   0,0030   0,0012   0,0017   0,0023   0,0023   

Sumber: Sat. Pol. PP Kabupaten Batang Hari Tahun 2016.  

   

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak kejahatan 

pencurian, pencurian sepeda motor dan pencurian rumah. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, 

ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.  Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik jika 

pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, 

serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. 

Untuk menurunkan angka kriminalitas diperlukan peran serta dari masyarakat.   

 

E. Jumlah Demo  

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes 

yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan 

yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat 

yang menentang dan menuntut kebijakan pemerintah.  Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila 

dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara 

luas. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Batang Hari relatif dapat berjalan dengan tertib 

sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi 

yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.  
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Tabel 2.80 
Jumlah Demo di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015  

 

No   Uraian   Satuan   
  Tahun     

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Bidang Politik   Kali       2     3   

2   Bidang Ekonomi   Kali   6   6   8   7   7   

3   
Kasus Pemogokan  

Kerja   
Kali             

4   Jumlah Unjuk Rasa   Kali   6   6   10   7   10   

Sumber: Sat. Pol. PP Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 

 

F. Pajak dan Restribusi Daerah  

Pajak dan restribusi daerah merupakan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

cukup dominan di Kabupaten Batang Hari yang setiap tahun mengalami peningkatan.  Pajak dan restribusi daerah 

merupakan salah satu indikator yang menentukan daya saing daerah. Pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Batang Hari hanya sebesar Rp. 35,729 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp. 68,925 milyar 

pada tahun 2015.  Pada tahun 2011 realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari 

Pos Retribusi Daerah sebesar Rp. 14,235 milyar sedangkan pendapatan dari pos pajak daerah sebesar Rp. 7,700 

Milyar. Rinciannya dapat dilihat pada dua tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.81 
Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015  

 

Jenis Pajak Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 

Pajak Hotel          50.225.000                43.260.100              99.450.852                39.034.160              176.808.200    

Pajak Restoran       477.135.668              380.021.084            253.658.011              118.213.005              517.542.175    

Pajak Hiburan         27.952.500                27.200.000                7.550.000                  3.250.000                  3.200.000    

Pajak Reklame       529.339.720             642.031.850            614.007.796              570.535.000             687.157.733    

Pajak Penerangan Jalan  
    

3.513.158.157           4.380.515.975         6.181.368.829           7.016.747.894           8.635.528.335    

Pajak Parkir           8.697.000                  1.540.000                4.400.000                  2.300.000                  4.950.000    

Pajak Air Tanah       104.217.625                62.830.669           128.629.347              149.917.320              255.662.540    

Pajak Sarang Burung Walet                                        30.290.000             32.263.700                26.395.600               39.164.840    

Pajak Mineral Bukan 
Logam  dan Batuan   

    975.953.461           1.318.762.670         1.093.068.094              417.596.353              579.456.775    

Pajak Bumi dan Bangunan       
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Jenis Pajak Daerah 2011 2012 2013 2014 2015 

Pedesaan dan Perkotaan 
(PBB.P2)   

                                                             1.688.513.003          1.602.155.390           1.702.517.683    

Bea Perolehan Hak Atas       

Tanah dan Bangunan 
(BPHTB)   

2.014.092.497              965.968.459         3.394.957.864           4.353.875.711             463.993.742    

Jumlah     7.700.771.628          7.852.420.807        13.497.867.496        14.300.020.433         13.065.982.023   

Peningkatan   1,97   0,72   0,06   0,09   

 

Pajak Daerah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir dan berfluktuasi dari 

Rp.7,700 Milyar menjadi Rp.13,065 Milyar.  Pertumbuhan terbesar terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 

1,97 persen.   
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Tabel 2.82 
Pertumbuhan Restribusi Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015 
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2.4.4  Sumber Daya Manusia  

Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia 

sama dengan lapangan kerja yang tersedia.  Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan 

penduduk Kabupaten Batang Hari masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan 

mulai banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada, akan mampu menopang 

kebutuhan peningkatan sumber daya manusia.  

 

A. Angkatan Kerja  

Jumlah Angkatan Kerja di suatu daerah merupakan indikator ketersediaan Sumber Daya Manusia di 

daerah tersebut.  Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk berusia produktif) yang 

bekerja maupun yang tidak bekerja (sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan). 

 

Tabel 2.83  
Situasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang Hari Tahun 2014  

 

No Jenis Kegiatan Utama 

Pendidikan yang Ditamatkan  

  

  SD ke bawah SLTP SLTA ke atas Total 

1   Angkatan Kerja 71.475   20.296   25.289   117.060   

  a. Bekerja 69.291   18.570   22.540   110.401   

  b. Tidak Bekerja 2.184   1.726   2.749   6.659   

2   Bukan Angkatan Kerja 34.219   18.821   12.189   65.229   

  Jumlah 105.694   39.117   37.478   182.289   

  Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) (%) 

67,62   57,89   67,48   64,22   

  Tingkat Pengangguran (%) 3,06   8,50   10,85   5,69   

 

 

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 mencapai 117.060 orang atau 45,51 

persen dari total penduduk Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014.  Dari jumlah tersebut, 94,31 persen 

diantaranya berstatus bekerja, sementara 5,69% tidak bekerja. Tingkat pengangguran ini perlu mendapat 

perhatian lebih serius, perlu dilakukan upaya penyerapan tenaga kerja ke pasar kerja yang lebih efektif sehingga 

masalah pengangguran di Kabupaten Batang Hari dapat diatasi.  Ditinjau dari kualitas penduduk berusia 15 tahun 

ke atas yang bekerja, sebagian besar dari mereka tengah berada dalam usia puncak produktif yakni antara 25 
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hingga 54 tahun dan mayoritas diantaranya adalah laki-laki.  Hal ini merupakan potensi besar bagi pembangunan.  

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Batang Hari berpendidikan 

SD ke bawah dan terserap ke sektor pertanian yang umumnya memang relatif tidak menuntut tingkat pendidikan 

yang tinggi.  

Tabel 2.84 
Penduduk 15  Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 

Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 
 

No   Kategori   Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

  Laki-laki   Perempuan   Rasio Jenis Kelamin   

1   Kelompok Umur         

  a. 15-24 tahun   11.598 3.269 355 

  b.  25-54 tahun   53.829 26.461 204 

  c.  55 tahun keatas   8.570 3.435 249 

2   Lapangan Usaha      

  a. Pertanian   50.435 21.501 235 

  b. Industri   2.902 2.309 126 

  c. Jasa-jasa   21.886 11.368 193 

 

Berdasarkan Tabel 2.83 terlihat bahwa sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Batang Hari 

berpendidikan SD dan SLTP.  Perlu diformulasikan sebuah solusi untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan 

kualifikasi tersebut di masa mendatang.  

Tabel 2.85  
Pencari Kerja Menurut Tingkat Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 
 

No Tingkat Pendidikan Pencari Kerja 

         Laki-laki   Perempuan               Rasio Jenis Kelamin   

a.   SD ke bawah   2.117          -    

b.   SLTP   2.297        252                                    912   

c.   SLTA ke atas   1.992       1.168                      171   
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B. Rasio Ketergantungan  

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara 

banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan 

banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).  Tahun 2015 angka ketergantungan 

Kabupaten Batang Hari sebesar 47,66 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (Produktif) mempunyai 

tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.  Sedangkan angka 

ketergantungan untuk Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 sebesar 48,99 persen bila dibandingkan Tahun 2012 

dan 2011 adalah sama yaitu 52,23 persen berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar jika dibandingkan 

dengan usia non produktif, sehingga beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dapat dikatakan 

ringan. 

Tabel 2.86  
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015  

 

No   Uraian   
  Tahun     

2011   2012   2013   2014   2015   

1   Jumlah penduduk (Jiwa)   262.378   326.259   349.055   305.184   305.878   

2   Rasio Ketergantungan (%)   52,23   52,23   48,99   48,31   47,66   
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BAB III  

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN  

  

 

Fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana dan berjalan dengan optimal jika diikuti dengan penyediaan 

sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan melalui penganggaran secara terpadu meliputi penyusunan rencana keuangan tahunan yang 

terintegrasi untuk seluruh jenis belanja dengan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan 

taat peraturan perundang-undangan.  Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk APBD, sehingga 

analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah mestinya dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan 

Daerah (LKD).    

 

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, harus didahului dengan 

memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan.  Oleh karenanya dalam 

kontek menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deareh (RPJMD) Kabupaten Batang Hari tahun 

2016-2021, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun 

sebelumnya.  Maksudnya adalah agar dihasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam 

mendanai pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan peluang dan 

hambatan yang dihadapi.  Tujuan digambarkannya kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui kondisi 

keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam membiayai Pembangunan.  

 

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan 

(planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah  Daerah.  Secara yuridis 

formal analisis keuangan daerah sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

3.1  KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011-2015    

3.1.1  Kinerja Pelaksanaan APBD   

Secara umum struktur APBD terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.  Penerimaan 

daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan daerah.  Sedangkan Pengeluaran daerah meliputi belanja 

daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.  Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari seberapa besar target 

pendapat daerah dapat direncanakan secara rasional dan efektif sesuai dengan potensi dan kewenangan yang 
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dimiliki daerah.  Kemudian  seberapa besar target pendapatan daerah tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk 

belanja daerah secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

A.  Pendapatan Daerah  

Menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua 

hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.  Pendapatan daerah 

bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain 

pendapatan yang sah.  

 

Pengertian Pendapatan Asli daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009  tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yatiu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan 

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 

Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undangundang Nomor 23 

Tahun 2014 adalah Sistem Pembanguan Keuangan yang adil, profesional, demokratis, transparan, dan 

bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  

 

Data menunjukkan bahwa pendaptan daerah Pemerintah Kabupatan Batang Hari dari tahun 2011-2015 

mengalami rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 11,38 persen.  Penopang pendapatan Daerah terbesar 

berasal dari Dana Perimbangan.  Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi proporsi bagian dana perimbangan 

terhadap pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun yang mencapai 81,71 persen, diikuti oleh komponen 

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 12,20 persen dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,09 persen.  

Besarnya sumbangsih dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya Dana Alokasi 

umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dari tahun ke tahun.  
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Tabel 3.1   
Realisasi Pendapatan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2015  

 

URAIAN 
PENDAPATAN 

Realisasi 
GR 

2011 2012 2013 2014 2015 

PENDAPATAN 
DAERAH 

649.928.330.623 803.791.649.530 948.697.436.657 949.766.204.682 915.607.606.751 11,38 

Pendapatan Asli 
Daerah 

35.729.358.965 37.229.501.178 50.623.238.097 70.804.984.187 68.925.708.044 27,59 

Pajak Daerah 7.700.771.628 7.852.420.807 13.497.867.495 14.300.020.433 13.065.982.023 30,01 

Retribusi Daerah 14.235.223.135 14.653.926.576 17.461.687.174 29.338.764.853 26.096.343.669 23,63 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

5.445.496.232 3.653.444.498 4.625.011.821 6.037.728.864 6.857.829.378 20,32 

Lain-lain 
Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

8.347.867.970 11.069.709.297 15.038.671.607 21.128.470.037 22.905.552.974 41,58 

Dana 
Perimbangan 

530.944.642.759 696.528.487.938 809.236.850.285 759.028.847.941 686.321.089.545 8,56 

Dana Bagi 
HasilPajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak 

154.720.621.759 236.624.111.938 252.073.913.285 203.586.335.941 155.263.250.545 3,39 

Dana Alokasi 
Umum 

344.797.921.000 427.893.466.000 507.478.487.000 527.233.482.000 517.978.869.000 13,28 

Dana Alokasi 
Khusus 

31.426.100.000 32.010.910.000 49.684.450.000 28.209.030.000 13.078.970.000 -12,16 

Lain-lain 
Pendapatan 
Daerah yang Sah 

83.254.328.899 70.033.660.414 88.837.348.275 119.932.372.554 160.360.809.162 30,72 

Hibah - - - - - - 

Dana Darurat - - - - - - 

Dana Bagi Hasil 
Pajak dari 
Provinsi 

25.547.291.099 25.211.614.108 27.152.526.000 37.799.621.154 39.384.986.662 15,94 

Dana 
Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

57.707.037.800 43.043.750.000 51.176.578.000 72.651.943.000 120.724.670.000 41,34 

Bantuan 
keuangan dari 
propinsi/Pemda 
lainnya 
 
 

- 1.778.296.306 10.508.244.275 9.480.808.400 251.152.500 96,23 
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Sumbangan terbesar untuk Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan, namun untuk rata-rata 

pertumbuhan sumber Pendapatan Daerah tertinggi dicapai oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 

30,72 persen, angka ini di atas pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,59 persen dan 

Pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 8,56 persen.  Rata-rata pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari lain-

lain Pendapatan Daerah yang sah didorong oleh adanya Dana Penyesuaian dan otonomi khusus yang diterima 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari.  Khusus tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan hingga 66,17 persen 

dengan Realisasi Anggaran 2015 sebesar Rp.120.724.670.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 

yang mencapai Rp. 72.651.943.000,-.  

 

Dalam lima tahun terakhir (2011-2015) pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari sangat tergantung 

dari dana pusat, karena dominan bersumber dari dana perimbangan yang rata-rata sebesar 81,71 persen.  

Sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi rata-rata sebesar 6,09 persen.  Sekalipun demikian, 

kontribusi PAD dalam pendapatan daerah cenderung semakin besar dari tahun ke tahun, meningkat dari 5,50 

persen pada tahun 2011 menjadi 7,53 persen di tahun 2015.  Kecenderungan seperti ini mengindikasikan semakin 

berkurang ketergantungaan Kabupaten Batang Hari dari sumber dana dari pusat.  Rincian kontribusi tersebut 

seperti terlihat pada tabel di bawah ini.   
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Tabel. 3.2 
Proporsi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah 

Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2011-2015 
 

Jenis Penerimaan   
Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah ( persen)   Rata- 

Rata   
2011 2012 2013 2014 2015 

PAD   5,50 4,63 5,34 7,45 7,53 6,09 

Dana perimbangan   81,69 86,66 85,30 79,92 74,96 81,71 

Penerimaan lainnya  yang  
sah   12,81 8,71 9,36 12,63 17,51 

12,20 

Total   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 

  

  

 

 

a).  Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, yang bersumber dari 

potensi-potensi yang ada di daerah tersebut terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  Selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011-2015, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari 

mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar sebesar 27,59 persen.    

 

Bila dilihat dari tahun awal 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 35,73 Milyar, dan dalam kurun 

waktu lima tahun terjadi lonjakan PAD dua kali lipat menjadi 68,93 Milyar. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang 
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baik, yang mana tidak lepas dari upaya yang dilaksanakan Kabupaten Batang Hari.  Ke depannya untuk 

mendorong kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, maka akan terus diupayakan menggali lebih banyak 

potensi-potensi PAD yang memang harus diakui sampai saat ini belum optimal dalam pengelolaannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pajak Daerah  

Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kab. Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak daerah yang menjadi 

bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Batang Hari meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak 

Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Sarang 

Burung Walet (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
  

 

Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai 30,01 persen.  

Pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya cendrung meningkat 2013 yang peningkatan pertumbuhannya 

mencapai 71,89 persen dibandingkan tahun 2012.  Peningkatan ini didorong oleh dilimpahkannya penarikkan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) ke Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Kondisi ini menunjukkan kinerja Aparat Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB sudah baik. 

 

2) Restribusi Daerah  

Sesuai dengan Undang-undang Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada 

kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan 

tertentu.  Dilihat dari realisasi pencapaian retribusi daerah dari tahun 2011-2015, maka rata-rata pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah dari objek Retribusi Daerah sebesar 23,63 persen, dimana trend Pertumbuhan retribusi 

selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cendrung berfluktuatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Deviden 

Investasi Daerah.  rata-rata Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan selama kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011-2015 tercatat sebesar 20,32 persen, dengan trend pertumbuhan 

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cendrung berfluktuatif dari tahun ke tahun.  
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4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari; (a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 

Tidak Dipisahkan,(b) Penerimaan Jasa Giro,(c) Pendapatan Bunga Deposito, (d) Pendapatan dari Pengembalian, 

(e) Pendapatan Lainnya,(f) Pendapatan Hasil Temuan, (g) Dana Kapitasi JKN, dan (h) Pendapatan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD).  Rata-rata pertumbuhan objek pendaptan ini selama kurun waktu lima tahun 

terakhir dari tahun 2011-2015 sebesar 41,53 persen dengan trend pertumbuhan selama lima tahun terakhir 

cenderung meningkat. 
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b).  Dana Perimbangan  

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah  dana yang bersumber dari pendaptan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah.  

 

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar kontribusinya dalam 

struktur pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari.  Dana Perimbangan meliputi sumber penerimaan yang 

bersumber dari ; (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana 

Alokasi Khusus.    

 

Secara rata-rata pertumbuhan dana perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 

2011-2015 sebesar 8,56 persen dengan trend pertumbuhan berfluktuatif.  Kontribusi dana perimbangan dalam 

Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar 81,71 persen.  Besaran dana perimbangan tergantung pada 

Alokasi APBN, jika terjadi penurunan dana perimbangan akan mempengaruhi komposisi APBD.  Hal terjadi pada 

tahun 2015, besaran APBD turun cukup signifikan dibanding tahun 2014 yang disebabkan oleh penurunan dana 

perimbangan yang hampir terjadi di semua komponen Dana perimbangan, mulai dari Dana Alokasi umum dan 

dana Alokasi Khusus, serta penurunan terbesar bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan dana bagi hasil bukan 

pajak/SDA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

1)  Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak  

Dana bagi hasil pajak/ dana bagi hasil bukan pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat 

berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Batang Hari.  Kontribusi sumber pembiayaan 

pembangunan daerah dari dana bagi hasil pajak/ dana bagi hasil bukan pajak menempati posisi kedua dalam dana 

perimbangan. Secara rata-rata pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama lima 

tahun terakhir dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 3,39 persen, dengan trend pertumbuhan berfluktuatif. Pada 
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tahun 2015 terdapat penurunan sebesar 23,74 persen dari tahun 2014 hal ini dikarenakan adanya penurunan dana 

DBH Migas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dana Alokasi Umum (DAU)  

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam sumber Dana Perimbangan dan 

Peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Rata-rata pertumbuhan dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Batang Hari dari tahun 2011-2015 

sebesar 13,28 persen.  Dana Alokasi Umum (DAU) ini dalam lima tahun terakhir merupakan objek pendapatan 

terbesar yang mendukung Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.  
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3) Dana Alokasi Khusus  

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada Daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah:  

• Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumusan alokasi Umum, dalam pengertian 

kebutuhan daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, 

kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran 

irigasi primer.  

• Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah 

di Batang Hari.  Sekalipun demikian, dalam lima tahun terakhir dari tahun 20112015 realisasinya cenderung 

menurun.  Rata-rata pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) cendrung melambat sebesar 12,16 persen. Kondisi 

ini tergantung kepada kebijakan program di tingkat pusat, apabila terdapat agenda-agenda khusus yang harus 

dipercepat pencapaiannya biasanya dialokasikan melalui DAK ini.  

 

3).  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan 

pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.   

Rata-rata pertumbuhan lainlain pendaptan daerah yang sah selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 

2011-2015 sebesar 30,72 persen.  Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas (a) Dana Bagi 

Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan 

keuangan dari Provinsi, (d) Pendapatan Hibah.  Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:  
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a).  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, rata-rata pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan yang 

Sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 41,34 persen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b).  Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  

Realisasi rata-rata Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya dari Tahun Anggaran 2011-2015 sebesar 15,94 persen  
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c).  Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya  

 Realisasi rata-rata Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari bantuan keuangan dari Provinsi atau 

Pemerintah Daerah lainnya, dari Tahun Anggaran 2011 sampai 2015 relatif besar pertumbuhan realisasi selama 

lima tahun terakhir sebesar 96,23 persen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Neraca Daerah  

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan 

ekuitas dana pada suatu saat tertentu.  Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada 

manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah 

serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana.  Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. 

 

A. Aset  

Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2011-2015 dan rata-rata 

pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.3  
Neraca Pemerintah Kabupaten Batang Hari   

Per 31 Desember 2011 - 2015  
 

URAIAN   
TAHUN 

2011   2012   2013   2014   2015   

ASET                

ASET LANCAR                

Kas di Bank 40.717.422.813    112.953.411.844    6.081.129.556    31.542.785.312   2.912.492.855    

Kas di JKN-FKTP          1.019.620.592   2.895.668.753    

Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

16.764.040    8.111.487    90.299.882    78.031.414   93.298.550    

Kas di Bendahara 
Penerimaan 

31.788.250    8.818.500            

Investasi Jangka 
Pendek 

40.000.000.000    10.000.000.000    80.000.000.000    35.000.000.000      
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URAIAN   
TAHUN 

2011   2012   2013   2014   2015   

Piutang Pajak 313.576.697    407.649.286    10.078.719.444    12.932.056.783   14.421.416.205    

Piutang Retribusi          2.651.553.885   6.145.666.092    

Piutang Lainnya 605.629.825    1.755.014.751    2.361.968.307    11.578.446.249   47.942.775.114    

Belanja Bayar dimuka           6.675.000    

Penyisihan Piutang          (6.563.280.768,50)  (7.911.243.381,77)   

Persediaan 5.377.342.773    4.263.348.501    5.197.357.614    
9.386.280.200 

   
8.561.546.911    

Jumlah Aset Lancar   87.062.524.398    129.396.354.370    103.809.474.803    
97.625.493.667  

   
75.068.296.100    

INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

               

INVESTASI NON PERMANEN                

 
 Investasi Non 
Permanen Lainnya 

8.254.402.805,50    9.216.066.355,00    6.657.351.084,50    7.290.569.707,50    6.618.745.179,50    

Jumlah Investasi Non 
Permanen 

8.254.402.805,50    9.216.066.355,00    6.657.351.084,50    7.290.569.707,50    6.618.745.179,50    

 INVESTASI PERMANEN                

 
Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

17.572.155.717,10    24.159.495.823,39    39.152.881.693,20    54.103.426.466,99    58.641.578.040,87    

Jumlah Investasi Permanen 17.572.155.717,10    24.159.495.823,39    39.152.881.693,20    54.103.426.466,99    58.641.578.040,87    

Jumlah Investasi Jangka 
Panjang 

25.826.558.522,60    33.375.562.178,39    45.810.232.777,70    61.393.996.174,49    65.260.323.220,37    

ASET TETAP                

Tanah 39.164.582.755,71    41.565.188.247,00    43.402.275.756,00    47.475.267.346,01    48.722.239.146,01    

Peralatan dan Mesin 169.823.389.356,26    193.070.726.906,39    234.305.828.374,21    244.014.593.103,89    237.453.907.705,09    

Gedung dan Bangunan 278.045.345.881,00    348.115.943.672,61    414.731.203.751,33    452.551.938.098,19    543.813.569.112,03    

Jalan, Irigasi dan Jaringan 772.847.453.689,00    894.339.708.704,97    1.104.410.955.242,83  .289.109.313.764,98    1.416.698.680.609,79    

Aset Tetap Lainnya 32.487.280.771,00    33.917.962.505,00    35.846.313.214,00    33.914.502.519,00    42.057.657.631,07    

Konstruksi dalam Pengerjaan       1.733.454.707,00    26.210.270.997,00       

 Akumulasi  Penyusutan              (986.312.526.189,46)   

Jumlah Aset Tetap 1.292.368.052.452    1.511.009.530.035   1.834.430.031.045,    2.093.275.885.829   1.302.433.528.014    

ASET LAINNYA                

Tagihan Tuntutan  Ganti 
Kerugian Daerah 

18.323.000,00    18.323.000,00    18.323.000,00    45.773.120,00       

Aset Tak berwujud 337.500.000,00    337.500.000,00    901.551.400,00    1.171.771.400,00    3.155.158.200,00    

Aset Lainnya       9.442.066.986,42    10.595.358.035,30    37.750.398.733,33    

Jumlah Aset Lainnya 355.823.000,00    355.823.000,00    10.361.941.386,42    11.812.902.555,30    40.905.556.933,33    

TOTAL AKTIVA 1.405.612.958.374   1.674.137.269.585    1.994.411.680.012    2.264.108.278.226    1.483.667.704.268    

KEWAJIBAN  
KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Pendapatan diterima dimuka              93.489.291,67   

Utang Belanja              8.603.630.755,00   

Utang Perhitungan Pihak 
Ketiga (PPK)  

-   -   -   -      

Utang Jangka Pendek lainnya  -   -   -   -      

Jumlah kewajiban jangka 
pendek  
EKUITAS DANA  
EKUITAS DANA LANCAR  

-   
   
   

-   
   
   

-   
   
   

-   
   
   

8.697.120.046,67   
   
   

Sisa Leih Pembiayaan 
Daerah (SILPA)  
 

80.734.186.853,45   112.961.523.331,98   86.171.429.438,04   67.640.437.318,41   5.901.460.158,64   

 Ekuitas Dana Lancar  
 Investasi jangka   
 Panjang  

-   -   -   -      
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Pendapatan yang  
ditangguhkan  

31.788.250,00   8.818.500,00   -   -   -   

 
Cadangan  Piutang  

919.206.522,00   2.162.664.037,00   12.440.687.751,00   20.598.776.148,50   43.211.048.936,00   

Cadangan  persediaan  
 

5.377.342.773,00   4.263.348.501,78   5.197.357.614,16   9.386.280.200,37   8.561.546.911,80   

Cadangan Yang disediakan 
untuk pembayaran Hutang  

-   -         8.697.120.046,67   

Jumlah Ekuitas Dana Lancar  
EKUITAS DANA  
INVESTASI  

87.062.524.398,45   
   

119.396.354.370,76   
   

103.809.474.803,20   
   

97.625.493.667,28   
   

66.371.176.053,11   
   

Investasi jangka Panjang  25.826.558.522,60   33.375.562.178,39   45.810.232.777,70   61.393.996.174,49   65.260.323.220,37   

invesatasi dalam Aset Tetap  1.292.368.052.452   1.511.009.530.035   1.834.430.031.045   2.093.275.885.829   1.302.433.528.014   

Investasi dalam  Aset Lainnya  355.823.000,00   355.823.000,00   10.361.941.386,42   11.812.902.555,30   40.905.556.933,33   

Jumlah Ekuitas Dana 
Investasi  

1.318.550.433.975   1.544.740.915.214   1.890.602.205.209   2.166.482.784.558   1.408.599.408.168   

JUMLAH EKUITAS DANA  1.405.612.958.374   1.664.137.269.585   1.994.411.680.012   2.264.108.278.226   74.970.584.221,34   

 TOTAL PASSIVA  1.405.612.958.374   1.664.137.269.585   1.994.411.680.012   2.264.108.278.226   83.667.704.268,01   

 

3.2  KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011-2015    

3.2.1.  Proporsi Penggunaan Anggaran  

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi 

realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari 

seberapa besar realisasi belanja daerah yang terserap.  Semakin banyak belanja yang terserap maka semakin 

baik kinerja suatu daerah.  Belanja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dapat diartikan sebagai 

kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa 

pembangunan  berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayan terhadap publik.  Belanja di sektor publik 

terkai dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.  

Menurut Undang-undangn nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Belanja Daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan.  

 

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh 

karena itu formulasi kebijakan umum anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan 

Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal yang diarahkan 

pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung 

pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektorsektor lainnya.  

 

Belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan 

dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan 

potensi daerah.  Belanja daerah diarahkan untuk mendukung Belanja Aparatur dan Balanja Publik secara 

Profesional.  Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.  Belaja 

Langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatankegiatan yang langsung berhubungan 

dengan pembangunan dan masyarakat.  Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung 
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pelaksanaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah seperti belanja pegawai, belaja hibah, belanja 

bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan keadaan partai politik. Tabel berikut ini menunjukkan realisasi 

Belanja Pemeritah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2011-2015. 

Tabel. 3.4  
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2011-2015  
 

URAIAN TAHUN GR 

2011 2012 2013 2014 2015 

BELANJA 
DAERAH   

619.870.137.344   769.064.313.052   960.487.530.552   952.573.932.734   974.866.431.411   14,17   

BELANJA 
TIDAK 
LANGSUNG   

383.348.159.254   412.936.800.195   460.053.758.350   498.946.020.550   594.168.739.628   11,15   

Belanja 
Pegawai   

314.556.234.710   354.676.323.955   388.829.594.720   418.050.226.484   455.692.749.842   10,49   

Belanja 
Subsidi   

1.200.000.000   900.000.000   900.000.000   900.000.000   900.000.000   -2,98   

Belanja Hibah   12.060.214.500   11.503.887.000   14.316.106.900   11.661.720.000   41.569.225.450   42,39   

Belanja 
Bantuan  
Sosial   

31.274.733.044   21.977.996.990   30.281.648.230   34.421.512.386   9.641.027.244   -7,01   

Belanja 
Bantuan 
Keuangan 
kepada 
Pemerintahan 
Desa dan 
Partai Politik   

22.468.302.000   22.147.308.500   24.753.408.500   33.535.499.680   85.878.737.092   39,90   

Belanja Tidak 
Terduga   788.675.000   1.731.283.750   973.000.000   377.062.000   487.000.000   3,16   

 Share BTL   61,84   53,69   47,90   52,42   60,95   55,36   

BELANJA 
LANGSUNG   236.521.978.090   356.127.512.857   500.433.772.202   453.627.912.184   380.697.691.783   22,06   

Belanja 
Pegawai   

38.734.477.000   41.351.805.797   47.209.730.241   54.818.979.267   56.600.296.250   10,658   

   Belanja 
Barang dan 
Jasa   

91.633.978.732   99.128.429.452   197.485.762.005   157.152.942.018   167.490.456.787   26,56   

Belanja Modal   106.153.522.358   215.647.277.608   255.738.279.956   241.655.990.899   156.606.938.746   29,67   

Share BL 38,16 46,31 52,10 47,58 39,05   44,64 

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari 

     

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama kurun 

waktu lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015 cenderung meningkat. Rata-rata pertumbuhuhan yang terjadi 

sepanjang lima tahun terakhir mencapai 14,17 persen.    

  

 

 

 

 



144 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporsi Belanja Tidak Langsung dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan kecendrungan terus 

meningkat.  Sebaliknya untuk porsi Belanja Langsung tingkat pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata 

pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 22,06 persen, namun untuk dua tahun terakhir yakni 2014 dan 

2015 memiliki kecendrungan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang dianut 

oleh pemerintah kabupaten Batang hari masih belum mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan 

masyarakat langsung, artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang 

tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun bila ditelusuri lebih dalam lagi, di dalam komponen Belanja Tidak Langsung juga terdapat porsi 

belanja yang juga langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, seperti belanja hibah dan Belanja 

bantuan Sosial yang objeknya langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
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A.  Belanja Tidak Langsung  

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 

publik dan penyelenggaraan pemerintah.  Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung selama kurun waktu lima 

tahun terakhir mencapai 11,15 persen seperti yang terlihat pada grafik 3.18 belanja tidak langsung memperlihatkan 

kecendrungan terus meningkat Belanja Tidak Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Subsidi, (c) 

Belanja Hibah, (d) Belanja Bantuan Sosial, (e) Belanja Bantuan Keuangan  kepada Pemerintahan Desa dan Partai 

Politik dan (f) Belanja Tidak Terduga.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeluaran Belanja Pegawai Pertumbuhan realisasinya Belanja pegawai setiap tahunnya cenderung 

meningkat, dengan tingkat rata-rata pertumbuhan belanja pegawai selama tahun 2011-2015 sebesar 10,49 persen 

per tahun  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Belanja Subsidi Kabupaten Batang Hari untuk empat tahun terakhir  cendrung stabil dengan rata-rata 

pertumbuhan realisasi belanja subsidi dari tahun  2011-2015 menurun 2,98 persen. 
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Pertumbuhan Belanja Hibah Kabupaten Batang Hari dari tahun 2011-2014 cendrung berfluktuasi, namun 

pada tahun 2015 terjadi lonjakan Belanja Hibah yang cukup besar hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumya, atau 

256,46 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Batang Hari lima tahun terakhir cenderung menurun, 

dengan rata-rata tingkat pertumbuhannya menurun sebesar 7,01 persen.  
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Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Batang Hari selama kurun waktu lima tahun terakhir memiliki 

kecendrungan meningkat, dimana peningkatan yang signifikan hampir dua kali lipat di bandingkan tahun 

sebelumnya terjadi pada tahun 2015. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 39,90 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Tidak Terduga Kabupaten Batang Hari selama lima tahun terakhir memiliki kecenderungan 

menurun, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 3,16 persen.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Belanja Langsung  

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan.  Rata-rata pertumbuhan belanja langsung ini sebesar 22,06 persen.   Jenis 

objek yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung terdiri dari : (a)Belanja Pegawai, (b)Belanja Barang dan Jasa, 

serta (c)Belanja Modal.  Dari ketiga objek belanja langsung tersebut rata-rata pertumbuhan yang tertinggi selama 

kurun waktu lima tahun terakhir  dari tahun 2011-2015 berada pada belanja modal dengan tingkat perumbuhan 

rata-rata sebesar 29,67 persen, diikuti dengan belanja Barang dan Jasa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 
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sebesar 26,56 persen dan terakhir diisi oleh pos Belanja Pegawai dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 

10,68 persen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeluaran yang langsung terkait dengan peningkatan pembangunan adalah belanja modal dan belanja 

barang dan jasa. Komposisi ketiga objek belanja tersebut dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3.2.2.  Analisis Pembiayaan   

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah.  Sumber Pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman 

daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan 

modal daerah, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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Pos Pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja, dimana dimungkinkan adanya surplus 

atau defisit dalam penganggaran daerah. Pos pembiayaan ini dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen 

belanja dan pendapatan.  Sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya.  

Tabel 3.5 
Pertumbuhan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2011-2015 
 

URAIAN  2011  2012  2013  2014  2015  

PEMBIAYAAN  50.675.993.574   78.234.186.853  97.961.523.331   71.171.429.438   65.411.437.318   

PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH  

56.120.993.574   80.734.186.853   112.961.523.331   86.171.429.438   67.640.437.318   

SILPA Tahun 
Sebelumnya  
 

56.120.993.574   80.734.186.853   112.961.523.331   86.171.429.438   67.640.437.318   

Pelampauan 
Penerimaan Dana 
Perimbangan  

56.120.993.57   80.734.186.853   112.961.523.331   -   -   

Pelampauan  
Penerimaan PAD  -   -    -   86.171.429.438   67.640.437.318   

Share PD  110,74   103,20   115,31   121,08   103,41   

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH  

5.445.000.000,00   2.500.000.000   15.000.000.000   15.000.000.000   2.229.000.000   

Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah  5.445.000.000,00   2.500.000.000   15.000.000.000   15.000.000.000   2.229.000.000   

Bank Pembangunan  
Daerah (BPD) Jambi  5.445.000.000,00    2.500.000.000   15.000.000.000   15.000.000.000   2.229.000.000   

Share PPD  10,74  3,20  15,31  21,08  3,41   

       Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari  

 

3.3  KERANGKA PENDANAAN    

 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang.   Termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah. Peyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.  

 

Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisiensi, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Batang Hari dipergunakan untuk 

membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakat 

pemerintah Kabupaten Batang Hari terus meningkat.  
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Pendanaan atau pembiayaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun anggaran 

2016-2021 ini sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah 

pada tahun anggaran 2011-2015 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pembiayaan program kegiatan 

mendatang.  

 

Proyeksi dilakukan terhadap tiga komponen APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan 

pendekatan kombinasi trend dan target berdasarkan kebutuhan. Selain itu juga perlu ditetapkan arah kebijakan 

pengelolaan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan manajemen keuangan dalam lima 

tahun kedepan.  

 

3.3.1. Proyeksi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah  

A. Proyeksi Pendapatan  

Pendapatan daerah diperoleh melalui pajak, retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada 

seluruh masyarakat.  Prinsip yang dianut adalah keadilan berarti warga masyarakat dalam posisi sama dan harus 

diperlakukan sama dan selanjutnya adalah prinsip kewajaran dilandasi pada konsep kemampuan warga 

masyarakat, artinya warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban 

yang tinggi pula.  Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang 

menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

  

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran 

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah.  

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah 

sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya.  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda).  Dalam hubungannya dengan 

RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi 

pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.  

    

Secara umum estimasi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan tren pertumbuhan pendapatan 

dalam beberapa tahun terakhir (minimal lima tahun), potensi pendapatan asli daerah dan kondisi makro ekonomi 

daerah, regional, nasional dan makro ekonomi internasional.  

 

Penyusunan estimasi pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017-2021 

didasarkan kepada analisi tren pertumbuhan kinerja keuangan daerah Tahun 2010-2015, potensi pendapatan asli 

daerah dan kondisi makro ekonomi di berbagai tingkatan.  
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Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari dalam tahun ke depan diproyeksikan 

tumbuh rata-rata sebesar 6,58 persen, sehingga pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 

persen.  PDRB per kapita ditargetkan tumbuh secara bertahap, sehingga pada tahun 2021 diestimasi menjadi 

sekitar Rp 67 juta per kapita per tahun dengan Indeks Gini Ratio pada katagori rendah sebesar 0,2525.  Nilai 

PDRB sektor dominan (pertanian) diharapkan tumbuh secara bertahap dari Rp 480,468 Milyar pada tahun 2014 

menjadi Rp 534,211 Milyar di tahun 2021. 

  

Berdasarkan analisis tersebut maka pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari diestimasi naik dari Rp 

1.119.600.072.723,- pada tahun 2017 menjadi Rp1.605.305.826.512,-,- di tahun 2021 atau naik sekitar 43,38 

persen dengan rata-rata pertumbuhan 9,45 persen per tahun, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.6 
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari 

Tahun Anggaran 2017-2021 
 

TAHUN 
ANGGARAN 

PAD 
DANA 

PERIMBANGAN 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 

YANG SAH 
JUMLAH 

1 2 3 4 5 

2017 87,188,800,949 895,349,269,063 137,062,002,711 1,119,600,072,723 

2018 112,063,070,429 987,232,421,550 159,964,692,101 1,259,260,184,081 

2019 141,877,161,206 1,058,093,747,026 179,700,484,882 1,379,671,393,114 

2020 174,256,924,291 1,132,106,331,325 204,447,794,343 1,510,811,049,960 

2021 205,558,131,824 1,190,559,680,085 209,188,014,602 1,605,305,826,512 

Peningkatan 
2016-2021 

135.76% 32.97% 52.62% 43.38% 

GR 23.98% 7.40% 11.28% 9.45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.27 
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 
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Tabel 3.7 
Proyeksi Pendapatan Daerah Per Jenis Penadapatan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017-2021 

 

URAIAN PENDAPATAN 

PROYEKSI 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Pendapatan Daerah 
 

1,119,600,072,723 1,259,260,184,080 1,379,671,393,114 1,510,811,049,959 1,605,305,826,511 

I Pendapatan Asli Daerah 87,188,800,949 112,063,070,429 141,877,161,206 174,256,924,291 205,558,131,824 

1 Pajak Daerah 17,273,670,851 30,684,015,825 39,455,865,838 49,965,193,195 58,353,626,286 

2 Retribusi Daerah 6,914,016,650 10,079,037,219 12,984,073,333 15,767,858,888 17,245,858,888 

3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

8,000,000,000 11,808,000,000 14,688,000,000 18,662,400,000 22,394,880,000 

4 
Lain- lain Pendapatan 
yang Sah 

55,001,113,448 59,492,017,386 74,749,222,035 89,861,472,208 107,563,766,650 

II Dana Perimbangan 895,349,269,063 987,232,421,550 1,058,093,747,026 1,132,106,331,325 1,190,559,680,085 

1 Dana Bagi Hasil Pajak 95,766,067,063 124,562,339,650 135,974,001,932 150,140,420,625 147,483,067,485 

2 
Dana Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

37,980,964,000 40,906,539,000 39,245,500,294 37,980,964,000 37,980,964,000 

3 Dana Alokasi Umum (DAU) 611,107,019,000 672,217,720,900 733,328,422,800 794,439,124,700 855,549,826,600 

4 Dana Alokasi Khusu (DAK) 150,495,219,000 149,545,822,000 149,545,822,000 149,545,822,000 149,545,822,000 

III 
Lain- lain Pendapatan 
yang Sah 

137,062,002,711 159,964,692,101 179,700,484,882 204,447,794,343 209,188,014,602 

1 
Dana Bagi Hasil Pajak 
Provinsi (PKB), BBNKB, 
Pajak Bahan Bakar) 

41,050,007,711 43,923,508,251 46,003,123,454 48,320,828,701 55,517,004,114 

2 
Dana Penyesuain Otonomi 
Khusus 

96,011,995,000 116,041,183,850 133,697,361,428 156,126,965,642 153,671,010,488 

 

a).  Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.  Lima tahun ke depan, tahun 2017-2021 PAD 

Kabupaten Batang Hari diestimasi tumbuh rata-rata 23,98 persen, sehingga pada tahun 2021 ditargetkan 

mencapai Rp 205.558.131.824,- atau meningkat sekitar 135,76 persen dari PAD Tahun 2017.  Kontribusi PAD 

dalam struktur APBD dalam lima tahun ke depan ditargetkan rata-rata sebesar 10,26 persen.  
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Grafik 3.28 
Estimasi PAD Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 

 

Pajak daerah diharapkan bisa tumbuh rata-rata 37,41 persen per tahun, restribusi daerah tumbuh 26,35 

persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh rata-rata 29,76 persen dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah ditarget lima tahun ke depan mampu tumbuh rata-rata 18,43 persen per tahun. 

  

b).  Dana Perimbangan  

Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 

Bukan Pajak. Dana Perimbangan menempati porsi terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Batang Hari, yaitu 

rata-rata sebesar 76,83 persen. Dalam tahun 2017-2021 Dana Perimbangan di Kabupaten Batang Hari diestimasi 

tumbuh rata-rata 7,40 persen per tahun, sehingga pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 1.190.559.680.085,- 

atau meningkat sekitar 32,97 persen dari Dana Perimbangan Tahun 2017.   

 
Grafik 3.29 

Estimasi Dana Perimbangan Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 
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c).  Lain-lain Pendapatan Yang Sah  

Pada tahun 2017-2021 sumber penerimaan daerah dari Lain-lain pendapatan yang sah diharapkan 

berkontribusi rata-rata sebesar 12,61 persen dalam struktur ABPD Kabupaten Batang Hari, dengan pertumbuhan 

rata-rata 11,28 persen  per tahun, sehingga pada tahun 2021 ditargetkan pendapatan daerah dari pos penerimaan 

ini  sebesar Rp 209.188.014.602 atau meningkat 52,62 persen dari kondisi tahun 2017.    

 

Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Dana Penyesuaian 

Otonomi Khusus.  Dana bagi hasil pajak provinsi dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat tumbuh rata-rata 

sebesar 7,92 persen per tahun dan dana penyesuaian otonomi khusus tumbuh rata-rata 12,82 persen per tahun.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 3.30 
Estimasi Dana Lain-lain Pendapatan Yang Sah  

Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 
 

B.  Arah Pengelolaan Pendapatan  

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.  

Besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan.  

Artinya volume pembangunan sangat tergantung dari kapasitas pendapatan daerah.  Oleh karena itu strategi 

pengelolaan pendapatan daerah adalah sangat penting dan merupakan bagian yang terpisahkan dari kebijakan 

pembangunan daerah itu sendiri.   

 

Sesuai proporsi sumber pendapatan daerah dan ruang lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Batang 

Hari, maka strategi kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada mengupayakan sumber pendapatan 

desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar.  Sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekalipun kontribusinya kecil, namun terus ditingkatkan dengan tetap 

mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat.  Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus 

ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sehingga 
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dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat berkurang dan 

digantikan oleh sumber pendapatan lainnya.   

 

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dalam kurun waktu 

lima tahun mendatang, antara lain :    

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang membidangi tugas pendapatan daerah.  

b. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi 

maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.  

c. Akselerasi pendataan dan akurasi potensi pajak daerah, terutama PBB-P2  

d. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal dalam rangka pemungutan pendapatan 

daerah;  

e. Meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kebocoran dalam proses perolehan PAD.  

f. Meningkatkan peran aktif aparatur dalam memperoleh dana perimbangan, dan sumber-sumber dana lainnya  

g. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah;  

h. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan terhadap masyarakat dalam menghasilkan pendapatan 

daerah.  

i. Optimalisasi jasa elektronik dalam pengelolaan pendapatan daerah.  

j. Memperkuat peran PAD dalam struktur pendapatan daerah.  

k. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;  

l. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah; 

     

3.3.2  Proyeksi dan Arah Pengelolaan Belanja Daerah  

A. Proyeksi Belanja  

Besaran belanja daerah sangat tergantung kepada besaran pendapatan daerah.  semakin besar 

pendapatan daerah maka semakin besar pula potensi belanja daerah. Secara makro belanja daerah sebagai 

komponen keuangan daerah diharapkan mampu memberi dorongan atau stimulan terhadap perkembangan 

ekonomi daerah melalui multiplier effect yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih 

merata.    

 

Besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai sangat mempengaruhi proyeksi 

belanja.  Hal ini dilakukan dengan cara memperhatikan perkiraan inflasi, serta trend perkembangan komposisi 

belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain.   

  

Peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang relatif 

berat, namun perlu menjadi prioritas.  Kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan merupakan 
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isu penting yang perlu dicermati bagi penyelenggara pemerintahan, karena porsinya sangat tergantung oleh 

kebijakan pemerintah pusat.   

 

Sesuai dengan besaran pendapatan daerah, maka belanja daerah Kabupaten Batang Hari dalam lima 

tahun ke depan diharapkan bisa tumbuh rata-rata 9,42 persen per tahun.  Total belanja daerah diestimasi naik dari 

Rp 1.136.063.909.352,- di tahun 2017 menjadi 1.627.411.943.041,- di tahun 2021 atau naik sekitar 43,25 persen.   

Belanja Langsung pada akhir periode pemerintahan tahun 2021 diestimasi bisa naik 59,88 persen dibanding tahun 

2017 dengan pertumbuhan rata-rata 12,46 persen per tahun.  Sedangkan Belanja Tidak Langsung (BTL) 

diharapkan naik 30,38 persen dibandingkan tahun 2017 dengan pertumbuhan rata-rata 6,90 persen per tahun.  

Rincian per tahun dan per jenis belanja dapat dilihat pada dua tabel berikut ini : 

Tabel 3.8  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari  

Tahun Anggaran 2017-2021 
 

TAHUN ANGGARAN 
BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 
BELANJA LANGSUNG JUMLAH 

1 2 3 4 

2017 640,581,692,575 495,482,216,777 1,136,063,909,352 

2018 704,639,861,833 569,804,549,293 1,274,444,411,126 

2019 753,385,680,274 643,879,140,701 1,397,264,820,975 

2020 816,321,424,780 714,705,846,178 1,531,027,270,958 

2021 835,220,877,467 792,191,065,574 1,627,411,943,041 

Peningkatan 2017-2021 30.38% 59.88% 43.25% 

GR 6.90% 12.46% 9.42% 

 

Tabel 3.9 
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2017-2021 
 

BELANJA 2017 2018 2019 2020 2021 GR 

1 2 3 4 5 6 7 

BELANJA DAERAH 1,136,063,909,352.06 1,274,444,411,126.12 1,397,264,820,976.23 1,531,027,270,958.92 1,627,411,943,041.56 10.81% 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

640,581,692,575.06 704,639,861,832.57 753,385,680,274.52 816,321,424,780.02 835,220,877,467.45 7.60% 

BELANJA PEGAWAI 414,351,286,337.76 455,786,414,971.54 486,135,423,196.00 531,083,649,706.00 542,568,835,889.00 7.74% 

BELANJA BUNGA - - - - - 0.00% 

BELANJA SUBSIDI 1,200,000,000.00 1,320,000,000.00 1,438,800,000.00 1,539,516,000.00 1,631,886,960.00 9.00% 

BELANJA HIBAH 30,253,640,000.00 33,279,004,000.00 34,274,114,360.00 36,313,302,365.20 38,142,100,507.11 6.52% 

BELANJA BANTUAN 
SOSIAL 

24,472,300,000.00 26,919,530,000.00 27,342,287,700.00 28,896,247,839.00 30,280,022,709.34 5.93% 

BELANJA BAGI HASIL 
 

- 
  

- 0.00% 

BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN 

167,824,466,237.30 184,606,912,861.03 201,221,535,018.52 215,307,042,469.82 219,225,465,018.00 7.66% 

BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

2,480,000,000.00 2,728,000,000.00 2,973,520,000.00 3,181,666,400.00 3,372,566,384.00 9.00% 

BELANJA LANGSUNG 495,482,216,777.00 569,804,549,293.55 643,879,140,701.71 714,705,846,178.90 792,191,065,574.11 14.97% 

BELANJA PEGAWAI 78,507,234,901.00 90,283,320,136.15 102,020,151,753.85 113,242,368,446.77 124,566,605,291.45 14.67% 

BELANJA BARANG DAN 
JASA 

230,957,341,676.00 265,600,942,927.40 300,129,065,507.96 333,143,262,713.84 369,789,021,612.36 15.03% 

BELANJA MODAL 186,017,640,200.00 213,920,286,230.00 241,729,923,439.90 268,320,215,018.29 297,835,438,670.30 15.03% 
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Proyeksi Belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2021 

diproyeksikan cenderung meningkat.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.10  
Proyeksi Belanja Pengeluaran  

Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2017-2021 

 

NO JENIS BELANJA 
PROYEKSI BELANJA (RUPIAH) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 4 5 6 7 8 

A Belanja Tidak Langsung 359,724,486,264 398,442,814,757 425,819,593,418 469,627,419,785 479,367,793,748 

1 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan, Anggota 
Pimpinan DPRD serta 
Operasional KDH/WKDH 

357,760,373,318 396,282,290,517 423,443,016,755 467,013,185,455 476,492,135,984 

2 
Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah 

1,964,112,945.30 2,160,524,239.83 2,376,576,663.81 2,614,234,330.19 2,875,657,763.21 

B Belanja Langsung 113,840,000,000 127,571,200,000 139,328,320,000 152,261,150,000 166,487,270,000 

1 
Belanjan Langsung Non 
Urusan 

103,840,000,000 117,571,200,000 129,328,320,000 142,261,150,000 156,487,270,000 

C 
Pembiayaan 
Pengeluaran 

10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

1 Penyertaan Modal 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

TOTAL 483,564,486,264 536,014,014,757 575,147,913,418 631,888,569,785 655,855,063,748 

 

Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami 

peningkatan dari Rp 483.564.486.264,-  di tahun 2017 menjadi sebesar Rp 655.855.063.748,- di tahun 2021.  

Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan 

pengeluaran yang wajib mengikat, serta prioritas utama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.31 
Proyeksi Belanja Pengeluaran wajib, Mengikat  dan Prioritas utama Kabupaten Batang Hari  

Tahun 2017-2021 
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B. Arah Pengelolaan Belanja  

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran  

Belanja daerah harus terhindar dari pemborosan dan harus tepat guna.  Dana yang tersedia 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial 

kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.  Peningkatan 

kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan 

langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.  

 

b) Transparansi dan Akuntabel  

Pengelolaan belanja daerah wajib dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

(akuntabel).  Setiap Pengeluaran Belanja Langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Artinya pihak ketiga/swasta dan warga 

masyarakat mudah mendapatkan informasi serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi 

belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi 

keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.  

  

c) Optimalisasi Belanja Langsung  

Kualitas APBD salah satunya dapat dilihat dari indikator besaran belanja langsung dibanding belanja tidak 

langsung. Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun 

berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat.  Optimalisasi pemanfaatan Belanja Langsung akan lebih penting 

dalam rangka percepatan peningjatan kesejahteraan masyarakat dalam bentu belanja publik.  Pembangun 

infrastruktur perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan 

mekanisme dan ketentuan yang berlaku. 

  

d) Prioritas  

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program prioritas pembangunan, 

yaitu bidang SDM, ekonomi kerakyatan, infrastruktur pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan pelayanan umum 

serta keagamaan dan kearifan lokal.  

 

e) Tolak Ukur dan Target Kinerja  

Penungganaan anggaran Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program harus disertai dengan tolok 

ukur dan target kinerja yang meliputi masukan (input), output (keluaran) dan hasil (outcome) sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi.  Penggunaan tolak ukur dan target kinerja dalam belanja daerah diharapkan mampu 

mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan.   
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3.3.3  Proyeksi dan Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah  

A. Proyeksi Pembiayaan  

Untuk menutupi Defisit Belanja, diproyeksikan adanya penerimaam dari SilPA tahun sebelumnya, 

sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari pada Bank Jambi dan PDAM sebagai bentuk investasi.  

Tabel 3.11 
Proyeksi SiLPA dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2017-2021 

 

NO URAIAN 

PROYEKSI 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pendapatan Daerah   1,119,600,072,723    1,259,260,184,081    1,379,671,393,114    1,510,811,049,960    1,605,305,826,512  

2 
Penerimaan 
Pembiayaan (SiLPA)        26,463,836,629         25,184,227,046         27,593,427,862         30,216,220,999         32,106,116,530  

JUMLAH   1,146,063,909,352    1,284,444,411,127    1,407,264,820,976    1,541,027,270,959    1,637,411,943,042  

3 
Pegeluaran 
Pembiayaan        10,000,000,000         10,000,000,000         10,000,000,000         10,000,000,000         10,000,000,000  

JUMLAH   1,136,063,909,352    1,274,444,411,127    1,397,264,820,976    1,531,027,270,959    1,627,411,943,042  

 

Grafik 3.32 
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2017-2021 (Dalam Milyar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Arah Pengelolaan Pembiayaan  

Skenario anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan tidak 

direncanakan besaran surplus/defisit.  Sedangkan Surplus terjadi ketika kondisi realisasi pendapatan lebih besar 

dari realisasi belanja, Alokasi Surplus yang didapat akan digunakan dalam penyertaan modal maupun untuk 

tambahan belanja langsung atau belanja tidak langsung.    

Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :   
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a) Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada 

waktu APBD dijalankan.   

b) SiLPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran 

tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.   

c) Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari penerimaan Deviden 

atas penyertaan Modal akan dimasukkan dalam kerangka penerimaan pendapatan.  Penggunaannya lebih 

lanjut dapat dimasukkan kembali sebagai bentuk penyertaan modal tahun berikutnya.  

  

3.3.4  Kebijakan Umum Anggaran  

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengelola 

keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi 

anggaran yang tersedia yang dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.  

 

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan 

alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.  Kelompok 

Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.  Kelompok Prioritas III mendapatkan 

alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.  

 

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :  

Prioritas I,   

Dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama.  

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan :  

a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, yang 

merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah, 

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan 

oleh daerah pada tahun rencana.   Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan 

publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat 

dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.   

b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas 

pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang 

dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.  

 

Prioritas III,     

Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti, tambahan 

penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan 

dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.  Pengalokasiannya Prioritas III harus mendahulukan 

pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Berkaitan 
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dengan hal tesebut Alokasi kerangka pendanaan berdasarkan Prioritas tersaji dalam tabel sebagai berikut.  

Gambaran alokasi anggaran berdasarkan prioritas belanja daerah lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.12 
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas 

Tahun Anggaran 2017-2021 
 

 

Kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021 selama 5 (lima) tahun ke depan, secara 

rinci disajikan dengan tabel sebagai berikut.  

Tabel 3.13 
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2017-2021 
 

URAIAN 
PROYEKSI 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Kapasitas 
Kemampuan 
Keuangan 1,146,063,909,352 1,284,444,411,127 1,407,264,820,976 1,541,027,270,959 1,637,411,943,042 

Pendapatan Daerah 1,119,600,072,723 1,259,260,184,081 1,379,671,393,114 1,510,811,049,960 1,605,305,826,512 

SiLPA 26,463,836,629 25,184,227,046 27,593,427,862 30,216,220,999 32,106,116,530 

Belanja 1,146,063,909,352 1,284,444,411,126 1,407,264,820,975 1,541,027,270,958 1,637,411,943,041 

Belanja Tidak 
Langsung 640,581,692,575 704,639,861,833 753,385,680,274 816,321,424,780 835,220,877,467 

Prioritas I 359,724,486,264 398,442,814,757 425,819,593,418 469,627,419,785 479,367,793,748 

 Belanja Gaji dan 
Tunjangan, Anggota 
Pimpinan DPRD 
serta Operasional 
KDH/WKDH  357,760,373,318 396,282,290,517 423,443,016,755 467,013,185,455 476,492,135,984 

Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah  1,964,112,945 2,160,524,240 2,376,576,664 2,614,234,330 2,875,657,763 

Prioritas III 280,857,206,311 306,197,047,076 327,566,086,856 346,694,004,995 355,853,083,719 

NO PRIORITAS 
ALOKASI ANGGARAN 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Prioritas I 483,564,486,264 536,014,014,757 575,147,913,418 631,888,569,785 655,855,063,748 

 
Belanja Tidak Langsung 359,724,486,264 398,442,814,757 425,819,593,418 469,627,419,785 479,367,793,748 

 
Belanja Langsung 113,840,000,000 127,571,200,000 139,328,320,000 152,261,150,000 166,487,270,000 

 
Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

2 Prioritas II 381,642,216,777 442,233,349,293 504,550,820,701 562,444,696,178 625,703,795,574 

3 Prioritas III 280,857,206,311 306,197,047,076 327,566,086,856 346,694,004,995 355,853,083,719 

 
Belanja Tamb. Penghasilan 54,626,800,074 57,343,600,215 60,315,829,777 61,456,229,921 63,201,042,141 

 
Belanja Subsidi 1,200,000,000 1,320,000,000 1,438,800,000 1,539,516,000 1,631,886,960 

 
Belanja Hibah 30,253,640,000 33,279,004,000 34,274,114,360 36,313,302,365 38,142,100,507 

 
Belanja Bantuan Sosial 24,472,300,000 26,919,530,000 27,342,287,700 28,896,247,839 30,280,022,709 

 
Belanja Bantuan Keuangan 167,824,466,237 184,606,912,861 201,221,535,019 215,307,042,470 219,225,465,018 

 
Belanja Tidak Terduga 2,480,000,000 2,728,000,000 2,973,520,000 3,181,666,400 3,372,566,384 

TOTAL 1,146,063,909,352 1,284,444,411,126 1,407,264,820,975 1,541,027,270,958 1,637,411,943,041 
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URAIAN 
PROYEKSI 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

 Belanja Tambahan 
Penghasilan   54,626,800,074 57,343,600,215 60,315,829,777 61,456,229,921 63,201,042,141 

 Belanja Subsidi  1,200,000,000 1,320,000,000 1,438,800,000 1,539,516,000 1,631,886,960 

 Belanja Hibah  30,253,640,000 33,279,004,000 34,274,114,360 36,313,302,365 38,142,100,507 

 Belanja Bantuan 
Sosial  24,472,300,000 26,919,530,000 27,342,287,700 28,896,247,839 30,280,022,709 

 Belanja Bantuan 
Keuangan  167,824,466,237 184,606,912,861 201,221,535,019 215,307,042,470 219,225,465,018 

 Belanja Tidak 
Terduga  2,480,000,000 2,728,000,000 2,973,520,000 3,181,666,400 3,372,566,384 

 Belanja Langsung  495,482,216,777 569,804,549,293 643,879,140,701 714,705,846,178 792,191,065,574 

 Prioritas I  113,840,000,000 127,571,200,000 139,328,320,000 152,261,150,000 166,487,270,000 

 Belanjan Langsung 
Non Urusan  113,840,000,000 127,571,200,000 139,328,320,000 152,261,150,000 166,487,270,000 

 Proritas II  381,642,216,777 442,233,349,293 504,550,820,701 562,444,696,178 625,703,795,574 

 Program 
Pencapaian Visi dan 
Misi Kepala Daerah  381,642,216,777 442,233,349,293 504,550,820,701 562,444,696,178 625,703,795,574 

 Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah  10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

 Pembayaran Pokok 
Hutang  

     
 Penyertaan Modal  10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 

 Dana Cadangan  
      Surplus/ Defisit  - - - - - 

 

A.  Pendapatan Daerah  

Selaras peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah terus meningkat, Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari merencanakan peningkatan pendapatan baik yang diupayakan melalui Pendapatan Asli 

Daerah,  bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan maupun Pendapatan Lain-lain yang sah.  

Pertumbuhan Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah menjadi faktor penting yang 

ditunjukan dengan pertumbuhan pada lima tahun mendatang baik kuantitas dan kualitas pendapatan asli daerah.  

Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah unsur cukup penting mendorong pertumbuhan Dana 

Perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari.  

 

Pada periode mendatang yaitu tahun anggaran 2017-2021 prediksi anggaran pendapatan semakin 

meningkat meskipun peningkatan tersebut relatif tidak besar seiring dengan perubahan kondisi dan keadaan masa 

mendatang.   Pendapatan daerah diharapkan dapat tumbuh rata-rata 9,45 persen per tahun.  Sementara belanja 

daerah diestimasi tumbuh rata-rata 9,42 persen per tahun.   

 

B. Belanja Daerah  

Kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka 

memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik, Secara spesifik, langkah efisiensi dan efektivitas belanja 

daerah harus menjadi kebijakan yang diterapkan pada semua pos belanja daerah.  Belanja Daerah dikelompokkan 
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dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja.  

Untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, sedangkan 

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja 

Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga.  

 

1. Belanja Langsung   

Belanja Langsung adalah belanja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan program dan 

kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran serta Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah.  Belanja Pegawai antara lain Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, 

Belanja Kursus dan Hadiah/Penghargaan berupa Uang yang diserahkan kepada Warga Masyarakat.  Belanja 

Modal diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari.  

 

2. Belanja Tidak Langsung   

Sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat akan menaikkan 

gaji PNS, dalam bentuk gaji ke 13 dan 14. Hal ini akan berpengaruh pada APBD dalam 5 (lima) tahun ke depan 

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.   

 

Belanja Hibah secara rutinitas dialokasikan untuk BOS, PAUD, Dana Operasional Dinniyah, KONI, 

Lembaga Adat, Pramuka, BPOC, BKMT, Tempat Ibadah dan Pada Kelompok Masyarakat Lainnya.  Selain itu 

alokasi terbesar untuk penyelenggaraan MTQ pada tahun 2018, Pekan Olah Raga Provinsi pada tahun 2019 dan 

Pilkada serentak pada tahun 2020.  

 

Bantuan Sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dalam bentuk bedah rumah, rawat 

inap, yatim piatu dan bantuan uang kematian.  

 

Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik dialokasikan Dana Desa (DD) dan Alokasi 

Dana Desa (ADD).  Selain dari komponen diatas melalui Belanja Tidak Lansung juga dialokasikan Dana Tidak 

Terduga yang digunakan untuk bantuan musibah bencana alam.  

 

C. Pembiayaan Daerah  

Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu,  Transfer dari Dana 

Cadangan maupun Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan.   

 

Dalam lima tahun ke depan pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal di Bank Jambi dan 

PDAM.  Kebijakan pembiayaan daerah ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan daerah dalam bentuk 

deviden sepanjang tahun.  
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BAB IV  
ANALISIS ISU-ISU STRAATEGIS 

  

 

Analisis tentang isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam 

penyusunan perencanaan daerah.  Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara 

capaian kinerja pembangunan dengan rencana dan harapan yang ingin dicapai di masa datang dalam kurun waktu 

tertentu.  Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.  Analisis tentang hal ini diperlukan untuk mengetahui fenomena 

yang terjadi dan kebutuhan masyarakat,  serta untuk mendesain prioritas, arah kebijakan dan strategi 

pembangunan jangka menengah.    

 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum  dapat  

diselesaikan  pada  periode  lima  tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan 

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.  

 

Sesuai visi misi Kabupaten Batang Hari tahun 2016-2021, dalam lima tahun ke depan terdapat lima 

prioritas pembangunan.  Penetapan prioritas pembangunan ini didasari atas permasalahan dan isu-isu strategis 

yang sedang berkembang dalam kurun waktu terakhir.  Prioritas pembangunan tersebut meliputi ; (1) aspek 

Sumberdaya Manusia, (2) aspek ekonomi kerakyatan, (3) aspek infrastruktur dan pelayanan dasar, (4) aspek 

reformasi birokrasi dan pelayanan umum, dan (5) aspek kearifan lokal.  
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Sementara analisis tentang permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Batang Hari, dapat dikelompokan 

yaitu ; (1) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (2) Permasalahan Sosial dan Budaya, 

(3) Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (4) Prasarana Wilayah.  Secara rinci isu-isu 

strategis per urusan dapat diuraikan sebagai berikut.  

 

4.1  PERMASALAHAN PEMBANGUNAN    

4.1.1  Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   

A.  Pemerintahan Umum  

1. Kinerja perencanaan pembangunan daerah pada setiap level pemerintahan kualitasnya masih belum optimal, 

kurang partisipatif, akuntabel dan kurang transparan.   

2. Hanya sekitar 19,62 persen dari hasil musrenbang yang dapat diakomodir dalam APBD.  

3. Kegiatan penelitian dan pengembangan belum optimal dan relatif masih kurang.  Jika pun ada, kualitasnya 

masih sangat rendah.  

4. Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem 

pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun.   

5. Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien.  

6. Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka 

mengengah;   

7. Masih terdapat penempatan aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan kompetensi serta sistem 

penempatan yang belum transparan.   

8. Pengelolaan sistem data dan informasi kepegawaian serta pengelolaan kearsipan daerah masih belum 

optimal.  

9. Tatanan organisasi perangkat daerah masih dinilai belum efektif.   

10. Masih terdapat OPD tidak memiliki struktur yang lengkap sesuai fungsi dan beban tugas OPD.  Pada sisi lain 

masih banyak OPD yang memiliki struktur organisasi yang lengkap namun tidak berfungsi optimal.  

11. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum menunjukan perubahan kearah yang lebih baik dan masih 

rendahnya jangkauan serta kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.  

12. Sebahagian aparatur pemerintahan masih memiliki kompetensi yang tidak memadai, berdisiplin rendah serta 

berkinerja buruk sehingga menjadi penghambat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas 

dari KKN.   

13. Kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah dan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa belum 

optimal.  

14. Masih banyak desa/kecamatan yang belum memiliki batas-batas administrasi yang defenitif, sehingga sering 

menimbulkan konflik dan gesekan di masyarakat dari berbagai aspek kehidupan.  

15. Penempatan aparatur belum terdistribusi secara merata, terutama aparatur di bidang pendidikan dan 

kesehatan.  
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B.   Pelayanan Publik  

1. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic 

Government, e-Gov) belum optimal.  

 

C.  Pengelolaan Keuangan Daerah  

1. Pengelolaan keuangan daerah masih belum profersional, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel.  

2. Belum optimalnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD.   

3. Proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara total terhadap pendapatan asli daerah masih rendah.  

Hal ini mencerminkan belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan retribusi daerah.  

4. Belum maksimalnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. Inventarisir terhadap asset daerah 

harus dilakukan secara optimal dalam rangka mengidentifikasi potensi PAD yang memungkinkan diperoleh 

dari pengelolaan asset daerah tersebut.  

5. Pengelolaan asset daerah belum sempurna dan masih menimbulkan permasalahan berkenaan dengan hasil-

hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan.  

    

4.1.2  Permasalahan Sosial dan Budaya  

A.   Pendidikan  

1. Kuantitas dan kualitas serta kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dinilai masih relatif rendah 

dengan distribusi yang belum merata di setiap wilayah.  Baru sekitar 83,24 persen tenaga pendidik yang 

berijazah S1 dan yang bersertifikasi baru 59,21 persen.  Sementara rata-rata lama sekolah baru mencapai 

7,45 tahun, yang antara lain disebabkan karena belum maksimalnya aksesbilitas pendidikan.  

2. Tingkat partisipasi sekolah masyarakat masih relatif rendah, terutama pada tingkat SMP dengan APM rata-

rata 79,46 dan SMU rata-rata 58,48.  Demikian pula nilai kelulusan pada tingkat SMP sederajat masih sangat 

rendah, baru mencapai 63,99 dan tingkat SD sederajat rata-rata 72,35 masih relatif rendah.    

3. Belum optimalnya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan.  Manajemen pengelolaan 

pendidikan terlihat belum maksimal, baru sekitar 52 persen sekolah yang terakreditasi minimal B.  

4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang pendidikan juga belum memadai sesuai dengan standar 

kebutuhan.  Ruang kelas dalam kondisi baik yang memenuhi rasio ideal terhadap jumlah murid baru 

mencapai 32 persen.  Sementara sekolah yang telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal baru sekitar 70 persen.      

 

B.  Kesehatan  

1. Pada aspek kualitas kesehatan masyarakat, terlihat bahwa masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 

yang baru mencapai 67,68 dengan Angka Harapan Hidup 69,71 Tahun.  Demikian pula angka kematian bayi 

masih relatif tinggi, sebesar 4,3 orang per 1.000 kelahiran hidup.  
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2. Pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat hidup dan SDM masyarakat masih belum 

memadai.  Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya jumlah tenaga medis sesuai kebutuhan penduduk 

dengan rasio baru mencapai 12,00 persen.  Belum ada puskesmas yang terakreditasi dan baru 5,8 persen 

puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan.  Demikian pula Indek kepuasan Masyarakat / Pasien 

(IKM) baru mencapai 73,81 Skala Ligkert, sementara penyediaan obat-obatan di Puskesmas dan Rumah 

Sakit, baru mencapai 96,27 persen dari kebutuhan.  

3. Kurangnya pengetahuan ibu tentang risiko tinggi pada kehamilan dan belum semua ibu hamil dengan risiko 

tinggi mendapat pelayanan tenaga kesehatan.  

4. Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat masih 

belum berkembang dengan baik di tengah masyarakat.  

5. Kondisi infrastruktur bidang kesehatan juga belum memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Rasio 

puskesmas terhadap 100.000 jumlah penduduk sebesar 6,6 persen.  Demikian pula dengan infrastruktur 

Rumah Sakit Umum Type C belum mampu memenuhi kebutuhan setiap wilayah kecamatan.   

 

C.    Kebudayaan  

1. Terdapat beberapa bentuk kearifan lokal di bidang keagamaan, budaya dan adat asli Kabupaten Batang Hari/ 

Melayu yang semakin hari semakin menghilang dari aktifitas masyarakat.  

2. Belum optimalnya pembinaan kearifan lokal asli Batang Hari oleh pemerintah daerah dan semakin 

berkurangnya peran lembaga adat daerah.  

3. Kurangnya fasilitasi pengembangan budaya adat daerah untuk melestarikan kearifan lokal.  

4. Pengembangan kearifan lokal kesenian daerah dan olah raga tradisional belum optimal dan cennderung 

semakin menurun.   

5. Semakin berkurangnya kecintaan generasi muda terhadap seni budaya daerah dan olah raga tradisional.  

Jumlah pentas seni budaya daerah hanya sebanyak 15 sanggar dan persentase cabang olah raga yang 

berprestasi baru 11,54 persen.  

 

 D.  Pemuda dan Olah Raga  

Tidak seluruh kecamatan memiliki infrastruktur olah raga yang memadai.  

 

E.  Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak  

1. Belum optimalnya usaha dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak terhadap 

anak dengan  nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) baru mencapai 69,83 persen.  Kondisi ini 

berpengaruh terhadap kualitas SD ibu dan anak untuk mewujudkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan 

berkarakter.  

2. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Batang Hari masih relatif tinggi (2,3 persen) sehingga akan sangat 

mempengaruhi aspek pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.  
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F.  Sosial  

1. Belum optimalnya langkah-langkah pemberdayaan masyakat dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga 

persentase penduduk miskin masih relatif tinggi.  

2. Belum optimalnya peran serta pihak swasta/Investor dalam pembangunan dalam bentuk CSR.  Potensi CSR 

dari para investor belum dikelola dan difasilitasi secara baik.  

3. Isu tentang kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender 

dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi juga kegagalan 

memenuhi hak-hak dasar (kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman) dalam menjalani hidupnya secara bermartabat.   

4. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dan 

belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Secara administratif, persentase rumah tangga miskin terbanyak 

berada di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Muara Bulian dan Kecamatan Muara Tembesi.    

5. Penurunan penduduk miskin belum sepadan dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi karena 

pertumbuhan ekonomi belum berkualitas dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir.  Sementara 

kesejahteraan petani masih rendah akibatnya angka kemiskinan pada petani khususnya tanaman pangan 

cenderung meningkat karena nilai tukar petani masih rendah.  

6. Kemiskinan menimbulkan masalah ekonomi, ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan muncul 

akibat tekanan kemiskinan.  Penanganan masalah sosial diperlukan partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.  

7. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengelolaan pertanian.  Kondisi 

infrastruktur transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih 

belum lancar, sehingga melemahkan bargaining position petani dalam menjual hasil produksinya dan pada 

sisi lain meningkatkan biaya produksi dalam mendapatkan faktor produksi di pasar.  Kondisi ini menyebabkan 

Nilai Tukar Petani (NTP) masih di bawah BEP, yaitu sebesar 95,67 persen    

8. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah masih rendah sehingga berdampak terhadap tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.  Laju pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,4 

persen.  Sekalipun demikian kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks Gini Ratio masih 

masuk dalam katagori rendah sebesar 0,294.  

9. Pemahaman masyarakat tentang aspek keagamaan dalam aktifitas berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat cenderung semakin melemah, sehingga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan 

pembangunan.  

10. Terdapat kecenderungan semakin berkurangnya peran serta tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam 

proses pembangunan.  

11. Infrastruktur pengendalian dampak bencana alam masih belum optimal, baru sekitar 10,00 persen dari 

dampak bencana alam yang  dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah.    
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12. Masih banyak fasilitas sarana prasara rumah ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan yang tidak layak.  

Pada sisi lain terdapat sarana prasarana peribadatan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.  

 

G.   Tenaga Kerja  

1. Belum optimalnya semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri 

dan menciptakan lapangan kerja baru;   

2. Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja.  Pada 

sisi lain spesifikasi angkatan kerja yang tersedia belum mampu memenuhi pasar kerja dan belum profesional 

sehingga tingkat penganguran terbuka pada tahun 2014 tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota Provinsi 

Jambi yaitu sebesar 5,69 persen.  

 

4.1.3  Permasalahan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam  

A.  Investasi  

1. Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan 

kesempatan kerja.  Investasi daerah relatif belum berkembang, antara lain disebabkan birokrasi (terutama 

perizinan) belum efisien dan efektif, dukungan infrastruktur masih lemah, kepastian jaminan keamanan 

berusaha dalam bidang penanaman modal masih lemah, sehingga berdampak pada ekonomi biaya tinggi.  

2. Sebahagian besar (60 persen) perusahaan yang berinvestasi di daerah belum memiliki izin sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pada sisi lain proses pelayanan perizinan belum dilakukan 

secara efesien, efektif dan transparan.  

3. Nilai inventasi daerah dan penanaman modal masih relatif rendah, pada tahun 2015 baru sebesar 

Rp.1.700.000.000.000,-.  

 

B.  Perindustrian dan Perdagangan  

1. Sektor hilir (agroindustri) produk perkebunan, tanaman pangan dan perikanan belum berkembang sehingga  

masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.  

2. Agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas serta daya 

saing produk pertanian masih belum berkembang.  Nilai eksport produk unggulan daerah sebesar 2.631,65 

Juta Rupiah.   

3. Infrastruktur perdagangan (seperti pasar tradisonal, pasar desa, pasar lelang karet)  masih banyak yang 

belum layak dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. hanya 74 persen infrastruktur pasar yang 

dinilai baik/layak.  

 

C.  Ketahanan Pangan  

1.   Produksi pangan belum dapat memenuhi konsumsi pangan penduduk. Ketergantungan terhadap pasokan 

pangan dari luar kota/luar daerah masih sangat tinggi sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan 
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pangan di tingkat rumah tangga.  Rata-rata peningkatan produksi beras secara lokal baru mencapai 55,94 

persen. 

2.    Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai skor ideal, yaitu baru mencapai 76,2.  

3. Pola konsumsi masyarakat masih banyak tergantung dengan padi-padian (beras) sebagai makanan pokok 

sumber karbohidrat sehingga rawan akan keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Pada sisi lain 

pengembangan keanekaragaman pangan lokal masih kurang.   

 

D.  Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  

1. Sumberdaya Manusia dan kelembagaan petani masih belum memadai.  Baru sekitar 7,85 persen dari jumlah 

petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran.  Demikian pula SDM Aparatur Penyuluh 

Pertanian masih belum optimal, yang dibuktikan dengan masih rendahnya (42,22 persen) penyuluh pertanian 

yang berkinerja baik.  

2. Pola Kemitraan di bidang perkebunan antara investor dengan masyarakat masih belum berkeadilan dan 

relatif belum berpihak kepada masyarakat kecil/petani. Pada sisi lain kepastian hukum pengelolaan dan 

pemanfaatan serta kepemilikan lahan masih relatif lemah.  Kondisi ini sering memicu terjadinya 

konflik/friksi/sengketa lahan baik antara pihak investor dengan masyarakat, investor dengan investor, 

maupun antar masyarakat.  

3. Tingkat produktifitas usaha perkebunan (karet dan kelapa sawit) masih relatif rendah.  Luas tanaman karet 

yang produktif hanya seluas 68,63 persen dan kelapa sawit 77,77 persen.  Sementara upaya peremajaan 

karet tua masih berjalan lamban.  Sampai saat ini baru sekitar 10,73 persen luas kebun karet tua yang telah 

diremajakan (Replanting).  

4. Pemanfaan potensi lahan sawah masih belum optimal, masih banyak lahan tidur dan lahan yang pernah 

dijadikan sawah yang tidak digarap/tidak dimanfaatkan.  Baru sekitar 43,93 persen dari potensi yang telah 

dimanfaatkan untuk lahan sawah.  Hal yang sama juga terjadi untuk lahan pangan lainnya seperti potensi 

lahan palawaija dan holtikultura.  

5. Pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan belum optimal.  

6. Sentra-sentra pengembangan ternak rakyat belum tumbuh secara optimal yang berdampak terhadap 

rendahnya produksi daging, sampai dengan akhir 2015 baru mencapai 2.145 Ton.  

7. Infrastuktur pertanian belum memadai sesuai kebutuhan masyarakat, baru sekitar 26,29 persen dari luas 

areal sawah yang mendapat akses irigasi.  Jalan produksi pertanian/perkebunanan yang telah dibangun baru 

sebesar 28,32 persen dari kebutuhan sepanjang 246 KM.  
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E. Kelautan dan Perikanan  

Pemanfaatan potensi pengembangan usaha perikanan (kolam, keramba dan perairan umum) belum sebanding 

dengan potensi lestarinya, sehingga tingkat produksi ikan masih belum mampu memenuhi kebutuhan ikan 

masyarakat per kapita.  Tingkat produksi ikan baru mencapai 13.056 Ton.  

 

F. Kehutanan  

Belum optimalnya kolaborasi pemanfaatan kawasan TAHURA STS, dan tingkat kerusakan kawasan TAHURA STS 

berada pada kondisi kritis, Reboisasi pada tahun 2016 baru seluas 100 Ha.  

 

G.  Pariwisata  

Pengembangan pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata belum terkonsep dengan baik dan masih 

rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur taman rekreasi dan objek wisata, yaitu sekitar 54,29 persen.  

 

H.  Koperasi dan UMKM  

1. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masih belum memadai yang disebabkan karena manajemen dan inovasi pengembangan usaha 

koperasi dan UMKM belum optimal karena rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan 

koperasi dan UMKM.  

2. Mesih rendahnya aksesbilitas pelaku usaha terhadap sarana produksi dan pembiayaan, sehingga ekonomi 

masyarakat kecil dan menengah sulit berkembang.  Hal ini dipicu pula oleh tingkat kemandirian UMKM / 

Kelompok usaha yang masih rendah, baru mencapai sebesar 60 persen.  

3. Lemahnya daya saing produk UMKM akibat rendahnya kualitas produk, rendah teknologi, akses pasar yang 

lemah dan sebahagian produk belum berorientasi pasar.  

4. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar 

koperasi berkategori tidak sehat  

5. Peran dan fungsi serta manajemen pengelolaan UMKM dan Kopersi belum optimal. Baru sekitar sebesar 

51,08 persen koperasi yang termasuk katagori aktif, dan kontribusi UMKM pada sektor Industri baru sebesar 

67,42 persen.  

 

I.  Energi dan Sumber Daya Mineral  

Sumberdaya energi dan meneral yang bersumber dari energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara 

optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 

J.  Lingkungan Hidup  

Belum optimalnya pengelolaan usaha/kegiatan yang memperhatikan aspek ramah lingkungan.  Pemahaman 

pelaku usaha tentang usaha yang ramah lingkungan masih sangat lemah. Baru sebesar 60 persen usaha/kegiatan 

yang ramah lingkungan.   
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 4.1.4.   Prasarana Wilayah  

A.  Transportasi  

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan dan sungai belum memadai.  Baru sekitar 

50,25 persen jalan lingkungan dalam kondisi baik, 22,95 persen jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dan baru 

87,33 persen jumlah jembatan yang berkontruksi beton/baja.  Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran 

arus orang, barang dan jasa.   

 

B.  Sumber Daya Air  

Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan 

sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur.  Baru 26,27 persen rumah tangga yang mendapat layanan air bersih,  rumah layak huni sekitar 37,04 

persen.  Sementara rumah tangga yang mempunyai sanitasi yang layak 69,26 persen.  

 

C.  Perkantoran  

Masih banyak infrastruktur perkantoran yang sudah tidak layak pakai sehingga berpengaruh terhadap pelayanan 

kepada masyarakat dan stakeholder.  

 

D.  Tata Ruang  

1. Kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH belum dapat diwujudkan secara 

nyata.  

2. Masih banyak pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak sesuai dan tidak konsisten dengan arahan Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).  

 

4.2  ISU STRATEGIS    

 

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang memiliki peran penting dan perlu diperhatikan dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah.  Isu-isu strategis   memiliki dampak yang signifikan bagi 

kemajuan daerah di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, 

nasional maupun regional yang berkembang saat ini dan yang akan datang.   

 

Analisis tentang isu-isu strategis dapat dikelompokkan dalam aspek (1) Daya Dukung Lingkungan dan 

Sumber Daya Alam, (2) Dinamika Demografi dan Sosial Budaya, (3) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan 

Publik, (4)  Tata Ruang dan Infrastruktur Daerah, dan aspek (5) Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, 

sebagai berikut :    
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4.2.1. Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam    

Beberapa isu strategis tentang daya dukung lingkungan dan sumber daya alam yang perlu menjadi 

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan adalah 

sebagai berikut.  

1. Pembakaran lahan pada lahan-lahan perkebunan atau pun ladang masyarakat  secara rutin terjadi pada 

musim kemarau, telah berakibat buruk terhadap kualitas udara, munculnya kabut asap dan pencemaran 

udara yang menimbulkan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia ; munculnya ISPA (infeksi saluran 

pernafasan akut) bagi penduduk, juga menyebabkan turunnya produktifitas, terkendalanya proses produksi, 

dan terganggunya berbagai aktifitas ekonomi lainnya.  

2. Pencemaran air dan tanah juga telah menunjukkan indikasi yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan, 

sebagai dampak dari limbah aktifitas kawasan komersial seperti ketidaktertiban pelaku usaha seperti bengkel, 

restoran, usaha perkebunan, pertanian, transportasi, galian tambang dan lain sebagainya sehingga tanah 

dan air menjadi tercemar.   

3. Kawasan permukiman yang tidak menyediakan sistem pengumpulan air limbah secara komunal maupun 

tunggal juga dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Kondisi ini harus menjadi perhatian untuk 

keberlangsungan lingkungan yang sehat.  

4. Tujuh dari delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Batang Hari rawan terkena banjir musiman setiap 

tahun, karena sebagian besar wilayah ini berada pada daerah aliran sungai (DAS) dengan rawa-rawa.  

Secara geomorfologis wilayah kabupaten ini landai dengan kemiringan berkisar antara 0 - 8 persen (92,28 

persen) dan dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. 

5. Aktifitas ekonomi yang mengupas muka bumi dan penggundulan kawasan cakupan hujan merupakan faktor 

utama penyebab bencana banjir yang terjadi secara berkala setiap tahun akibat dari sedimentasi aliran 

sungai.  Perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan, peningkatan suhu permukaan dan pola angin 

yang berubah-ubah juga dapat memicu terjadinya banjir tahunan.    

6. Sebagai daerah yang sedang berkembang, permasalahan lingkungan hidup merupakan problem yang mulai 

muncul dan patut menjadi pertimbangan dan ditempatkan sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan 

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  Terutama dampak yang 

ditimbulkan dari aktivitas ekonomi perusahaan perkebunan dan pertambangan.  Pembangunan mutlak 

berwawasan lingkungan, meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), serta 

perlindungan kawasan lindung dan konservasi.  Tujuannya adalah agar di masa depan lingkungan tetap 

dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.  

7. Masih lemahnya penegakkan hukum, penguatan kelembagaan, kualitas  sumber  daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Diperlukan 

sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.  
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4.2.2. Dinamika Demografi dan Sosial Budaya    

Isu strategis berkenaan dengan aspek dinamika demografi dan sosial budaya yang perlu dicermati dalam 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan adalah sebagai berikut  :  

1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang Hari masih relatif rendah, sampai saat ini belumlah menjadi 

masalah.  Namun secara gerografis, persebaran penduduk relatif kurang merata sehingga pemanfaatan 

potensi sumberdaya alam relatif belum optimal.  Sebagai besar penduduk terkonsentrasi di wilayah 

Kecamatan Muara Bulian dan Muara Tembesi yang secara fisik dan ekonomi memang lebih cepat 

perkembangannya.  

2. Sekalipun pertumbuhan penduduk Batang Hari relatif rendah, namun laju pertumbuhan penduduk tersebut 

dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan 

penduduk dengan perkembangan fisik daerah kabupaten dengan didukung jumlah penduduk usia produktif 

lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal 

sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya 

saing.  

3. Isu penting pada aspek kependudukan yang patut dicermati adalah tingginya mutasi penduduk akibat migrasi 

(urbanisasi dan commuter) yang dapat berdampak terhadap faktor sosial budaya lokal dan keamanan.  

Terutama sekali yang berkenaan dengan bahaya narkoba bagi penduduk lokal, pergeseran norma-norma 

dasar bagi generasi muda dan kriminalisasi.  

4. Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama terlaksananya pembangunan, yang dapat dilihat 

dari tingkat pendidikannya.  Semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin baik pula mutu 

pembangunan yang dilaksanakan.  Kualitas SDM masyarakat Kabupaten Batang Hari masih relatif rendah, 

yang dapat dilihat dari tingkat jenjang pendidikan yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi 

sekolah (APM dan APK) dan nilai kelulusan pada setiap tingkatan jenjang pendidikan.  Demikian pula 

kesiapan angkatan kerja untuk memasuki pasar kerja.  Hal ini menunjukkan perlu perhatian lebih terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia.  Apalagi jika dihadapkan dengan pasar terbuka ASEAN dan 

AFTA yang memungkinkan serbuan tenaga asing dengan kualitas lebih baik yang menyebabkan kompetisi 

dalam mengisi lapangan kerja semakin tinggi.  

5. Isu penting lain pada aspek SDM yang patut dicermati adalah ; rendahnya tingkat pengetahuan, kemampuan 

dan keterampilan petani, kelembagaan petani belum optimal serta kemampuan, kelembagaan dan 

kemandirian UMKM dalam mengakses pasar, teknologi dan modal masih relatif rendah.   

6. Gender merupakan isu pokok yang harus mendapatkan perhatian untuk memperbesar peran serta 

perempuan dalam pembangunan daerah.  Potensi perempuan sangatlah besar mengingat rasio penduduk 

perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Perempuan memiliki peran penting dalam 

hal menambah pendapatan dan kualitas SDM keluarga.  Sehingga perempuan perlu mendapatkan porsi yang 

layak dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan.    
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7. Perhatian pemerintah terhadap isu peran anak dan pemuda masih relatif rendah.  Anak dan pemuda adalah 

gambaran masa depan, perannya sangat strategis  dalam pembangunan seperti pelibatan dalam proses 

perencanaan pembangunan, mendesain program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan 

pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang kreativitas sehingga terhindar dari aktivitas 

negatif dan tidak produktif.  

8. Masih sangat dominan terjadi gesekan sosial / konflik sosial di tengah masyarakat, terutama 

konflik/friksi/sengketa lahan baik antara pihak investor dengan masyarakat, investor dengan investor, maupun 

antar masyarakat.  Gesekan ini disebabkan oleh pola kemitraan di bidang perkebunan yang belum 

berkeadilan dan relatif belum berpihak kepada masyarakat kecil/petani, kepastian hukum pengelolaan dan 

pemanfaatan serta kepemilikan lahan oleh petani, pengalokasian sumberdaya lahan yang belum sempurna 

(tumpang tindih izin, ketidakadilan, penyerobotan lahan, dll). 

 

4.2.3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik    

Sementara isu-isu strategis pada aspek tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah sebagai 

berikut :    

1. Pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber 

pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu 

melihat sumber-sumber pembiayaan nonkonvensional.   

2. Isu penting dalam pembiayaan pembangunan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan 

optimalisasi pajak dan restribusi daerah. Memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah 

dari dua sumber ini masih sangat jauh dari potensi yang sebenarnya.    

3. Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tata kelola aset-aset daerah yang belum optimal.  Hal ini 

menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset serta optimalisasi pemanfaatannya untuk 

mendapatkan timbal balik bagi pendapatan daerah.    

4. Kemampuan dan profesionalitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan 

pemerintah mulai dari desa / kelurahan, kecamatan, sampai di level kabupaten masih belum optimal 

sehingga berpotensi terjadinya berbagai kesalahan administrasi dan penyelewengan pengelolaan keuangan 

daerah.  Akuntabiltas, transparansi efektif dan efisien tata kelola keuangan daerah belum optimal sehingga 

perlu terus ditingkatkan.    

5. Sekalipun secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami 

peningkatan, namun masih jauh di bawah kapasitas potensinya yang disebabkan karena belum optimalnya 

kinerja OPD terkait dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendataan sumber-sumber 

pajak daerah belum optimal dan masih banyak terjadi kebocoran dalam proses perolehan  PAD.  

6. Proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah di Kabupaten Batang Hari masih sangat 

tinggi (di atas 80 persen) sehingga APBD Kabupaten Batang Hari dinilai sangat rawan karena sangat besar 

ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.  
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7. Dituntut perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara 

menyeluruh terhadap birokrasi agar pelayanan terhadap masyarakat semakin membaik.  Reformasi 

birokrasi merupakan konsep perbaikan birokrasi yang mencakup pembenahan struktural, prosedural, 

kultural, dan etika birokrasi serta perbaikan budaya kerja dan perubahan paradigma penyelenggaraan 

pemerintahan.    

8. Berbagai isu penting yang perlu diperhatikan pada aspek reformasi birokrasi antara lain ; efesiensi penataan 

kelembagaan perangkat daerah, transparansi tata laksana, perbaikan kapasitas SDM yang profesional, 

akuntabilitas yang tinggi terhadap pelayanan publik, dan sinergitas antar lembaga pemerintah, serta 

sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha/masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.    

9. Wujud nyata reformasi birokrasi ini adalah penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, 

sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-

Government), penyederhanaan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, serta peningkatan 

remunerasi berdasarkan "merit system".  

10. Pengembangan e-government merupakan isu penting dalam rencana strategis Kabupaten Batang Hari.  Ke 

depan sistem penyelenggaraan pemerintahan harus efisiensi dan efektifitas.  E-government yang 

mengeksplorasi kemajuan teknologi informasi dapat menyikapi aspek kurangnya jumlah aparatur pemerintah 

untuk menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.    

11. Pada era globalisasi kompetisi yang sedemikian ketat, agar dapat eksis diperlukan kerjasama dan hubungan 

yang mutualisma antar daerah baik lingkup nasional, regional, dan global pada berbagai sektor 

pembangunan serta technical assistance dalam bidang-bidang teknis tertentu.  

12. Isu strategis pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan 

bagi masyarakat yang dilayani.  Berbagai perbaikan layanan publik perlu dilakukan seperti penyederhanaan 

jumlah dan mekanisme perijinan, penyusunan SOP pada tiap-tiap layanan publik, peningkatan profesional 

aparatur, pengembangan inovasi konvensional, penciptaan sistem pelayanan yang efisien dan tidak 

memberikan peluang terjadinya penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang.  

 

4.2.4.  Tata Ruang dan Infrastruktur Daerah    

Pada aspek tata ruang dan infrastruktur daerah beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Tahun 2011-2031 merupakan acuan dasar bagi penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

Wilayah kabupaten.  Isu strategis pada aspek ini adalah optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 

arahan RTRW.  

2. Regulasi berkenaan rencana detail tata ruang dan zonasi sebagai acuan dalam membangun ruang 

kabupaten sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi dan komitmen yang tinggi terhadap rencana tata 
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ruang.  Sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang 

didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang sangat diperlukan.    

3. Perkembangan pembangunan wilayah yang cepat membutuhkan akses transportasi daerah yang lancar 

dan aman.  Hal ini merupakan isu strategis yang harus diperhatikan, agar pertumbuhan jumlah kendaraan 

dapat diimbangi dengan pertumbuhan jalan yang ideal.  Oleh karena itu, perlu mulai  dirintis  pengembangan 

sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta 

peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.    

4. Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem angkutan umum masal untuk meningkatkan 

mobilitas penduduk serta barang dan jasa.  Selain itu perlu dibangun inner ringroad penghubung sub-sub 

pusat pelayanan untuk memacu pertumbuhan kawasan dan alternative pilihan rute bagi kendaraan pribadi 

sehingga mengurangi beban jalan-jalan utama.  Selain itu perlu memperhatikan koneksi dengan sistem 

transportasi wilayah yang lebih luas sehingga dapat terintegrasi dalam konsep pengembangan wilayah yang 

lebih luas.     

5. Isu terkait dengan perumahan dan permukiman adalah mengenai permasalahan kualitas lingkungan 

berkenaan dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat.  Kawasan perumahan 

yang dikembangan tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya 

sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti ekslusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta 

gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya.    

6. Diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan memperhatikan kawasan 

secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur pemukiman yang ideal.  Perbaikan kawasan lingkungan 

permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan, merupakan 

isu penting untuk mewujudkan kenyamanan yanhg berwawasan lingkungan.     

7. Isu air bersih yang merupakan kebutuhan primer wajib dipenuhi pemerintah bagi warganya yang 

kebutuhannya semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.  Kondisi iklim dan cuaca 

yang ekstrim dan tidak dapat diprediksi menyebabkan terganggunya proses penyediaan air bersih.  Intrusi air 

sungai serta buruknya kualitas air baku bagi proses pengolahan air bersih menyebabkan kapasitas dan 

kualitas produksi air tidak optimal dan kuntinuitas supplai air tidak terjaga serta peningkatan biaya 

pengolahan.    

8. Isu strategis tentang air bersih adalah kecukupan air bersih secara fisik dan mutu untuk keseluruhan wilayah 

dan rumah tangga sesuai target mutlak yang harus dipenuhi sesuai standar Millenium Development Goals 

(MDGs) 2105 dan standar Sustainable Development Goals (SDGs).  

9. Isu berkenaan dengan sanitasi di Kabupaten Batang Hari lebih dominan kepada prilaku perusahaan dan 

rumah tangga yang membuang limbah ke sungai tanpa lebih dahulu diolah sehingga sungai terpolusi oleh 

limbah-limbah pabrik dan rumah tangga seperti bahan kimia sisa sabun cuci, sabun mandi, dll.    
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4.2.5.  Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat    

Isu-isu strategis pada aspek perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :  

1. Isu tentang ketahanan pangan menjadi fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan 

ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan 

keamanan serta ketahanan nasional.     

2. Isu strategis yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, 

ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi 

pangan.  Diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan 

kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.    

3. Peningkatan investasi dalam rangka menggerakan perekonomian daerah masih terbatas karena daya tarik 

dan daya dukung masih rendah.  Pengembangan agroindustri untuk komoditas unggulan berbasis potensi 

daerah masih belum optimal.  

4. Peningkatan daya saing global merupakan isu penting untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat.  Hal ini terkait dengan letak posisi wilayah Kabupaten Batang Hari secara geografis.  Mengacu 

pada RTRW Provinsi Jambi, kawasan Kota Jambi dan sekitarnya (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan 

Kabupaten Batang Hari) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).  Sementara untuk bagian Barat 

adalah Kabupaten Bungo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan di Perkotaan Muara Bulian.  Dalam 

konteks ini diperlukan strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber 

daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan daerah yang efektif, optimalisasi pasar yang akan 

memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik daerah.     

5. Lemahnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penghambat persaingan 

daerah lingkup global agar Kabupaten Batang Hari dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi 

Provinsi Jambi.    

6. Kualitas sumberdaya manusia berbasis kompetensi dan berorientasi pasar tenaga kerja masih rendah disisi 

lain pengangguran terdidik cenderung meningkat. Sejalan dengan pertambahan penduduk, isu strategis 

tentang penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, peningkatan jumlah usia angkatan kerja 

serta tantangan penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin besar harus menjadi perhatian serius.  

7. Angka pengangguran dan stabilitas perekonomian Kabupaten Batang Hari sangat terpengaruh oleh kondisi 

perekonomian nasional, global, dan provinsi mengingat sektor utama yang menopang perekonomian daerah 

ini adalah perkebunan, pertanian dan jasa.    

8. Rendahnya pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan 

pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.  Isu strategis yang perlu dicermati adalah penerapan prinsip 

pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro 

environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat serta disinergikan dengan kebijakan 
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Pemerintah Pusat, sebagaimana tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangungan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) dan Sustainable Development Goals (SDGs).    

9. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi 

Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan 

masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran 

Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas 

Asean  (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).  

10. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Kabupaten 

Batang Hari Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam.  Kondisi 

ini berdampak pada pendapatan masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya 

berdampak pada daya beli masyarakat.  

  

4.2.6   Analisis Lingkungan Strategis     

Memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. 

Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan 

ancaman yang dihadapi, memaksimal potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai 

pertumbuhan optimal.    

 

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk 

mengidentifikasikan peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi ke depan; internal untuk mengidentfikasikan 

kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-

citakan.     

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah.  

Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi daerah strategis provinsi, sebagai berikut;  

1. Kawasan Strategis Perkotaan PKW;  Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala 

regional, pelayanan transportasi, industri pengolahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan dan pusat 

peribadatan difokuskan pada  Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian dan Muara Tembesi.  

2. Kawasan Strategis Perkotaan PKL; Sebagai pusat kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani 

kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan difokuskan pada Perkotaan Simpang Sungai 

Rengas terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Perkotaan Muara Jangga terletak di Kecamatan Batin 

XXIV.  

3. Kawasan Strategis MINAPOLITAN; Merupakan bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang 

terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan 

pendukung lainnya dipusatkan di Kecamatan Pemayung dengan komoditas utama ikan Patin dan Ikan Nila. 
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4. Kawasan Strategis BISNIS DAN JASA; Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 

mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup  wilayah terhadap aspek yang berhubungan 

dengan Bisnis dan Jasa di kembangkan wilayah pada 8 Kecamatan.  

5. Kawasan Strategis TAMAN HUTAN RAYA; Merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan 

bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas 

yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi pada 5 kecamatan yang di peruntukkan sebagai : 

kawasan wisata alam; kawasan wisata budaya; dan kawasan wisata  buatan.
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BAB V  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  

   

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana 

Pembangunan Jamgka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari 2006-2025, visi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Batang Hari adalah “BATANG HARI YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN 

BERAKHLAK MULIA 2006-2025.” Visi RPJPD Kabupaten Batang Hari tersebut diwujudkan melalui tiga Misi 

yaitu: 

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkesinambungan 

2. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan 

3. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia 

 

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka 

menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri.  RPJMD Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2016-2021 sendiri merupakan periode ketiga pembangunan jangka menengah dalam kerangka 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari.  

 

5.1  VISI    

 

Visi  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD  adalah  visi  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah 

terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).  Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired 

future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban.  

 

Visi  pembangunan  daerah  Kabupaten  Batang Hari untuk  periode  RPJMD  20162021 sesuai dengan 

visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :  

“MASYARAKAT BATANG HARI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN 

KETAQWAAN” 

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada  masa 

yang akan datang, diharapkan Kabupaten Batang Hari dapat lebih berperan  dalam  perubahan  yang  terjadi  di  

lingkup  regional,  nasional  maupun global.  

 

Perumusan  dan  penjelasan  terhadap  visi  dimaksud,  menghasilkan  pokok-pokok visi yang 

diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.  
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Tabel 5.1      
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Batang Hari  2016-2021  

 

Pokok-pokok Visi   Penjelasan Visi   

BATANG HARI YANG  

MAJU   

Terwujudnya masyarakat Batang hari yang maju secara ekonomi, 

pendidikan, kesehatan , social budaya dan politik   

BATANG HARI YANG ADIL   
Terwujudnya masyarakat Batang Hari yang adil, dalam ruang 

geografis, adil dalam social ekonomi, melindungi hak masyarakat 

miskin, dan berdemokrasi dalam politik, ekonomi dan social budaya.   

BATANG HARI YANG  

SEJAHTRA   

Terwujdunya masyarakat  Batang hari yang sejahtera dilihat dari 

prespektif ekonomi, social dan budaya yang dibangun dari etos kerja 

dan produktivitas yang tinggi.   

BATANG HARI YANG  

TAQWA   

Terwujudnya masyarakat Batang Hari yang taqwa, dimana martabat 

kehidupan manusia harus dibangun dengan nilai-nilai keagamaan, 

moral, nilai seni seiring dengan nilai-nilai ekonomi.    

BATANG HARI  

MELAKUKAN  

PERUBAHAN UNTUK  

PERBAIKAN   

Terwujudnya perubahan untuk perbaikan Kabupaten Batang Hari 

melalui perubahan dari level pimpinan yaitu Bupati dan wakil Bupati 

dengan tekad, komitmen dan integritas yang tinggi.   

 

Batang Hari Maju ; Kabupaten yang menjadi pioner dalam pembangunan dan diharapkan bergerak lebih cepat 

dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain dalam provinsi Jambi.  Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari 

kabupaten-kabupaten lain.  Pertumbuhan ekonomi semakin baik/tinggi dari tahun ke tahun, dengan perkataan lain, 

terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain kemajuan ekonomi yang dilihat dari sisi pertumbuhan, kami juga 

mengusahakan pemerataan pendapatan masyarakat.  Kemajuan Kabupaten Batang Hari juga dilihat dari 

perspektif lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, keamanan.  

 

Batang Hari Yang Adil ; Adil dalam visi dan misi ini adalah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan demokratis 

dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi.  Tujuan keadilan adalah untuk mencapai keseimbangan yang dinamis 

dan harmoni antar golongan dalam masyarakat dan keseimbangan antar daerah/ruang geografis dalam wilayah 

Batang Hari.    
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Prinsip keadilan juga berimplikasi pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki efek pengganda 

perekonomian yang tinggi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan.  Prinsip keadilan mengharuskan 

kepentingan masyarakat yang lebih luas didahulukan dan dinomorsatukan daripada kepentingan perseorangan 

atau golongan kecil dari masyarakat Batang Hari.  

 

Selain hal-hal tersebut di atas, prinsip keadilan menghendaki pemerintah untuk melindungi golongan 

masyarakat yang belum beruntung dalam kehidupan dan penghidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, 

sosial maupun budaya.  Jangan sampai masyarakat yang tidak beruntung semakin termarjinalkan dengan kondisi 

yang semakin memburuk sehingga mereka semakin sulit untuk dapat lepas dari ketertinggalan dan 

keterpurukannya.  

 

Visi keadilan sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi.  Demokrasi dalam politik, demokrasi 

dalam ekonomi, demokrasi dalam sosial dan budaya, demokrasi berkesenian.  Namun azas demokrasi juga harus 

disertai dengan nilai-nilai yang memberikan arah dan koridor yang jelas.  Tidak asal demokrasi, asal menurut 

kehendak orang banyak, namun jika bertentangan dengan peraturan perundangan, peraturan agama, norma-

norma moral dan etika maka demokrasi yang demikian tentu tidak dapat dibenarkan.  Jadi, kehendak orang 

banyak yang menyimpang dan tidak benar tersebut harus diluruskan.  

 

Batang Hari Yang Sejahtera ; Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan/cita-cita utama kepemimpinan kami.  

Kesejahteraan yang nyata, kesejahteraan yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan budaya.  Pendapatan 

meningkat, distribusi pendapatan semakin membaik, tingkat pendidikan naik, tingkat kesehatan naik, partisipasi 

masyarakat meningkat.  

 

Kesejahteraan masyarakat adalah resultan dari kesejahteraan individu-individu dalam masyarakat.  

Namun perlu diperhatikan pula, bahwa kesejahteraan keseluruhan masyarakat juga merupakan suatu sistem yang 

tidak berdiri sendiri, namun saling terkait antar individu, antar sektor dan antar wilayah yang bersinergi membentuk 

satu kesatuan ekonomi yang lebih maju dan membentuk percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan.   

  

Kesejahteraan dapat dicapai jika masyarakat memiliki etos kerja.  Etos kerja akan sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.  Etos kerja, pendidikan dan kesehatan adalah variable penentu 

dalam membentuk produktivitas masyarakat, produktivitas daerah.  Disamping itu, kesejahteraan akan dapat 

dicapai jika masyarakat memiliki peluang untuk bekerja dan berusaha.  Peluang bekerja dan berusaha dapat 

diupayakan pemerintah dengan cara perbaikan institusional sistem ekonomi dan kondisi pasar yang kondusif yang 

pada gilirannya akan meningkatkan investasi daerah.  
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Kesejahteraan akan tercapai jika masyarakat memiliki alternatif dalam kehidupannya.  Alternatif dalam 

kehidupan dan penghidupan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan etos kerja dapat diberikan dan 

diciptakan oleh Pemerintah, juga oleh Pemerintah Daerah.  

   

Batang Hari Yang Taqwa, Visi kepemimpinan dan visi daerah Batang Hari yang hendak kami bangun bukan 

hanya memperhatikan nilai-nilai keduniaan saja.  Namun nilai-nilai ketaqwaan beragama kami masukkan dalam 

visi kepemimpinan dan pembangunan Kabupaten Batang Hari.   Hal ini terutama disebabkan oleh keyakinan kami 

akan pentingnya nilai-nilai keagamaan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.  Selain itu, 

masyarakat dengan ketaqwaan beragama yang tinggi akan semakin kuat dalam membentengi dirinya dari 

dekadensi moral yang seringkali merusak nilai-nilai yang sudah baik dan benar dalam kehidupan masyarakat.  

 

Martabat kehidupan manusia dan kemanusiaannya akan semakin lengkap jika diikuti oleh nilai-nilai 

keagamaan, kesenian, moral seiring dengan nilai-nilai ekonomi, kebendaan dan keduniaan.  Kami percaya bahwa 

dengan teknologi dan ekonomi hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah dan dengan agama hidup akan 

terarah.   

 

Batang Hari Yang Melakukan Perubahan dan Perbaikan ; Dinamika masyarakat Batang Hari saat ini sangat 

menghendaki adanya perubahan.  Perubahan seringkali dikaitkan dengan jargon reformasi.  Pandangan 

masyarakat terhadap perlunya reformasi tidak berubah, hanya saja beberapa komponen masyarakat mulai dapat 

melihat sisi lain dari reformasi.  Bahwa reformasi harus diarahkan menuju keadaan yang lebih baik, bukan 

reformasi yang tanpa arah.  Reformasi yang dikehendaki bukan pula reformasi dengan arah yang salah.    

 

Jadi, jika bicara mengenai perubahan, bicara mengenai reformasi, haruslah perubahan menuju kebaikan.  

Perubahan itu sendiri adalah mudah, namun jika perubahan yang dikehendaki adalah perubahan menuju 

perbaikan dan menuju kondisi yang lebih baik, maka perlu pemikiran dan langkah-langkah yang cerdas untuk 

merumuskan dan melaksanakannya.  

 

Perubahan menuju perbaikan dan kondisi yang lebih baik berarti pula perubahan sektor pemerintahan 

untuk menjadi lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, budaya politik 

yang lebih baik, lingkungan masyarakat yang lebih baik, lingkungan hidup (alam) yang lebih baik, masa depan 

yang lebih baik.  Perubahan harus dimulai dari pemimpin, jika pemimpin lebih baik, maka akan lebih baik pula 

masyarakat yang dipimpinnya.  Karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Batang Hari yang lebih baik, perubahan 

harus dimulai dari diri Bupati dan Wakil Bupati yang lebih baik.  

 

Langkah terbesar dalam melakukan perubahan adalah membangun tekad dan meyakinkan bahwa kita 

bisa melakukan perubahan.  Kita bisa dan mampu untuk melakukan perubahan kepemimpinan dengan 
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memberikan alternatif lain dari kepemimpinan yang ada.  Kita meyakini, jika melakukan perubahan, dan perubahan 

itu adalah perubahan yang benar, maka pengelolaan pemerintahan akan semakin baik.    

 

Dalam pengelolaan pemerintahan, dengan personil yang lebih baik dan handal, intelektualitas yang 

kompeten, komitmen dan integritas yang tinggi, moral dan etika yang luhur serta pengalaman dan track record 

(catatan perjalanan hidup) yang membuktikan bahwa kita akan mau dan mampu melakukan perubahan menuju 

perbaikan dan kondisi yang lebih baik tersebut.  

 

5.2  MISI    

 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Batang Hari Tahun 2016 - 

2021 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di 

Kabupaten Batang Hari dalam segala bidang, untuk menyiapkan Batang Hari yang Maju, yang Sejahtera, yang 

Taqwa dan melakukan perubahan untuk perbaikan di wilayah Kabupaten Batang Hari.  

 

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batang Hari, maka ditetapkan Misi 

pembangunan Kabupaten Batang Hari  2016-2021 sebagai berikut :  

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter;  

2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan;  

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar bagi Masyarakat;  

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, 

Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan;  

5. Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keagamaan Serta Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Kearifan 

Lokal, Adat dan Kesenian Daerah Dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional.  

 

Lima butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan  dalam  bentuk  

Visi  pembangunan  daerah.  Dalam  upaya  penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi 

penaksiran atau ambiguitas dalam memahami  butir  misi,  maka  penjabaran  Misi  diatas  dapat  dijelaskan  

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter   

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan jika  melihat  

progresivitasnya  cukup  baik,  namun jika  memperhatikan kualitasnya maka masih perlu adanya peningkatan 

yang meliputi pengembangan dan pembangunan lebih lanjut terhadap SDM di Kabupaten Batang Hari.  Kualitas 

SDM menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, karena ketika pembangunan suatu daerah tidak 

memperhatikan aspek SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter tentunya akan mempersulit proses pembangunan 

itu sendiri yang bahkan akan menghambat progresivitas pembangunan  daerah  secara  keseluruhan.  Hal  ini  erat  
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korelasinya dengan konsep pembangunan dewasa ini yang mengusung konsep pembangunan berbasis 

masyarakat.  

 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan  

Merupakan bertumbuh dan berkembangnya kehidupan perekonomian suatu daerah dengan keberpihakan 

kepada ekonomi rakyat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya.   

 

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat  

Salah   satu   variabel   yang   sangat   menentukan   tercapainya   upaya peningkatan   Indeks   

Pembangunan   Manusia   (IPM)   adalah   luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh 

infrastruktur yang memadai.  Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan  dan  

kesehatan  menjadi  prasyarat  terwujudnya  pelayanan dasar  yang  optimal.  

 

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, 

Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka 

dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif, efisien 

dan Transparan melalui penerapan reformasi birokrasi.  

 

5. Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-Nilai Budaya 

Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional  

Nilai-nilai keagamaan, budaya dan adat di atas merupakan landasan keyakinan serta ajaran moral bagi 

masyarakat  dalam menggerakkan pembangunan daerah, dan sebagai landasan perilaku yang diwujudkan dalam 

seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari.  

 

5.3  TUJUAN DAN SASARAN    

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.  

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis 

strategis.  Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.  Ukuran 

keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.  

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sarasan serta indikator knerja sasaran yang 

hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah, sebagai berikut :  

 

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah  

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan tehnis 

operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2005-2025, maka tujuan 

pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun 

kedepan adalah :  

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berkarakter   

2. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat  

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar 

6. Pegelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel 

7. Terwujudnya Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat 

8. Terwujudnya Pengembangan Budaya untuk Melestarikan Kearifan Lokal 

 

5.3.2  Sasaran Pembangunan Daerah    

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut:  

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 

2. Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang berkarakter Mandiri dan Inovatif 

3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat 

4. Meningkatnya Daya Saing Petani 

5. Pemerataan Pendapatan Masyarakat 

6. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

7. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi 

8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan 

9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman 

11. Meningkatnya Infrastruktur Pertanian  

12. Meningkatnya infrastruktur Perdagangan 

13. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik 

14. Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan Untuk Mewujudkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa 

15. Meningkatkan dan Mengembangkan Budaya Daerah 
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Tabel 5.2   
Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021  

 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Kinerja 

Satuan 
Tahun Awal 

Perencanaan 
(2016) 

Tahun 
2017 

Tahun 
2021 

1 2 3 4 5 6  7 

Visi : Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter 

Mewujudkan Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia yang Cerdas 
dan Berkarakter  

Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan Masyarakat 

Angka Rata-rata 
Lama Sekolah 
(ARLS) 

Tahun 7,45 7,75 8,95 

Nilai Rata-rata UN 
SMP 

Nilai 53,1 43,34 60,0 

Meningkatnya Kualitas 
Masyarakat yang 
berkarakter Mandiri dan 
Inovatif 

Jumlah Usaha Kecil 
Menengah (UKM) 

Jumlah 4063 4469 6540 

Meningkatkan 
Kualitas kesehatan 
masyarakat  

Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
yang Sehat  

Angka Harapan Hidup Tahun 69,71 69,74 69,86 

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan 

Peningkatan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Meningkatnya Daya 
Saing Petani 

Nilai Tukar Petani 
(NTP) 

Indeks 95,67 96,00 102,50 

Pemerataan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Indeks Gini Rasio 0,2940 0,2852 0,2525 

Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Meningkatnya Iklim 
Investasi Daerah 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi (LPE) 

Persen 5,40 6,20 7,50 

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 

Meningkatkan 
Kualitas dan Kuantitas 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 

Meningkatnya Kualitas 
dan Kuantitas 
Infrastruktur 
Transportasi 

Persentase Jalan 
Kabupaten  Kondisi 
Mantap 

Persen 22,95 23,95 27,95 

Meningkatnya Kualitas 
dan Kuantitas 
Infrastruktur Pendidikan 

Persentase Kondisi 
Ruang Kelas SD dan 
SMP dalam 
Keadaaan Baik  

Persen 25,03 27,50 37,25 

Meningkatnya Kualitas 
dan Kuantitas 
Infrastruktur Kesehatan 

Persentase Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Yang memenuhi  
Standar 

Persen 40,87 42,50 54,25 

Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur 
Permukiman 

Persentase Rumah 
Layak Huni 

Persen 37,04 40,75 59,66 

Meningkatnya 
Infrastruktur Pertanian  

Luas areal sawah 
yang dapat akses 
Sistem Pengairan 

Persen 26,29 30,50 41,20 

Panjang Jalan 
Produksi Pertanian 
dan Perikanan 

Km 146 173 325 
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Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Kinerja 

Satuan 
Tahun Awal 

Perencanaan 
(2016) 

Tahun 
2017 

Tahun 
2021 

1 2 3 4 5 6  7 

Meningkatnya 
infrastruktur 
Perdagangan  

Persentase Jumlah 
Pasar Rakyat yang 
Layak 

Persen 74,00 76,50 86,50 

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel 
dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi 

Pegelolaan 
Pemerintahan yang 
Bersih dan Akuntabel 

Meningkatnya Kinerja 
Pengelolaan 
Pemerintahan Daerah 
dan Kualitas Pelayanan 
Publik 

Nilai Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 57 65 82 

  Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 75,76 78,52 89,56 

Misi 5 : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan 
Lokal, Adat dan Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional 

Terwujudnya 
Implementasi Nilai-
nilai Keagamaan 
dalam Kehidupan 
Masyarakat 

Mengimplementasikan 
Nilai-nilai Keagamaan 
Untuk Mewujudkan 
Ketaqwaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 

Persentase 
Peningkatan 
Penerimaan Zakat 

Persen NA NA 27,32 

Terwujudnya 
Pengembangan 
Budaya untuk 
Melestarikan Kearifan 
Lokal 

Meningkatkan dan 
Mengembangkan 
Budaya Daerah 

Persentase 
Peningkatan Event 
Budaya dan Seni 
Daerah 

Persen NA 50 50 

 

 

5.4 KONSISTENSI HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN    

 

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan.  

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah 

sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan 

tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini. 

 

Tabel 5.3   
Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

  

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

1 2 3 4 

Masyarakat Batang Hari 
Maju, Adil dan Sejahtera 
Berlandaskan Ketaqwaan 

Meningkatkan Kualitas 
Sumber Daya Manusia yang 
Sehat, Cerdas dan 
Berkarakter 

Mewujudkan Kualitas Sumber 
Daya Manusia yang Cerdas 
dan Berkarakter  

Meningkatnya Kualitas Pendidikan 
Masyarakat 

Meningkatnya Kualitas Masyarakat 
yang berkarakter Mandiri dan 
Inovatif 
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VISI MISI TUJUAN SASARAN 

1 2 3 4 

Meningkatkan Kualitas 
kesehatan masyarakat  

Meningkatnya Kualitas Sumber 
Daya Manusia yang Sehat  

Meningkatkan 
Kesejahteraan Rakyat 
Melalui Ekonomi 
Kerakyatan 

Peningkatan Pendapatan 
Masyarakat 

Meningkatnya Daya Saing Petani 

Pemerataan Pendapatan 
Masyarakat 

Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Meningkatnya Iklim Investasi 
Daerah 

Meningkatkan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pelayanan Dasar Bagi 
Masyarakat 

Meningkatkan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Transportasi 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur Pendidikan 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Permukiman 

Meningkatnya Infrastruktur 
Pertanian  

Meningkatnya infrastruktur 
Perdagangan  

Meningkatkan Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah secara 
Proporsional, Efektif, 
Efisien, Akuntabel dan 
Transparan melalui 
Penerapan Reformasi 
Birokrasi 

Pegelolaan Pemerintahan 
yang Bersih dan Akuntabel 

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan 
Pemerintahan Daerah dan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Memajukan dan 
Mengimplementasikan Nilai-
nilai Keagamaan serta 
Melestarikan Nilai-nilai 
Budaya Kearifan Lokal, 
Adat dan Kesenian Daerah 
dalam rangka Memperkuat 
Kebudayaan Nasional 

Terwujudnya Implementasi 
Nilai-nilai Keagamaan dalam 
Kehidupan Masyarakat 

Mengimplementasikan Nilai-nilai 
Keagamaan Untuk Mewujudkan 
Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa 

Terwujudnya Pengembangan 
Budaya untuk Melestarikan 
Kearifan Lokal 

Meningkatkan dan 
Mengembangkan Budaya Daerah 
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BAB VI  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

  

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah 

Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.  Melalui pendekatan yang komprehensif 

tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan 

kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan.  

 

Strategi dirumuskan dengan kriteria,  mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan 

prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategi, (c) 

pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan 

(d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.   

 

Sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih 

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya.  

 

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH    

 

Strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 sekaligus sebagai “grand 

strategy” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaaan pembangunan.  Secara umum terdapat lima 

pendekatan pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu :  

1. Pendekatan Kultural.   Artinya, membangun dari budaya setempat berdasarkan kultur dan kearifan lokal 

yang berlaku.  Proses pembangunan dan pembaharuan dijalankan dengan tetap mengedepankan kearifan 

lokal dan hak-hak dasar masyarakat.  Masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai 

objek.  Melalui pendekatan ini proses pembangunan akan mendapat dukungan dari masyarakat, partisipasi 

masyarakat akan lebih tinggi sehingga timbul rasa memiliki yang tinggi.  Hasil-hasil pembangunan akan 

mudah diterima oleh masyarakat dan meminimalisir konflik.  

  

2. Proaktif-partisipatif. Bahwa perubahan bukanlah hadiah melainkan sebuah perjuangan masyarakat secara 

keseluruhan. Tindakan proaktif serta partisipasi masyarakat dalam menginisiasi perubahan dengan 

melibatkan dan memampaatkan segala sumber daya yang tersedia dan membuka jejaring kerjasama seluas-

luasnya merupakan strategi percepatan perubahan yang diinginkan.  
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3. Pendekatan Sektoral. Pendekatan sektoral pada intinya memperhatikan dan memprioritaskan subsektor 

kunci. Sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan, struktur ekonomi Batang Hari masih berbasis pada 

sumberdaya tak terbaharui (Non Renewable Resources) yang suatu saat akan habis dan sumber daya sektor 

pertanian yang masih dapat diperbaharui. Batang Hari harus sedini mungkin mempersiapkan “Lokomotif 

Ekonomi” baru yang berbasis pada sumberdaya terbaharui (Renewable Resources) yang potensial yakni 

sektor agribisnis, jasa dan pariwisata.  Menempatkan kembali dan membangun komitmen yang kuat tentang 

arti pentingnya sektor unggulan, dan peningkatan kinerja sektor unggulan dalam pembangunan daerah. 

Revitalisasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan yakni progrowth, pro-poor , pro job dan pro-environment. 

Revitalisasi dilakukan dengan bertumpu pada peningkatan daya saing, orientasi kerakyatan, asas 

desentralisasi dan berkesinambungan.  

 

4. Pendekatan Spasial. Strategi berdimensi spasial di Batang Hari perlu menitikberatkan pada strategi 

pengembangan perkotaan, pengembangan pedesaan dan pengembangan wilayah dan pertumbuhan 

ekonomi baru kawasan strategis kabupaten. Pada gilirannya, ketiga strategi ini bermuara pada strategi 

pengembangan kawasan berbasis kluster.  

 

5. Pendekatan Manusia.   Penekanan Investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan 

produktivitas faktor produksi secara total. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama 

dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Penempatan manusia sebagai subyek 

pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan 

manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.  

 

Peningkatan mutu sumberdaya manusia Batang Hari mencakup dalam lima aspek yakni peningkatan 

mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, 

peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan aparatur pemerintah serta kependudukan. Dengan Pendekatan 

manusia harus diiringi dengan Pendekatan kemampuan Kepemimpinan yang menggerakkan,  seorang 

pemimpin dalam seluruh tingkatan pemerintahan di jajaran pemerintahan daerah akan mengeluarkan energinya 

untuk mendorong kreativitas dan inovasi, melayani masyarakat, mendorong masyarakat untuk maju, bekerja 

dengan tulus, jujur, dengan menanamkan nilai-nilai bahwa bekerja untuk masyarakat adalah sebuah pengabdian. 

 

6.2 ARAH KEBIJAKAN    

 

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah 

dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun ke depan.  Rumusan arah kebijakan 

merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.   
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Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari menitikberatkan pada upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) 

dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi (RPJMD Provinsi Jambi) dengan mempertimbangkan potensi 

sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari. 

   

Sesuai dengan Visi dan Misi Batang Hari Tahun 2016-2021, secara umum terdapat lima prioritas 

pembangunan, yaitu : (1) aspek sumberdaya manusia, (2) aspek ekonomi kerakyatan, (3) aspek infrastruktur dan 

pelayanan dasar, (4) aspek reformasi birokrasi dan pelayanan umum, dan (5) aspek kearifan lokal. 

  

Berdasarkan lima prioritas pembangunan tersebut, secara umum arah kebijakan pembangunan pada 

masing prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 

1. Arah Kebijakan umum Sumberdaya Manusia (SDM)   

Secara umum kebijakan pembangunan Sumberdaya Manusia diarahkan kepada untuk mewujudkan kualitas 

manusia yang cerdas dan berkarater.  Hal ini ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan layanan 

pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur di bidang kesehatan, pendidikan dan 

pertanian, peningkatan kualitas masyarakat dan kelembagaan petani serta mewujudkan kesetaraan gender 

dan pemenuhan hak-hak anak.  

 

2. Arah Kebijakan umum  Ekonomi Kerakyatan    

Kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara umum diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan 

rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya alam yang berkeadilan, lestari dan berkesinambungan, peningkatan dan mengurangi 

ketimpangan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui perluasan 

kesempatan dan lapangan kerja.  

 

3. Arah Kebijakan umum Infrastruktur Pelayanan Dasar   

Pada aspek Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Batang 

Hari lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan 

dasar (pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, pemukiman, air bersih) melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas jalan dan jembatan (Jalan Muara Tembesi – Jambi), peningkatan sarana dan prasarana dasar 

sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, irigasi pertanian, jalan produksi serta sarana air bersih.  Selain itu juga 

diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur olah raga, sarana ibadah, parawisata dan 

taman rekreasi.   
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4. Arah Kebijakan umum Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum   

Kebijakan umum pada aspek Birokrasi dan Pelayanan Umum diarahkan kepada meningkatkan kualitas 

perencanaan dan pengelolaan daerah, penataan dan peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah daerah/ 

pemerintahan desa, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik.  Arah kebijakan umum ini ditempuh melalui meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam perencanaan daerah, meningkatkan kinerja aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah, 

pengelolaan keuangan/aset daerah dan meningkatkan akses pelayanan publik, pemberdayaan pemerintahan 

desa/ kelurahan serta optimalisasi fungsi legislatif.  

 

5. Arah Kebijakan umum Budaya dan Kearifan Lokal  

Pada aspek budaya dan kearifan lokal, secara umum kebijakan umum pembangunan Kabupaten Batang Hari 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya untuk memajukan dan mengembangkan 

nilai-nilai budaya dan keagamaan, melestarikan dan merevitalisasi beberapa kearifan lokal budaya, adat-

istiadat, seni daerah dan olahraga tradisional asli Kabupaten Batang Hari/ Melayu.  Arah kebijakan ini 

ditempuh melalui peningkatan dan pemberdayaan peran tokoh keagamaan, peningkatan kemampuan para 

pelaku adat dan budaya, generasi muda serta peningkatan aktivitas keagamaan, budaya, seni, olahraga 

tradisional secara profesional.   

 

Kelima kebijakan umum prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan secara  terintegrasi dan 

terkoordinasi secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan dan OPD teknis sesuai dengan bidang dan 

tugas pokok masing-masing.  

 

Strategi dan arah kebijakan pada masing-masing misi pembangunan, secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Tabel 6.1 
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter 

Mewujudkan Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia yang Cerdas 
dan Berkarakter 

Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan Masyarakat 

Peningkatan Kompetensi Tenaga 
Pendidik 

Peningkatan Jenjang Pendidikan 
Formal Tenaga Pendidik 

Peningkatan Pelatihan Teknis bagi 
Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 
dan Akses Pendidikan 

Membebaskan Biaya Pendidikan bagi 
Peserta Didik 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Penguatan Data Pokok Pendidikan dan 
Anak Usia Sekolah 

Peningkatan Pembinaan, Minat, Bakat 
dan Kreatifitas Siswa 

Penuntasan Buta Aksara 

Pengembangan Kurikulum Muatan 
Lokal 

Peningkatan Ketersediaan 
Layananan Perpustakaan  

Peningkatan Budaya Gemar Membaca 
dan Pembinaan Perpustakaan 

Peningkatan Tata Kelola Sekolah Optimalisasi Manajemen Mutu Sekolah 

Pengembangan Teknologi Informasi 
Sekolah 

Meningkatnya Kualitas 
Masyarakat yang 
berkarakter Mandiri dan 
Inovatif 

Menumbuhkembangkan Budaya 
Kewirausahaan 

Membangun Sentra-sentra 
Kewirausaan masyarakat 

Membangun Sistem Peningkatan 
Sumberdaya Kewirausahaan 

Memfasilitasi Pengembangan Usaha 
bagi Wirausaha baru 

Menanamkan Budaya Inovasi di 
masyarakat 

Perlindungan Kekayaan Intelektual 

Fasilitasi  Pengembangan Penelitian 
Daerah 

Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
(TTG) 

Meningkatkan Kualitas 
kesehatan masyarakat 

Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia yang 
Sehat  

Meningkatnya Pelayanan 
Kesehatan  

Pemenuhan 9 (sembilan) Jenis Tenaga 
Kesehatan 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan 
Fasilitas Kesehatan  

Ketersediaan Obat-obatan dan 
Peralatan Kesehatan  

Promosi kesehatan 

Meningkatkan Pengendalian Penyakit 
Menular dan Tidak Menular 

Penurunan Angka Kematian Ibu dan 
Anak 

Peningkatan status gizi 
masyarakat 

Perbaikan Gizi Masyarakat 

Meningkatan Derajat Kesehatan 
Ibu dan Anak 

Mengoptimalkan Program Keluarga 
Berencana 

Meningkatkan Kesetaraan Gender, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Pemenuhan Hak-hak Anak 

Memasyarakatkan Olahraga 
untuk meningkat Kualitas 
Kesehatan  

Meningkatnya Aktifitas Masyarakat 
dalam Berolahraga 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Olahraga 

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Ekonomi Kerakyatan 

Peningkatan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Meningkatnya Daya Saing 
Petani 

Intensifikasi sektor pertanian dan 
Perikanan 

Meningkatnya produktifitas hasil 
pertanian dan Perikanan 

Pemanfaatan teknologi pertanian dan 
Perikanan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian dan 
Perikanan 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Exstensifikasi sektor pertanian 
dan Perikanan 

Perluasan Areal Pertanian dan 
Perikanan  

Fasilitasi penangan pasca panen Promosi hasil pertanian dan Perikanan 

Pengembangan agro industri 

Peningkatan kapasitas SDM 
bidang pertanian dan Perikanan 

Peningkatan kapasitas penyuluh 
pertanian dan Perikanan 

Peningkatan kapasitas lembaga 
pertanian dan Perikanan 

Peningkatan kapasitas petani dan 
Pembudidaya Ikan 

Pemerataan Pendapatan 
Masyarakat 

Meningkatan Kesempatan Kerja 
bagi Masyarakat 

Perluasan Lapangan Kerja bagi 
Masyarakat 

Peningkatan Perlindungan Angkatan 
Kerja 

Penurunan Angka Kemiskinan Fasilitasi pelaksanaan program KBS 
(Kartu Batang Hari Sejahtera) 

Pengalokasian Subsidi bagi Keluarga 
Prasejahtera 

Meningkatkan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah 

Meningkatnya Iklim Investasi 
Daerah 

Menigkatkan Kapasitas 
Koperasi/UMKM 

Penguatan Kelembagaan dan Sumber 
Daya Manusia Koperasi/UMKM 

Peningkatan Kualitas Produk UMKM 

Pengembangan Industri Kreatif 

Menciptakan Kenyamanan 
Berinvestasi 

Kepastian Hukum dan Penyederhanaan 
Regulasi dalam berinvestasi 

Optimalisasi Promosi Investasi Daerah 

Pemanfaatan Tata Ruang untuk 
Berinvestasi Sesuai dengan RTRW 

Penguatan  Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) 

Penguatan Modal Usaha Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) 

Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) 

Pengawasan Operasional Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Pemberdayaan Ekonomi Desa Menumbuhkembangkan Lembaga 
Ekonomi Desa 

Fasilitasi Permodalan Lembaga 
Ekonomi Desa 

Peningkatan Kapasitas Pengelola 
Ekonomi Desa 

Pemberdayaan Kawasan Ex-
Transmigrasi 

Pengembangan Kepariwisataan 
Daerah 

Pengembangan Destinasi Wisata 
Daerah 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 
berbasis Pariwisata 

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar bagi Masyarakat 

Meningkatkan Kualitas 
dan Kuantitas 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Transportasi 

Pembangunan, Peningkatan, 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan  

Pembangunan Ruas Jalan dan 
Jembatan  

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  

Peningkatan Jalan dan Jembatan 

Peningkatan Kuantitas Fasilitas Jalan 
dan Jembatan 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Pemeliharaan  Fasilitas Jalan dan 
Jembatan 

Peningkatan Prasarana dan 
Sarana Angkutan Darat dan 
Sungai 

Pembagunan dan Pemeliharaan 
Parasarana dan Sarana Angkutan 
Darat 

Pembagunan dan Pemeliharaan 
Parasarana dan Sarana Angkutan 
Sungai 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pendidikan 

Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pendidikan 

Pembangunan Infrastruktur Pendidikan 

Pemeliharaan Infrastruktur Pendidikan 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Kesehatan 

Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan 

Pemeliharaan Infrastruktur Kesehatan 

Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Permukiman 

Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur Air Minum 

Penyediaan infrastruktur Air Minum 
Perkotaan dan Perdesaan 

Peningkatan Infrastruktur Air Minum 
Perkotaan dan Perdesaan 

Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas Sanitasi Perkotaan dan 
Perdesaan 

Pembangunan dan Pemeliharaan 
Drainase Permukiman 

Pembangunan dan Pemeliharaan 
Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah 

Meningkatkan Kulaitas 
Permukiman 

Pembangunan dan Pemeliharaan 
Akses Transportasi Permukiman 
Perkotaan dan Perdesaan 

Peningkatan Pengembangan 
Perumahan 

Peningkatan Jaringan Listrik 
Permukiam 

Peningkatan Kualitas Lingkungan Pembangunan dan Pengelolaan 
Persampahan 

Penyediaan Ruang Terbuka Publik 

Pengelolaan Taman Hutan Rakyat 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

Meningkatnya Infrastruktur 
Pertanian  

Peningkatan Sistem Pengairan Pembangunan dan Pemeliharaan 
Sistem Pengairan 

Peningkatan Jalan Produksi 
Pertanian dan Perikanan 

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan 
Produksi Pertanian dan Perikanan 

Meningkatnya infrastruktur 
Perdagangan  

Peningkatan Infrastruktur Pasar Pembangunan dan Pemeliharaan 
Infrastruktur Pasar 

Pembangunan dan Pemeliharaan 
Sentra Perekoniman Rakyat  

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan 
Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi 

Pegelolaan 
Pemerintahan yang 

Bersih dan Akuntabel 

Meningkatnya Kinerja 
Pengelolaan Pemerintahan 
Daerah dan Kualitas 
Pelayanan Publik 

Penyusunan Sistem 
Perencanaan dan Pengangaran 
Pembangunan yang Akuntabel 

Peningkatan Kualitas Dokumen 
Perencanaan Daerah 

Peningkatan Kualitas Penganggaran 
Daerah 

Penatausahaan  Keuangan 
Daerah Yang Efektif, Efisien dan 
Transparan 

Peningkatan Sistem Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah  

Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan  

Peningkatan  Sistem Pengawasan 
Internal Pemerintah Daerah  
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Optimalisasi Fungsi DPRD 

Perumusan Kebijakan Pemerintah 
Daerah 

Pemanfaatan Sandi Daerah 

Pendayagunaan Aparatur 
Daerah dengan Proporsional 

Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Daerah 

Rekrutmen dan Pendistribusian 
Aparatur Daerah secara Proporsional 

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 
Daerah 

Penyelenggaraan Administrasi dan 
Kewilayahan 

Pemberdayaan Pemerintahan Desa 

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 
Daerah 

Peningkatan Ketentraman dan 
ketertiban Masyarakat 

Optimalisasi Penegakan Perda 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Peningkatan Penanganan- penanganan 
Masalah Sosial 

Memberikan Pelayan Publik yang 
Prima 

Memperluas Jangkuan Pelayanan 
Dokumen Kependudukan 

Meningkatkan Kualitas Informasi dan 
Komunikasi Pemerintah Daerah 

Optimalisasi Peran dan Fungsi 
Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) 

Peningkatan Pengembangan dan 
Pemanfaatan e-Government 

Misi 5 : Memajukan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan serta melestarikan nilai-nilai budaya kearifan lokal, adat 
dan kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional 

Terwujudnya 
Implementasi Nilai-
nilai Keagamaan 
dalam Kehidupan 
Masyarakat 

Mengimplementasikan Nilai-
nilai Keagamaan Untuk 
Mewujudkan Ketaqwaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa 

Meningkatkan implementasi 
Nilai- nilai Keagamaan 

Optimalisasi fungsi Da'i 

Pembinaan Pengajian Antara Magrib 
dan Isya (PAMI) 

Meningkatkan Kualitas Pengembangan 
tilawatul Qur'an 

Pemenuhan Sarana dan Prasana 
Ibadah 

Meningkatkan Kerukunan Antar 
Umat Beragama 

Meningkatkan Komunikasi Antar 
Lembaga Keagaam 

Pemberdayaan Lembaga dan Umat 
Beragama 

Terwujudnya 
Pengembangan 
Budaya untuk 
Melestarikan Kearifan 
Lokal 

Meningkatkan dan 
Mengembangkan Budaya 
Daerah 

Pelestarian Pengembangan Adat 
Istiadat dan Budaya Daerah 

Pelestarian Situs dan Cagar Budaya 

Meningkatan Pengelolaan Keragaman 
Budaya Daerah 

Pengembangan dan Pelestarian Adat 
Istiadat dan Seni Daerah 
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Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP 

Kabupaten Batang Hari, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan dijabarkan 

lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini digunakan sebagai acuan dalam merancang fokus dari 

berbagai program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJMD.    

  

Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan, pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan.   

Skenario tahunan dari RPJM Kabupaten Batang Hari 2015-2021 itu adalah berikut ini. 

 
Tabel 6.2 

Skenario Tahunan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 - 2021 
 

Tahun Skenario Penekananan  (aspek) Tema Pembangunan 

2017   Menata kelembagaan dan 
reformasi  birokrasi 
dalam rangka peningkatan 
Pelayanan Umum terhadap 
masyarakat  serta 
penumbuhan  ekonomi  
kerakyatan   

1. Reformasi Birokrasi   

2. Ekonomi Kerakyatan   

Membangun ekonomi rakyat 
didukung oleh aparatur yang 
berkompetensi prima   

2018   Meningkatkan kualitas SDM dan 
 ekonomi kerakyatan yang 
ditunjang  dengan ketersediaan 
infrastruktur pelayanan dasar   

1. Sumberdaya Manusia   

2. Ekonomi Kerakyatan   

3. Infrastruktur Pelayanan Dasar   

Bangun  SDM untuk 
menggerakkan ekonomi 
kerakyatan   yang ditunjang 
dengan infrastruktur   

2019   Mempercepat pembangunan 
SDM, ekonomi kerakyatan, 
infrastruktur pelayanan dasar   

1. Sumberdaya Manusia   

2. Ekonomi Kerakyatan   

3. Infrastruktur Pelayanan 
Dasar   

Optimalkan sumberdaya 
untuk akselerasi 
pembangunan daerah   

2020   Menyelaraskan Pembangunan 
sumberdaya manusia, ekonomi 
kerakyatan dan Infrastruktur 
pelayanan dasar  yang 
ditunjang oleh pengembangan 
dan  
pembangunan kearifan lokal   

1. Sumberdaya Manusia   

2. Ekonomi Kerakyatan   

3. Infrastruktur Pelayanan 
Dasar   

4. Kearifan Lokal   

Implementasi nilai-nilai 
kearifan lokal dalam rangka 
penyelarasan pembangunan 
SDM, perekonomian rakyat 
dan infrastruktur   

2021   Memantapkan pembangunan 
sumberdaya  manusia, 
ekonomi kerakyatan dan 
Infrastruktur  pelayanan 
dasar, reformasi birokrasi dan 
kearifan lokal   

1. Sumberdaya Manusia   

2. Ekonomi Kerakyatan   

3. Infrastruktur Pelayanan 
Dasar   

4. Reformasi Birokrasi   

5. Kearifan Lokal   

Tuntaskan  
Pembangunan SDM,  
Ekonomi Kerakyatan, 
Infrastruktur, Birokrasi dan 
Kearifan Lokal   
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BAB VII  
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH  
  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perumusan kebijakan umum dan 

program pembangunan daerah dalam bab tujuh ini, bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang 

urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program 

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.  Melalui 

rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam 

mencapai sasaran.  Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana 

pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian 

sasaran pembangunan daerah.  

 

7.1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH    

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib yaitu; 

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar serta Urusan Pilihan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan. Program-program 

tersebut dilaksanakan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan 

tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.  Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan 

pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.  Secara lengkap 

sebagai berikut : 

 

Misi I  : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter;   

Program per urusan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan misi ini 

adalah sebagai berikut :   

PROGRAM URUSAN 

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 

Program Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 
Tahun 

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 

Program Pendidikan Non Formal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 
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PROGRAM URUSAN 

Program Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perpustakaan 

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 

Program Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Program Pengembangan Pemuda Kreatif Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 

Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan 
Pengembangan 

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial 
Budaya dan Pemerintahan 

Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan 
Pengembangan 

Program Inovasi Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan 
Pengembangan 

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pelayaanan Kesehatan Penduduk Miskin Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Menular dan Tidak Menular 

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pengawasan Obat dan Makanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Pelayanan Kontrasepsi Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan 
KB 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Pengendalian Kependudukan dan Informasi 
Analisis Program 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Penguatan Kelembagaan, Pengarustamaan 
Gender dan Anak 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
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PROGRAM URUSAN 

Perlindungan Anak 

Program Peningakatan Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 
Gender dalam Pembangunan 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Penyiapan Pendamping Kelompoh Bina 
Keluarga 

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Ketahaan Pemberdayaan Keluarga Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Peberdayaan Perempuan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 

 

Misi II :  Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan;   

Program per urusan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 untuk meweujudkan misi ini 

adalah sebagai berikut :    

PROGRAM URUSAN 

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan 
Perikanan dan Urusan Pilihan Pertanian 

Program Pengembangan Agribisnis Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Produksi Komoditi 
Pertanian/Perkebunan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Perluasan Areal Pertanian dan Perikanan  Urusan Pemerintahan  Pilihan Kelautan dan 
Perikanan, Pertanian 

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 
Produksi Perikanan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 
Pertanian/Perkebunan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 
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PROGRAM URUSAN 

Program Peningkatan Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Kapasitas Kemampuan 
Lembaga Penyuluh 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Pertanian 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Program Perlindungan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Sosial 

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah 
yang kondusif  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Urusan Pemerintahan  Pilihan Perindustrian 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 
Investasi  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman Modal 

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman Modal 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman Modal 

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program Pembinaan dan Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Urusan Pendukung 

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Perdesaan 

Urusan Pemerintahan  Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Pembinaan Transmigrasi Urusan Pemerintahan  Pilihan Transmigrasi 

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Urusan Pemerintahan  Pilihan Pariwisata 

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Urusan Pemerintahan  Pilihan Pariwisata 

 

Misi III : Meningkatkan  Kualitas  dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat. 

Dalam mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan  Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar 

Bagi Masyarakat, maka program per urusan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut :   

PROGRAM URUSAN 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 
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PROGRAM URUSAN 

Program Pembangunan Saluran/Drainase dan 
Gorong-gorong 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 

Program Pembangunan Sistem Informasi/ data base 
Jalan dan Jembatan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Program Pembanguna Parasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendidikan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pendidikan 

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas 
Pembantu dan Jaringannya 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Kesehatan 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 
Minum 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 
Limbah 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pembangunan/ Pemeliharaan Inftrastruktur 
Permukiman 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pengembangan Perumahan Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Lingkungan Sehat Perumahan Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pengembangan Lampu Penerangan Jalan 
dan Fasilitas Umum 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan 
Persampahan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 
Lingkungan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 
Alam 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 
Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan Hidup 

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Urusan Pemerintahan  Pilihan Kehutanan 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 
Hutan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Kehutanan 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Urusan Pemerintahan  Pilihan Kehutanan 
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PROGRAM URUSAN 

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi 
Sungai, Danau dan Sumber Daya lainnya 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 
Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pertanian/ Perkebunan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan  Pertanian 

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Perikanan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Program Peningkatan Sarana Perdagangan Urusan Pemerintahan  Pilihan Perdagangan 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Perdagangan 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 
Negeri 

Urusan Pemerintahan  Pilihan Perdagangan 

 

Misi IV : Meningkatkan   Kinerja   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   secara  Proporsional,   Efektif,  

Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui  Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan 

Dalam mewujudkan Misi Keempat, maka program per urusan pembangunan yang akan dilaksanakan 

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :   

PROGRAM URUSAN 

Program  Perencanaan Pembangunan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Pengembangan Data/ Informasi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Perencanaan Pengembangan  Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 

Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik 
Daerah 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Statistik 

Program Peningkatan Pendapatan Asili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 

Program Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Urusan Pengawasan 

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

Urusan Pengawasan 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Urusan Pendukung 
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PROGRAM URUSAN 

Program Pengelolaan dan Pengembangan Kekayan 
Daerah 

Urusan Pendukung 

Program Pengembangan Penataan Wilayah 
Pemerintahan 

Urusan Pendukung 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Umum  

Urusan Pemerintahan Umum Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

Program Pelayanan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah 

Urusan Pendukung 

Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang Perekonomian 

Urusan Pendukung 

Program  Kerja Sama Antar Daerah Urusan Pendukung 

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  Urusan Pendukung 

Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Urusan Pendukung 

Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang SDM dan Insfrastruktur 

Urusan Pendukung 

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pertanahan 

Program Pengembangan Persandian Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Persandian 

Program Penyusunan Data Pegawai Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian 

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian 

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan 
Pelatihan 

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Membangun Desa  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Pengembangan Penataan Wilayah 
Pemerintahan  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Desa/Kel 

Urusan Pemerintahan Umum Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

Program Penyelamatan dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kearsipan 

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi  Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kearsipan 

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 
lingkungan  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan 
pencegahan tindak kriminal  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program peningkatan pemberantasan penyakit 
masyarakat (pekat)  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program pendidikan politik masyarakat  Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
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PROGRAM URUSAN 

Perlindungan Masyarakat 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Sosial 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Sosial 

Program pencegahan dini dan penanggulangan 
korban bencana alam  

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan 
Bahaya Kebakaran 

Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi dan Informatika 

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang 
Komunikasi dan Informasi  

Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi dan Informatika 

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi dan Informatika 

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Urusan Pemerintahan Umum Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Misi V :  Memajukan   dan  Mengimplementasikan   Nilai- Nilai   Keagamaan  Serta   Melestarikan  Nilai- Nilai  

Budaya Kearifan Lokal, Adat Dan Kesenian Daerah dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan 

Nasional;   

Program per urusan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 pada misi tentang kearifan 

lokal ini adalah sebagai berikut :   

PROGRAM URUSAN 

Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Umum dan Sosial serta Keagamaan 

Urusan Pemerintahan  Wajib Pelayanan Dasar 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil Qur'an 

Urusan Pendukung, Urusan Pemerintahan Umum 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 
Sosial 

Urusan Pendukung 

Program pengembangan wawasan kebangsaan  Urusan Pemerintahan  Wajib  Pelayanan Dasar 
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

Program Pengembangan Nilai Budaya Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Urusan Pemerintahan  Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 
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7.2 PROGRAM NON URUSAN/ RUTIN   

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program-program yang terkait 

langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2017-2021 berdasarkan urusan 

serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada masing-masing OPD 

terdapat pula beberapa program yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata OPD yang bertujuan 

untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur.  

   

Program-program Non urusan/rutin yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masingmasing OPD adalah 

sebagai berikut:    

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 

 

7.3 PROGRAM KEWILAYAHAN   

Program kewilayahan merupakan upaya untuk menyeibangkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per 

kapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar 

wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang Hari.     

 

Apabila ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita Penduduk antar kecamatan terus 

berlanjut, maka dikhawatirkan pada masa-masa mendatang akan menimbulkan berbagai persoalan, di antaranya :    

1. Menumpuknya kegiatan ekonomi (Over Capacity) di wilayah tertentu, yang selanjutnya bisa mengganggu 

keseimbangan lingkungan maupun daya dukung lahan.   

2. Tidak meratanya penyebaran penduduk antar kecamatan, meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah yang 

sangat maju pertumbuhan ekonominya, namun jumlah pengangguran kian bertambah di wilayah yang 

lamban pertumbuhan ekonominya.   

3. Terjadinya idle capacity maupun idle spatial (lahan kosong) di wilayah yang potensial akibat tidak tergarap 

secara optimal.   

4. Tidak meratanya pembangunan prasarana dan sarana wilayah, baik dalam bentuk transportasi, energi, 

komunikasi, air bersih, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur wilayah lainnya. 

Kondisi seperti ini juga tidak kondusif bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.   

 

Disamping itu terdapat perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan baik berdasarkan 

kondisi fisik wilayah maupun potensi yang timbul sebagai multiplier effect berkembangnya wilayah. 
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Tabel 7.1 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Batang Hari 

 

 
 

NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Peningkatan 
Kompetensi 
Tenaga Pendidik 

Peningkatan Jenjang 
Pendidikan Formal Tenaga 
Pendidik 

Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

Rata-rata Nilai 
UKG 

Nilai 49 68 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Peningkatan Pelatihan 
Teknis bagi Tenaga 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

2 Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
dan Akses 
Pendidikan 

Membebaskan Biaya 
Pendidikan bagi Peserta 
Didik 

Program Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Angka Partisipasi 
Kasar (APK) 
PAUD 

Nilai 45.71 65.71 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Pengembangan Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) 

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD 
Sederajat 

Nilai 97.8 99.83 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Penguatan Data Pokok 
Pendidikan dan Anak Usia 
Sekolah 

Program Pendidikan Non 
Formal 

Angka Melek 
Aksara 

Nilai 96.92 98.12 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Peningkatan Pembinaan, 
Minat, Bakat dan Kreatifitas 
Siswa 

        

Penuntasan Buta Aksara         

Pengembangan Kurikulum 
Muatan Lokal 

        

3 Peningkatan 
Ketersediaan 
Layananan 
Perpustakaan  

Peningkatan Budaya Gemar 
Membaca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Jumlah 
Kunjungan 
Perpustakaan   

Jumlah 9500 9850 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perpustakaan 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

4 Peningkatan Tata 
Kelola Sekolah 

Optimalisasi Manajemen 
Mutu Sekolah 

Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Persentase 
Sekolah yang 
Melaksanakan 
MBS 

Persen 98 100  Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pengembangan Teknologi 
Informasi Sekolah 

        

5 Menumbuhkemban
gkan Budaya 
Kewirausahaan 

Membangun Sentra-sentra 
Kewirausaan masyarakat 

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah  

Persentase 
Perluasan 
Promosi dan 
Informasi Produk 
UKM 

Persen 65 80 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Membangun Sistem 
Peningkatan Sumberdaya 
Kewirausahaan 

Program Pengembangan 
Pemuda Kreatif 

Persentase 
Pemuda Berwira 
Usaha 

Persen NA 50 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga 

Memfasilitasi 
Pengembangan Usaha bagi 
Wirausaha baru 

Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja  

Persentase 
Peningkatan 
Kesempatan 
Kerja 

Persen 1,63 1.7 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

6 Menanamkan 
Budaya Inovasi di 
masyarakat 

Perlindungan Kekayaan 
Intelektual 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah 
Rekomendasi 
hasil penelitian 
bidang ekonomi 
dan 
pembangunan 

Jumlah NA 3 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Fasilitasi  Pengembangan 
Penelitian Daerah 

Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Sosial Budaya dan 
Pemerintahan 

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitan bidang 
Bidang Sosial  
dan 
Pemerintahan 

Jumlah NA 2 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Pengembangan Teknologi 
Tepat Guna (TTG) 

Program Inovasi Daerah Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian bidang 
Inovasi dan 
teknologi 
 

Jumlah NA 6 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Penelitian dan 
Pengembangan 

Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Meningkatnya 
Pelayanan 
Kesehatan  

Pemenuhan Lima Jenis 
Tenaga Kesehatan 

Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Persentase 
Cakupan 
Pelayanan Gawat 
Darurat Level 1 
yang harus 
ditangani Sarana 
Kesehatan 

Persen 63,20 95,00 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan  

Program Pelayaanan 
Kesehatan Penduduk 
Miskin 

Persentase 
Pelayanan 
Kesehatan pada 
Maysrakat miskin 
di pelayanan 
dasar dan rujukan 

Persen NA 94,00 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Ketersediaan Obat-obatan 
dan Peralatan Kesehatan  

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular 

Angka Pravalensi 
Peyakit Menular 
dan Tidak 
Menular (per 
1000) 

Angka NA 0,04 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Promosi kesehatan Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase 
Penduduk yang 
berakses 
Terhadap air 
minum 

Persen NA 90,00 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Meningkatkan Pengendalian 
Penyakit Menular dan Tidak 
Menular 

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase 
Rumah Tangga 
ber PHBS 

Persen 60 65,25 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Penurunan Angka Kematian 
Ibu dan Anak 

Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Terakreditasi 

Jumlah NA 2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

Persentase 
Ketersediaan 
Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan pada 
Fasyankes 

Persen 96,27 97,5 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Persentase 
Penurunan 
Pelanggaran 
Sediaan Farmasi 
dan Makanan 

Persen 70,3 2 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

8 Peningkatan status 
gizi masyarakat 

Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Angka Harapan 
Hidup 

Angka 69,71 69,86 Urusan Pemerintahan 
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

9 Meningkatan 
Derajat Kesehatan 
Ibu dan Anak 

Mengoptimalkan Program 
Keluarga Berencana 

Program Keluarga 
Berencana 

Persentase  
Peserta KB Aktif 
(CPR) 

Persen NA 74.58 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Persentase PUS 
Memakai Alat KB 
Jangka Panjang 

Persen NA 12,00 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Persentase 
Perempuan 
Menikah dibawah 
Umur 21 Tahun 

Persen NA 63,90 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Pelayanan KB 

Persentase 
Pemenuhan 
Sarana 
Operasional 
Tenaga Lini 
Lapangan 

Persen NA 83,23 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Pengendalian 
Kependudukan dan 
Informasi Analisis 
Program 

Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk 

Persen 2,30 2,05 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan PA  
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Optimalisasi 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Anak 

Meningkatkan Kesetaraan 
Gender, Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Pemenuhan Hak-hak Anak 

Program Penguatan 
Kelembagaan, 
Pengarustamaan Gender 
dan Anak 

Jumlah Lembaga Jumlah 11 23 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Peningakatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

Indeks 69,83 71,00 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender 
dalam Pembangunan 

Jumlah 
Organisasi 
Perempuan yang 
Terbina 

Jumlah NA 80 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Program Penyiapan 
Pendamping Kelompoh 
Bina Keluarga 

Persentase 
Partisipasi 
Keluarga dalam 
Kelompok Bina 
Keluarga 

Persen NA 120 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 
 
 
 
 

Program Ketahaan 
Pemberdayaan Keluarga 

Persentase 
Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Kegiatan 
Kelompok 

Persen 48,64 73,64 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Peberdayaan 
Perempuan 

Persentase 
Peningkatan 
Dasa Wisma 
Yang Aktif 

Persen NA 9 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

11 Memasyarakatkan 
Olahraga untuk 
meningkat Kualitas 
Kesehatan  

Meningkatnya Aktifitas 
Masyarakat dalam 
Berolahraga 

Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Persentase 
Masyarakat yang 
Berolahraga 

Persen 0,07 0,20 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Dinas Pemuda dan Olah 
Raga 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Olahraga 

Program Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

Jumlah Pemuda 
yang Berperstasi 

Jumlah 116 116 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kepemudaan 
dan Olah Raga 

Dinas Pemuda dan Olah 
Raga 

12 Intensifikasi sektor 
pertanian dan 
Perikanan 

Meningkatnya produktifitas 
hasil pertanian dan 
Perikanan 

Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Produksi Ikan Ton 13055 25400 Urusan Pemerintahan 
Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

Pemanfaatan teknologi 
pertanian dan Perikanan 

Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan  

Ketersediaan 
Bahan Pangan 
Perkapita 
Pertahun 

Jumlah NA 274,7 Urusan Pemerintahan 
Pilihan Kelautan dan 
Perikanan dan Urusan 
Pilihan Pertanian 

Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan, 
Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

Rehabilitasi Lahan 
Pertanian dan Perikanan 

Program Pengembangan 
Agribisnis 

Persentase 
Peningkatan Luas 
Lahan yang 
Dikelola Secara 
agribisnis 

Persen NA 80 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

Program Peningkatan 
Produksi Komoditi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase 
Peningkatan 
Produksi / 
Perkebunan 

Persen 22.03 25.5 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Ternak 

Penurunan Angka 
Kematian Ternak 
Besar dan 
Penurunan 
Hewan Rabies 

Persen NA 1.76 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

Persentase 
Pertumbuhan 
Populasi Ternak 
dan Unggas 

Persen NA 5 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

13 Exstensifikasi 
sektor Pertanian 
dan Perikanan 

Perluasan Areal Pertanian 
dan Perikanan  

Program Perluasan Areal 
Pertanian dan Perikanan  

Persentase 
Pemafaatan 
Lahan Sawah 

Persen NA 52 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kelautan dan 
Perikanan, Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtukultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan, Dinas 
Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

              

14 Fasilitasi Penangan 
Pasca Panen 

Promosi hasil pertanian dan 
Perikanan 

Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi 
Perikanan 

Jumlah Unit 
Usaha 
Pengelolaan 
Produksi Ikan 

Jumlah 2 2 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Perikanan dan 
Ketahanan Pangan 

Pengembangan agro 
industry 

Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase 
Kegiatan Promosi 
Hasil 
Pertanian/Perkeb
unan  

Persen 50 91.66 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtukultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil 
Produksi Peternakan 

Jumlah 
Pengolahan 
BOKAR dan 
Pembinaan UPH 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Jumlah 2 3 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

15 Peningkatan 
kapasitas SDM 
bidang pertanian 
dan Perikanan 

Peningkatan kapasitas 
penyuluh pertanian dan 
Perikanan 

Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 
Pertanian/Perkebunan 

Luas Penguasaan 
Lahan Petani 
Perkebunan  

Ha 2 4 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Peningkatan kapasitas 
lembaga pertanian dan 
Perikanan 

Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Bibit Unggulan 
dan Non 
Unggulan 

Jumlah 64000 81000 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 
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DAERAH 

INDIKATOR 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peningkatan kapasitas 
petani dan Pembudidaya 
Ikan 

Program Peningkatan 
Kapasitas Kemampuan 
Lembaga Penyuluh 

Persentase Kelas 
Kemampuan 
BP3K 

Persen NA 100 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

16 Meningkatan 
Kesempatan Kerja 
bagi Masyarakat 

Perluasan Lapangan Kerja 
bagi Masyarakat 

Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja  

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persen 3,38 2,50 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Peningkatan Perlindungan 
Angkatan Kerja 

Program Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentasi 
Penyelesaian 
Masalah 
Hubungan 
Industrial 

Persen NA 70 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

17 Penurunan Angka 
Kemiskinan 

Fasilitasi pelaksanaan 
program KBS (Kartu Batang 
Hari Sejahtera) 

Program Pelaksanaan 
Batang Hari Sejahtera 

Persentase 
Penduduk Miskin 

Persen 26,8 23,05 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Sosial 

Dinas Sosial 

Pengalokasian Subsidi bagi 
Keluarga Prasejahtera 

        

18 Menigkatkan 
Kapasitas 
Koperasi/UMKM 

Penguatan Kelembagaan 
dan Sumber Daya Manusia 
Koperasi/UMKM 

Program penciptaan iklim 
Usaha Kecil Menengah 
yang kondusif  

Persentase 
Peningkatan 
Omset KUMKM 

Persen NA 16 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, 
Usaha Kecil, dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Peningkatan Kualitas 
Produk UMKM 

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase 
Koperasi Aktif 

Persen 51,08 56,12 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, 
Usaha Kecil, dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Pengembangan Industri 
Kreatif 

Program Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

Persentase 
Kontribusi UMKM 
pada Sektor 
Industri 

Persen 67,42 67,75 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Koperasi, 
Usaha Kecil, dan 
Menengah 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan 
Kemampuan Teknologi 
Industri 

Persetase IKM 
yang Menerapkan 
Teknologi dalam 
Proses Produksi 

Persen 40 55 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Perindustrian 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 
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AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Menciptakan 
Kenyamanan 
Berinvestasi 

Kepastian Hukum dan 
Penyederhanaan Regulasi 
dalam berinvestasi 

Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi  

Jumlah 
Perusahaan yang 
Berinvestasi 

Jumlah 48 58 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman 
Modal 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Tepadu Satu Pintu 

Optimalisasi Promosi 
Investasi Daerah 

Program Peningkatan 
Pelayanan Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,76 89,56 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman 
Modal 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Tepadu Satu Pintu 

Pemanfaatan Tata Ruang 
untuk Berinvestasi Sesuai 
dengan RTRW 

Program Peningkatan 
Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

Nilai Investasi 
Daerah (Triliyun) 

Jumlah 3026 3862 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Penanaman 
Modal 

Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Tepadu Satu Pintu 

Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Persentase 
Rekomendasi 
yang diterbitkan 

Persen 25 70 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

20 Penguatan  Badan 
Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

Penguatan Modal Usaha 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

Jumlah BUMD 
Yang dibina 

Jumlah NA 1 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Fasilitasi Pengembangan 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

        

Pengawasan Operasional 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

        

21 Pemberdayaan 
Ekonomi Desa 

Menumbuhkembangkan 
Lembaga Ekonomi Desa 

Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Perdesaan 

Jumlah Lembaga 
Ekonomi 
Perdesaan yang 
berkembnang 

Jumlah NA 100 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

Fasilitasi Permodalan 
Lembaga Ekonomi Desa 

Program Pembinaan 
Transmigrasi 

Jumlah Lokasi 
KTM yang di bina 

Jumlah NA 1 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Tranmigrasi 

Peningkatan Kapasitas 
Pengelola Ekonomi Desa 
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Pemberdayaan Kawasan 
Ex-Transmigrasi 

        

22 Pengembangan 
Kepariwisataan 
Daerah 

Pengembangan Destinasi 
Wisata Daerah 

Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Jumlah Destinasi 
Pariwisata yang 
dikembangkan 

Jumlah NA 1 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pariwisata 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga 

Pengembangan Ekonomi 
Kreatif berbasis Pariwisata 

Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Jumlah Promosi 
Pariwisata dalam 
Negeri 

Jumlah NA 1 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Pariwisata 

Dinas Pemuda dan 
Olahraga 

23 Pembangunan, 
Peningkatan, 
Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan  

Pembangunan Ruas Jalan 
dan Jembatan  

Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Panjang Jalan 
dan Jembatan 
yang dibangun 

Km/ Unit 814,59/ 24 8,5/3 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Panataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan  

Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Jalan dan Jembatan 

Persentase Jalan 
Kabupaten 
Kondisi Mantap 

Persen 22,95 27,95 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Panataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Peningkatan Jalan dan 
Jembatan 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Persentase 
Kondisi Alat Berat 
dan Alat 
Laboratorium 
yang Siap Pakai 

Persen NA 75 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Panataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Peningkatan Kuantitas 
Fasilitas Jalan dan 
Jembatan 

Program Pembangunan 
Saluran/Drainase dan 
Gorong-gorong 

Panjang Drainse 
dan Gorong-
gorong yang 
dibangun 

Meter NA 915 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Panataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Pemeliharaan  Fasilitas 
Jalan dan Jembatan 

Program Pembangunan 
Sistem Informasi/ data 
base Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah Data 
Base Jalan dan 
Jembatan 

Jumlah NA 1 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Panataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 
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Program pengendalian 
dan pengamanan lalu 
lintas 

Persentase 
Kelengkapan 
Fasilitas 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas 

Persen 60 85 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

24 Peningkatan 
Prasarana dan 
Sarana Angkutan 
Darat dan Sungai 

Pembagunan dan 
Pemeliharaan Parasarana 
dan Sarana Angkutan Darat 

Program Pembanguna 
Parasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Persentase 
sarana dan 
Prasarana  
Fasilitas Terminal 
Muara Bulian 

Persen 50 92 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

Pembagunan dan 
Pemeliharaan Parasarana 
dan Sarana Angkutan 
Sungai 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Persentase 
kelengkapan jalan  
dalam Kondisi 
Baik 

Persen 80 85 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Persentase 
Kendaraan Umum 
yang Memenuhi 
Standar Layak 
Jalan 
 
 
 
 

Persen 60 70 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Perhubungan 

Dinas Perhubungan 

25 Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Infrastruktur 
Pendidikan 

Pembangunan Infrastruktur 
Pendidikan 

Program Pembangunan 
dan Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendidikan 

Persentase 
Sekolah yang 
memiliki Sarana 
dan Prasarana 
sesuai dengan 
SPM 

Persen 45.91 70 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Pemeliharaan Infrastruktur 
Pendidikan 
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26 Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Infrastruktur 
Kesehatan 

Pembangunan Infrastruktur 
Kesehatan 

Program Pengadaan, 
Peningkatan dan 
Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/ 
Puskesmas Pembantu 
dan Jaringannya 

Persentase 
Puskesmas yang 
memiliki sarana 
dan prasarana 
sesuai setandar 

Persen 50,00 75,00 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

Pemeliharaan Infrastruktur 
Kesehatan 

Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit/ 
RS Jiwa/ RS Paru/ RS 
Mata 

Persentase 
Pemenuhan 
Sarana dan 
Prasarana Rumah 
Sakit 

Persen NA 79 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Kesehatan 

Dinas Kesehatan 

27 Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Infrastruktur Air 
Minum 

Penyediaan infrastruktur Air 
Minum Perkotaan dan 
Perdesaan 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum 

Persentase 
Rumah Tangga 
yang 
Memanfaatkan Air 
Bersih 

Persen NA 25 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang  

Peningkatan Infrastruktur 
Air Minum Perkotaan dan 
Perdesaan 

        

28 Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas Sanitasi 
Perkotaan dan 
Perdesaan 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Drainase 
Permukiman 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Limbah 

Persentase 
Rumah Tangga 
yang mempunyai 
Sanitasi yang 
Layak 

Persen NA 88,39 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Infrastruktur 
Pengelolaan Air Limbah 

        

29 Meningkatkan 
Kulaitas 
Permukiman 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Akses 
Transportasi Permukiman 
Perkotaan dan Perdesaan 

Program Pembangunan/ 
Pemeliharaan 
Inftrastruktur 
Permukiman 

Persentase Jalan 
Lingkungan 
dalam Kondisi 
Baik 

Persen NA 68,06 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Peningkatan 
Pengembangan Perumahan 

Program Pengembangan 
Perumahan 

Persentase 
Rumah Layak 
Huni 

Persen 37,04 59.66 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perum Rakyat 
& Kaw Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 
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Peningkatan Jaringan Listrik 
Permukiam 

Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Persentase 
Rumah Tangga 
yang mempunyai 
Sanitasi yang 
Layak 

Persen NA 84.18 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Program Pengembangan 
Lampu Penerangan 
Jalan dan Fasilitas 
Umum 

Persentase 
Cakupan Lampu 
Jalan 

Persen NA 98 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Program Pengelolaan 
Areal Pemakaman 

Persentase 
Makam dalam 
kondisi Baik 

Persen NA 81 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

30 Peningkatan 
Kualitas 
Lingkungan 

Pembangunan dan 
Pengelolaan Persampahan 

Program Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Persentase RTH 
terhadap 
ketentuan 
perundangan 

Persen NA 17 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Penyediaan Ruang Terbuka 
Publik 

Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase 
Cakupan 
penanganan 
sampah 

Persen 17 49 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Pengelolaan Taman Hutan 
Rakyat 

Program Pengembangan 
Sistem Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase 
Pengelolaan 
Sampah di TPA 

Persen NA 49 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan 

Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan 

Jumlah kasus 
pencemaran dan 
perusakan hutan 

Jumlah 100 100 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Persentase 
Cakupan sunber 
daya alam yang 
dilindungi dan 
dikonservasi 

Persen NA 8 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Persentase data 
Informasi 
Lingkungan Hidup 
yang terUpdate 

Persen NA 85 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Pemanfaatan 
Potensi Sumber Daya 
Hutan 

Luas Pengelolaan 
dan Pemanfaatan 
TAHURA STS 

Ha 100 1600 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kehutanan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Hutan 

Luas 
Perlindungan dan 
Pemulihan SDA 
dan Kawasan 
Tahura STS 

Ha 100 1000 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kehutanan 

Dinas Lingkungan Hidup 

Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 

Luas Lahan 
TAHURA STS 
yang Rehabilitasi 

Ha 100 700 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kehutanan 

Dinas Lingkungan Hidup 

31 Peningkatan 
Sistem Pengairan 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Sistem 
Pengairan 

Program Pengembangan 
Pengelolaan dan 
Konversi Sungai, Danau 
dan Sumber Daya 
lainnya 

Persentase Luas 
Areal 
Pemanfaatan 
Sumber Daya Air 

Persen NA 20 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

Program Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi Rawa 
dan Jaringan Irigasi 
lainnya 

Panjang Jaringan 
Irigasi 

Meter NA 1450 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 

32 Peningkatan Jalan 
Produksi Pertanian 
dan Perikanan 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Jalan 
Produksi Pertanian dan 
Perikanan 

Program Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Pertanian/ Perkebunan 

Panjang Jalan 
Produksi 
Pertanian/ 
Perkebunan 

Km NA 10 Urusan Pemerintahan  
Pilihan  Pertanian 

Dinas Tanaman Pangan 
Holtikultura, Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan. 

Program Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Perikanan 

Panjang Jalan 
Produksi 
Perikanan 

Km NA 12 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Kelautan dan 
Perikanan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Perikanan 

33 Peningkatan 
Infrastruktur Pasar 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Infrastruktur 
Pasar 

Program Peningkatan 
Sarana Perdagangan 

Persentase Pasar 
Rakyat yang 
Layak 

Persen 74,00 86,50 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pembangunan dan 
Pemeliharaan Sentra 
Perekoniman Rakyat  

Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Persentase 
Pelanggaran 
terhadap 
penggunaan 
UTTP 

Persen 45 10 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Persentase 
Peningkatan Unit 
Usaha 
Perdagangan 
Dalam Negeri 

Persen 11 23 Urusan Pemerintahan  
Pilihan Perdagangan 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

34 Penyusunan 
Sistem 
Perencanaan dan 
Pengangaran 
Pembangunan 
yang Akuntabel 

Peningkatan Kualitas 
Dokumen Perencanaan 
Daerah 

Program  Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase 
Tingkat Aspirasi 
Masyarakat 
Melalui 
Musrenbang yang 
Terakomodir 
Dalam Dokumen 
Pengagaran 

Persen 12,62 35 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Peningkatan Kualitas 
Penganggaran Daerah 

Program Pengendalian 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Kegiatan Sesuai 
dengan Dokumen 
Perencanaan 
 

Persen 100 100 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Persentase 
Perencanaan   
Ekonomi yang di 
tindak lanjuti 

Persen 19 33 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial 
Budaya 

Persentase 
Perencanaan  
Sosial Budaya 
yang di tindak 
lanjuti 

Persen 23 5 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Pengembangan 
Data/ Informasi 

Persentase 
Penyediaan Data 
Pembangunan 

Persen 100 96 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 



224 

   

   

224 

 
 

NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Perencanaan 
Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

Dokumen 
perencanan tata 
Ruang yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah 4 1 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan 
Pengembangan  Wilayah 
Strategis dan Cepat 
Tumbuh 

Dokumen 
Perencanaan 
Wilayah Strategis 

Jumlah 2 2 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Perencana 

Persentase 
Aparatur 
Perencanaan 
yang mengikuti 
Bimbingan Teknis 

Persen 20 30 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Perencanaan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Program Pengembangan 
Data/ Informasi/ Statistik 
Daerah 

Persentase 
Cakupan Data 
dan Informsi 
Statistik Daerah 

Persen NA 65 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Statistik 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Program Peningkatan 
Pendapatan Asili Daerah 

Nilai PAD Juta 77412 205558 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Keuangan 

Badan Keuangan 
Daerah 

35 Penatausahaan  
Keuangan Daerah 
Yang Efektif, 
Efisien dan 
Transparan 

Peningkatan Sistem 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah  

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Opini  BPK Opini WTP WTP Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Keuangan 

Badan Keuangan 
Daerah 

36 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan  

Peningkatan  Sistem 
Pengawasan Internal 
Pemerintah Daerah  

Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Persentase Hasil 
Pemeriksaan  
yang 
ditindaklanjuti 

Persen NA 85.25 Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah 

Optimalisasi Fungsi DPRD Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Persentase 
Capaian 
Peningkatan 
Capacity Building 
SDM APIP 

Persen NA 100 Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perumusan Kebijakan 
Pemerintah Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Persentase 
Capaian Prolegda 

Persen 90 98 Urusan Pendukung Sekretariat DPRD 

Pemanfaatan Sandi Daerah Program Pengelolaan 
dan Pengembangan 
Kekayan Daerah 

Persentase Aset 
yang tertata 

Persen 45 55 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan 

Persentase 
Kecamatan yang 
dilakukan 
Penataan 

Persen NA 10 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program 
Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum  

Persentase 
Konflik ditengah 
Masyarakat 

Persen 6 2 Urusan Pemerintahan 
Umum Pelayanan 
Publik dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kecamatan 

Program Pelayanan 
pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 

Persentase 
Pelayanan 
Pengadaa 
Barang/Jasa 
Pemerintah 

Persen NA 100 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program Koordinasi, 
Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang 
Perekonomian 

Persentase Hasil 
Koordinasi, 
Evaluasi dan 
Monitoring 
Kebijakan KDH 
bidang 
Perekonomian 
yang 
ditindaklanjuti 

Persen NA 80 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program  Kerja Sama 
Antar Daerah 

Persentase 
Program 
Kerjasama Antar 
Daerah yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah NA 80 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan  

Persentase 
Produk Hukum 
Daerah yang 
dapat diakses dan 
sesuai dengan 
kebutuhan daerah 

Persen NA 95 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program 
Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah 
yang sesuai 
aturan 

Persen NA 100 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program Koordinasi, 
Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang 
SDM dan Insfrastruktur 

Persentase Hasil 
Koordinasi, 
Evaluasi dan 
Monitoring 
Kebijakan KDH 
bidang SDM dan 
Infrastruktu yang 
ditindaklanjuti 
 

Persen NA 80 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Program Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Persentase 
Penambahan 
Tanah Milik 
Pemerintah 
Daerah 

Persen 3 22 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pertanahan 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Program Pengembangan 
Persandian 

Persentase 
Pemanfaatan 
Sandi 

Persen NA 90 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Persandian 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

37 Pendayagunaan 
Aparatur Daerah 
dengan 
Proporsional 

Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Daerah 

Program Penyusunan 
Data Pegawai 

Persentase 
Jumlah Sistem 
Data dan 
Informasi 
Kepegawaian  
yang Terkelola  

Persen NA 100 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Kepegawaian 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Daya Manusia Daerah 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rekrutmen dan 
Pendistribusian Aparatur 
Daerah secara Proporsional 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur  

Persentase 
Jumlah 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

Persen NA 22.46 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Kepegawaian 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Daya Manusia Daerah 

Peningkatan Kesejahteraan 
Aparatur Daerah 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur Daerah 

Jumlah 
Terpenuhinya 
Standar diklat 
SDM Aparatur 
Sipil Negara 

Jumlah NA 412 Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan 
Daya Manusia Daerah 

Penyelenggaraan 
Administrasi dan 
Kewilayahan 

Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa  

Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas 
Aparatur 

Persen NA 90 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa 

Program Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan  

Persentase 
Jumlah lembaga 
Kemasya-rakatan  
Aktif  

Persen NA 80 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Peningkatan Pengelolaan 
Kearsipan Daerah 

Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun 
Desa  

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Membangun 
Desa 

Persen NA 100 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan  

Persentase Desa 
Tertata 

Persen NA 85 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase 
Usulan Hasil 
Musrenbang 
dalam Forum 
SKPD 

Persen 9 14 Urusan Pemerintahan 
Umum Pelayanan 
Publik dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kecamatan 



228 

   

   

228 

 
 

NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Penyelamatan 
dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah  

Persentase Arsip 
Daerah yang 
tertata dengan 
Baik 

Persen 45,28 58,00 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kearsipan 

Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan 

Program peningkatan 
kualitas pelayanan 
informasi  

Persentase 
Tenaga Arsiparis 
yang Memenuhi 
setandar 
kompetensi 

Persen NA 60 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kearsipan 

Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan 

38 Peningkatan 
Ketentraman dan 
ketertiban 
Masyarakat 

Optimalisasi Penegakan 
Perda 

Program peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan lingkungan  

Persentase  
Penurunan 
Gangguan 
Lingkungan 

Persen 40,00 20 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Penanggulangan Bencana 
Daerah 

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal  

Persentase 
Penurunan 
Gangguan 
Kamtibmas dan 
Tindak Kriminal 

Persen 66,1 45 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Penanganan KAT Fakir 
Miskin dan Anak Terlantar 
serta PMKS 

Program peningkatan 
pemberantasan penyakit 
masyarakat (pekat)  

Angka Pekat Persen 15 10 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Program pendidikan 
politik masyarakat  

Persentase 
Partisipasi 
Pemilih 

Persen 65 75 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Persentase KAT 
dan PMKS yang 
dibantu 

Persen 23 28 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Sosial 

Dinas Sosial 

Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial  

Persentase 
PMKS yang 
difasilitasi secara 
baik 

Persen 23 28 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Sosial 

Dinas Sosial 

Program pencegahan 
dini dan penanggulangan 
korban bencana alam  

Respon Time 
Tanggap Darurat 

Persen 50 100 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Program Peningkatan 
Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

Respon Time 
Rate (Tingkat 
WaktuTanggap  )  

Persen NA 45 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

39 Memberikan 
Pelayan Publik 
yang Prima 

Memperluas Jangkuan 
Pelayanan Dokumen 
Kependudukan 

Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Persentase 
Kepimilikan 
Dokumen 
Kependudukan 
dan Catatan Sipill 

Persen NA 90 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Meningkatkan Kualitas 
Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah Daerah 

Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa  

Persentase 
Layanan 
Komuniksi dan 
Informatika 

Persen NA 95 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi 
dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Optimalisasi Peran dan 
Fungsi Pelayanan 
Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) 

Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM 
bidang Komunikasi dan 
Informasi  

Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas SDM  

Persen NA 90 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi 
dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peningkatan 
Pengembangan dan 
Pemanfaatan e-Government 

Program Kerjasama 
Informasi dan Media 
Massa 

Persentase 
Penyebarluasan 
Informasi 

Persen NA 83 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Komunukasi 
dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,76 89,56 Urusan Pemerintahan 
Umum Pelayanan 
Publik dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kecamatan 

40 Meningkatkan 
implementasi Nilai- 
nilai Keagamaan  

Optimalisasi fungsi Da'i Program Pembangunan/ 
Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Umum dan 
Sosial serta Keagamaan 

Jumlah Fasilitas 
sosial dan 
keagamaan yang 
layak 

Jumlah NA 97,60 Urusan Pemerintahan  
Wajib Pelayanan 
Dasar Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman 

Dinas Perumahan 
Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan 

Pembinaan Pengajian 
Antara Magrib dan Isya 
(PAMI) 

Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Persentase 
Angka Melek Al-
Qur'an 

Persen NA 85 Urusan Pendukung, 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

Sekretariat Daerah dan 
Kecamatan 

Meningkatkan Kualitas 
Pengembangan tilawatul 
Qur'an 

Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase 
Lembaga 
Kesejahteraan 
Sosial yang 
difasilitasi 

Persen NA 85 Urusan Pendukung Sekretariat Daerah 

Pemenuhan Sarana dan 
Prasana Ibadah 

        

41 Meningkatkan 
Kerukunan Antar 
Umat Beragama 

Pemberdayaan Lembaga 
dan Umat Beragama 

Program pengembangan 
wawasan kebangsaan  

Persentase 
Penurunan 
Konflik dalam 
Masyarakat 

Persen NA 19 Urusan Pemerintahan  
Wajib  Pelayanan 
Dasar Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Meningkatkan Komunikasi 
Antar Lembaga Keagaam 

        

42 Pelestarian 
Pengembangan 
Adat Istiadat dan 

Pelestarian Situs dan Cagar 
Budaya 

Program Pengembangan 
Nilai Budaya 

Persentase 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

Persen NA 80 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM 
PROGRAM 

PEMBANGUNAN 
DAERAH 

INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 

CAPAIAN KINERJA 

URUSAN 
OPD PENANGGUNG 

JAWAB KONDISI 
AWAL (2016) 

KONDISI 
AKHIR 
(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Budaya Daerah Meningkatan Pengelolaan 
Keragaman Budaya Daerah 

Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya Daerah 

Persen NA 80 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Pengembangan dan 
Pelestarian Adat Istiadat 
dan Seni Daerah 

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Persentase 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 
Daerah 

Persen NA 80 Urusan Pemerintahan  
Wajib Non Pelayanan 
Dasar Kebudayaan 

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan 
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BAB VIII  
INDIKASI RENCANA PROGRAM 

PRIORITAS YANG DISERTAI 
KEBUTUHAN PENDANAAN  

  

Rencana Program prioritas merupakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam konteks ini adalah Visi dan Misi 

Kabupaten Batang Hari. Mengacu kepada Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010, 

setiap program prioritas harus disertai dengan target kinerja dalam bentuk indicator kinerja program (outcome) 

yang disertai dengan indikasi pendanaan per program sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

sebagaimana disajikan pada BAB III. Target kinerja yang disertai indikasi pendanaan atau pagu indikatif pada 

masing-masing program prioritas dan urusan pemerintah per OPD, menjadi tanggungjawab masing-masing OPD 

dimaksud. Pagu Indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai  program prioritas 

tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018-2021 tetap mengacu 

kepada lima prioritas pembangunan, yaitu : pada aspek Sumber daya manusia, Ekonomi kerakyatan, 

Infrastruktur pelayanan dasar, Reformasi birokrasi dan Pelayanan umum serta Keagamaan dan Kearifan lokal. 

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan 

program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu 

indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam peyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

termasuk dalam menjabarkannya kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. 

 

Pencapaian target kinerja (Outcome) dimasing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung 

oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari, tetapi juga bersumber dari pendapatan 

lainnya (APBN, APBD Provinsi dan lainya). Namun demikian, pencantuman pendanaan didalam BAB ini hanya 

yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai 

kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, 

indicator kineja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan RENSTRA OPD. 
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Tabel 8.1 
Program Prioritas dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2018-2021 

 

No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Belanja Daerah            
1,135,922  

     
1,274,112  

     
1,396,899  

     
1,530,626  

     
1,626,970  

  

A Belanja Tidak Langsung               
640,580  

        
704,638  

        
753,383  

        
816,319  

        
835,218  

  

  Belanja Pegawai               
414,351  

        
455,786  

        
486,135  

        
531,083  

        
542,568  

  

  Belanja Bunga                           
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

                    
-  

  

  Belanja Subsidi                   
1,200  

            
1,320  

            
1,438  

            
1,539  

            
1,631  

  

  Belanja Hibah                 
30,253  

          
33,279  

          
34,274  

          
36,313  

          
38,142  

  

  Belanja Bantuan Sosial                 
24,472  

          
26,919  

          
27,342  

          
28,896  

          
30,280  

  

  Belanja Bagi Hasil                               
-  

                            
-  

  

  Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/Kab/Kota, 
Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 

              
167,824  

        
184,606  

        
201,221  

        
215,307  

        
219,225  

  

  Belanja Tidak Terduga                   
2,480  

            
2,728  

            
2,973  

            
3,181  

            
3,372  

  

B Belanja Langsung               
495,342  

        
569,474  

        
643,516  

        
714,307  

        
791,752  

  

I Urusan Pemerintah 
Wajib Pelayanan Dasar 

              
282,639  

        
311,142  

        
351,245  

        
412,299  

        
451,152  

  

1.a Pendidikan                 
38,838  

          
54,154  

          
49,803  

          
51,061  

          
54,518  

  

1 Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

Rata-rata Nilai UKG Nilai 49 52           
1,386  

55           
1,835  

60           
1,865  

65           
1,950  

68           
1,995  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

2 Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Angka Partisipasi 
Kasar (APK) PAUD 

Nilai 45.71 45.71           
1,953  

50.71           
2,135  

55.71           
2,190  

60.71           
2,220  

65.71           
2,310  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD 
Sederajat 

Nilai 97.8 98.23         
13,030  

98.63         
17,545  

99.03         
19,112  

99.43         
20,705  

99.83         
21,260  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

4 Program Pendidikan Non 
Formal 

Angka Melek Aksara Nilai 96.92 97.12              
481  

97.37              
625  

97.62              
680  

97.87              
715  

98.12              
770  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

5 Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Persentase Sekolah 
yang Melaksanakan 
MBS 

Persen 98 98              
731  

98.8              
836  

98.5              
852  

99.5              
861  

100              
866  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

6 Program Pembangunan 
dan Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Pendidikan 

Persentase Sekolah 
yang memiliki Sarana 
dan Prasarana sesuai 
dengan SPM 

Persen 45.91 48.01         
17,760  

54         
19,254  

60         
21,526  

65         
21,118  

70         
23,664  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

7 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100           
100  

          
2,955  

          
100  

          
2,528  

             
100  

          
2,546  

             
100  

          
2,564  

             
100  

          
2,589  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

8 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
357  

100           
9,216  

100              
722  

100              
728  

100              
734  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

9 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 100           
100  

30 100 150 100 30 100 150 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

10 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
85  

100              
105  

100              
110  

100              
115  

100              
120  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

11 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

          
100  

               
45  

             
100  

               
50  

             
100  

               
55  

             
100  

               
60  

Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

1.b Kesehatan                 
61,695  

          
67,051  

          
74,998  

          
83,258  

        
140,159  

  

1 Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Persentase Cakupan 
Pelayanan Gawat 
Darurat Level 1 yang 
harus ditangani 
Sarana Kesehatan 

Persen 63,20 70,00           
8,024  

80,00           
8,826  

85,00           
9,709  

90,00         
10,680  

95,00         
11,748  

Dinas Kesehatan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Program Pelayaanan 
Kesehatan Penduduk 
Miskin 

Persentase 
Pelayanan Kesehatan 
pada Maysrakat 
miskin di pelayanan 
dasar dan rujukan 

Persen NA 90,00           
7,187  

91,00           
7,905  

92,00           
8,696  

93,00 9,565 94,00         
10,522  

Dinas Kesehatan 

3 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular dan Tidak 
Menular 

Angka Pravalensi 
Peyakit Menular dan 
Tidak Menular (per 
1000) 

Angka NA 0,06           
1,800  

0,05           
2,035  

0,05           
2,262  

0,04           
3,126  

0,04           
3,438  

Dinas Kesehatan 

4 Program Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Persentase Penduduk 
yang berakses 
Terhadap air minum 

Persen NA 80,00              
210  

82,00              
231  

84,00              
254  

86,00              
279  

90,00              
307  

Dinas Kesehatan 

5 Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase Rumah 
Tangga ber PHBS 

Persen 60 64,98           
1,972  

65,1           
2,169  

65,15           
2,386  

65,2           
2,624  

65,25           
2,887  

Dinas Kesehatan 

6 Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
yang Terakreditasi 

Jumlah NA 4           
1,815  

6           
1,615  

3           
1,356  

3           
1,107  

2           
1,042  

Dinas Kesehatan 

7 Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

Persentase 
Ketersediaan Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan pada 
Fasyankes 

Persen 96,27 96,27           
2,884  

96,5           
3,173  

97           
3,490  

97           
3,838  

97,5           
4,223  

Dinas Kesehatan 

8 Program Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Persentase 
Penurunan 
Pelanggaran Sediaan 
Farmasi dan Makanan 

Persen 70,3 2 131.4 2 144.54 2 159 2 174.9 2 192.39 Dinas Kesehatan 

9 Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Angka Harapan Hidup Angka 69,71 69,74         
12,112  

69,77         
13,323  

69,80         
14,655  

69,83         
16,121  

69,86         
17,733  

Dinas Kesehatan 

10 Program Pengadaan, 
Peningkatan dan 
Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/ 
Puskesmas Pembantu 
dan Jaringannya 

Persentase 
Puskesmas yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai 
setandar 

Persen 50,00 55,00           
8,148  

60,00           
8,722  

65,00           
9,820  

70,00         
10,747  

75,00         
10,611  

Dinas Kesehatan 

11 Program Pengadaan, 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Rumah Sakit/ 
RS Jiwa/ RS Paru/ RS 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Rumah Sakit 

Persen NA 70           
5,000  

72           
6,000  

74           
7,000  

76           
8,000  

79         
60,500  

Dinas Kesehatan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mata 

12 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
9,469  

          
100  

          
8,938  

             
100  

          
9,236  

             
100  

          
9,321  

             
100  

          
9,376  

Dinas Kesehatan 

13 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100           
2,689  

100           
3,409  

100           
5,600  

100 7,100 100           
7,200  

Dinas Kesehatan 

14 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100              
100  

100              
350  

100              
150  

100              
350  

100              
150  

Dinas Kesehatan 

15 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100              
154  

100              
160  

100              
170  

100              
170  

100              
170  

Dinas Kesehatan 

16 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
50  

100                
55  

100                
55  

100                
60  

Dinas Kesehatan 

1.c Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

              
128,481  

        
132,658  

        
168,369  

        
214,271  

        
189,445  

  

1 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Panjang Jalan dan 
Jembatan yang 
dibangun 

Km/ 
Unit 

814,59/ 
24 

5,45/4         
80,628  

4/2         
95,000  

7,1/4       
118,370  

7,3/4       
147,441  

8,5/3       
108,277  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

2 Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Persentase Jalan 
Kabupaten Kondisi 
Mantap 

Persen 22,95 23,95         
23,783  

24,94         
16,508  

25,95         
30,500  

26,95         
45,000  

27,95         
55,000  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Persentase Kondisi 
Alat Berat dan Alat 
Laboratorium yang 
Siap Pakai 

Persen NA 65              
388  

67           
3,556  

70              
484  

72              
532  

75              
586  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

4 Program Pembangunan 
Saluran/Drainase dan 
Gorong-gorong 

Panjang Drainse dan 
Gorong-gorong yang 
dibangun 

Meter NA 951.5                   
-  

917           
2,000  

931           
2,210  

918           
2,500  

915           
1,423  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 Program Pembangunan 
Sistem Informasi/ data 
base Jalan dan Jembatan 

Jumlah Data Base 
Jalan dan Jembatan 

Jumlah NA 1              
295  

1              
330  

1              
363  

1              
400  

1              
500  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

6 Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Minum 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
Memanfaatkan Air 
Bersih 

Persen NA 12.54         
12,114  

14.54           
1,200  

16.6           
1,648  

19.54           
1,732  

25           
2,500  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

7 Program Pengembangan 
Pengelolaan dan Konversi 
Sungai, Danau dan 
Sumber Daya lainnya 

Persentase Luas 
Areal Pemanfaatan 
Sumber Daya Air 

Persen NA 5              
852  

10           
2,550  

15           
2,000  

17           
2,662  

20           
1,732  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

8 Program Pengembangan 
dan Pengelolaan Jaringan 
Irigasi Rawa dan Jaringan 
Irigasi lainnya 

Panjang Jaringan 
Irigasi 

Meter NA 1425           
8,492  

1366           
9,000  

1226         
10,000  

1317         
11,000  

1450         
15,993  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

9 Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

Persentase 
Rekomendasi yang 
diterbitkan 

Persen 25 30              
394  

40              
610  

50              
700  

60              
700  

70              
900  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

10 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,250  

          
100  

          
1,500  

             
100  

          
1,650  

             
100  

          
1,815  

             
100  

          
1,997  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

11 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
235  

100              
259  

100              
284  

100              
313  

100              
344  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

12 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA                   
-  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

13 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

100                
73  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

14 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.d Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

                
36,031  

          
34,839  

          
34,429  

          
40,540  

          
42,468  

  

1 Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan Air 
Limbah 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
mempunyai Sanitasi 
yang Layak 

Persen NA NA                   
-  

76.45              
500  

80,17              
600  

84,18              
750  

88,39              
850  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

2 Program Pembangunan/ 
Pemeliharaan 
Inftrastruktur Permukiman 

Persentase Jalan 
Lingkungan dalam 
Kondisi Baik 

Persen NA 55,02         
26,000  

59,75         
20,000  

63,22         
20,000  

66,21         
25,000  

68,06         
25,000  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

3 Program Pengembangan 
Perumahan 

Persentase Rumah 
Layak Huni 

Persen 37,04 40,75              
191  

44,82              
947  

49,30  1,041  54.23  1,041  59.66              
608  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

4 Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
mempunyai Sanitasi 
yang Layak 

Persen NA 72,20              
680  

74,20              
700  

76.35              
947  

80.71           
1,042  

84.18           
1,146  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

5 Program Pengembangan 
Lampu Penerangan Jalan 
dan Fasilitas Umum 

Persentase Cakupan 
Lampu Jalan 

Persen NA 80           
4,821  

89           
1,600  

91           
1,893  

96           
2,144  

98           
2,584  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

6 Program Pengelolaan 
Areal Pemakaman 

Persentase Makam 
dalam kondisi Baik 

Persen NA NA                   
-  

75              
220  

77              
242  

79              
276  

81              
314  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

7 Program Pembangunan/ 
Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Umun dan 
Sosial serta Keagamaan 

Jumlah Fasilitas 
sosial dan 
keagamaan yang 
layak 

Jumlah NA NA                   
-  

84,40           
4,945  

88,90           
4,945  

93,40           
4,945  

97,60           
4,945  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

8 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
4,169  

          
100  

          
4,998  

             
100  

          
5,498  

             
100  

          
6,048  

             
100  

          
6,652  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pertanahan 

9 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
130  

100              
795  

100              
157  

100              
173  

100              
190  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

10 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100                     
-  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

11 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

100                
59  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

12 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

1.e Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 
Masyarakat 

                
15,031  

          
17,313  

          
18,834  

          
18,630  

          
19,993  

  

1 Program peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan lingkungan  

Persentase  
Penurunan Gangguan 
Lingkungan 

Persen 40,00 35.0              
840  

30.0           
2,170  

27           
2,520  

25           
2,480  

20           
2,555  

Satuan Polisi 
Pamong Praja, 
Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

2 Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal  

Persentase 
Penurunan Gangguan 
Kamtibmas dan 
Tindak Kriminal 

Persen 66,1 65              
300  

60              
330  

55              
300  

50              
400  

45              
200  

Satuan Polisi 
Pamong Praja, 
Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

3 Program peningkatan 
pemberantasan penyakit 
masyarakat (pekat)  

Angka Pekat Persen 15 14 610 13              
472  

12              
930  

11           
1,123  

10           
2,385  

Satuan Polisi 
Pamong Praja, 
Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Program pendidikan politik 
masyarakat  

Persentase Partisipasi 
Pemilih 

Persen 65 67,7   68.2              
373  

71.2              
545  

73.1              
437  

75              
530  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

5 Program pencegahan dini 
dan penanggulangan 
korban bencana alam  

Respon Time 
Tanggap Darurat 

Persen                
50  

            
60  

             
530  

            
70  

             
470  

               
80  

          
1,165  

               
90  

             
640  

             
100  

             
545  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

6 Program Peningkatan 
Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

Respon Time Rate 
(Tingkat 
WaktuTanggap  )  

Persen NA 60           
2,266  

60           
2,928  

45              
694  

45              
819  

45              
633  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

7 Program pengembangan 
wawasan kebangsaan  

Persentase 
Penurunan Konflik 
dalam Masyarakat 

Persen NA 36,00                   
-  

31,00              
500  

27,00              
530  

23,00           
1,090  

19,00              
585  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

8 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
2,466  

          
100  

          
2,713  

             
100  

          
2,780  

             
100  

          
3,364  

             
100  

          
3,364  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

9 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
190  

100              
209  

100              
163  

100              
179  

100              
197  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

10 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100              
177  

100              
197  

100                
80  

100                
88  

100                
97  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

11 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
98  

100              
107  

100                
66  

100                
73  

100                
80  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

12 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100                
60  

100                
65  

100 40 100 44 100 48 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

13 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

             
900  

          
100  

             
956  

             
100  

          
1,052  

             
100  

          
1,157  

             
100  

          
1,273  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

14 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
250  

100              
256  

100              
282  

100              
310  

100              
341  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA                   
-  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

16 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100              
100  

100              
113  

100              
125  

100              
137  

100              
151  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

17 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
45  

100                
50  

100                
55  

Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

18 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,254  

          
100  

          
1,505  

             
100  

          
1,521  

             
100  

          
1,631  

             
100  

          
1,885  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

19 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
195  

100              
215  

100              
237  

100              
256  

100              
285  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

20 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100              
180  

100                
55  

100                
57  

100                
59  

100                
61  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

21 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
75  

100                
50  

100                
54  

100                
60  

100                
66  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

22 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA   100                
40  

100                
45  

100                
50  

100                
55  

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

23 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
3,687  

          
100  

          
2,575  

             
100  

          
2,833  

             
100  

          
3,116  

             
100  

          
3,428  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

24 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
568  

100              
631  

100           
2,400  

100 660 100              
726  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

25 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100              
205  

100              
187  

100              
198  

100              
218  

100              
240  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

26 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
80  

100                
66  

100                
73  

100                
80  

100                
88  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

27 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas Pemadam 
Kabakaran dan 
Penyelamatan 

1.f Sosial                   
2,563  

            
5,127  

            
4,813  

            
4,539  

            
4,569  

  

1 Program Pelaksanaan 
Batang Hari Sejahtera 

Persentase Penduduk 
Miskin 

Persen  26,8   26,05               
211  

 25,30            
1,600  

 24,55               
800  

 23,50               
825  

 23,05               
825  

Dinas Sosial 

2 Program Pemberdayaan 
Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Persentase KAT dan 
PMKS yang dibantu 

Persen                
23  

            
24  

             
828  

            
25  

          
1,030  

               
26  

          
1,130  

               
27  

          
1,165  

               
28  

          
1,170  

Dinas Sosial 

3 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial  

Persentase PMKS 
yang difasilitasi 
secara baik 

Persen                
23  

            
24  

             
196  

            
25  

             
550  

               
26  

             
550  

               
27  

             
550  

               
28  

             
550  

Dinas Sosial 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

             
816  

          
100  

          
1,166  

             
100  

          
1,182  

             
100  

          
1,257  

             
100  

          
1,355  

Dinas Sosial 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
422  

100              
639  

100              
995  

100              
570  

100              
480  

Dinas Sosial 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100                     
-  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Dinas Sosial 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
47  

100                
52  

100                
57  

100                
63  

100                
69  

Dinas Sosial 



   

   

243 

No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100                
43  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas Sosial 

II Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar 

                
57,784  

          
86,646  

        
106,081  

          
97,017  

        
117,727  

  

II.a Tenaga Kerja                   
2,400  

            
3,171  

            
3,507  

            
3,498  

            
4,007  

  

1 Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja  

Persentase 
Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Persen 1,63 1.63              
200  

1.64              
400  

1.65              
355  

1.66              
270  

1.7              
385  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

2 Program Peningkatan 
Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja  

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persen 3,38 3,20              
400  

3,10              
650  

3,00              
655  

2,75              
655  

2,50              
655  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

3 Program Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentasi 
Penyelesaian 
Masalah Hubungan 
Industrial 

Persen NA NA                   
-  

60              
350  

65              
550  

68              
430  

70              
610  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Terlaksananya 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

             
944  

          
100  

             
935  

             
100  

          
1,355  

             
100  

          
1,568  

             
100  

          
1,514  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Terpenuhinya Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
745  

100              
705  

100              
300  

100              
270  

100              
557  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Terpenuhinya Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100                   
-  

100                
60  

100                
92  

100                
95  

100                
76  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Terpenuhinya 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
61  

100                
31  

100              
150  

100              
150  

100              
150  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Terpenuhinya 
Pelaporan OPD 

Persen 100 100                
50  

100                
40  

100                
50  

100                
60  

100                
60  

Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

II.b Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

                  
8,175  

          
11,521  

          
11,672  

          
12,423  

          
14,017  
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Program Penguatan 
Kelembagaan, 
Pengarustamaan Gender 
dan Anak 

Jumlah Lembaga Jumlah 11 15           
1,100  

17           
1,805  

19           
2,217  

21           
2,512  

23           
3,171  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

2 Program Peningakatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

Indeks Pembangunan 
Gender 

Indeks 69,83 69,97              
280  

70,12              
150  

70,45              
180  

70,82              
240  

71,00              
300  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

3 Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender dalam 
Pembangunan 

Jumlah Organisasi 
Perempuan yang 
Terbina 

Jumlah NA NA                   
-  

58              
215  

64              
220  

72              
225  

80              
230  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

4 Program Penyiapan 
Pendamping Kelompok 
Bina Keluarga 

Persentase Partisipasi 
Keluarga dalam 
Kelompok Bina 
Keluarga 

Persen NA 25              
150  

50              
385  

75              
424  

100              
466  

120              
512  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

5 Program Ketahaan 
Pemberdayaan Keluarga 

Persentase Jumlah 
Keluarga yang 
Mengikuti Kegiatan 
Kelompok 

Persen 48,64 53,64              
495  

58.64              
489  

63,64              
526  

68,64              
568  

73,64              
614  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

6 Program Peberdayaan 
Perempuan 

Persentase 
Peningkatan Dasa 
Wisma Yang Aktif 

Persen NA 5           
2,930  

6           
3,960  

7           
3,246  

8           
3,159  

9           
3,498  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

7 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
2,580  

          
100  

          
2,945  

             
100  

          
3,129  

             
100  

          
3,350  

             
100  

          
3,598  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

8 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
515  

100           
1,392  

100           
1,531  

100           
1,684  

100           
1,853  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

9 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100                
70  

100                
80  

100                
88  

100                
96  

100              
106  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
55  

100                
60  

100                
66  

100                
73  

100                
80  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

11 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
45  

100                
50  

100                
55  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

II.c Pangan                   
1,580  

            
2,295  

            
2,734  

            
3,038  

            
3,356  

  

1 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan  

Rasio Kecukupan 
bahan Pangan Pokop 

Rasio NA 227.7              
470  

238.7              
900  

249.7           
1,200  

261.7           
1,350  

274.7           
1,500  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

2 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

             
836  

          
100  

          
1,003  

             
100  

          
1,104  

             
100  

          
1,214  

             
100  

          
1,335  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
229  

100              
252  

100              
277  

100              
305  

100              
335  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

4 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA                   
-  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

5 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
45  

100                
50  

100                
54  

100                
60  

100                
66  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

II.d Pertanahan                   
3,700  

            
6,000  

            
8,000  

            
6,000  

          
23,700  

  

1 Program Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Persentase 
Penambahan Tanah 
Milik Pemerintah 
Daerah 

Persen 3 3           
3,700  

3           
6,000  

4           
8,000  

3           
6,000  

7         
23,700  

Dinas 
Perumahan 
Kawasan 
Pemukiman dan 
Pertanahan 

II.e Lingkungan Hidup                   
9,108  

          
12,778  

          
15,962  

          
17,197  

          
18,339  

  

1 Program Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Persentase RTH 
terhadap ketentuan 
perundangan 

Persen  NA              
10  

             
366  

            
12  

             
465  

               
14  

             
511  

               
15  

             
562  

               
17  

             
619  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

2 Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase Cakupan 
penanganan sampah 

Persen                
17  

            
25  

          
4,190  

            
31  

          
4,922  

               
37  

          
5,178  

               
44  

          
5,443  

               
49  

          
5,522  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

3 Program Pengembangan 
Sistem Pengelolaan 
Persampahan 

Persentase 
Pengelolaan Sampah 
di TPA 

Persen  NA                      
-  

            
35  

             
270  

               
39  

             
297  

               
44  

             
326  

               
49  

             
359  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

4 Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan 

Jumlah kasus 
pencemaran dan 
perusakan hutan 

Jumlah              
100  

            
85  

          
1,258  

            
90  

             
450  

               
95  

          
3,100  

               
95  

          
3,539  

             
100  

          
3,996  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

5 Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Persentase Cakupan 
sunber daya alam 
yang dilindungi dan 
dikonservasii 

Persen  NA                
1  

             
226  

              
3  

             
645  

                 
5  

             
709  

                 
7  

             
780  

                 
8  

             
858  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

6 Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Persentase data 
Informasi Lingkungan 
Hidup yang terUpdate 

Persen  NA              
81  

             
125  

            
82  

             
495  

               
83  

             
326  

               
84  

             
359  

               
85  

             
406  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

7 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,326  

          
100  

          
1,582  

             
100  

          
1,726  

             
100  

          
1,882  

             
100  

          
2,052  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100           
1,497  

100           
3,625  

100           
3,759  

100           
3,915  

100           
4,097  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

9 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA                   
-  

100                
92  

100              
101  

100              
111  

100              
122  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

10 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100              
120  

100              
132  

100              
145  

100              
159  

100              
175  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

11 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100              
100  

100              
110  

100              
121  

100              
133  

Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

II.f Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

                  
3,619  

            
4,719  

            
6,566  

            
4,224  

            
4,831  

  

1 Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Persentase 
Kepimilikan Dokumen 
Kependudukan dan 
Catatan Sipill 

Persen NA 80           
1,721  

85           
1,827  

86           
2,114  

87           
1,851  

90           
1,938  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

2 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,711  

          
100  

          
2,145  

             
100  

          
2,972  

             
100  

          
1,967  

             
100  

          
2,300  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100                
87  

100              
602  

100           
1,312  

100              
231  

100              
269  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

4 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100                   
-  

100                
51  

100                
65  

100                
61  

100                
72  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

5 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
60  

100                
50  

100                
55  

100                
61  

100                
67  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100           
100  

               
40  

          
100  

               
44  

             
100  

               
48  

             
100  

               
53  

             
100  

             
185  

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

II.g Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

                  
3,040  

            
8,430  

            
9,693  

            
9,583  

            
9,666  

  

1 Program Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Perdesaan 

Jumlah Lembaga 
Ekonomi Perdesaan 
yang berkembnang 

Jumlah NA             
75  

                  
-  

            
80  

             
150  

               
85  

             
315  

               
95  

             
346  

             
100  

             
381  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

2 Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa  

Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 

Persen NA             
50  

             
165  

            
60  

          
2,302  

               
70  

          
2,823  

               
80  

          
2,214  

               
90  

          
2,251  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

3 Program Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan  

Persentase Jumlah 
lembaga Kemasya-
rakatan  Aktif  

Persen NA             
84  

             
630  

            
80  

          
1,356  

               
80  

          
1,514  

               
80  

          
1,672  

               
80  

          
1,843  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

4 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa  

Persentase Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

Persen NA  NA                    
-  

            
85  

             
776  

               
90  

          
1,270  

               
95  

          
1,297  

             
100  

             
678  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

5 Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan  

Persentase Desa 
Tertata 

Persen NA             
45  

             
220  

            
65  

          
1,428  

               
75  

          
1,290  

               
85  

          
1,325  

               
85  

          
1,513  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

6 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,524  

          
100  

          
1,673  

             
100  

          
1,841  

             
100  

          
2,025  

             
100  

          
2,226  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

7 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
336  

100              
600  

100              
480  

100              
528  

100              
581  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

8 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100                
33  

100                
36  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

9 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
82  

100                
59  

100                
65  

100                
72  

100                
79  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100                
50  

100                
50  

100                
55  

100                
60  

100                
66  

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

II.h Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

                  
1,860  

            
2,686  

            
2,895  

            
3,129  

            
3,440  

  

1 Program Keluarga 
Berencana 

Persentase  Peserta 
KB Aktif (CPR) 

Persen NA 71,95              
300  

72,55           
1,006  

72.98           
1,080  

73.98           
1,170  

74.58           
1,324  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

2 Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Persentase PUS 
Memakai Alat KB 
Jangka Panjang 

Persen NA 10,55              
260  

11,10              
250  

11,68              
243  

11,98              
239  

12,00              
239  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

3 Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Persentase 
Perempuan Menikah 
dibawah Umur 21 
Tahun 

Persen NA 64,12              
200  

64,07              
220  

64,00              
242  

63,95              
266  

63,90              
293  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

4 Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Pelayanan KB (DAK) 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
Operasional Tenaga 
Lini Lapangan 

Persen NA 4,6              
500  

29,9              
550  

60,36              
600  

75,1              
650  

83,23              
700  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Anak 

5 Program Pengendalian 
Kependudukan dan 
Informasi Analisis 
Program 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

Persen 2,30 2.24              
600  

2,19              
660  

2,15              
730  

2,10              
804  

2,05              
884  

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

II.i Perhubungan                   
3,154  

            
6,769  

          
13,724  

            
6,771  

            
4,026  

  

1 Program pengendalian 
dan pengamanan lalu 
lintas 

Persentase 
Kelengkapan Fasilitas 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas 

Persen 60 81              
280  

82              
825  

83              
863  

84              
853  

85              
887  

Dinas 
Perhubungan 

2 Program Pembangunan 
Parasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Persentase sarana 
dan Prasarana  
Fasilitas Terminal 
Muara Bulian 

Persen 50 52           
1,304  

70           
2,530  

90           
8,700  

91           
3,000  

92              
150  

Dinas 
Perhubungan 

3 Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Persentase 
kelengkapan jalan  
dalam Kondisi Baik 

Persen 80 81              
302  

82              
200  

83              
210  

84 220 85              
230  

Dinas 
Perhubungan 

4 Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Persentase 
Kendaraan Umum 
yang Memenuhi 
Standar Layak Jalan 

Persen 60 62              
162  

64              
652  

66              
574  

68              
584  

70              
602  

Dinas 
Perhubungan 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

             
844  

          
100  

          
1,924  

             
100  

          
2,761  

             
100  

          
1,471  

             
100  

          
1,499  

Dinas 
Perhubungan 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
206  

100                
90  

100                
95  

100                
98  

100              
100  

Dinas 
Perhubungan 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 

Persen 100 NA                   
-  

100              
358  

100              
317  

100              
327  

100              
335  

Dinas 
Perhubungan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aparatur 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
56  

100              
150  

100              
160  

100              
170  

100              
170  

Dinas 
Perhubungan 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
44  

100                
48  

100                
53  

Dinas 
Perhubungan 

II.j Komunikasi dan 
Informatika 

                  
6,826  

          
12,153  

          
11,483  

          
12,109  

          
12,940  

  

1 Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi dan 
Media Massa  

Persentase Layanan 
Komuniksi dan 
Informatika 

Persen NA 43           
1,123  

55           
4,200  

71           
4,260  

91           
4,320  

95           
4,380  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

2 Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM bidang 
Komunikasi dan Informasi  

Persentase 
Peningkatan 
Kapasitas SDM  

Persen NA 82              
395  

87              
800  

88              
835  

89              
870  

90              
930  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

3 Program Kerjasama 
Informasi dan Media 
Massa 

Persentase 
Penyebarluasan 
Informasi 

Persen NA 75           
1,675  

77           
3,470  

79           
2,335  

81           
2,460  

83           
2,725  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
3,357  

          
100  

          
3,132  

             
100  

          
3,186  

             
100  

          
3,485  

             
100  

          
3,817  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
181  

100              
372  

100              
681  

100              
765  

100              
844  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA                   
-  

100                
34  

100                
36  

100                
39  

100                
39  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
95  

100              
105  

100              
105  

100              
120  

100              
150  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 NA                   
-  

100                
40  

100                
45  

100                
50  

100                
55  

Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

II.k Koperasi, Usaha Kecil, 
dan Menengah 

                  
2,767  

            
2,834  

            
3,128  

            
3,402  

            
3,783  

  

1 Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah  

Persentase Perluasan 
Promosi dan 
Informasi Produk 
UKM 

Persen 65 68              
570  

70              
295  

73              
307  

76              
364  

80              
304  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

2 Program penciptaan iklim 
Usaha Kecil Menengah 
yang kondusif  

Persentase 
Peningkatan Omset 
KUMKM 

Persen NA 10              
126  

11              
220  

12              
263  

15              
237  

16              
332  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

3 Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi 
Aktif 

Persen 51,08 51,80              
100  

52,52              
220  

53,60              
242  

54,68              
266  

56,12              
292  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

4 Program Pengembangan 
Industri Kecil dan 
Menengah 

Persentase Kontribusi 
UMKM pada Sektor 
Industri 

Persen 67,42 67,47              
426  

67,53              
470  

67,60              
522  

67,67              
566  

67,75              
685  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen              
100  

          
100  

          
1,371  

          
100  

          
1,446  

             
100  

          
1,554  

             
100  

          
1,724  

             
100  

          
1,910  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100              
121  

100              
103  

100              
135  

100              
135  

100              
145  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA 0 100   100   100   100   Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100                
53  

100                
40  

100                
60  

100                
60  

100                
60  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA                   
-  

100                
40  

100                
45  

100                
50  

100                
55  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

II.l Penanaman Modal                   
3,696  

            
2,456  

            
4,111  

            
2,756  

            
3,052  

  

1 Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

Jumlah Perusahaan 
yang Berinvestasi 

Jumlah 48 50 221 52 235 54 306 56 325 58 345 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

2 Program Peningkatan 
Pelayanan Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,76 78,52 468 81,26 475 84,04 415 86,8 472 89,56 512 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

3 Program Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

Nilai Investasi Daerah 
(Triliyun) 

Jumlah 3,026 3,177 400 3,583 596 3,622 666 3,678 710 3,862 727 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 2,507 100 894 100 1,928 100 1,004 100 1,056 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 60 100 122 100 517 100 85 100 93 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA - 100 50 100 187 100 59 100 208 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 40 100 44 100 48 100 53 100 58 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 44 100 48 100 53 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Tepadu Satu 
Pintu 

II.m Kepemudaan dan Olah 
Raga 

    4,876  5,921  6,074  7,431  6,581  

1 Program Pengembangan 
Pemuda Kreatif 

Persentase Pemuda 
Berwira Usaha 

Persen NA NA - 35 215 40 250 45 300 50 350 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

2 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Olahraga 

Persentase 
Masyarakat yang 
Berolahraga 

Persen 0,07 0,10 1,686 0,12 2,093 0,14 1,576 0,18 2188 0,20 1,719 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

3 Program Peningkatan 
Peran Serta Kepemudaan 

Jumlah Pemuda yang 
Berperstasi 

Jumlah 116 116 1,412 116 1,420 116 1785 116 2,270 116 1,575 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 1,662 100 1,975 100 2,224 100 2,410 100 2,647 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 76 100 84 100 92 100 101 100 111 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA - 100 50 100 55 100 61 100 67 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 40 100 44 100 48 100 53 100 59 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 44 100 48 100 53 Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 

II.n Statistik     -  490  517  545  572  

1 Program Pengembangan 
Data/ Informasi/ Statistik 
Daerah 

Persentase Cakupan 
Data dan Informsi 
Statistik Daerah 

Persen NA NA - 30 490 45 517 55 545 65 572 Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

II.o Persandian     -  532  728  572  592  

1 Program Pengembangan 
Persandian 

Persentase 
Pemanfaatan Sandi 

Persen NA NA - 75 532 80 728 85 572 90 592 Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

II.p Kebudayaan     944  1,455  1,545  1,470  1,495  

1 Program Pengembangan 
Nilai Budaya 

Persentase 
Pengembangan Nilai 
Budaya 

Persen NA 40 259 50 430 60 440 70 325 80 325 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

2 Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Persentase 
Pengelolaan 
Keragaman Budaya 
Daerah 

Persen NA 40 477 50 585 60 610 70 645 80 670 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

3 Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Persentase 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 
Daerah 

Persen NA 40 208 50 440 60 495 70 500 80 500 Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan 

II.q Perpustakaan     1,859  2,091  3,007  2,459  2,895  

1 Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Jumlah Kunjungan 
Perpustakaan 

Jumlah 9500 9600 550 9700 730 9750 775 9800 844 9850 866 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

2 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 892 100 1,044 100 1,359 100 1,268 100 1,391 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 318 100 165 100 702 100 157 100 427 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

4 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 39 100 42 100 46 100 50 100 56 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

5 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 60 100 70 100 80 100 90 100 100 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

6 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

II.r Kearsipan     180  345  735  410  435  

1 Program Penyelamatan 
dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah 

Persentase Arsip 
Daerah yang tertata 
dengan Baik 

Persen 45,28 47 120 49,05 95 52,00 470 54,34 130 58,00 140 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

2 Program peningkatan 
kualitas pelayanan 
informasi 

Persentase Tenaga 
Arsiparis yang 
Memenuhi setandar 
kompetensi 

Persen NA 40 60 45 250 50 265 55 280 60 295 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

III Urusan Pemerintahan 
Pilihan 

    24,458  34,975  39,041  49,406  51,867  

III.a Kelautan dan Perikanan     3,495  3,630  4,088  4,466  4,873  

1 Program Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Produksi Ikan Ton 13055 15435 3,275 17117 2,160 19321 2,446 21382 2,750 25400 3,073 Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

2 Program Perluasan Areal 
Pertanian dan Perikanan 

Luas budidaya 
Perikanan 

Ha 226,63  - 250,00 200 280,00 250 300,00 300 320,00 350 Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

3 Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi 
Perikanan 

Jumlah Unit Usaha 
Pengelolaan Produksi 
Ikan 

Jumlah 2 2 220 2 520 2 642 2 666 2 700 Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

4 Program Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Perikanan 

Panjang Jalan 
Produksi Perikanan 

Km NA NA - 3 750 6 750 10 750 12 750 Dinas Perikanan 
dan Ketahanan 
Pangan 

III.b Pariwisata     571  1,100  1,210  1,331  1,464  
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Jumlah Destinasi 
Pariwisata yang 
dikembangkan 

Jumlah NA NA - 1 330 1 363 1 399 1 439 Dinas Pemuda 
dan Olahraga 

2 Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Jumlah Promosi 
Pariwisata dalam 
Negeri 

Jumlah NA 1 571 1 770 1 847 1 932 1 1,025 Dinas Pemuda 
dan Olahraga 

III.c Pertanian     12,017  25,275  27,717  31,037  35,370  

1 Program Pengembangan 
Agribisnis 

Persentase 
Peningkatan Luas 
Lahan yang Dikelola 
Secara agribisnis 

Persen NA 40 500 50 900 60 1,200 70 1,320 80 1,452 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

2 Program Peningkatan 
Produksi Komoditi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase 
Peningkatan Produksi 
/ Perkebunan 

Persen 22.03 22.48  23.02  23.78  24.65  25.5  Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura, 
Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

    -  1,002  1,310  1,430  2,142  

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

    1,004  1,720  1,753  1,929  2,053  

3 Program Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyakit 
Ternak 

Penurunan Angka 
Kematian Ternak 
Besar dan Penurunan 
Hewan Rabies 

Persen NA 7 414 7 550 7 605 7 665 1.76 732 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

4 Program Peningkatan 
Produksi Hasil Peternakan 

Persentase 
Pertumbuhan 
Populasi Ternak dan 
Unggas 

Persen NA 5 500 5 550 5 650 5 700 5 750 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

5 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Ketersediaan Bahan 
Pangan Perkapita 
Pertahun 

Jumlah NA 227,7 368 238,7 900 249,7 1,200 261,7 1,350 274,7 1,500 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

6 Program Perluasan Areal 
Pertanian dan Perikanan 

Persentase 
Pemafaatan Lahan 
Sawah 

Persen NA 45  47  49  50  52  Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

      2,950  3,357  3,787  4,428  

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

    2,488  1,210  1,331  1,464  1,610  
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Persentase Kegiatan 
Promosi Hasil 
Pertanian/Perkebunan 

Persen 50 58.33  66.67  75  83.33  91.66  Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtukultura, 
Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

    90  235  225  275  295  

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

    125  135  145  155  165  

8 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 

Jumlah Pengolahan 
BOKAR dan 
Pembinaan UPH 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Jumlah 2 3 125 3 135 3 145 3 155 3 165 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

9 Program Pemberdayaan 
penyuluhan pertanian 
lapangan 

Persentase Kapasitas 
SDM Tenaga 
Penyuluh 

Persen 100 100 740 100 800 100 820 100 900 100 900 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

10 Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 
Pertanian/Perkebunan 

Luas Penguasaan 
Lahan Petani 
Perkebunan 

Ha 2 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura, 
Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

    450  250  260  270  280  

Dinas Perkebuna dan 
Peternakan 

    384  370  380  390  395  

11 Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

Bibit Unggulan dan 
Non Unggulan 

Jumlah 64,000 66,000  66,500  71,500  77,500  81,000  Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura, 
Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

    300  300  400  450  500  

Dinas Perkebuna dan 
Peternakan 

    722  750  800  900  950  
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 Program Peningkatan 
Kapasitas Kemampuan 
Lembaga Penyuluh 

Persentase Kelas 
Kemampuan BP3K 

Persen NA NA - 100 770 100 847 100 932 100 1,025 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

13 Program Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Pertanian/ Perkebunan 

Panjang Jalan 
Produksi Pertanian/ 
Perkebunan 

Km NA 5  10  10  10  10  Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura, 
Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

Dinas Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 

    50  7,557  7,812  9,094  10,862  

Dinas Perkebunan dan 
Peternakan 

    1,155  1,268  1,268  1,353  1,527  

14 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 1,150 100 1,172 100 1,290 100 1,419 100 1,500 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

15 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 250 100 300 100 350 100 400 100 300 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

16 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100  - 100 44 100 44 100 44 100 44 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

17 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 50 100 55 100 60 100 65 100 70 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

18 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Dinas Tanaman 
Pangan dan 
Holtikultura 

19 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 826 100 867 100 950 100 1,045 100 1,150 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

20 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 251 100 300 100 310 100 320 100 330 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100   100 50 100 55 100 60 100 65 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

22 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 75 100 55 100 60 100 65 100 70 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

23 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Dinas 
Perkebunan dan 
Peternakan 

III.d Kehutanan     5,495  2,860  3,700  5,950  7,600  

1 Program Pemanfaatan 
Potensi Sumber Daya 
Hutan 

Luas Pengelolaan dan 
Pemanfaatan 
TAHURA STS 

Ha 100 400 1,495 700 1,260 1000 2,500 1300 2,500 1600 2,500 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

2 Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Hutan 

Luas Perlindungan 
dan Pemulihan SDA 
dan Kawasan Tahura 
STS 

Ha 100 200 1,000 400 600 600 400 800 950 1000 1,100 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

3 Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 

Luas Lahan TAHURA 
STS yang Rehabilitasi 

Ha 100 200 3,000 300 1,000 400 800 500 2,500 700 4,000 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

III.e Energi dan Sumber Daya 
Mineral 

              

III.f Perdagangan     2,450  1,340  1,439  5,616  1,442  

1 Program Peningkatan 
Sarana Perdagangan 

Persentase Pasar 
Rakyat yang Layak 

Persen 74,00 76,50 1,986 79,00 770 81,50 847 84,00 5,000 86,50 800 Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

2 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Persentase 
Pelanggaran terhadap 
penggunaan UTTP 

Persen 45 40 200 35 220 28 242 20 266 10 292 Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

3 Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

Persentase 
Peningkatan Unit 
Usaha Perdagangan 
Dalam Negeri 

Persen 11 13 264 15 350 18 350 20 350 23 350 Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 



   

   

262 

No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

III.g Perindustrian     250  220  242  266  293  

1 Program Peningkatan 
Kemampuan Teknologi 
Industri 

Persetase IKM yang 
Menerapkan 
Teknologi dalam 
Proses Produksi 

Persen 40 42 250 45 220 48 242 51 266 55 293 Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah, 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

III.h Transmigrasi     180  550  645  740  825  

1 Program Pembinaan 
Transmigrasi 

Jumlah Lokasi KTM 
yang di bina 

Jumlah NA 1 180 1 550 1 645 1 740 1 825 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Tranmigrasi 

IV Urusan Penunjang 
Pemerintahan 

    42,703  30,484  32,850  35,138  40,277  

IV.a Perencanaan     7,363  7,983  8,319  9,086  11,755  

1 Program  Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase Tingkat 
Aspirasi Masyarakat 
Melalui Musrenbang 
yang Terakomodir 
Dalam Dokumen 
Pengagaran 

Persen 12,62 22 1,160 25 1,200 28 977 30 1,387 35 1,960 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

2 Program Pengendalian 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase 
Pelaksanaan 
Kegiatan Sesuai 
dengan Dokumen 
Perencanaan 

Persen 100 100 440 100 470 100 550 100 571 100 615 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

3 Program Perencanaan 
Pembangunan Ekonomi 

Persentase 
Perencanaan   
Ekonomi yang di 
tindak lanjuti 

Persen 19 22 620 25 530 28 400 30 700 33 817 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

4 Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial 
Budaya 

Persentase 
Perencanaan  Sosial 
Budaya yang di tindak 
lanjuti 

Persen 23 24 600 5 650 5 775 5 850 5 950 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

5 Program Pengembangan 
Data/ Informasi 
Perencanaan 

Persentase 
Penyediaan Data 
Pembangunan 

Persen 100 100 800 100 780 100 1,000 100 660 96 850 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

6 Program Perencanaan 
Wilayah dan Sumber Daya 
Alam 

Dokumen perencanan 
tata Ruang yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah 4 1 1,280 1 1,860 1 1,920 1 2,830 1 3,075 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 Program Perencanaan 
Pengembangan  Wilayah 
Strategis dan Cepat 
Tumbuh 

Dokumen 
Perencanaan Wilayah 
Strategis 

Jumlah 2 2 400 2 440 3 650 0 - 2 450 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 
Perencana 

Persentase Aparatur 
Perencanaan yang 
mengikuti Bimbingan 
Teknis 

Persen 20 20 150 20 165 0 - 30 185 30 185 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

9 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 1,213 100 1,258 100 1,322 100 1,258 100 1,612 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

10 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 385 100 315 100 380 100 325 100 886 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

11 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 75 100 75 100 80 100 80 100 90 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

12 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 100 100 100 100 125 100 100 100 125 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

13 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100 140 100 140 100 140 100 140 100 140 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

IV.b Keuangan     22,237  12,970  14,688  16,157  17,772  

1 Program Peningkatan 
Pendapatan Asili Daerah 

Nilai PAD Juta 77,412 87,188 2,916 112,063 2,200 141,877 2,841 174,256 3,125 205,558 3,437 Badan Keuangan 
Daerah 

2 Program Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Opini  BPK Opini WTP WTP 12,562 WTP 6,380 WTP 7,018 WTP 7,720 WTP 8,492 Badan Keuangan 
Daerah 

3 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 4,080 100 3,000 100 3,300 100 3,630 100 3,993 Badan Keuangan 
Daerah 



   

   

264 

No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 2,364 100 1,200 100 1,320 100 1,452 100 1,597 Badan Keuangan 
Daerah 

5 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 NA - 100 50 100 55 100 61 100 67 Badan Keuangan 
Daerah 

6 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 315 100 100 100 110 100 121 100 133 Badan Keuangan 
Daerah 

7 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 44 100 48 100 53 Badan Keuangan 
Daerah 

IV.c Kepegawaian     8,353  3,975  3,980  3,776  4,245  

1 Program Penyusunan 
Data Pegawai 

Persentase Jumlah 
Sistem Data dan 
Informasi 
Kepegawaian  yang 
Terkelola 

Persen NA 100 413 100 447 100 504 100 540 100 580 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

2 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Persentase Jumlah 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

Persen NA 12.08 1,045 21 1,165 21.08 1,214 20.92 750 22.46 932 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

3 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 1,381 100 1,514 100 1,665 100 1,831 100 2,014 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

4 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 5,200 100 520 100 242 100 266 100 292 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 54 100 59 100 65 100 71 100 79 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

6 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 200 100 220 100 242 100 266 100 292 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

7 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100 60 100 50 100 48 100 52 100 56 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

IV.d Pendidikan dan 
Pelatihan 

    3,340  3,210  3,316  3,230  3,230  

1 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur Daerah 

Jumlah Terpenuhinya 
Standar diklat SDM 
Aparatur Sipil Negara 

Jumlah NA 327 3,340 393 3,210 394 3,316 392 3,230 412 3,230 Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Daya Manusia 
Daerah 

IV.e Penelitian dan 
Pengembangan 

    1,410  2,346  2,547  2,889  3,275  

1 Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan  
Pembangunan 

Jumlah Rekomendasi 
hasil penelitian bidang 
ekonomi dan 
pembangunan 

Jumlah NA 3 550 3 500 3 550 3 650 3 725 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

2 Program Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
sosial  dan Pemerintahan 

Jumlah Rekomendasi 
Penelitan bidang 
Bidang Sosial  dan 
Pemerintahan 

Jumlah NA 3 450 3 600 2 600 2 650 2 725 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

3 Program Inovasi Daerah Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bidang 
Inovasi dan teknologi 

Jumlah NA NA - 2 250 3 300 6 362 6 477 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 180 100 757 100 833 100 916 100 1,008 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

5 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 100 100 83 100 91 100 100 100 110 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

6 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 - 100 50 100 55 100 81 100 87 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

7 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 90 100 66 100 73 100 80 100 88 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

8 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen 100 100 40 100 40 100 45 100 50 100 55 Badan Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Daerah 

V Urusan Pengawas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

    4,759  5,666  6,185  6,716  6,895  

V.a Pengawasan     4,759  5,666  6,185  6,716  6,895  

1 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Persentase Hasil 
Pemeriksaan  yang 
ditindaklanjuti 

Persen NA 82.5 1,783 83,50 2,957 84.25 3,236 85 3,514 85.25 3,814 Inspektorat 
Daerah 

2 Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

Persentase Capaian 
Peningkatan Capacity 
Building SDM APIP 

Persen NA 100 709 100 588 100 616 100 636 100 657 Inspektorat 
Daerah 

3 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 1,344 100 1,342 100 1,476 100 1,623 100 1,786 Inspektorat 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 839 100 673 100 740 100 814 100 496 Inspektorat 
Daerah 

5 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 84 100 66 100 72 100 79 100 87 Inspektorat 
Daerah 

6 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 NA - 100  100  100  100  Inspektorat 
Daerah 

7 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Inspektorat 
Daerah 

VI Urusan Pendukung     71,109  83,781  88,750  93,718  101,216  

VI.a Sekretariat Daerah     41,295  47,406  52,079  53,043  56,764  

1 Program Pengelolaan dan 
Pengembangan Kekayan 
Daerah 

Persentase Aset yang 
tertata 

Persen 45 NA - 48 1,796 50 1,799 52 1,897 55 1,897 Sekretariat 
Daerah 

2 Program Pengembangan 
Penataan Wilayah 
Pemerintahan 

Persentase 
Kecamatan yang 
dilakukan Penataan 

Persen NA 5 495 5 515 10 535 10 430 10 445 Sekretariat 
Daerah 

3 Program Pelayanan 
Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah 

Persentase 
Pelayanan Pengadaa 
Barang/Jasa 
Pemerintah 

Persen NA NA - 100 1,320 100 1,452 100 1,596 100 1,757 Sekretariat 
Daerah 

4 Program Koordinasi, 
Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang 
Perekonomian 

Persentase Hasil 
Koordinasi, Evaluasi 
dan Monitoring 
Kebijakan KDH 
bidang Perekonomian 
yang ditindaklanjuti 

Persen NA 40 1,610 50 2,725 60 2,900 70 3,020 80 3,140 Sekretariat 
Daerah 

5 Program Kerja Sama 
Antar Daerah 

Persentase Program 
Kerjasama Antar 
Daerah yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah NA 40 403 50 435 60 449 70 457 80 469 Sekretariat 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Program Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Persentase Produk 
Hukum Daerah yang 
dapat diakses dan 
sesuai dengan 
kebutuhan daerah 

Persen NA 80 2,282 85 1,100 87 1,280 90 1331 95 1,464 Sekretariat 
Daerah 

7 Program Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Ketatalaksanaan 
Perangkat Daerah 
yang sesuai aturan 

Persen NA 80 1,122 85 1,200 90 1,300 95 1,400 100 1,500 Sekretariat 
Daerah 

8 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Persentase Angka 
Melek Al-Qur'an 

Persen NA 70 7,790 72 8,569 75 9,425 80 10,368 85 11,405 Sekretariat 
Daerah 

9 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
yang difasilitasi 

Persen NA 70 12,750 72 14,096 75 15,519 80 17,066 85 18,764 Sekretariat 
Daerah 

10 Program Pembinaan dan 
Pengembangan Badan 
Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 

Jumlah BUMD Yang 
dibina 

Jumlah NA NA - 1 225 1 230 1 235 1 240 Sekretariat 
Daerah 

11 Program Koordinasi, 
Evaluasi dan Monitoring 
Kebijakan KDH bidang 
SDM dan Infrastruktur 

Persentase Hasil 
Koordinasi, Evaluasi 
dan Monitoring 
Kebijakan KDH 
bidang SDM dan 
Infrastruktu yang 
ditindaklanjuti 

Persen NA 40 380 50 880 60 1,033 70 1,167 80 1,406 Sekretariat 
Daerah 

12 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 7,719 100 8,804 100 9,539 100 9,539 100 9,539 Sekretariat 
Daerah 

13 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 6,180 100 5,081 100 5,937 100 3,834 100 4,012 Sekretariat 
Daerah 

14 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 339 100 375 100 386 100 398 100 411 Sekretariat 
Daerah 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 225 100 245 100 245 100 245 100 245 Sekretariat 
Daerah 

16 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 50 100 60 100 70 Sekretariat 
Daerah 

VI.b Sekretariat Dewan     29,814  36,375  36,671  40,675  44,452  

1 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

Persentase Capaian 
Prolegda 

Persen 90 92 21,654 94 23,731 96 26,089 97 28,683 98 31,536 Sekretariat 
Dewan 

2 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 5,414 100 7,028 100 7,856 100 8,421 100 9,263 Sekretariat 
Dewan 

3 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 2,099 100 4,594 100 1,444 100 2,394 100 2,358 Sekretariat 
Dewan 

4 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 247 100 542 100 753 100 595 100 655 Sekretariat 
Dewan 

5 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 400 100 440 100 484 100 532 100 585 Sekretariat 
Dewan 

6 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Sekretariat 
Dewan 

VI Urusan Pemerintahan 
Umum, Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa 

    11,890  16,780  19,364  20,013  22,617  

VI.a Kecamatan Muara Bulian     2,813  3,756  4,271  4,568  4,899  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 40 4 450 3 455 2 500 2 550 Kecamatan 
Muara Bulian 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 143 11 237 12 427 13 342 14 247 Kecamatan 
Muara Bulian 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,76 78,52 30 81,26 50 84,04 60 86,8 60 89,56 65 Kecamatan 
Muara Bulian 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 100 75 120 75 140 75 160 75 180 Kecamatan 
Muara Bulian 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 2,100 100 2,392 100 2,631 100 2,894 100 3,183 Kecamatan 
Muara Bulian 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 150 100 171 100 188 100 206 100 227 Kecamatan 
Muara Bulian 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 100 100 120 100 132 100 145 100 160 Kecamatan 
Muara Bulian 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 150 100 176 100 194 100 213 100 234 Kecamatan 
Muara Bulian 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 44 100 48 100 53 Kecamatan 
Muara Bulian 

VI.a Kecamatan Mersam     1,160  1,773  2,664  2,356  2,405  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 40 4 250 3 260 2 270 2 280 Kecamatan 
Mersam 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 100 11 399 12 690 13 532 14 420 Kecamatan 
Mersam 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,8 60 89,56 65 Kecamatan 
Mersam 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 75 75 100 75 115 75 130 75 145 Kecamatan 
Mersam 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 720 100 722 100 774 100 826 100 878 Kecamatan 
Mersam 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 90 100 92 100 595 100 348 100 402 Kecamatan 
Mersam 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 55 100 60 100 65 100 70 100 80 Kecamatan 
Mersam 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 50 100 60 100 65 100 70 100 80 Kecamatan 
Mersam 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Kecamatan 
Mersam 

VI.a Kecamatan Batin XXIV     1,598  2,570  2,731  2,980  5,898  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 50 4 300 3 310 2 320 2 330 Kecamatan Batin 
XXIV 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 180 11 730 12 358 13 678 14 394 Kecamatan Batin 
XXIV 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 30 84,04 30 86,8 30 89,56 30 Kecamatan Batin 
XXIV 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 110 75 125 75 140 75 155 75 170 Kecamatan Batin 
XXIV 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 

Persen 100 100 1,013 100 1,136 100 1,182 100 1,317 100 1,366 Kecamatan Batin 
XXIV 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Administrasi 
Perkantoran 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 125 100 129 100 579 100 335 100 237 Kecamatan Batin 
XXIV 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 20 100 25 100 27 100 30 100 3,250 Kecamatan Batin 
XXIV 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 70 100 50 100 55 100 60 100 66 Kecamatan Batin 
XXIV 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 45 100 50 100 55 100 55 Kecamatan Batin 
XXIV 

VI.a Kecamatan Muara 
Tembesi 

    1,335  1,916  2,140  2,036  2,198  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 50 4 300 3 310 2 320 2 330 Kecamatan 
Muara Tembesi 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 170 11 370 12 475 13 245 14 262 Kecamatan 
Muara Tembesi 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,80 60 89,56 65 Kecamatan 
Muara Tembesi 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 110 75 120 75 140 75 160 75 180 Kecamatan 
Muara Tembesi 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 700 100 712 100 783 100 861 100 947 Kecamatan 
Muara Tembesi 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 180 100 200 100 210 100 220 100 240 Kecamatan 
Muara Tembesi 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 20 100 28 100 31 100 34 100 38 Kecamatan 
Muara Tembesi 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 75 100 96 100 96 100 96 100 96 Kecamatan 
Muara Tembesi 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 40 100 40 100 40 Kecamatan 
Muara Tembesi 

VI.a Kecamatan Pemayung     1,310  1,842  1,830  1,965  2,090  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 50 4 250 3 260 2 270 2 280 Kecamatan 
Pemayung 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 100 11 297 12 175 13 200 14 200 Kecamatan 
Pemayung 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,80 60 89,56 65 Kecamatan 
Pemayung 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 100 75 120 75 140 75 160 75 180 Kecamatan 
Pemayung 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 780 100 800 100 850 100 900 100 950 Kecamatan 
Pemayung 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 180 100 200 100 210 100 220 100 240 Kecamatan 
Pemayung 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100 100 20 100 25 100 30 100 35 100 40 Kecamatan 
Pemayung 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 

Persen 100 100 50 100 60 100 65 100 70 100 80 Kecamatan 
Pemayung 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Daya Aparatur 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Kecamatan 
Pemayung 

VI.a Kecamatan Maro Sebo 
Ilir 

    1,385  1,723  2,035  2,292  1,227  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 40 4 250 3 260 2 270 2 280 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 388 11 232 12 422 13 337 14 237 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,80 60 89,56 65 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 100 75 120 75 140 75 160 75 180 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 659 100 775 100 819 100 843 100 65 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 118 100 156 100 174 100 442 100 200 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100  - 100 40 100 50 100 55 100 60 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 50 100 60 100 65 100 70 100 80 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 50 100 55 100 60 Kecamatan Maro 
Sebo Ilir 

VI.a Kecamatan Bajubang     1,109  1,655  2,052  2,114  2,137  

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 50 4 250 3 260 2 270 2 280 Kecamatan 
Bajubang 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 145 11 212 12 472 13 397 14 282 Kecamatan 
Bajubang 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,80 60 89,56 65 Kecamatan 
Bajubang 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 100 75 120 75 140 75 150 75 150 Kecamatan 
Bajubang 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 630 100 763 100 840 100 923 100 1,016 Kecamatan 
Bajubang 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 95 100 105 100 115 100 126 100 136 Kecamatan 
Bajubang 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100  - 100 50 100 55 100 61 100 67 Kecamatan 
Bajubang 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 59 100 65 100 71 100 79 100 88 Kecamatan 
Bajubang 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 44 100 48 100 53 Kecamatan 
Bajubang 

VI.a Kecamatan Maro Sebo 
Ulu 

    1,180  1,545  1,641  1,702  1,763  
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No 
Urusan Pemerintahan/ 

Bidang/ Program 
Prioritas 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(Th. 

2016) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Program 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

Persentase Konflik 
ditengah Masyarakat 

Persen 6 5,5 50 4 250 3 260 2 270 2 280 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

2 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Desa/Kel 

Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 
dalam Forum SKPD 

Persen 9 10 150 11 175 12 200 13 200 14 200 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

3 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 75,56 78,52 30 81,26 50 84,04 55 86,80 60 89,56 65 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

4 Program Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 

Jumlah Kafilah 
Kecamatan dalam 
MTQ Kabupaten 

Jumlah 75 75 100 75 120 75 140 75 160 75 180 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

5 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persen 100 100 700 100 710 100 720 100 730 100 740 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

6 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur 

Persen 100 100 100 100 120 100 130 100 140 100 150 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

7 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan Disiplin 
Aparatur 

Persen 100  - 100 30 100 40 100 40 100 40 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

8 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

Persentase 
Pemenuhan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Persen 100 100 50 100 50 100 51 100 52 100 53 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

9 Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
Pemenuhan Laporan-
Laporan OPD 

Persen NA NA - 100 40 100 45 100 50 100 55 Kecamatan Maro 
Sebo Ulu 

JUMLAH     495,342  569,474  643,516  714,307  791,752  
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BAB IX  

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 
DAERAH 

 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam 

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Derajat kinerja daerah 

ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indikator capaian 

yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat 

dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari 

program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah 

dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program 

(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas 

ditetapkan.    

 

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan.  Hal ini menuntut adanya berbagai indikator 

kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Ukuran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari membutuhkan indikator yang 

mampu menggambarkan kemajuan daerah.  lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh masyarakat dalam 

rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

Kabupaten Batang Hari.  

   

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai 

alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap 

masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif 

secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai 

laporan pertanggungjawaban kepada publik.  

   

lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu kegiatan. lndikator kinerja yang digunakan antara lain lndikator kemajuan otonomi daerah, 

kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik 

investasi.   
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Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih 

indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap  tingkat  capaian indikator kinerja daerah berkenaan. 

Tabel 8.1 berikut  adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Urusan  Pemerintahan  Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.  

 

Tabel 9.1 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja  

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Batang Hari  
 

NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Urusan Pemerintah Wajib 
Pelayanan Dasar                 

1 Angka Rata-rata Lama 
Sekolah (ARLS) 

Tahun 7,45 7,75 8,05 8,35 8,65 8,95 8,95 

2 Nilai Rata-rata UN SMP Nilai 53,1 43,34 51,5 55,00 57,5 60,0 60,0 

3 Rata-rata Nilai UKG Nilai 49 52 55 60 65 68 68 

4 Angka Partisipasi Kasar 
(APK) PAUD 

Nilai 45.71 45.71 50.71 55.71 60.71 65.71 65.71 

5 Angka Partisipasi Murni 
(APM) SD Sederajat 

Nilai 97.8 98.23 98.63 99.03 99.43 99.83 99.83 

6 Angka Melek Aksara Nilai 96.92 97.12 97.37 97.62 97.87 98.12 98.12 

7 Persentase Sekolah yang 
Melaksanakan MBS 

Persen 98 98 98.8 98.5 99.5 100 100 

8 Angka Harapan Hidup Tahun 69,71 69,74 69,77 69,80 69,83 69,86 69,86 

9 Persentase Cakupan 
Pelayanan Gawat Darurat 
Level 1 yang harus 
ditangani Sarana Kesehatan 

Persen 63,20 70,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 

10 Persentase Pelayanan 
Kesehatan pada Maysrakat 
miskin di pelayanan dasar 
dan rujukan 

Persen NA 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 94,00 

11 Angka Pravalensi Peyakit 
Menular dan Tidak Menular 
(per 1000) 

Angka NA 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

12 Persentase Penduduk yang 
berakses Terhadap air 
minum 

Persen NA 80,00 82,00 84,00 86,00 90,00 90,00 

13 Persentase Rumah Tangga 
ber PHBS 

Persen 60 64,98 65,1 65,15 65,2 65,25 65,25 

14 Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Terakreditasi 

Jumlah NA 4 6 3 3 2 2 

15 Persentase Ketersediaan 
Obat dan Perbekalan 
Kesehatan pada Fasyankes 

Persen 96,27 96,27 96,5 97 97 97,5 97,5 

16 Persentase Penurunan 
Pelanggaran Sediaan 
Farmasi dan Makanan 

Persen 70,3 2 2 2 2 2 2 

17 Persentase Jalan 
Kabupaten Kondisi Mantap 

Persen 22,95 23,95 24,94 25,95 26,95 27,95 27,95 
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NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Persentase Puskesmas 
yang memiliki sarana dan 
prasarana sesuai setandar 

Persen 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00 

19 Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Rumah Sakit 

Persen NA 70 72 74 76 79 79 

20 Persentase Kondisi Ruang 
Kelas SD dan SMP dalam 
Keadaaan Baik  

Persen 25,03 27,50 30,00 32,50 35,00 37,25 37,25 

21 Persentase Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Yang 
memenuhi  Standar 

Persen 40,87 42,50 45,00 47,25 50,50 54,25 54,25 

22 Persentase Rumah Tangga 
yang mempunyai Sanitasi 
yang Layak 

Persen NA 72,20 74,20 76.35 80.71 84.18 84.18 

23 Persentase Jalan 
Lingkungan dalam Kondisi 
Baik 

Persen NA 55,02 59,75 63,22 66,21 68,06 68,06 

24 Persentase Rumah Layak 
Huni 

Persen 37,04 40,75 44,82 49,30 54,23 59,66 59.66 

25 Persentase  Penurunan 
Gangguan Lingkungan 

Persen 40,00 35.0 30.0 27 25 20 20 

26 Persentase Penurunan 
Gangguan Kamtibmas dan 
Tindak Kriminal 

Persen 66,1 65 60 55 50 45 45 

27 Angka Pekat Persen 15 14 13 12 11 10 10 

28 Persentase Partisipasi 
Pemilih 

Persen 65 67,7 68.2 71.2 73.1 75 75 

29 Respon Time Tanggap 
Darurat 

Persen 50 60 70 80 90 100 100 

30 Respon Time Rate (Tingkat 
WaktuTanggap  )  

Persen NA 60 60 45 45 45 45 

31 Persentase Penurunan 
Konflik dalam Masyarakat 

Persen NA 36,00 31,00 27,00 23,00 19,00 19,00 

32 Indeks Pembangunan 
Manusia Indeks 67,68 68,02 68,36 68,70 69,04 69,38 69,38 

33 Indeks Gini Rasio Rasio 0,2940 0,2852 0,2766 0,2683 0,2603 0,2525 0,2525 

34 Persentase Penduduk 
Miskin 

Persen 26,8 26,05 
25,30 24,55 23,50 23,05 23,05 

 Urusan Pemerintahan 
Wajib Non Pelayanan 
Dasar 

                

1 Persentase Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Persen 1,63 1.63 1.64 1.65 1.66 1.7 1.7 

2 Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

Persen 3,38 3,20 3,10 3,00 2,75 2,50 2,50 

3 Indeks Pembangunan 
Gender 

Indeks 69,83 69,97 
70,12 70,45 70,82 71,00 71,00 

4 Rasio Kecukupan bahan 
Pangan Pokok 

Rasio NA 227.7 

238,7 249,7 261,7 274,7 274,7 

5 Persentase Penambahan 
Tanah Milik Pemerintah 
Daerah 

Persen 3 3 

3 4 3 7 22 

6 Persentase RTH terhadap 
ketentuan perundangan 

Persen NA 10 12 14 15 17 17 
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NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Persentase Cakupan 
penanganan sampah 

Persen 17 25 31 37 44 49 49 

8 Persentase Pengelolaan 
Sampah di TPA 

Persen NA NA 35 39 44 49 49 

9 Jumlah kasus pencemaran 
dan perusakan hutan 

Jumlah 100 85 90 95 95 100 100 

10 Persentase Kepimilikan 
Dokumen Kependudukan 
dan Catatan Sipill 

Persen NA 80 

85 86 87 90 90 

11 Jumlah Lembaga Ekonomi 
Perdesaan yang 
berkembnang 

Jumlah NA 75 80 85 95 100 100 

12 Persentase Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 

Persen NA 50 60 70 80 90 90 

13 Persentase Jumlah lembaga 
Kemasya-rakatan  Aktif  

Persen NA 84 80 80 80 80 80 

14 Persentase Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

Persen NA NA 85 90 95 100 100 

15 Persentase Desa Tertata Persen NA 45 65 75 85 85 85 

16 Persentase  Peserta KB 
Aktif (CPR) 

Persen NA 71,95 72,55 72.98 73.98 74.58 74.58 

17 Persentase PUS Memakai 
Alat KB Jangka Panjang 

Persen NA 10,55 11,10 11,68 11,98 12,00 12,00 

18 Persentase Perempuan 
Menikah dibawah Umur 21 
Tahun 

Persen NA 64,12 64,07 64,00 63,95 63,90 63,90 

19 Persentase Kelengkapan 
Fasilitas Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Persen 60 81 82 83 84 85 85 

20 Persentase sarana dan 
Prasarana  Fasilitas 
Terminal Muara Bulian 

Persen 50 52 70 90 91 92 92 

21 Persentase kelengkapan 
jalan  dalam Kondisi Baik 

Persen 80 81 82 83 84 85 85 

22 Persentase Kendaraan 
Umum yang Memenuhi 
Standar Layak Jalan 

Persen 60 62 64 66 68 70 70 

23 Persentase Layanan 
Komuniksi dan Informatika 

Persen NA 43 55 71 91 95 95 

24 Persentase Peningkatan 
Kapasitas SDM  

Persen NA 82 87 88 89 90 90 

25 Persentase Penyebarluasan 
Informasi 

Persen NA 75 77 79 81 83 83 

26 Jumlah Usaha Kecil 
Menengah (UKM) 

Jumlah 4063 4469 4915 5406 5946 6540 
6540 

27 Persentase Perluasan 
Promosi dan Informasi 
Produk UKM 

Persen 65 68 70 73 76 80 80 

28 Persentase Peningkatan 
Omset KUMKM 

Persen NA 10 11 12 15 16 16 

29 Persentase Koperasi Aktif Persen 51,08 51,80 52,52 53,60 54,68 56,12 56,12 

30 Persentase Kontribusi 
UMKM pada Sektor Industri 

Persen 67,42 67,47 67,53 67,60 67,67 67,75 67,75 



281 

   

 

NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Jumlah Perusahaan yang 
Berinvestasi 

Jumlah 48 50 52 54 56 58 58 

32 Indeks Kepuasan Masyarkat Indeks 75,76 78,52 81,26 84,04 86,8 89,56 89,56 

33 Nilai Investasi Daerah 
(Triliyun) 

Jumlah 3026 3177 3583 3622 3678 3862 3862 

34 Persentase Pemuda Berwira 
Usaha 

Persen NA NA 35 40 45 50 50 

35 Persentase Masyarakat 
yang Berolahraga 

Persen 0,07 0,10 0,12 0,14 0,18 0,20 0,20 

36 Persentase Cakupan Data 
dan Informsi Statistik 
Daerah 

Persen NA NA 30 45 55 65 65 

37 Persentase Pemanfaatan 
Sandi 

Persen NA NA 75 80 85 90 90 

38 Persentase Pengembangan 
Nilai Budaya 

Persen NA 40 50 60 70 80 80 

39 Persentase Pengelolaan 
Keragaman Budaya Daerah 

Persen NA 40 50 60 70 80 80 

40 Persentase Pengelolaan 
Kekayaan Budaya Daerah 

Persen NA 40 50 60 70 80 80 

41 Persentase Peningkatan 
Event Budaya dan Seni 
Daerah 

Persen NA 50 50 50 50 50 50 

42 Jumlah Kunjungan 
Perpustakaan   

Jumlah 9500 9600 9700 9750 9800 9850 9850 

43 Persentase Arsip Daerah 
yang tertata dengan Baik 

Persen 45,28 47 49,05 52,00 54,34 58,00 58,00 

 Urusan Pemerintahan 
Pilihan 

                

1 Luas areal sawah yang 
dapat akses Sistem 
Pengairan 

Persen 26,29 30,50 33,70 35,70 38,20 41,20 41,20 

2 Panjang Jalan Produksi 
Pertanian dan Perikanan 

Km 146 173 204 240 280 325 325 

3 Persentase Jumlah Pasar 
Rakyat yang Layak 

Persen 74,00 76,50 79,00 81,50 84,00 86,50 86,50 

4 Produksi Ikan Ton 13055 15435 17117 19321 21382 25400 25400 

5 Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 95,67 96,00 97,50 98,50 101,00 102,50 102,50 

6 Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE) 

Persen 5,40 6,20 6,50 6,80 7,10 7,50 
7,50 

7 Nilai PDRB Per 
Kapita/Tahun 

Ribu 
Rupiah 45.433 49.739 54.045 58.352 62.658 66.964 66.964 

8 Persentase Peningkatan 
Luas Lahan yang Dikelola 
Secara agribisnis 

Persen NA 40 50 60 70 80 80 

9 Persentase Peningkatan 
Produksi / Perkebunan 

Persen 22.03 22.48 23.02 23.78 24.65 25.5 25.5 

10 Penurunan Angka Kematian 
Ternak Besar dan 
Penurunan Hewan Rabies 

Persen NA 7 7 7 7 1.76 1.76 

11 Persentase Pertumbuhan 
Populasi Ternak dan 
Unggas 

Persen NA 5 5 5 5 5 5 

12 Luas Pengelolaan dan 
Pemanfaatan TAHURA STS 

Ha 100 400 700 1000 1300 1600 1600 
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NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Luas Perlindungan dan 
Pemulihan SDA dan 
Kawasan Tahura STS 

Ha 100 200 400 600 800 1000 1000 

14 Luas Lahan TAHURA STS 
yang Rehabilitasi 

Ha 100 200 300 400 500 700 700 

15 Persetase IKM yang 
Menerapkan Teknologi 
dalam Proses Produksi 

Persen 40 42 45 48 51 55 55 

16 Jumlah Lokasi KTM yang di 
bina 

Jumlah NA 1 1 1 1 1 1 

 Urusan Penunjang 
Pemerintahan 

                

1 Persentase Tingkat Aspirasi 
Masyarakat Melalui 
Musrenbang yang 
Terakomodir Dalam 
Dokumen Pengagaran 

Persen 12,62 22 25 28 30 35 35 

2 Nilai PAD Juta 77412 87188 112063 141877 174256 205558 205558 

3 Opini  BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

4 Persentase Jumlah Sistem 
Data dan Informasi 
Kepegawaian  yang 
Terkelola  

Persen NA 100 100 100 100 100 100 

5 Persentase Jumlah 
Pembinaan dan 
Pengembangan Aparatur 

Persen NA 12.08 21 21.08 20.92 22.46 22.46 

6 Jumlah Terpenuhinya Standar 
diklat SDM Aparatur Sipil 
Negara 

Jumlah NA 327 

393 394 392 412 412 

7 Jumlah Rekomendasi hasil 
penelitian bidang ekonomi 
dan pembangunan 

Jumlah NA 3 3 3 3 3 3 

8 Jumlah Rekomendasi 
Penelitan bidang Bidang 
Sosial  dan Pemerintahan 

Jumlah NA 3 3 2 2 2 2 

9 Jumlah Rekomendasi 
Penelitian bidang Inovasi 
dan teknologi 

Jumlah NA NA 2 3 6 6 6 

 Urusan Pengawas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah                 

1 Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 57 65 72 78 80 82 82 

2 Persentase Hasil 
Pemeriksaan  yang 
ditindaklanjuti 

Persen NA 82.5 83,50 84.25 85 85.25 85.25 

3 Persentase Capaian 
Peningkatan Capacity 
Building SDM APIP 

Persen NA 100 100 100 100 100 100 

 Urusan Pendukung                 

1 Persentase Aset yang 
tertata 

Persen 45 NA 
48 50 52 55 55 

2 Persentase Peningkatan 
Penerimaan Zakat 

Persen NA NA 13.8 18,31 22,81 27,32 

27,32 

3 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai 75,76 78,52 81,26 84,04 86,8 89,56 
89,56 

4 Persentase Capaian 
Prolegda 

Persen 90 92 
94 96 97 98 98 
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NO 

ASPEK/FOKUS/BIDANG 
URUSAN/INDIKATOR 

KINERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH 

SATUAN 

KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 
RPJMD 
(2016) 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 
RPJMD 

TAHUN  
2017 

TAHUN 
2018 

TAHUN 
2019 

TAHUN 
2020 

TAHUN 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Urusan Pemerintahan 
Umum, Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan 
Pemerintahan Desa                 

1 Persentase Konflik ditengah 
Masyarakat 

Persen 6 5,5 4 3 2 2 2 

2 Persentase Usulan Hasil 
Musrenbang dalam Forum 
SKPD 

Persen 9 10 11 12 13 14 14 

3 Indeks Kepuasan Masyarkat Indeks 75,76 78,52 81,26 84,04 86,8 89,56 89,56 
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BAB X  

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH 
PELAKSANAAN 

 

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Batang Hari Tahun 

2016-2021 merupakan rencana-rencana strategis yang akan mengarahkan perkembangan Kabupaten Batang 

Hari beserta target yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Jangka waktu rencana RPJMD Kabupaten 

Batang Hari ini disesuaikan dengan masa jabatan Bupati terpilih.    

 

Untuk menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah 

direncanakan dalam dokumen RPJMD, maka perlu ditetapkan pedoman transisi/peralihan serta kaidah 

pelaksanaannya.  Hal ini dalam rangka untuk menjembatani terjadinya kekosongan dokumen perencanaan 

jangka menengah mengingat di tahun terakhir masa jabatan Bupati yang juga merupakan jangka waktu 

berlakunya RPJMD, akan  terjadi jeda waktu sebelumya dan telah ditetapkan RPJMD yang baru.   

  

10.1 PEDOMAN TRANSISI    

 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari 

Tahun  2016-2021 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Batang Hari mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.  Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Tahun 2017 tetap berpedoman pada RPJMD 2011-2016.  Sementara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2018 sudah berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran pokok Perubahan RPJMD 

tahun 2016-2021.    

 

Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari yang terpilih pada tahun 2021 tetap mempunyai 

ruang gerak yang luas dalam menyusun RPJMD Tahun 2021-2025 disesuaikan dengan visi dan misi yang  

diusungnya  selama  kampanye  dan  disesuikan  dengan   agenda-agenda  pokok  RPJP Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2006-2025.    

 

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN    

 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-

2021  merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati Batang Hari untuk lima tahun mendatang 

sampai berakhirnya masa jabatan Bupati Batang Hari.  Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 
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pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Tahun 

2016-2021 ini, maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :    

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 

harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab oleh 

seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Batang Hari, masyarakat serta segenap stakeholder pembangunan 

Konsep program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokok dalam RPJMD ini tidak 

berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai 

skala prioritas program dan kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. 

2. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati 

dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Batang Hari dibantu oleh Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batang Hari. 

3. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah   Kabupaten Batang Hari, agar 

melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. 

4. Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanpa terkecuali berkewajiban menyusun 

Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan 

Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Perubahan 

RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.  Dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Batang Hari 

berkewajiban melakukan fasilitasi, asistensi dan pendampingan selama proses penyusunan tersebut, 

setiap OPD berkewajiban menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara Perubahan RPJMD Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD.   

5. Penjabaran lebih lanjut Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ini untuk setiap tahunnya harus dilakukan 

dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari mulai tahun 2018 

sampai dengan tahun 2021. 

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang 

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, dan Musrenbang Kabupaten kemudian RKPD 

dimaksud harus menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang 

disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. 

7. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Batang Hari  merupakan 

dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 

berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara, kemudian Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus 

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD). 

8. Dalam rangka menjaga konsistensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, 

maka pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut :   

a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masin - masing Pimpinan OPD.   
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b. Bappeda Kabupaten Batang Hari menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan 

rencana pembangunan dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

c. OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya.   

d. Bappeda Kabupaten Batang Hari menyusun evaluasi capaian tahunan RPJMD berdasarkan hasil 

evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).   

e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana 

pembangunan daerah untuk periode berikutnya.    

15. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target capaian sasaran, kebutuhan 

pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, maka 

penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.    

16. Apabila terjadi hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang menyebabkan terhambat 

dan menyimpang berbagai rencana yang telah disusun didalam RPJPMD, maka strategi, arah kebijakan 

dan program serta target capaian yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus 

dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Batang Hari untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut 

dalam proses pelaksanaannya. 
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